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KATA PENGANTAR 

As,alamu Alaikum Wr. Wb. 

B 
uku yang ada di hadapan para pembaca ini adalah merupakan 
sebentuk ikhtiar kelembagaan disertai dengan niatan politik 

yang tulus pada cita-cita bersarna tentang sebuah lembaga perwakilan 
yang lebih baik. Pandangan masyarakat tentang lembaga perwakilan, 

baik DPR maupun DPRD yang masih diwarnai sinisme akibat 
serangkaian kasus pelanggaran Kode Etik yang rnelibatkan oknum 
Anggota DPR atau DPRD tidak usai menghiasi publik policik kita. 

Sebagal wakll rakyar yang berada d.J barlsan terdepan dalam 
pencgnkan Kodc Erik dan Penjagaan Martaba1 dan Keluhursn 
u:mbuga Perwnkilan, sudah seharusnya realims tcrsebuc mcnjadi 
perhatlan urarna unruk diwacanakan, didisku ikan serra 
diperblncangkan di hadapan publik. Publikasi lnl rnenjadi penring 
di R!llgnh suasana kehidupan yang serba rcrbuka dnn cendcrung 
tdanjang. Jib masalah muncul den kasar mars di ruang publik, 
rnaka penyelesaiannya pun berdasarkan rnasukan darl publik yangh 
rnemilild solusi konsrrukrif rentang lernbaga perwakilan yang lebih 
baik. 

Mahkamah Kehorrnaran DPR RI memandang persoalan 
penegakan erika lcmbng:t perwakllan adalah persoalsn bersama, 
seluruh Aoggom DPR maupun DPRD. Karena subjek rnaupun 

objek dari rugas dan fun� MKD seem Badan Kehormaran (BK) 
adalah wakil rakyac iru sendlri, yang mungkin sesama partai 
polltik, sesarna ideologi maupun sesarnu kepenringan. Bolch jadl, 

v 



rangkaian "kesamaan'' Irulah yang cukadang rnembuar publik cidak 
rerlalu rneninp harap padn hasil-hssil dalarn proses penegakan 
)'ang dilakukan oleh MKD muupun BK rerhadap oknurn-cknum 
Anggoca DPR.ID1'RD yang diduga melakukan pdanggarnn Kade 
Erik. 

Meskl dcrnikran, kira cct:1p ecrus berupaya menjalankan 
fungsi clan mgn.-, rersebur dengan balk sambil memperbaiki scg:ila 
kekurangan ran1, rncnjadi kendala dalam preses pcnega.bn 
tersebur. Salah sanr dnri upaya cersebut adalah mendiskusikan dao 
mernblncangkan pcncgakan ctik11 l"mbag,i perwakilan inl bersama 
sejumlah pemiklr, pakar dan rokoh-rokoh ynng akrab dalarn usaha­ 
usaha penegakan kndc etik di berbagai lembaga negara, Scjumlah 
pemlkiran, opmi dnn saran kami rangkum dalam buku yang berjudul 
"Menjage Kehorrnaran Lembagn Perv..,,lcilan lni". 

Buku ini adalah produk [irerasl yang bernuansa opini perrarna 
yang diterbitkan oleh MKD. Kami berharsp produk-produk seperri 
ini akan senanriasa lahir clan memcnuhl erelase pcmik.ira.n kita, demi 
ecrus mcndiskiuik:tn clan rnemblncangkan penegakan erika lernbaga 
perwakllan lni agar mcnjadi perhadan seluruh rnasyarakat. 

MKD menyampalkan tcrima lcsill kepada seluruh pihak yang 
rnernbanru terbimya buku ini. cmog:i scgala :akriviw kirn mcnjadi 
baghm dru-i upa)'ll bersarna unruk rnewujudkan rnasa dcpan lernbaga 
perwakilan yang leblh balk, 

Wll.SSAlamu'ulalkum Wr. Wb. 

Dr. Ir. Sufmi Dasco Ahmad, SH., MH 

Kecua Mahkamah Kehormatan DPR RI 
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PENDAHULUAN 

Vompleksitas kehidupan berbangsa clan bernegara telah 
1'...mem unculkan berbagai gag as an tencang penguacan kelembagaan 
politik. Terbukanya keran demokracisasi pasca runcuhnya rezim 
Orde Baru telah memunculkan berbagai wacana tencang bagaimana 
mengelola kelembagaan policik agar sesuai dengan kehendak clan 
tunrutan rakyat. 

Kornpleksitas irulah yang sekaligus mendasari perubahan 
(amandemen) UUD 1945 sejak tahun 1999. Perubahan yang 
dimaksudkan untuk mendiferensiasi masa lalu dengan masa kini, 
agar terwujud kehidupan sosial clan politik yang menyesuaikan 
diri dengan arnanat reformasi clan menahbiskan demokrasi sebagai 
sistem clan nilai yang sejatinya rerkandung dalam tata politik clan 
pemerincahan modern. 

Oleh karena itu, empat kali momentum perubahan UUD 
T 945 senantlasa menginrrodusir penguaran-penguatan baru yang 

dipandang numpu membangun konstalasi kchidup:m berbangsa 
dan bernegara. alah saeu poin pen ting dari serangkaian penguaran 
rersebur adalah pergcscmn paradigma Lencnng kt::!cmbagaan legislatif. 

ebagai saru-sarunya lembaga yang "disebut" sebagai "perwakilan 
rakyar". kdembagaan lq;islatl( dipand:mg belurn sepenuhnyn 
mampu rnerepresenraslksn dirlnyu seeara utuh. Amandernen UUD 
! 945 relah rnembaca keburuhan rersebui hlnggn rnernunculkan 

perubahan signifikan. Perubahan tersebur memuat pergeseran 
kekuasaan tertinggi pernbenrukan undang-undang yang berada di 

1 



Pr111ialJ11!iu111 

DPR a tau lembaga perwakilan (legislatif) setelah sebelumnya berada 
di rangan eksekutif 

Lernbaga perwakilan kemudian memperoleh penguaran lanjucan 
sebagai pengawas pelaksanaan undang-undang diserrai dengan hak­ 
hak lmuuims dalam mngka pengawasan rersebut, Dalam raagka 
pengawasan, DPR bahkan dapai rnengusulkan pemberhenrian 
kekuasaan eksekutif jika cllpandang tldak rnenjalankan amanat dan 
mdakukan pdanggaran undang-undang. 

Sekelumir tentang perubahan rersebut menunjukkan bahwa 
amanat reformasi telah mengubah paradigma tentang bagaimana 
mengelola bangsa dan negara. Sebenruk pengelolaan yang 
menemparkan lembaga legislatif sebagai "epicentrum'' kekuatan 
yang sekaligus menunjukkan lembaga tersebut sebagai manifestasi 

kekuatan rakyat iru sendiri. 

Namun seiring berjalannya waktu, kekuaran tersebur belum 
sepenuhnya dipahami dengan baik old, publik, rermasuk old, 
kaL,ngan �i�larif Itu sendlri, balk dari segi kelernbagann maupun 
dari mdlvidu ynng hilir-rnudik mernangku [abaran sebagai Anggota 
DPRIDPRD. Tronisnya, kekuaran rersebur sernakin rergerus old, 
serangkaisn oplni publik dan media rnassa yang scriap ssar rncmorret 

<fan rnempublikasian sisi-sis] lain dad lcmbaga perwakilan, Porrer 
yang mengetengahkan tencang perilaku wakil rakyat yang jauh 
dari kehendak dan tuntutan rakyat. Potrer tenrang oknum-oknurn 

yang terlibat perilaku ridak panras, melanggar etika-etika sosial dan 
budaya, hingga mereka yang tersangkur berbagai kasus pelanggaran 
hukum. 

Tenru saja lernbaga perwak.ilan tidak menutup mars akan 

kenyaraan yang hru:llr d�n dlperronrcnkan di depart publik. 
Kelembagaan rersebur bahkan mcmillki lembaga rersendiri dalam 
rangka merespons kenyaraan-kerryarann miring clan anomali­ 
anomali y:ang berpetensi rneruntuhkan cirra, wibawa dan keiuhuran 
martabat wakil rakyat. Lembaga itulah yang disebut dalam undang- 
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undang sebagai Mahkamah Kehormatan di lembaga DPR dan 
Badan Kehormatan di DPRD. 

Meski demikian, MKD maupun BK sebagai salah satu Alat 
Kelengkapan Dewan (AKD) masih berada dalam rnasa-rnasa transisi 
di tengah keterpurukan citra lembaga perwakilan iru di mata publik. 
Pada gilirannya, "raji" yang dilekatkan kepada MKD seringkali 
membentur persepsi. Persepsi yang rerlanjur menyelimuri memori 
publik tentang lembaga DPR yang dipenuhi dengan suasana politis, 
sehingga keputusan-keputusan MKD maupun BK "boleh jadi" 
hanya sekedar intrik dalam sebuah "peradilan sernu". 

Persepsi publik rersebut "rarnpaknya" berdampak pada kesulitan­ 
kesulitan tertentu yang dialami oleh MKD dan BK dalam rangka 
menjalankan tugas, fungsi dan kewenangannya. Kesulitan-kesulitan 
yang terkait dengan respons penegak hukum yang juga memiliki 
mekanisme kerja tersendiri. Sementara itu, MKD dan BK hams 
merespons persoalan-persoalan etika yang melibatkan Anggora DPR 
dan DPRD secara cepat, mengingat berbagai persoalan berdampak 
pada nama baik Anggota D PR dan D PRD dan citra kelembagaan. 

Perkembangan lain yang juga memerlukan respons signifikan 
adalah tatkala MKD dan BK telah memucuskan berbagai kasus 
yang secara bersamaan tidak memperoleh cukup bukti pelanggaran 
dalam pandangan hukum. Pada titik terrentu, keputusan-keputusan 
MKD/BK tenrang berbagai kasus yang melibatkan Anggoca DPR/ 
DPRD rerkadang mengundang resiscensi dari kalangan Anggota 
DPR/DPRD itu sendiri. Bahkan keputusan-keputusan yang 
didasarkan atas mekanisme Kode Etik dan Tata Beracara Mahkamah 
Kehormatan DPR sebagaimana rerrnaktub dalam Peraturan D PR RI 
tencang Kode Etik dan Tata Beracara Mahkamah Kehormatan DPR 
atau Kode Etik dan Tara Beracara Badan Kehormatan rerkadang 
menuai respons negatif dan memunculkan gugaran melalui Peradilan 
Umum. 

Dengan demikian, kiranya penegakan citra, wibawa dan 
keluhuran martabat DPR sejatinya adalah tugas seluruh Anggota 



DPR/DPRD, dimana MKD/BK berperan sebagai ujung tambak 
pencegahan clan penindakan. Lebih dari itu, berkaca dari amanat 
reformasi clan pergeseran paradigma tentang kelembagaan politik 
clan pernerinrahan, lembaga DPR/DPRD adalah sebuah lembaga 
yang seharusnya memperoleh dukungan bersama dari seluruh 
kornponen bangsa, baik secara individu maupun kelembagaan. 
Karena DPR maupun DPRD adalah perwakilan rakyat, dimana 
seluruh kepentingan clan rasionalitas rakyat menyatu dalam lembaga 
tersebut. 

Hal lain yang tidak lupur dari kendala teknis pelaksanaan 
penegakan Kade Etik adalah nornenklarur perundang-undangan 
yang masih membedakan antara peran MKD serta BK. Perubahan 
undang-undang 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD clan 
DPRD mernuat perubahan substansial pada Badan Keharmatan 
DPR RI menjadi Mahkamah Kehorrnaran DPR RI. Perubahan 
rersebur disertai dengan kewenangan yang lebih kuat clan lebih besar 
dibandingkan Badan Kehorrnaran sebelumnya. 

Meski demikian, MKD sedang menginisiasi lahirnya undang­ 
undang tentang Erika Lembaga Perwakilan atau Keharmatan 
Lembaga Perwakilan. Pada gilirannya, seluruh kepentingan 
penegakan etika baik terkait Kade Erik maupun Tata Beracara akan 
berada dalam satu kodifikasi peraturan clan perundang-undangan. 
Sehingga memiliki kekuatan yang lebih tinggi clan mengikat baik 
ke dalam internal lembaga perwakilan di tingkat DPR maupun 
DPRD, maupun keluar di hadapan lembaga penegak hukum. 

Terobosan sistemik yang diinisasi oleh MKD ini adalah bagian 
dari upaya menyatukan seluruh kepentingan penegakan clan 
penjagaan citra, martabar clan keluhuran lembaga perwakilan agar 
mampu menjawab tantangan clan dinamika politik yang senantiasa 
menempatkan lembaga perwakilan sebagai sentral dari kemajuan 
bangsa clan negara. MKD memandang persoalan penegakan kade 
etik tidak akan mampu terjawab dengan sekedar mengedepankan 
kebijakan-kebijakan sesaat. Penegakan kodc etik adalah proses 
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yang berlangsung secara sistemik dengan memanfaackan seluruh 
stakeholder kelembagaan, baik internal maupun eksternal, mulai dari 
hilir hingga hulu, mencakup perbaikan dan sinkronisasi peracuran 
dan perundang-undangan, serta rata kerja kelembagaan. Pelanggacan 
kode etik akan lebih mudah terdeteksi dengan pencegah-pencegahan 
dini yang memurus potensi dan menghapus akses pada terjadinya 
pelanggacan. 
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SISTEM PENEGAKKAN 

KODE ETIK DPR 

Dr. KH. Surahman Hidayat, MA. • 

I. PENDAHULUAN 

D 
PR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan 
sebagai lembaga negara. DPR terdiri atas anggota parrai politik 

peserra pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. 
DPR beranggotakan 560 (lima rarus enam puluh) orang. 

Dalam rangka memberikan pedoman bagi anggota DPR unruk 
bersikap, berperilaku, bertindak, clan berucap, disusun kode erik 
DPR sebagaimana dalam ketentuan Pasal 235 Undang-Undang 
No. 17 rahun 2014 rentang MPR, DPR, DPD clan DPRD yang 
telah diubah oleh Undang-undang No. 42 Tahun 2104 tentang 
MPR, DPR, DPD, clan DPRD. Pada Pasal 81 huruf g Undang­ 
undang tersebut, setiap anggota DPR RI berkewajiban memaruhi 
kode etik DPR. 

Kode etik DPR berisi norma yang wajib dipatuhi oleh setiap 
anggota selama menjalankan tugasnya untuk menjaga marrabat, 
kehormatan, citra, clan kredibilitas DPR. Kode etik DPR diatur 
dalam Peraruran Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2015 
tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 
Jika dilihar dari maksud clan aspek sebagai peraruran, kode etik 
D PR berkecluclukan sebagai jaminan juridis agar kehormatan clan 
keluhuran martabat DPR dapat terjaga clan clitegakan oleh anggota 
DPR. 

* Anggora DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera; Pernah menjabar sebagai Ketua 
Mahkamah Kehonnatan DPR Rl. 
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Dengan dernikian setiap anggota mernatuhi kode etik D PR, 
maka kehormatan clan keluhuran martabat DPR akan dapar tegak 
serta terjaga. Penegakan kode etik DPR berarti sebagai bentuk 
penjagaan clan penegakan kehormatan clan keluhuran martabat 
DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat. Agar penegakan kode etik 
DPR berjalan clengan baik, maka penegakan kode etik DPR harus 
berjalan secara sisternik, sebagai sebuah sistem. 

II. KODE ETIK DPR 

Kode etik DPR clisusun clan diatur clalam bentuk peraturan 
DPR. Pengaturan kode etik DPR sendiri sebagai peraturan DPR 
hingga saat ini telah berjumlah 3 (riga) peraturan, yairu sebagai 
berikut: 

1 .  Keputusan DPR RI Nomor 16 Tahun 2004-2005 tentang Kode 
Erik DPR. Keputusan ini merupakan pengaruran yang pertama 
kali tentang kodc erik DPR sepanjang sejarah DPR; 

2. Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2011 tentang Kode Erik, 
Peraturan ini merupakan peraruran tentang kode etik DPR 
yang menggantikan peraturan sebelumnya, yaitu Keputusan 
DPR RI Nornor 16 Tahun 2004-2005 tentang Kocle Erik DPR; 

3. Peraturan DPR Nomor I Tahun 2015 tentang Kode Erik 
DPR. Peraturan ini merupakan peraturan DPR rentang kocle 
etik DPR yang keriga sebagai peraturan yang menggantikan 
Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 201 1  rentang Kocle Erik, yang 
berlaku hingga saar ini. 

Kode erik DPR sejatinya merupakan sebuah pedoman kriteria­ 
kriteria dalarn etika politik. Erika politik bagi anggota DPR tentu 
yang tercermin clalam Pancasila. Erika polirik yang tercermin dalam 
Pancasila dimaksudkan untuk menumbuhkan tatanan politik 
clemokrasi, yang bercirikan keterbukaan, rasa berranggung jawab, 
tanggap akan aspirasi rakyar, menghargai perbedaan, jujur dalam 
persaingan, kesediaan untuk menerima penclapat yang lebih benar, 
serta menjunjung tinggi hak asasi manusia clan keseimbangan hak 
clan kewajiban dalarn kehiclupan berbangsa. 
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Hakikar etika politik menunjukkan perlu adanya instrumen 
clan indikator akunrabilitas demokratik, yang seriap warganegara di 
Indonesia berhak untuk menuntut tanggung jawab anggota D PR 
yang mewakili mereka. Salah satu jalur konstirusional, juridis, clan 
eris bagi setiap rakyat yang diwakili anggota DPR unruk rnenuntut 
tanggung jawab moral clan erik anggota DPR adalah melalui MKD, 
yang patut didudukan sebagai satu-satunya instrumen etika politik 
checks and balance terhadap kelembagaan DPR dihadapan publik. 

Kode etik DPR yang berlaku pada saar ini adalah Peraruran 
Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2015 tenrang Kode 
Erik Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Dalarn 
kerenruan Pasal 1 ayat (3) peraturan tersebur, defenisi kode etik 
DPR adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggora selarna 
menjalankan tugasnya unruk menjaga martabat, kehormatan, citra, 
clan kredibilitas DPR. 

Norma merupakan kesadaran manusia yang membutuhkan 
hubungan yang ideal, seimbang, serasi, clan selaras yang tercerrnin 
secara vertikal (Tuhan), horizontal (masyarakat) clan alamiah (alam 
sekirarnya). Norma adalah perwujudan martabat manusia sebagai 
makhluk budaya, sosial, moral, clan religi. Norma merupakan suatu 
kesadaran clan sikap luhur yang dikehendaki oleh tata nilai untuk 
dipatuhi, Oleh kerena itu, norma dalam perwujudannya dapar 
berupa norma agarna, norma filsafat, norma kesusilaan, norma 
hukum, clan norma sosial yang memiliki kekuaran untuk dipatuhi 
kerena adanya sanksi. 

Norma yang diatur dalam Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 
2015 tentang Kode Erik DPR yaitu terkait dengan Bab II mengenai 
Kode Erik. Pada Bab II ini diuraikan masing-masing terkait dengan 
etika yang wajib dipatuhi oleh seriap anggota DPR RI yang diatur 
kedalam 16 (enambelas) prinsip, yaitu: 

1 .  Kepentingan umum; 
2. lnregritas, 
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3. Hubungan dengan mitra kerja; 

4. Akunrabilitas: 

5. Keterbukaan clan konflik kepentingan; 

6. Rahasia; 

7. Kedisiplinan; 

8. Hubungan dengan konsrituen acau masyarakac; 

9. Perjalanan dinas; 

I 0. lndependensi; 

1 1 .  Pekerjaan lain dluar tugas kedewanan; 

12. Hubungan dengan warcawan; 

13. Hubungan dengan tarnu di lingkungan DPR; 

14. Hubungan antar anggoca dengan AKO 

15. Erika Persidangan; clan 

16. Hubungan dengan Tenaga Ahli, Scaf Administrasi Anggoca, clan 
Sekretariac Jenderal; 

Berikuc ini akan diuraikan beberapa norma dari 16 (enambelas) 
prinsip tersebut. Norma yang paling percama yang wajib dimiliki 
clan dipatuhi adalah selalu mengucamakan kepentingan umum. 
Pasal 2 ayat (I) dalam kode etik DPR tersebuc menyacakan "Anggota 
dalam setiap tindakannya harus mengutamakan kepentingan bangsa 
dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang. dan golongan." 
Berdasarkan ketenruan rersebur dikecahui bahwa DPR RI yang 
direprentasikan melalui masing-masing anggotanya haruslah selalu 
mengucamakan kepentingan umum, karena DPR RI bercanggung 
jawab mengemban amanac rakyac sehingga mempergunakan fungsi, 
cugas, clan wewenang yang ada demi kepentingan clan kesejahteraan 
rakyat. Dalam rangka mewujudkan ha! tersebut, anggoca DPR RI 
haruslah selalu menjaga harkat, martabat, kehormacan, citra, clan 
kredibilicas dalam melaksanakan fungsi, tugas, clan wewenangnya 
serca sebagai lembaga perwakilan rakyar, 

Terkaic dengan imegricas anggoca DPR RI, Pasal 3 ayac (I) 
kode etik DPR RI mengatur bahwa "Anggota harus mengbindari 
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perilaku tidak pantas atau tidak patut yang dapat merendahkan citra 
dan kehormatan DPR baik di dalam gedung DPR maupun di luar 
gedung DPR menurut pandangan etika dan norma yang berlaku dalam 
masyarakat ''. Berdasarkan ketentuan tersebur dikecahui bahwa 
kode etik DPR RI celah memberikan pengaturan yang mengikac 
bagi tiap anggotanya sebagai representasi rakyat unruk selalu 
menjaga integritas lembaga. Pada pasal tersebut juga yakni pada 
ayat ( 4) dinyacakan bahwa "Anggota harus menjaga nama baik dan 
kewibawaan DPK'. Hal ini menegaskan bahwa integritas lembaga 
DPR RI dalam hal ini dapat diwujudkan melalui integriras yang 
ditunjukkan oleh masing-masing anggotanya. 

Keterbukaan dan konflik kepentingan dari DPR sebagai 
lembaga perwakilan dapat cerwujud dari kecerbukaan dan konflik 
kepentingan yang wajib dijaga oleh masing-masing anggocanya. 
Terkait dengan keterbukaan dalam Pasal 6 ayat (I) kode etik DPR 
RI dinyatakan bahwa "Sebelum mengemukakan pendapatnya dalam 
pembabasan suatu permasalaban tertentu, Anggota harus menyatakan 
di hadapan selurub peserta Rapat jika ada suatu keterkaitan antara 
permasalahan yang sedang dibahas dengan kepentingan pribadinya 

di luar kedudukannya sebagai Anggota". Sedangkan terkair dengan 
konflikkepentingan dalam Pasal 6ayat (4) danayat (5) kodeerikDPR 
RI dinyatakan bahwa "Anggota dilarang menggunakan jabatannya 
untu]: mencari kemudahan dan keuntungan pribadi, Ke/uarga, 
Sanak Famili, dan golongan" dan "Anggota dilarang menggunakan 
jabatannya untuk mempengaruhi proses peradilan yang ditujukan 
untuk kepentingan pribadi dan!atau pihak lain". Pengaturan ini 
sernua, relah memberikan batasan-bacasan yang konkrit dan wajib 
dilaksanakan demi mejaga keterbukaan dan menjauhkan dari 
potensi adanya konflik kepentingan anggota DPR RI. 

Kerahasiaan lembaga DPR dapat cerjaga melalui pelaksanaan 
etika dari masing-masing anggocanya yang celah diatur dalam Pasal 
7 kode etik DPR yang menyacakan bahwa "Anggota wajib menjaga 
Rahasia yang dipercayakan kepadanya, termasuk basil Rapat yang 
dinyatakan sebagai Rahasia sampai dengan batas waktu yang telah 
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ditentukan atau sampai dengan masalah tersebut sudah dinyatakan 
terbuka untuk umum", Dalam pelaksanaan tugasnya, tentunya 
lembaga DPR memiliki informasi yang sifacnya rahasia clan 
oleh karenanya perlu clijaga kerahasiaannya oleh masing-masing 
anggocanya. 

Pengaruran kewajiban anggoca DPR menjaga rahasia clalam 
kocle ecik D PR sejalan clengan bahwa memang acla informasi publik 
yang sifacnya rahasia clan tidak dapat cliakses oleh publik sesuai 
clengan kriteria yang diatur clalam Pasal I 7 Unclang-Unclang No. 
14 Tahun 2008 centang Kecerbukaan Informasi Publik (UU KIP). 

III. MKD SEBAGAI PENEGAK KODE ETIK DPR 

Berclasarkan kerentuan pasal 19 ayac (I) Peraturan DPR Nomor 
1 Tahun 2015 tentang Kocle Etik DPR, bahwa penegakan kode 
etik DPR clilakukan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan, yang 
clisingkat bernama MKD. MKD sencliri merupakan salah satu 
Alar Kelengkapan Dewan yang bersifat tetap, yang baru rerbenruk 
pacla masa bakti DPR RI tahun 2014-2015 sebagai kelanjutan atau 
perbaikan (upgrading) clari Baclan Kehormatan DPR RI pada masa 
bakti sebelumnya. Perubahan nomenklatur ini sesuai clcngan amanat 
Unclang-unclang Nomor 17 Tahun 2014 cencang MPR, DPR, DPD, 
clan DPRD sebagaimana telah diubah clengan Unclang-unclang 
Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Unclang-Unclang 
Nomor 17 Tahun 2014 cemang MPR, DPR, DPD, clan DPRD. 
Perubahan ini menganclung amanah clan tanggung jawab yang lebih 
besar clalam rangka rnewujudkan tujuannya. 

Pembentukan MKD sebagaimana ketentuan Pasal 1 I 9 ayat 
(2) Unclang-unclang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, 
DPD, clan DPRD sebagaimana telah diubah clengan Unclang­ 
unclang Nomor 42 Tahun 2014 centang Perubahan Unclang­ 
Unclang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, clan 
DPRD bertujuan untuk menjaga serta menegakkan kehormatan 
clan keluhuran rnartabar DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat. 
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Pencapaian tujuan dibentuknya MKD akan dapar menentukan 
terciptanya kepuasan persepsi publik terhadap kinerja anggota 
dan kelembagaan DPR RI. Ketika MKD mampu mewujudkan 
tegak serta terjaganya kehormatan dan keluhuran martabat DPR 
RI bagi anggota DPR RI, maka akan lahir kinerja anggota dan 
kelembagaan DPR RI yang baik dalam persepsi publik. Narnun, 
ketika kehormatan dan keluhuran martabat DPR RI tidak tegak dan 
terjaga, maka akan menghasilkan kinerja anggota dan kelembagaan 
DPR RI yang buruk dalam persepsi publik. Dengan demikian, 
ditangan MKD akan lahir kinerja anggora dan kelembagaan DPR 
RI yang baik. 

Berdasarkan kerenruan pasal 122 Undang-undang Nomor 17 
Tahun 2014 tenrang MPR, DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2014 
rentang Perubahan Undang-Undang Nomor l 7Tahun 2014 tentang 
MPR, DPR, DPD, dan DPRD, jo pasal 124, jo pasal 2 Peraturan 
DPR RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Beracara Mahkamah 
Kehormatan Dewan, tugas dan wewenang MKD dalam penegakan 
kode erik DPR, yaitu : 

I .  Menyusun kode etik DPR; 

2. Melakukan pemantauan dalam rangka fungsi pencegahan 
rerhadap prilaku anggota DPR agar tidak melakukan 
pelanggaran kode erik D PR; 

3. Memberikan surat edaran mengenai anjuran untuk menaati tata 
tertib DPR serra mencegah pelanggaran kode etik DPR kepada 
seluruh anggota DPR; 

4. Memberikan rekomendasi kepada pihak terkait untuk mencegah 
terjadinya pelanggaran kode etik DPR dan menjaga martabat, 
kehormatan, cirra, dan kredibilitas DPR; 

5. Melakukan penyelidikan dan verifikasi terhadap baik perkara 
pengaduan maupun perkara tanpa pengaduan; 

6. Mengadakan sidang guna menyelidiki dan memverifikasi adanya 
dugaan pelanggaran kode etik DPR yang diduga dilakukan 
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anggota DPR baik dalarn bentuk perkara pengaduan maupun 
perkara tanpa pengaduan; 

7. Memutus perkara dugaan pelanggaran kode erik DPR yang 
diduga dilakukan anggota D PR baik dalarn bencuk perkara 
pengaduan maupun perkara tanpa pengaduan; 

8. Memberikan sanksi kepada anggota DPR yang relah terbukti 
melakukan pelanggaran kode etik DPR baik dalam benruk 
perkara pengaduan maupun perkara canpa pengaduan ; 

9. Memberikan rehabilicasi kepada anggota DPR yang tidak 
terbukci mclakukan pelanggaran kode erik DPR baik dalam 
bencuk perkara pengaduan maupun perkara tanpa pengaduan; 

10. Menghentikan proses pemeriksaan perkara dalam setiap 
persidangan baik dalam bemuk perkara pengaduan maupun 
perkara tanpa pengaduan; 

1 1 .  Memanggil pihak terkait dan melakukan kerjasama dengan 
lembaga lain; 

Oleh karena itu, keberadaan MKD dalam siscem penegakan 
kode etik DPR cidak sebatas memposisikan diri sebagai "peradilan 
etik" yang berrugas mengadili anggocanya dari berbagai pelanggaran 
norrna-norrna maupun hukum yang berlaku di masyarakat. Pada 
aspek i.n.L seolah-olah MKD berrugas hanya kerlka cclah cerj:u:li 
dugaan pelanggnran yang dilakukan angg9tn DPR. Padahal 
sesungguhnya tidnkl:tb dcmlki:tn y.mg dimaksud dalarn slstern 
pcnegakan kode etik Dl'R oleh MKD sebagaimana yang terllhat 
dalam 1ugas dan wewenang MKD tersebur. 

rv. SISTEM PENEGAKAN KODE ETIK DPR 

Penegakan kode etik DPR oleh MKD sebagaimana ketentuan 
Pasal 19 Peraturan DPRRI Nomor 1 Tahun 2015 centang Kode Etik 
DPR dilakukan dengan 2 (dua) sisrem, yaitu sistern pencegahan dan 
sisrern penindakan. Slsrern pencegakan dilakukan dengan kegiaran 
sosialisasi, pelarihan, mengirimkan surat edaran dan memberikan 
rekomendasi, atau cara lain yang diterapkan oleh MKD. Sedangkan 
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sisrem penindakan dilakukan oleh MKD berdasarkan peracuran 
DPR RI yang mengacur mengenai Cata beracara MKD terhadap 

adanya pelanggaran kode etik DPR RI yang dilakukan anggoca 
DPRRI. 

Dalam sistern pencegahan, MKD bercugas mencegah anggota 
DPR unruk cidak melakukan pelanggaran kode etik DPR dengan 
upaya mendorong dan memocivasi serlap anggoca DPR untuk 

rnemaruhi kode ecik DPR. Tujuan daripada sisrern pencegahan ini 
adalah cumbuhnya kesadaran anggoca DPR rnematuhi kode erik 
DPR, sehingga ridak terjadi perilaku pelanggaran kode etik DPR. 
Disarnping Iru, ,cb:igai sisrem pencegahan, MKD dapar rnenjadl 
salah saru garda rerdepan dalarn rncnerapkan etika polidk DPR y.ing 

nkan dapat rnernberikan komrlbusi bagi perkembnngan erika pollrik 
dalarn mdakukan proses demokrasl di DPlt 

Sernentara dalam sistem penlndakan, MKD bercugas menindak 
anggota yang relah melakukan pelanggaran kode erik D PR dengan 
pemberian sanksi, yang tujuannya adalah terwujudnya perbaikan 
perilaku anggoca D PR dari melanggar menjadi memaruhi kode erik 
DPR. Bagi anggota DPR yang relah dinyatakan terbukti melanggar 
kode erik DPR dan relah mendapatkan sanksi dituntut untuk 
memperbaiki diri di masa mendacang sehingga ridak mengulangi 
lagi perilaku pelanggaran. 

Berdasarkan pasal 122 Undang-undang Nomor 17 Tahun 
1014 tc,uang MPR, DPR, DPD. dan DPRD sebagalmana cc.lab 
diubah dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2014 rcnrang 
Perubahan Umhng-Undnng Nomor 17 Tahun 2014 rcntang MPH., 

DPR, DPD, dan DPRD,jo pasal 124, jo pasal 2, 3, dan 4 Peraruran 
DPR RI Nomor 2 Tahun 2015 temang Tata Beracara Mahkamah 
Kehormaran Dewan, tugas dan wewenang MKD dalam penegakan 
kode etik DPR dapat dikelompokan dalam sisrern pencegahan dan 
sistern penindakan sebagai berikur : 

1 .  Tugas dan wewenang Pencegahan, yaicu : 
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a. Menyusun kode ecik DPR dengan melakukan evaluasi dan 
penyempurnaan kode erik DPR yang relah ada sebelumnya; 

b. Melakukan pemantauan dalam rangka fungsi pencegahan 
rerhadap prilaku anggota D PR agar tidak melakukan 
pelanggaran kode ecik D PR; 

c. Memantau kehadiran anggota DPR dalam rapac-rapat 
DPR; 

d. Memberikan peringatan tertulis sebanyak 2 (dua) kali 
kepada anggota DPR sebelum terjadi pelanggaran tidak 
menghadiri rapat paripurna sebanyak 40 % dari jumlah 
rapac paripurna DPR atau rapat alac kelengkapan DPR 
sebanyak 40 % dari jumlah rapat alat kelengkapan D PR 
dalam 1 (satu) masa sidang DPR can pa keterangan yang sah 
dari pimpinan fraksi arau kecua kelompok fraksi; 

e. Memberikan surac edaran mengenai anjuran uncuk menaati 
tata terrib DPR serta mencegah pelanggaran kode etik DPR 
kepada seluruh anggota DPR; 

f. Memberikan rekomendasi kepada pihak cerkait uncuk 
mencegah cerjadinya pelanggaran kode etik DPR dan 
menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas 
DPR; 

g. Melakukan kerja sama dengan lembaga lain; 

2. Tugas dan Wewenang Penindakan, yaicu : 

a. Melakukan penyelidikan dan verifikasi cerhadap 

a. I. Perkara pengaduan, yaicu: 

• tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 81 ; 

• 

• 

cidak dapat melaksanakan cugas secara 
berkelanjutan acau berhalangan recap sebagai 
anggoca DPR selama 3 (ciga) bulan berturut-turut 
tanpa keterangan yang sah; 

ridak lagi memenuhi syarat sebagai anggota DPR 
sebagaimana ketencuan mengenai syarat calon 

1 5  

Strtnv PmrJ!p&11 Kode E11,t OJ>U. 



Pr. Kf-/. Sur,1/,m,m f-{11it1J11t, .\&-I 

anggota DPR yang diatur dalam undang-undang 
mcngenai pemilihan umum anggoca DPR, DPD, 
dan DPRD; dan/arau 

• melanggar ketenruan larangan sebagaimana diatur 
dalam Undang-Undang ini. 

a.2. Perkara Tanpa Pengaduan, yaitu : 

ketidakhadiran dalam rapac DPR yang menjadi 
kewajibannya, yaitu tidak menghadiri rapat paripurna 
sebanyak 40 % dari jumlah rapat paripurna DPR acau 
rapat alac kelengkapan D PR sebanyak 40 % dari jumlah 
rapat alac kelengkapan DPR dalam I (satu) masa sidang 
DPR tanpa keterangan yang sah dari pimpinan fraksi 
acau kerua kelompok fraksi; 

tertangkap cangan melakukan tindak pidana; atau 

terbukri melakukan tindak pidana dengan ancaman 
pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan 
telah memperoleh putusan yang berkekuatan 
hukum tetap. 

Pelanggaran terhadap peraturan perundang­ 
undangan yang menjadi perhatian publik, 

b. Mengadakan sidang guna menyelidiki dan memverilikasi 
adanya dugaan pelanggaran kode etik DPR yang diduga 
dilakukan anggota DPR baik dalam benruk perkara 
pengaduan maupun perkara tanpa pengaduan; 

c, Mernutus perkara dugaan pelanggaran kode etik DPR yang 
diduga dilakukan anggota DPR baik dalam bentuk perkara 
pengaduan maupun perkara tanpa pengaduan dengan 
Putusan Terbukti atau Tidak Terbukti: 

d. Memberikan sanksi kepada anggoca DPR yang relah 
terbukti melakukan pelanggaran kode etik DPR baik 
dalam bencuk perkara pengaduan maupun perkara tanpa 
pengaduan dengan jenis saksi sebagai berikut : 

• Sanksi ringan dengan ceguran lisan atau tertulis; 
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• Sanksi seclang clengan peminclahan keanggotaan pada 
alat kelengkapan D PR a tau pemberhenrian dari jabatan 
pimpinan DPR atau pimpinan alar kelengkapan DPR; 
a tau 

• Sanksi berat clengan pemberhenrian semerara paling 
singkat 3 (tiga) bulan atau pemberhentian sebagai 
anggota; 

e. Memberikan rehabilicasi kepada anggota DPR yang ticlak 
terbukti melakukan pelanggaran kode erik DPR baik 
dalam benruk perkara pengacluan maupun perkara tanpa 
pengacluan; 

f Menghentikan proses pemeriksaan perkara clalam setiap 
persiclangan baik dalam bentuk perkara pengacluan maupun 
perkara tanpa pengacluan; 

g. Memanggil pihak cerkait clan melakukan kerjasama clengan 
lembaga lain; 

V. PENUTUP 

Efektivicas MKD clalam menjalankan cugas penegakan kocle 
erik DPR dapar ditentukan oleh bagaimana kedua sistem, yaitu 
sistem pencegahan clan sistern peninclakan dijalankan. Maka 
rencunya keclua sistern rersebut dapar dijalankan secara bersamaan 
clan seimbang canpa memprioriraskan saru sistern saja clengan 
mengensampingkan sistem yang lain. Keclua sistern tersebur rnesri 

berjalan rerintegrasi clan saling melengkapi agar kode erik DPR 
dapar regak seefekrif mungkin. 

rffi�gakat1 kode crlk DPR. yang dilakukan oleh MKD dalarn 

sisrem pencegahan seharusnya menjadi pillhan rerdepan dalam 

menjaga serta menegakan kehcrmatan dan kduhuran rnarrabar DPR 
sehagal lembaga perwakilan rnkyat. MKD renru harus mernperlnas 
clan mengernbangkan berbagal program pencegahan �=g dapat 
mendorong $erta melahirka» klnerja anggora clan kelernbagaan 
DPR yang baik dalarn persepsi publik. 
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Dengan demikian, harapannya dimasa mcndatang MKD dapat 
mcngoptimalkan pclaksanaan sistern pencegahan. Karena ketika 
sisrern pcncegahan telsh berjalan dengan baik secara oprimal, 
niaka berbaga.i pdanggarnn kode euk D.PR y:ing berpocensi dapar 
dilakukan oleh anggot.1 dengan sendirinya dapar dlrninimalisir, dan 
bahkan akan nihil sarna sekall, 

Jakarta, 20 April 2016 

Pimpinan MKD 
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ETIKA PARLEMEN 

MODERN 

Fahri Hamzah, SE• 

Pendahuluan 

Vode etik legislatif merupakan dokurnen formal yang mengatur 
l. "-Perilaku dari para legislator dengan menetapkan apa yang 
dianggap sebagai tindakan yang dapar direrirna dana pa yang tidak. 
Dengan kata lain, dicujukan unruk menciptakan budaya politik yang 
menernpatkan penekanan pada keparutan, keteparan, transparansi 
dan kejujuran dari perilaku anggota parlemen. Namun kode etik 
sendiri tidak dimaksudkan untuk menciptakan perilaku iru sendiri. 

Kasus korupsi yang terns terjadi di lembaga DPR, semakin 
menggugurkan tesis Max Weber temang politikus iru harus 
menyadari bahwa polirik ist Beruf and Berufong. Aninya, politik 
adalah cugas jabatan dan panggilan hidup. Jika ha! itu tidak dilakoni 
secara baik, para politikus hanya akan menjadi apa yang dikatakan 
Aldous Huxly sebagai political merchandicer. pedagang plink, dirnana 
yang dipemingkan adalah keuntungan pribadi. Lembaga-lembaga 
politik pun dijadikan sebagai medan transaksi dan komersial politik. 
Max Weber sebenarnya membidik sosok politikus sejari di berbagia 
strata dan lembaga politik. Politikus sejati adalah politikus yang 
melakoni sejatinya politik. Plato dalarn "Republic" dan Aristoteles 

dalam "Politics" menulis, sejatinya politikitu agung dan mulia, yakni 
sebagai wahana membangun masyarakat utarna, Sebuah rnasyarakat 
peradaban yang terwujud dalam tatanan sosial yang berlandaskan 
pada hukum. Etika, moral dan norma, sehingga tercipta keadilan, 

"' Penulis adalah Wakil Kerua DPR RI Bidang Kesejahreraan Rakyac; pernah mcnjabat 
sebagai Anggota Mahkamah Kehormatan DPR RJ Tahun 2011 - 2014 
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kesejahteraan dan kemaslahatan umum. Jadi, seorang politikus 
sejaci di lembaga politik mana pun harus melakoni politik dengan 
mengucamakan pengorbanan demi kesejahteraan masyarakar. Maka, 
pengabdian seorang politikus sejati bukan pertama-tama karena 
uang, keumungan dan kesenangan, retapi karena ingin menjalankan 
tugas panggilannya dalam bidang politik, dan selain itu juga ingin 
menjalankan amanat rakyac. 

Dalam buku "Political Ethics and Public Officede" (1987), 
Guru Besar dari Univesitas Harvard, AS, Dennis F. Thompson, 
menegaskan bahwa para politikus cidak ubahnya dengan pejabar 
negara yang sesungguhnya bukan warga negara biasa. Mereka 
memiliki kekuasaan acas warga negara dan sekaligus merupakan 
represemasi dari warga negara. Meskipun dalam kelembagaan 
negara, ada lembaga yang keberadaannya secara khusus legal formal 
merepresentasikan keberadaan warga negara sekaligus bertugas 
sebagai pembawa dan penerjemah aspirasi warga negara seluruhnya 
yang kita sebut dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau 
parlemen. Dilema etik-moral politik parlemen, secara ideal, laksana 
"Academy" -nya Plato, yaitu lembaga politik tempat persemaian 
pemikiran-pemikiran brilian dan perrukaran-perrukaran ide-ide 
jenius dikalangan politikus, yang mengemban misi ucama sebagai 
perumus kebijakan negara. Dan policikus di parlemen adalah 
kumpulan negarawan yang dengan kebijakannya mampu melahirkan 
gagasan-gagasan yang memberi pencerahan kepada masyarakat. 
Bagi Plato, politik adalah jalan mencapai apa yang disebuc "a perfect 
society", clan bagi Aristorcles, politik adalah cara meraih apa yang 
disebur dengan the best possible system that could be reached (Hacker, 
1961) .  

Secara konstitusional, para politikus di dewan mengemban 
tiga peranan penting. Sebagai policy maker, mereka harus mampu 
merumuskan kebijakan-kebijakan strategis yang memihak 
kepentingan publik. Sebagai legal drafter, mereka dituntut membuat 
undang-undang yang dapat menjamin legalnya keadilan sosial clan 
keteraturan hidup bermasyarakat. Dan sebagai legislator, mereka 
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harus menjadi "penyarnbung lidah rakyat", guna mengartikulasikan 
aspirasi kepentingan warga. Karena itu, menjadi sangat aneh jika 
dalam pelaksanaan tugas-tugas, mereka mengabaikan apa yang 
disebuc etika clan moraliras politik. 

Dengan etika clan moralitas politik, para politikus di parlemen 
dapat melakoni policik sesuai dengan tujuan berpolicik itu sendiri 
yakni mensejahterakan rakyat, bukan mencari peruncungan materi 
clan kemuliaan diri. Erika politik biasanya dilawankan dengan 
etika individu, etika kelompok atau etika institusi yang hanya 
menyuarakan aspirasi sepihak. Dan kehadiran etika clan moralitas 
policik itu sesungguhnya mau mengatasi berbagai sekat kepencingan. 
Misalnya, etika clan moralitas dijadikan rambu-rambu bagi anggota 
dewan unruk tidak melihar segala posisi, kewenangan clan kekuasaan 
yang dimiliki sebagia sebuah kesempacan untuk mendapatkan 
keuntungan materi, apalagi dengan jalan korupsi. Hanya saja, 
muncul sebuah persoalan serius, bagaimana implementasi etika 
legislatif itu? 

Dennis F. Thompson, misalnya, meragukan adanya etika 
legislarif dengan mengajukan pertanyaan, apakah etika legislatif icu 
mungkin? Pertanyaan ini kemudian menjadi menarik dikarakannya, 
tu mu tan eris dari peran D PR berkonflik dengan runrutan ecika 
umum, atau etika eksekutif sendiri. Karena eksekutif memiliki 
mekanisme kerja hirarkis yang meniscayakan adanya konrrol antar 
sesama dalam internal lembaga, sedangkan dalam legislatif terdapat 
mekanisme kerja secara kolegial. Sehingga, korupsi "berjernaah" 
di dewan kerap didiamkan jika tidak ada pihak yang berani 
membongkarnya. Dalam sistern kerja yang kolegial, kesuksesan atau 
kegagalan dalam ber-legislasi akan amac tergantung saru sama lain. 
Dosa seorang atau sekelompok dewan dapac tidak mempan terhadap 
kririk, sebab mereka adapt bersembunyi di balik koleganya. Dan 
fungsi kontrol seorang anggoca dewan akan menjadi tumpul kecika 
diarahkan kepada koleganya. Urnuk itulah tatkala publik begitu 
sering mengkritik segala kebobrokan di dewan, seperri korupsi clan 
perilaku amoral lainnya, mereka tetap saja tidak peduli. Sehingga, 
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sepak terjang policik mereka pun campak cetap jauh dari bingkai 
etik dan moral dan kerap tidak menjadikan etika dan moralicas 
sebagai pedoman dan cujuan dalam berpolicik. Seman eris-moral 
bagaimanapun seruan etis-moral harus dikedepankan agar para 
anggoca dewan recap berjalan pada jalur utarna etika dan moralicas 
sebagai pijakan dasar sekaligus cujuan berpolitik? 

Parameter Etik 

Inregriras menurut arti kaca adalah suacu rnutu, sifat, acau 
keadaan yang menunjukkan kesatuan yang ucuh sehingga memiliki 
potensi dan kemampuan yang memanfaackan kewibawaan dan 
kejujuran. Dalam konteks nasional dan kelembagaan, integritas 
adalah wujud keutuhan prinsip moral dan etika bangsa dalam 
kehidupan bernegara. 

Dalam kaicannya dengan parlemen, integritas adalah sikap 
acaupun perilaku yang mencerminkan keutuhan prinsip moral dan 
etika dalam kehidupan bernegara khususnya dalam melaksanakan 
ketiga fungsi yang melekat, yaicu fungsi legislasi, pengawasan dan 
anggaran. Merujuk pengertian diatas, incegricas sebagai anggota 
parlemen sesungguhnya melaksanakan Pasal 81 Undang-Undang 
Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. 
Dalam pasal cersebuc dijelaskan bahwa Anggota DPR berkewajiban: 

a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila; 

b. Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 dan menaaci ketenruan peraturan 
perundang-undangan; 

c. Mernperrahankan dan memelihara merukunan nasional and 
keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 

d. Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan 
pribadi, kelompok, dan golongan; 

e. Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat; 

f. Menaati tata tertib dan kode etik; 
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g. Menjaga etika clan norma dalam hubungan kerja dengan 
lembaga lain; 

h. Menyerap clan menghimpun aspirasi konstituen melalui 
kunjungan kerja secara berkala; 

i. Menampung clan menindaklanjuti aspirasi clan pengaduan 
masyarakat; clan 

j. Memberikan pertanggungjawaban secara moral clan politis 
kepada konstituen di daerah pemilihan. 

KemampuanAnggota Parlemen dalam menjalankan keseluruhan 
kewajiban adalah sebuah perilaku yang mencerminkan integritas 
sebagai anggota parlemen. Dengan demikian, terbentuklah etika 
yang kemudian menjadi sebuah norma yang diikuti oleh setiap 
anggota parlemen. 

Maraknya korupsi, kekerasan di parlemen, penggunaan identitas 
seperri ijazah palsu, tidak menghadiri rapat-rapat, tidak melakukan 
kunjungan ke daerah pemilihan clan kurang mengedepankan 
kepentingan bangsa di atas kepentingan kelompok, merupakan 
indikasi rendahnya integritas pejabat publik. Bukan hanya 
karena posisi tetapi juga tanggung jawab, perilaku pejabar publik 
mempengaruhi perilaku publik. Karena iru, rendahnya integritas 
pejabat publik berdampak pada buruknya kualitas hidup berbangsa 
clan bernegara. Indikasi paling sederhana untuk mengetahui 
integritas seseorang dengan menilai ketaatannya terhadap peraturan, 
mengenali kedisiplinannya, konsistensinya antara pikiran/ucapan 
dengan tindakan. 

lndikasi selanjutnya adalah kejujuran, sikap homat kepada 
orang lain, hormat cerhadap perbedaan rerlebih-lebih kepada 
adat clan nilai-nilai budaya. Sikap demikian merupakan hasil 
pendidikan, penghayatan nilai-nilai berbangsa clan bernegara yang 
celah berlangsung puluhan tahun, sehingga terinternalisasi dalam 
pikiran clan tindakannya. lntegritas seseorang cidak mungkin 
hasil kerja instan. Jika dalam perilaku keseharian seseorang tidak 
menunjukkan integritas clan tiba-tiba ketika akan memangku atau 
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setelah memangku jabatan publik menunjukkan "integriras", maka 
ha! itu rnerupakan pencitraan. 

Hak lmunitas 

Argumen terhadap pengungkapan kepentingan atau pembatasan 
kegiatan anggota parlemen biasanya dibuat dengan alasan bahwa ha! 
iru mernbarasi kemampuan anggota parlemen unruk melaksanakan 
peran perwakilan merekadan kbususnya bertentangan dengan prinsip 
kekebalan parlemen. Meskipun perdebaran tersebut menyentuh 
bidang lain, tetapi ada sedikit argumen substansial mengapa suatu 
aturan erika dan perilaku ridak dapat hidup berdampingan dengan 
sistern kekebalan parlemen. Sehingga penyusunan aturan perlu 
mempertimbangkan seberapa jauh itu itu akan membatasi kekebalan 
anggora parlemen. 

Tujuan dari kekebalan adalah untuk memasrikan bahwa anggota 
parlemen memiliki kebebasan yang cukup untuk melaksanakan 
tugas mereka mengawasi pemerintah, menyusun legislasi dan 
mewakili masyarakat. Beberapa fungsi akan membawa mereka ke 
dalam konfrontasi langsung dengan berbagai lembaga negara dan 
anggota parlemen hams mampu melakukannya tanpa takut dituntut, 
dikorbankan atau menjadi target pemerintah melalui cara-cara lain. 
Parlemen hams mengadopsi sistem fungsional kekebalan parlemen 
yang memberikan perlindungan dari penun tutan tak beralasan atau 
bermotif politik, sekaligus juga untuk memastikan bahwa parlemen 
bertanggung jawab di rnata hukum. 

Prinsip utama sistem kekebalan parlemen adalah bahwa 
hak imunitas adalah bagian integral dari posisi bukan individu. 
Tujuannya adalah umuk melindungi integritas jabatan dan lembaga, 
namun ridak boleh digunakan sebagai sarana untuk melindungi 
individu-individu yang jelas-jelas terlibat dalam kegiatan kriminal. 

Penegakan Erika Parlemen 

Salah satu jalur untuk rnenuntut tanggung jawab anggota 
parlemen adalah melalui Mahkamah Kehormatan Dewan sebagai 
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satu-satunya insrrumen etika politik yang dapat menanggalkan Hak 
Imunitas anggota parlemen. Mahkamah Kehormatan mempunyai 
tugas unruk melakukan evaluasi clan penyempurnaan peraturan 
parlemen tentang tata tertib clan kode etik DPR. Tugas penting 
lain Mahkamah Kehormatan Dewan adalah menjaga cira-cita clan 
wibawa lembaga parlemen dengan menjaga anggota-anggotanya 
berperilaku terpuji. Penegakan Kode Etik Parlemen dapar terns 
eksis melalui proses demokratik yang memenuhi batasan-batasan 
etis tertentu sebagaimana terdapar dalam Kode Erik Parlemen yang 
menuntur bahwa anggota parlemen bertindak berdasarkan prinsip­ 
prinsip yang dapat diketahui oleh semua warga negara. Secara tidak 
langsung, proses clan prinsip-prinsip yangdijalankan oleh Mahkamah 
Kehormatan Dewan dalam Tata Beracara menjadi sumber penilaian 
etis dalam menggalang kekuatan polirik demokratik clan etika 
politik di Indonesia. 

Tara Beracara yang mengatur bagaimana proses penegakan clan 
penerapan sanksi dilakukan menjadi ha! yang esensial unruk menjaga 
kewibawaan clan martabat parlemen. Mahkamah Kehormatan 
Dewan sebagai lembaga penegak kode etik clan peraturan perundang­ 
undangan yang berkaitan dengan etika clan sikap perilaku yang diatur 
oleh Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014, bekerja sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan tersebut. Undang-undang ini 
mengamanatkan bahwa Mahkamah Kehormatan Dewan dibenruk 
oleh DPR clan merupakan alat kelengkapan DPR yang bertujuan 
menjaga serta menegakkan kehormatan clan keluhuran marcabat 
sebagai lembaga perwakilan rakyat. Mahkamah Kehormatan dalam 
rnenjalankan tugas clan wewenangnya berpedoman pada: 

I. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Daerah, clan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 

2. Peraturan DPR tentang Tata Tertib: 

3. Peraruran DPR tentang Kode Etik; 
4. Peraturan DPR tenrang Tata Tertib Tata Beracara Mahkamah 

Kehormacan Dewan. 
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Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) sebagai lembaga 
Penegak Kade Etik bertugas untuk menjaga etika para anggotanya 
dari berbagai pelanggaran norma-norma maupun hukum yang 
berlaku di masyarakat. Di samping itu, Mahkamah Kehormatan j uga 
menerapkan etika politik yang dapar memberikan kontribusi bagi 
perkembangan politik demokratik di parlemen. Kode Erik menurut 
pengertian yang diberikan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 
2014 adalah norma yang wajib diparuhi oleh setiap anggota selama 
menjalankan cugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra 
clan kredibiliras DPR. Dalam UU MPR, DPR, clan DPRD, MKD 
mempunyai tugas untuk melakukan penyelidikan clan verifikasi aras 
pengaduan terhadap anggoca karena: 

I.  Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 8 1 ;  

2. Tidak dapar melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau 
berhalangan tetap sebagai anggota DPR selama 3 (tiga) bulan 
berturur-turut tanpa keterangan yang sah; 

3. Tidak lagi memenuhi syarat sebagia anggota DPR sebagaimana 
ketentuan mengenai syarat calon anggota DPR yang diatur 
dalam undang-undang mengenai pemilihan umum Anggora 
DPR, DPD clan DPRD; dan/atau 

4. Melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam 
undang-undang ini. 

Selain tugas sebagaimana dimaksud di atas, Mahkamah 
Kehormatan Dewan melakukan evaluasi clan penyempurnaan 
peraturan DPR tentang kode etik DPR. Kemudian, Mahkamah 
Kehormatan Dewan berwenang memanggil pihak yang berkaitan 
clan melakukan kerjasama dengan lembaga lain. Landasan filosofis 
clan sosiologis Kode Erik Tata Beracara Mahkamah Kehormatan. 
Dalam menilai anggota parlemen menjalankan kekuasaan legislasi, 
parutlah digunakan batasan-batasan dalam kekuasaan tersebur. 
Anggota parlemen adalah manusia yang mempunyai kecenderungan 
tertenru dalam menggunaan kekuasaan. Eloklah kiranya adagium 
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yang diungkapkan oleh John Emerich Edward Dalberg Acton (Lord 
Acton, 1887) dipakai sebagai sebuah warning/rarnbu dalam menilai 
sebuah kekuasaan. Adagium tersebut adalah "power tends to corrupt 
and absolute power corrupt absolutely, great men are almost always 
bad men". Adagium tersebut menekankan kecenderungan dan 
bahaya suatu kekuasaan terlebih kekuasaan negara. 

Permasalahan etika policik yang dijumpai oleh Mahkamah 
Kehormatan Dewan secara umum dapat dipilah dalarn tiga katagori, 
yairu: 

I. Efektifitas penerapan Kode etik berkaitan dengan faktor-fakror 
seperti sanksi, sikap politik, dan keragaman budaya. 

2. Komunikasi politik antara parlemen dengan publik sebagai 
pemilih yang berhak meminta perranggungjawaban wakil 
yang relah dipilihnya. 

3. Komunikasi dan koordinasi dengan alat kelengkapan dewan 
terutama Pimpinan DPR berkaitan mengenai permasalahan 
myang belum bisa dipecahkan dan mekanisme penerapan 
sanksi dan pelaksanaan purusan MKD. 

Dalam penerapan aruran Kode Etik, maka proses beracara 
yang dilakukan oleh Mahkamah Kehorrnaran bersumber pada Tata 
Beracara Mahkamah Kehormatan. Peraturan tan tang Tata Beracara 
MKD merupakan langkah yang sangat maju dan progresif. Dalam 
ha! menerima pengaduan masyarakat karena Tata Beracara yang 
baru diperkenalkan pengaduan dengan laporan dan pengaduan 
tanpa laporan. Penegakan Kode etik dan Peraruran Perundang­ 
Undangan untuk menjaga integriras anggota parlemen prinsip­ 
prinsip Kode Erik baru di atas kemudian diterapkan dalarn berbagai 
dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota parlemen. 
Putusan tersebut dikeluarkan berdasarkan pengaduan masyarakat 
atas anggora parlemen yang diduga melakukan pelanggaran Kode 
Erik dan peraruran perundang-undangan. Sudah menjadi kelaziman 
dalam sebuah organisasi adanya esprit de corps terhadap kolega. 
Demi memelihara objektivitas dan kepercayaan publik, MKD 
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hams menanggalkan kepentingan-kepentingan sempit rersebur 
termasuk didalamnya kepemingan golongan (parrai). Dengan 
demikian, integritas lembaga dan anggota dewan terbangun secara 
berkelanjutan. 

Anggota DPR yang relah menjadi tersangka dalam kasus 
hukum, seharusnya diberhentikan sernenrara oleh Mahkamah 
Kehormatan. Selain menjaga martabat dewan dan memberi 
kesernpatan yang bersangkuran fokus menghadapi kasus hukum, 
juga untuk menghindari konllik kepentingan. 

Tantangan Ke Depan 

Demokrasi tidak mengandalkan bahwa semua orang 
mempunyai kebajikan sama, tetapi orang-orang dengan kebajikan 
yang berbeda-beda iru dapat jaruh dalam kesalahan yang sama, 
khususnya jika mereka memegang kekuasaan di tangannya. Dengan 
demikian, kecenderungan kekuasaan unruk memperkuat diri 
jauh lebih kuat daripada kemampuan unruk membarasi diri, dan 
kecenderungan kekuasaan umuk membenarkan diri juga berkali­ 
kali lebih besar dari kemampuan mengkririk dan mengawasi diri 
sendiri (ignas Kleden, Kompas, 6 Juni 2006). Individu yang seclang 
menggenggam kekuasaan seperti Anggota DPR, Anggota Kabinet, 
Kepala Pemerintahan, penegak hukum, clan sebagainya, bukanlah 
indiviclu yang clikarunuai kualiras moral yang lebih tinggi dari 
orang kebanyakan. Secara moral mereka sama saja clengan rakyat 
yang mereka pimpin, bahkan mereka jauh lebih rentan terhaclap 
kesalahan clan kejatuhan. Mengapa? Karena mereka memiliki 
kekuasaan yang clalam clirinya selalu mengandung kecenclerungan 
unruk disalahgunakan. 

Dalam konteks kelembagaan, kekuasaan parlemen merupakan 
kekuasaaan konstitusional yang perlu mendapat pengawasan, 
sehingga dibutuhkan tidak hanya perangkat aturan yang mengatur 
kelembagaan, retapi juga mengatur para anggota dewan, baik 
secara yuridis maupun secara erik. Fakta betapa kuarnya kekuasaan 
parlemen clan kemudian mempunyai kecenderungan disalahgunakan 
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setidaknya oleh (sebagian) anggota parlemen. Tergambar dengan 
jelas dari kasus-kasus korupsi yang melibatkan beberapa anggota 
DPR. Fakta rersebur secara kasat rnata dilihar oleh publik sebagai 
kenyataan perilaku yang tidak saja rercela retapi juga melanggar 
hukum. Kedudukan sebagai wakil rakyat sangadah mulia clan 
rerhormat karena mereka memegang kepercayaan rakyat. 

Oleh karena iru, segala ucapan dan/atau perbuaran anggota 
parlemen selalu menjadi sorotan clan catatan di mata rakyar atau 
setidaknya konstituen. Anggota parlemen berranggungjawab kepada 
Tuhan Yang Maha Esa, negara, masyarakat clan konstituen mereka 
dalam melaksanakan tugas yang diamanatkan. Dalam hal etik, 
parlernen seharusnya mempunyai pandangan bahwa perkembangan 
ketaranegaraan di era Indonesia baru merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari proses reformasi dalam berbagai aspek kehidupan 
bernegara. 

Ketatanegaraan baru memburuhkan kualiras kinerja lembaga 
legislarif yang memiliki komitmen politik, rnoralitas, clan 
profesionaliras yang didukung pengawasan clan keseimbangan 
antar organ-organ keraranegaraan, Kode etik merupakan kristalisasi 
perilaku anggota parlemen. Kode Erik mendorong anggotanya 
sebagai wakil rakyar untuksanggup berperilaku sesuai dengan prinsip­ 
prinsip etik clan menghindari segala ha! yang tidak patut, dilarang 
clan melanggar hukum. Kewibawaan parlemen juga ditenrukan oleh 
perilaku para anggotanya. Parlemen yang kuat clan terpercayaharus 
ditopang oleh citra yang positif di mata rakyat. Selain diperlukan 
unruk mencegah clan menindak perilaku anggota dewan yang 
melanggar peraturan, kode erik juga diperlukan untuk melindungi 
anggota parlemen itu sendiri. Sudah menjadi pengetahuan umum 
bahwa anggota dewan rawan dari tekanan clan gangguan baik dari 
internal maupun ekscenal. Tidak jarang pernyataan clan tindakannya 
ke luar dari bacas-bacas norma yang diroleransi. Sering pula 
pernyacaan clan tindakan ditujukan kepada kolega dan tidak scdikit 
yang menyerang pejabac arau inscitusi lain. Bagi warga negara biasa, 
perilaku dan pernyataan yang dianggap mengancam ketertiban 
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umum bisa diadukan ke pihak yang berwajib. Namun bagi pejabat 
yang memiliki ha! imunitas seperti anggota dewan, perlu penjelasan 
atas cindakan dan pernyacaannya. 

Penutup 

Mahkamah Kehormatan Dewan merupakan institusi uncuk 
menilai apakah seocang anggoca dewan melanggar Kode Erik acau 
cidak. Dari sudut pandang institusi/kelembagaan, rujuan kode 
erik ialah menjaga rnartabar, kehorrnatan, citra dan kredibilitas 
parlemen. Arcinya, penjaga rnartabat DPR bukanlah sernata-mara 
rugas Mahkamah Kehormatan yang berperan sebagai hakim bagi 
perilaku Anggota Dewan, tetapi Kode Erik icu sendiri. Hal ini 
berarti, Kode Erik adalah produk parlemen yang sangac penting 
uncuk melindungi parlemen icu sendiri. 

Kode Etik cersebuc juga bercujuan rnembantu Anggoca DPR 
dalam melaksanakan seciap wewenang, cugas, kewajiban dan 
tanggung jawab kepada negara, masyaralat, dan konsticuen. Kode 
Etik juga melindungi Anggoca DPR dari perilaku yang ridak 
senonoh. Dcngan demikian, kode etik membantu kinerja anggota 
DPR melalui mekanisme dalam Mahkamah Kehormatan yang 
memancau perilaku policik yang etis dalam melaksanakan wewenang, 
tugas, kewajiban dan canggung jawab sebagai Anggoca Parlemen. 
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PENINGKATAN INTEGRITAS 

ANGGOTA PARLEMEN MELALUI 

PENATAAN KELEMBAGAAN 

PENEGAK ETIK DI PARLEMEN 

RahmatBagj�LL!vf* 

Pcndahuluan 

M
ahkamah Kehormacan OPR RI yang rerbenruk setelah di 
undangkannya Undang Undang Nomor 17 Tahun 2014 

renrang MPR, OPR, DPD dan DPRD merupakan sebuah babak 
barn dalam sejarah penegakan Ecik Anggota D PR RI. Serelah 

sebelumnya Badan Kehormacan DPR RI diperkenalkan dengan 
UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD 
dan UU Nomor 22 Tahun 2003 renrang Susunan Kedudukan MPR, 
DPR, DPD dan DPRD yang sudah memperkenalkan permanennya 
Badan Kehormaran DPR RI dalam Komposisi Alar Kelengkapan 
DPRRI. 

Ketiga UU aquo sudah menyatakan rentang adanya Lembaga 
Penegak Erik yang permanen dilingkungan DPR. Oidasarkan 
acas kesadaran pembencuk Undang-undang renrang urgensi peran 
lembaga DPR RI yang tidak cukup sekedar dipahami oleh mereka 
yang rerlibat langsung sebagai Anggoca DPR RI maupun siscem 
pendukung yang berada di dalamnya, lembaga D PR RI memerlukan 
sebuah Alar Kelengkapan DPR RI (AKD) yang memiliki rugas, 
fungsi dan wewenang dalam menjaga dan mengawasi kinerja DPR 
RI. 

Perubahan Kelembagaan Lembaga Penegak Erika yang menjadi 
diperkuat serelah adanya perubahan UU mengenai MPR, DPR, 
DPD dan DPRD merupakan suatu bukri akan keseriusan Lembaga 
DPR unruk memperbaiki Sisrem Penegakan Erika di DPR. 

'" Pcnulis adaJah Tenaga Ahli Mahbmah Kebormatan DPR RI 
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Perbaikan sistem kelembagaan penegak erik di DPR merupakan 
suatu keniscayaan akan adan ya keburuhan pemenuhan aspirasi 
masyarakat yang menginginkan lembaga perwak:ilan rakyat 
mempunyai martabat clan kehormatan yang tinggi. Oleh sebab itu, 
penataan kelembagaan sangat diperlukan dari wakru ke waktu. 

Penacaan kelembagaan juga merupakan suaru pengakuan akan 
tidak sempurnanya sisrem yang diciprakan. Sisrern yang sempurna 
merupakan sebuah utopia dalam demokrasi apalagi dalam 
penegakan erika. Dengan demikian, perubahan clan perbaikan 
sistem penegakan erika merupakan suatu ha! yang wajib dilakukan. 

Penataan Kelembagaan Penegak Etik di Parlemen 

A. Sejarah Lembaga Penegakan Etika di DPR 

Pada tahun 1999 melalui Tata Tertib DPR RI Tahun 
1999, diperkenalkan konsep "Dewan Kehormatan" sebagai alat 
kelengkapan yang tidak bersifat tetap (ad hoc) karena lembaga ini 
dapat dibenruk oleh DPR RI bila terdapat kasus terkait dengan 
perilaku Anggota DPR RI. Hingga periode 1999-2004 berakhir, 
ridak ada kasus yang berhasil diproses oleh "Dewan Kehormatan" 
sehingga dalam periode rersebuc "Dewan Kehormatan" belum 
pernah terbentuk guna menjalankan rugas clan fungsinya dalam 
penegakkan Kode Erik DPR RI. 

Badan kehormatan DPR RI kemudian diperkenalkan sebagai 
salah saru Alar Kelengkapan DPR RI yang bersifat recap sejak tahun 
2003 dan tercanrum dalam Pasal 98 ayat (2) huruf g UU No. 22 
Tahun 2003 tentang Susunan clan Kedudukan MPR, DPR, DPRD 
clan DPD .. 

Sesuai dengan UU Nomor 27 Tahun 2009, Lembaga Penegak 
Kode Etik adalah Badan Kehormatan DPR RI. Badan Kehormatan 
DPR RI rermasuk kedalam Alar Kelengkapan DPR RI yang bersifat 
tetap clan mempunyai tugas unruk menjaga clan menegakkan Kode 
Erik. Pada periode DPR RI rahun 2009-2014 anggota Badan 
Kehorrnatan DPR RI adalah sebanyak 1 1  orang yang berasal dari 
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unsur fraksi di parlemen yang disusun susunan keanggotaannya 
secara proporsional. 

Serelah disahkannya UU nomor 17 tahun 2014 disahkan 
maka Badan Kehormacan DPR RI akan berganti nama menjadi 
Mahkamah Kehormatan Dewan. Dengan bergantinya nama clan 
semakin jelasnya pengacuran dalam UU yang baru tersebut maka 
diharapkan kehormatan lembaga Penegak Erik semakin kuat. 

Dengan diperkenalkannya Lembaga Penegak Erik yang berjudul 
"Mahkamah" maka ada paradigma baru yang hendak diperkenalkan 
oleh DPR RI dalam menyelesaikan persoalan-persoalan etik yang 
ada dalam lembaganya. 

Dcngan bergantinya nama rcrsebin mm Sadan Kehormatan 
ddak fagi hanya scbagai Alm Kdengkapan Dewan yang brasa akac 
tetapl kedepan menjelma menjadl Peradllan Erik khusus anggoro 
Parlcrnen. le:si.1 yang dlungkapkan eleh para ahll hukum pads sanr 
lni adalah pada masa kini clan ;001n damng Rule of &Iner menjzdi 
sesuaru ha! yang niscaya setelah Rule of Law yang dicapai. 

Walaupun demikian, penulis berkeyakinan bahwa kuncl 

penegakan erika anggot.i parlernen terurarna terlerak padn partai 
policik mdalul fr11ksi di pnriemen yang dllakukan bahkan sejak m:153 
pcncalonaa anggom parlernen. Pentgakan crik mclalui Iembagn erik 
dengan prasy:uac fraksi-fnksi di DPR mengcrrl dan fahrun akan 
perlunya kehorrnaran Lembaga DPR. 

B. Dasar Hukwn Perubahan Lembaga 

Mahkamah Kehormatan DPR RI, sebagal lembaga penegak 
kode etik dalam menjalankan tugas dan wewenangnya berpedoman 
pada: 

I . Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 centang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Daerah, clan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lernbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 

33 



123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5043);1  

2. Peraruran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 
Nomor O 1 Tahun 2014 tentang Tata Terrib ;2 

3. Peraturan DPR RI Nomor 1 tahun 2015 tentang Kode Etik; 

4. Peraturan DPR RI Nomor 2 rahun 2015 tenrang Tata Beracara 
Mahkamah Kehorrnatan DPR RI .  

Mahkamah Kehorrnatan DPR-RI dihadirkan oleh VU 
Norn or 17 tahun 20 J 4 , scbagal l.C'.mbaga Penegak Kode 
Erik, merupakan Alat Kelengkapan (AKD) DPR RI yang 
berrugas unruk mcnj.iga erlka para 1U1gg1;1tany;i dari berbagai 
pelanggnran norma-norrna maupun hukum yang bcrlaku di 
masyarakat. Disamping itu, Mahkamah Kehormatan DPR-RI 
juga menerapkan erika politik yang mempunyai arti besar bagi 
perkembangan politik demokratik di DPR-RI. 

5. Kode Erik dan Erika 

Kode etik menurut pengertian yang diberikan oleh Pasal 23 5 
Undang-Undang No. 17 rahun 2014 tentang MPR, DPR, 
DPD dan DPRD (MD3) adalah norma yang wajib dipatuhi 
oleh seriap anggota selama menjalankan tugasnya unruk 
menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibiliras DPR. 

Dalam pengertiannya menurut para ahli dan beberapa dokumen 
tentang kode erik, maka etika dapar dikarakan j uga adalah 
persoalan yang menyangkut hal-hal terkait dengan kepatutan 
yaitu, hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh 
Anggota DPR RI. 

Dengan dernikian, pada tataran prakris apalagi dalam dunia 
polirik maka etika akan bersifar sangat dinamis, masyarakat 
yang berperadaban lebih maju memiliki etika yang lebih halus 

I lndcneea, Unrhng-U1�d.an3 Nomor 1 7  ll.1.huu zo 14 rt11W1g �\.f;11jrl.b 
l'ermu..r"'""''"' 11.aky,r. r><wa" l'trwoo1"' lblry.,r, O.ww Pi:rw•kil•n Daerah. dan 

D.,w.u, Pcrwal<ll:u, �' D,=h, I .cmharan N91"" Rcpubllk liiJoncsi, Tuhun 2009 
Norn.er 12�. Uln1ba.lL1n l.c.mhillrar1 Nq;;zr1 Rr11ubUk lndoQctl.i Non1or 304;3 

Jndnnoln, Pcraturan DPR ru Nu11101 I Tahun 2014 (('tUAttgT.:wi Ternb 
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dan maju. Dapat dikatakan pula bahwa etika adalah sesuatu 
yang dibentuk oleh masyarakacnya sendiri. Oleh sebab icu, 
seluruh masyarakat ikuc bertanggung jawab untuk memajukan 
peradaban dan etika yang ada. Etika polltik dilembaga policik 
merupakan unsur penting dalam Kade Etik Lembaga DPR RI. 
Ecika policik memerlukan instrumen akuntabilitas demokratik, 
dan dalam cataran idealis, warga negara Indonesia, berhak 
menuncut tanggung jawab anggota DPR RI yang mewakili 
mereka. 

Salah sacu jalur untuk men uncut canggung jawab anggota DPR­ 
RI, adalah melalui Mahkarnah Kehormacan DPR-RI sebagai 
sacu-satunya instrumen penegak ecika yang dapat menanggalkan 
hak imunitas anggoca DPR-RI. 

Proses penegakan Kade Etik Anggota DPR RI dijalankan oleh 
Mahkamah Kehormatan DPR-RI berdasarkan Tata Beracara 
Mahkamah Kehormacan DPR RI. Sedangkan, Tata Beracara 
MKD mengacur proses penegakan etika dan penerapan sanksi 
untuk menjaga kewibawaan dan martabat parlemen. 

C. Urgensi Penataan Kelembagaan Lembaga Penegak Etika 
Parlemen 

Mahkamah Kehormatan DPR RI sebagai penjaga etik lembaga 
parlemen dihadirkan dalarn undang-undang dengan rujuan agar 
anggota parlemen mempunyai citra sebagai seorang yang luas 
pengetahuannya, arif dan bijaksana guna mengangkat harkat, 
derajat, martabac dan wibawa lembaga legislatif agar produktif 
dan produk-produknya berkualitas dan dihormati serta dipatuhi 
masyarakat. 

UU No.17Tahun 2014 cemang MPR, DPR, DPD dan DPRD 
memberikan arahan mengenai permasalahan-permasalahan etika 
yang berkembang dalarn praktek menjalankan kekuasaan, fungsi, 
cugas dan wewenang anggota Parlemen seperti yang dijelaskan 
secara secara lugas dalam larangan dan kewajiban anggoca parlemen. 
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Namun demikian, ha! tersebut dirasa kurangyang kemudian UU 
No.17 tahun 2014 menyerahkan kepada lembaga parlemen unruk 
membenruk Kode Erik tersebur, Sedangkan Tara Tertib memberikan 
rata cara dan bagaimana seharusnya hubungan yang terjadi didalam 
lembaga juga bagaimana seharusnya anggota parlemen bertindak 
baik didalarn persidangan maupun diluar persidangan yang terjadi 
did alam maupun diluar gedung Parlemen. Dengan demikian, etika 
politik memiliki krireria-krireria yang bisa menjadi rujukan rerdapat 
dalam Kode Erik, Tata Tertib dan UU MD3. 3 

Kode Erik sebagai pedoman etika dalarn bertindak dan 
berperilaku adalah adalah norrna-norma atau aruran-aturan yang 
merupakan landasan etik atau filosofis dengan peraturan perilaku 
maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, patut 
arau tidak patut dilakukan oleh Anggora Parlemen. Hal ini sesuai 
dengan Peraturan tentang Tata Tertib. 

Perkembangan tata cara dan proses penegakan filosofi etik 
dan moral yang dilakukan oleh Badan Kehormatan/Mahkamah 
Kehormatan Parlemen pada saat ini maka beberapa catatan penring 
dapat dipegang, antara lain adalah; 

Pertama, Penegak Kode Erik tidak lagi bisa mengatakan bahwa 
kebiasaan dan etika yang ada dan hidup di masyarakat lebih rendah 
dibandingkan dengan etika dan kebiasaan yang ada di dalam 
Parlemen. Ataupun bisa diperluas dengan bahwa etika dan kebiasaan 
yang ada dan hidup di Indonesia lebih superior dibandingkan 
dengan negara yang lain. ( We could no longer say that the customs of 
other societies are morally inferior to our own).4 

Kedua, Dalarn menentukan apa yang menuruc kita baik dan 
buruk secara etik lebih baik untuk mengkonsultasikannya dengan 
standar yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat kita, (we 
could decide whether actions are right or wrong just by consulting the 
standards of our society).' 

3 Peraruran Tata Terrib DPR RI 

� James Rachel, The Ekmentof Moral Philosophy, Mc Graw Hill, New York, 1986, p.18-19 
'Ibid. 
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Ketiga, Ide-ide mengenai kemajuan moral dan etiksesungguhnya 
diletakkan kedalam keyakinan akan perubahan yang lebih baik. ( The 

idea of moral and ethic progress is called into doubt). 6 

Dalam menerapkan aturan Kode Erik maka proses beracara 
yang dilakukan oleh Badan Kehormatan/Mahkamah Kehormatan 
bersumber pada Tata Beracara Badan Kehormatan/Mahkamah 
Kehormatan. Peraturan tentang Tata Beracara Badan Kehormatan/ 
MKD merupakan langkah yang sangat maju dan progresif bagi 
Badan Kehormatan/MKD dalam ha! menerima pengaduan 
masyarakat karena dalam Tata Beracara yang baru diperkenalkan 
Pengaduan dengan Laporan dan Pengaduan Tanpa Laporan. 

Dapat disimpulkan dalam Perubahan Kode Erik dan Tata 
Beracara MKD adalah dilatarbelakangi oleh alasan-alasan sebagai 
berikut: 

1. Pelaksanaan sanksi kurang deril clan terlalu umum. 

2. Agar Lembaga Penegak Erik tidak dianggap sebagai lembaga 
penyelesaian sengketa atau dimanfaatkan sebagai lembaga 
unruk menekan saru pihak demi kepeningan individu lainnya. 

3. Tata Beracara belum mengatur mengenai proses penanganan 
perkara pengaduan dan perkara tan pa pengaduan. 

4. Penambahan beberapa norma etika seperri adanya pengaturan 
rentang Konflik Kepentingan dan Pengaturan Pckerjaan Lain 
diluar Tugas Kedewanan. 

5. Penambahan Hubungan Profesional dan eris yang harus 
dibangun antara Anggota DPR dengan Warcawan, Tenaga Ahli, 
Sraf Administrasi dan PNS pada Sekretariat Jendral DPR RI. 

6. Penambahan ketenruan mengenai jenis sanksi dan kriteria 
pengenaan sanksi 

7. Pen am bah an ketentuan mengenai Rehabilirasi 

Sedangkan dalam Tata Beracara maka akan ada beberapa 
penambahan dan pelengkap aturan yang diarur dalam UU Nomor 

'Ibid 
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17 tahun 2014. Patut diketahui bahwa dalam UU aquo, ketentuan 
mengenai Mahkamah Kehormatan DPR RI adalah yang terbanyak 
diatur dalam UU tersebur. Oleh sebab itu, penguacan kelembagaan 
MKD dalam UU Nomor 17 tahun 2014 sangat implisit diberikan 
dalarn UU dlbanding clengan Alat Kelengkapan DPR yang lain. 

Dalam Tata Beracara Mahkamah Kehormatan DPR RI maka 
dapat diketahui beberapa pokok perubahan yang ada, yaitu: 

I. Aclanya penegasan dalam UU clan Tata Beracara bahwa 
Lembaga Mahkamah Kehormatan aclalah Lembaga Penegakan 
Erik. 

2. Penambahan definisi Perkara Pengacluan clan Perkara Tanpa 
Pengaduan. 

3. Pengacuran mengenai Fungsi, Tugas, dan Wewenang BK dalam 
Bab tersendiri. 

4. Baclan Kehormatan dapat bekerjasama clengan pencgak hukum 
dalam proses penyeliclikan. 

5. Penyempurnaan tahapan yang dilalui baik dalam sidang Perkara 
Pengacluan maupun Perkara Tanpa Pengacluan. 

G. Muatan Kepucusan dalam Perkara Tanpa Pengacluan. 

7. Tinclak lanjuc Kepucusan Badan Kehormatan yang hams 
clilaksanakan oleh Sekjen DPR RI, 

8. Penyesuaian dengan reknis perancangan peracuran perundang­ 
undangan sesuai dengan Unclang-Unclang Nomor 12 Tahun 
20 1 1  tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

Oleh sebab itu dapat disirnpulkan bahwa dalam UU Nomor 17 
tahun 2014, Kode Ecik clan Tata Beracara, Mahkamah Kehorrnaran 
DPR RI mempunyai tugas, fungsi clan wewenang sebagaimana 
berikuc 

I .  Melakukan kerjasama clengan lembaga lain 

2. Memanggil pihak rerkair 

3. MKD mendarnpingi Aparat Penegak Hukum yang melakukan 
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penggeledahan di Gedung DPR terkait dengan perkara pidana 
baik umum maupun khusus. 

4. Memperkenalkan Sistem pencegahan dan Sistem penindakan. 

5. Sistem pencegahan : sosialisasi, pelatihan, mengirimkan surat 
edaran dan memberikan rekomendasi, atau cara lain yang 
diretapkan oleh MKD. 

6. Sisrem penindakan berdasarkan peraturan DPR tentang tata 
beracara MKD. 

D. Penegakan Kode Etik dan Peraturan Perundang-undangan 
untulc Menjaga lntegritas Anggota Parlemen 

Penerapan prinsip-prinsip Kode Etik dan Tata Beracara MKD 
baru diaras kemudian direrapkan dalam berbagai dugaan pelanggaran 
yang dilakukan oleh Anggora Parlemen. Putusan terse but dikeluarkan 
berdasarkan pengaduan masyarakat yang mengadukan Anggota 
Parlemen yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan 
Peraturan Perundang-undangan. Perlu dikerahui oleh masyarakat, 
bahwa Keputusan-Kepurusan tersebur ridaklah mudah bagi Anggota 
Parlemen yang duduk dalam Mahkamah Kehormatan DPR. 

Badan Kehormatan pada periode lalu yang bertugas sebagai 
Lembaga Penegak Etik, selama ini mendapat sorotan tajam oleh 
masyarakar, karena adanya dugaan perlindungan terhadap kawan 
seprofesi/sesama anggora DPR adalah dugaan yang keliru, karena 
terbukti dengan banyaknya kasus yang ditindaklanjuti bahkan 
sarnpai dengan melakukan sanksi Pemberhenrian sebagai Anggota 
DPR. Diharapkan penegakan kode etik tersebut menjadi titik tolak 
dalam peningkaran integritas anggota Parlemen unruk menjaga cirra 
dan rnartabat lembaga Parlemen. 

Pada Periode Mahkamah Kehormatan ini, Anggota DPR yang 
relah menjadi terpidana dalam sebuah kasus hukum seharusnya 
diberhentikan sementara oleh Mahkamah Kehormatan, karena mau 
tidak rnau, suka atau tidak suka jika terjadi pembahasan dalam DPR 
yang membahas suatu permasalahan terutama permasalahan hukum 
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akan terjadi berbagai bias kepentingan pribadi dan kepentingan 
umum jika anggota DPR yang berstatus sebagai terdakwa ikut 
dalam rapat tersebuc. 

Oleh sebab itu, penegakan aturan baik aturan dalam UU 
Nomor 17 tahun 2014, Kade Erik dan Tata Beracara adalah ha! 
yang mudak dilakukan oleh Mahkamah Kehormatan DPR RI. 
Apalagi, penataan kelembagaan Penegak Erik DPR diletakkan 
dalam kerangka 3 Peraturan Perundang-undangan tersebut diatas. 

Kesimpulan 

Menilai imegritas anggota parlemen secara langsung dapat 
dilihat dari berbagai kasus yang mengemuka, dalam persoalan etika 
yang didalamnya ada prinsip integritas. Dengan demikian, berbagai 
persoalan etika dapat dilihat dari berbagai pelaksanaan tugas, fungsi 
clan wewenang anggota parlemen. Proses penegakan integritas pula 
harus dilekatkan pada penataan kelembagaan etika yang ada di 
parlemen. 

Melihat etika clan pelaksanaan pnns1p integritas dapat 
dikategorikan dalam 3 perspekrif fungsi, yaitu: 

I . Legislasi; 

2. Anggaran; clan 

3. Pengawasan. 

Kemudian dapat juga ditambah dengan fungsi penyerapan 
aspirasi masyarakat berupa fungsi representasi. Menyelami berbagai 
kasus etika harus memakai bukan menilai ukuran norma yang 
terrulis akan tetapi secara eris clan norma dalam masyarakat pantas 
ataukah tidak dilakukan oleh seorang anggota parlemen yang 
terhormat. Anggota parlemen adalah seorang yang menjadi reladan 
dalam masyarakat yang seharusnya mencerminkan negarawan yang 
mempunyai cirra, marrabat clan kehormatan yang tinggi. 

Oleh sebab itu, masa kini clan masa mendatang, rule of ethics 

diharapkan dapat diwujudkan dengan munculnya badan badan 
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etika bahkan peradilan etika yang mengawasi tindak laku para 
penyelenggara negara. Dengan demikian kedepan penyelenggaraan 
negara tidak hanya dilaksanakan sesuai dengan hukum akan retapi 
peyelenggaran negara dilaksanakan dengan hukum yang beretika. 
Pada periode ini, Mahkamah Kehormatan Dewan tahun 2014-2019 
diperkuat oleh 17 orang anggota yang semua fraksi ada didalamnya. 
17 penegak etika diharapkan akan mewarnai dan memberikan 
makna terhadap penegakan etika yang bermartabat dan berinccgricas 
dengan mengutarnakan kepencingan negara diatas kepencingan 
pribadi, golongan dan partai. 
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PENGUATAN SISTEM NORMA 

ETIKA DALAM RANGKA 

PENEGAKAN KODE ETIK 

Prof Dr. fimly Assbiddiqie, SH • 

Pendahuluan 

S 
ecara garis besarnya, etika atau "etnics" merupakan satu ca bang 
filsafat yang memperbincangkan tentang perilaku benar (righ) 

dan baik (good) dalam hidup manusia. Filsafac ecik cidak hanya 
menaruh perhatian pada soal benar dan salah seperri dalam filsafat 
hukurn, tetapi lebih dari itu juga persoalan baik dan buruk. Tujuan 
utamanya adalah kehidupan yang baik, "the good life", bukan sekedar 
kehidupan yang selalu benar dan ridak pernah salah. Namun dalam 
prakti, keduanya menyangkut subtansi yang menjadi esensi pokok 
persoalan erika, yaitu benar dan salah (right and wrong), serta baik 
dan buruknya (good and bad) perilaku manusia dalam kehidupan 
bersama. 

Namun, dalam perbincangan konkric sehari-hari, kebanyakan 
orang biasanya lebih mengutamakan soal benar atau salah, "right and 
wrong"karena, benar-salah ini lebih mudah dan lebih jelas dipandang 
mata. Dalam soal makanan saja pun, orang Islam diajarkan oleh al­ 
Qur'an agar hanya makan "makanan yang halal lagi baik", tetapi 
dalam prakcik yang dipikirkan orang hanya "makanan yang halal" 
(ha/a/an) saja, abai dengan "rnakanan yang baik" (thoyyiban). 
Padahal, dalam al-Qur'an, kedua konsep "ha/a/an tboyyiban" (halal 
lagi baik) itu merupakan sacu kesacuan konsep tentang makanan 
yang dianjurkan. Makaan dapat dibedakan antara (i) makanan yang 
halal tetapi ridak baik, (ii) makanan yang baik tetapi tidak halal, 

,. Pcnulis adalah Kccua Dewan Kehormacan Penyelenggara Pcmilu; Guru Besar 

Hukum Tata Negara Univcrsiras Indonesia 
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dan (iii) makanan yang tidak halal dan juga ridak baik. Ketiga jenis 
makanan tersebut tidak dianjurkan ataupun diperincahkan dalam 
al-Qur' an. Yang diperintahkan dengan regas untuk dimakan jusrru 
adalah (iv) makanan yang halal lagi baik. 

Demikian pula dalam pembahasan tencang etika, banyak 
uilisan yang unruk mudshnya rnenjelaskan renl:lilg pelbaga! 
persoalan etik dengan pendekatan benn r-salah sa]n, Apalagi dengan 
bcrlccmbangny-J kcccnderungan baru ynug saya narnaksn sebagal 
gelala positivasi edka dimana perumusan renrang nilai-nllai etik 
dan standar perilaku idc:i.l mulai dituiiskan dan dibangunkan 
sistern kelembagaan peaegnkannya secara konkru dalam prakcik. 
menyebabkan pcngertian orang akan etik tumbuh dan berkembang 
menjadi seperti norma hukum juga, yaitu mdibarkan pengertian 
temang benar-salah yang lebih dominan daripada pertimbangan 
baik-buruk. 

Pada umumnya para ahli menggambarkan sistern filsafat etik itu 
dalam 4 cabang, yaitu: 

1) Descriptive ethics: Erika yang berkenaan dengan perilaku yang 
benar dan baik sebagaimana yang dipikirkan orang; 

2) Normative ethics atau prescriptive ethics : Erika yang berkenaan 
dengan perilaku yang dinilai sudah seharusnya dilakukan; 

3) Applied ethics: Erika yang berkenaan dengan pengetahuan 
rencang moral dan bagaimana pengetahuan iru diwujudkan 
dalam prakrik; 

4) Meta ethics: Erika yang membahas mengenai apa yang dimaksud 
dengan benar dan baik itu sendiri, 

Dapat dikatakan bahwa etika deskriptif (Descrptive Ethic) 
pada pokoknya bcrkaitan dengan pelbagai bidang kajian, yaitu ; 
etika keagamaan, teori-teori nilai, filsafat ekonomi, filsafac politik, 
filsafat hukum, logika deontic, teori aksi, peralatan praktis (practical 
reasoning), rnoralitas, etika visual (visual ethics), etika kepercayaan 
(ethics of beliefJ. Sedangkan etika preskriptif arau normative 
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(normative of prescriptive ethics) berkenaan dengan apa yang orang 
harus percaya sebagai benar dan salah, atau baik dan buruk. 

Dalam hubungan ini rerdapar beberapa teori dan aliran 
pemikiran yang berkembang dalam studi tentang etika, misalnya 
(i) konsekuensialisrne ( Consequentialism} yaitu aliran yang 
mengembangkan reori-reori moral yang berpendapat bahwa akibar­ 
akibat perbuaran yang dll.lkukan seseorang rnenjadi sebah yang 

diang.gap benar bagi rirnbulnyn penilaian (j11dgcmm1) l'Cnrang 
rind.akan moral yang 1erf:uli. Karena itu, suatu tindakan (by 
rommmitm ntaupun by omiuion} yang secara moral dapai dikarakan 
balk dnn benar beralasan untuk menglmsilkon aklbar yang balk dan 
benar pula, Pandangan demikian juga tercerrnin dalarn pandangsn 
all ran utlrtnrianlsrne, 

(ii) Yang lain adalah Erika Deontologis (Deontological Ethic) yairu 
suatu pendekaran yang bersifar rule-driven yang menilai moraliras 
dari suatu tindakan didasarkan tindakan yang ditenrukan oleh 
acuran yang menjadi rujukan. Dalam reori absolutism moral (moral 
absolutism}, perbuaran tertentu secara murlak dinilai salah atau jahat, 
rerlepas dari konteks acaupun niat yang terdapat di balik rindakan. 
Misalnya perbuatan membunuh ataupun mencuri, selamanya akan 
dinilai salah dan jahac, dan karena itu ridak bermoral, rneskipun 
niarnya baik, misalnya, mencuri harta orang kaya unruk membancu 
orang misk.in. Tentu ada pula ceori yang lebih bersifar pragmatis 
(pragmatic ethics} yang selaku pandangan absolutism moral tersebut. 

(iii) Disamping iru, ada pula teori yang disebut erika kebajikan 
(virtue ethics) yang menguramakan karakrer moral seseorang sebagai 
kekuatan pendorong perilaku etis tertentu. Dalam etika Aristotelian, 
sebagai kajian perrama rentang erik dalam sejarah factor karakrer 
moral ini juga menempati kedudukan utama mengenai bagaimana 
seseorang rnencapai derajat rerbaik dalam hidupnya, Aristoteles 
percaya bahwa tujuan hidup manusia haruslah unruk hidup baik dan 
mencapai 'eudaimonia'", yang berarti "wel-being" atau "happiness". 
Hal ini dapac dicapai dengan dimilik.inya kemuliaan karakater 
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(virtuous character) atau ditakdirkan mempunyai kebiasaan­ 
kebiasaan yang baik dan sempurna. Di antara pandangan Aristoteles 
yang sangat popular mengcnai hal ini disebut Nicomachean Ethics. 
Di samping itu, ada pula pandangan etik yang disebut Eudemian 
Ethics dan Magna moralia . 

(iv) Banyak lagi teori yang cukup rumit dan mernbutuhkan 
penjelasan sangat panjang untuk diuraikan, seperri teori 
eudaimonisme yang mengukur kebahagiaan dalam hubungannya 
dengan moralitas. Ada pula teori yang disebut etika kepedulian 
(ethics of care) yang juga merupakan salah satu teori erika normative 
atau preskriptif (normative etnical theory), juga ada etika egoism 
(ethical egoism) yang menyatakan bahwa agen moral memang 
sudah seharusnya melakukan apa menurut kepentingannya sendiri 
harus dilakukan (self-interest). Ada pua teori-teori tentang etika hak, 
seperri yangdapat dibayangkan dalam aspirasi yang berkembang 
dalam Revolusi Amerika dan Perancis. Ini yang disebur sebagai erika 
hak (rights ethics) yang memicu lahirnya gerakan hak asasi manusia 
dalam sejarah. 

(v) Selain itu, masih banyak reori centangcrikyangdikembangkan 
oleh para filosofi dan para ahli erika. Misalnya, Living Ethics, 
Biocentrism ethics, Altruism ethics, dan bahkan Feminist ethics. Teori 
Erika, misalnya mengembangkan pandangan yang menawarkan 
nilai-nilai kemanusiaan kepada makhluk di luar manusia dan 
bahkan eko-sistern (non-human species and ecosystems) serta proses­ 
proses yang cerjadi dalam realicas alac tprocesses ini nature). Erika 
altruism merupakan dokcorin yang mengembangkan pandangan 
bahwa setiap individu kewajiban moral unruk rnembanru, melayani, 
arau memberi manfaat kepada orang lain, dan bilamana perlu 
mengorbankan kepenringannya sendiri. 

Semenrara iru, meta-ethics arau disebur juga episremologi 
moral berkairan dcngan hakikat pernyataan-pernyataan moral 
yang dipelajari, terutarna mengenai konsep-konsep erika dan teori­ 
teori etika yang terkaic. Aliran-aliran pemikiran dan pendekatan 
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yang dapat dikatakan berkernbang dalam konceks 'meta-ethics' 
In l, misalnya, adalah soal 'mom/ mhilm1' moral 1y11crrnm1, moral 
relativism. fallabilu111 (fall,ibillry,),1111m1/ sceptictsm, particulansm, 
rat1011alism, ro1rumtio1111!J1111, <JXiology. famlll/ crhii:s, rntio11aliry, 
dim,uru e1hia. ethsa 11fp1srice, mx;hmonary etlncs, J'Mg�r of moral 
dl!l!elopmmr. dan <ebagainya. DI .mmping lru, ada pub rcori-tecri 

etika yang dikategorikan ke dal:un kelornpok lognirivism' dsn 'rum­ 
cognitiuism'. Yang dianggap non-kognitif, misalnya, aliran "ematiuism: 
clan prescriptivism, sedangkan yang kognitif (cognitivism) mencakup 
aliran-aliran realisrne filosofis ((Philosophical realism) non­ 
nacuralisme, subjekrivisrne eris (ethical subjectivism), realisme moral 
clan universaliras, 

Etika Terapan (Applied Ethics) 

Nam un demikian, dalam buku ini, sebagian besar pembahasan 
diarahkan uncuk mendiskusikan sistem etika dalam konreks 
pengertian 'applied ethics' meskipun disana-sini keernparnya (etika 
deskriptif normarive-preskriptif rneta-etik clan etika terapan) sama­ 
sama disinggung. Perkembangan sistem kode etika clan perilaku 
beserra infra-srruktur penegakannya ridak lain merupakan etika 
terapan seperri dlmaksud di ams. Etiki tcrapan (appfied �rhirrJ, 
dengan pendekaran RJsafuc, berusaha mengidentifikasikan rag:un 
pctilaku dalam pclbagai bidang kehidupan manusia yang seeara 
moral dapar dinllai benar dao baik dlaam peri kehidupan bcrsama 
umac manusia. Misalnya, di bawah ini dapat disebutkan beberapa 
bidang etika yang dimaksud yang relah berkembang dalam praktik 
di dunia dewasa ini. 

Etika Sosial, Etika Organisasi, dan Etika Profesi 

Teori-teori lain yang sangat penting di bidang etika ini adalah 
etika sosial (social ethics), etika berorganisasi (organizational ethics), 
clan etika profesi (professional ethics). Erika sosial atau (social ethic), 
baik yang bersifat khas di masing-masing komunitas sosial maupun 
dalam arti sosial secara universal di ancara bangsa-bangsa sebagai satu 
unit global berkenaan dengan perilaku ideal di bidang kehidupan 
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sosial masyarakac. Misalnya, ecika pergaulan berrerangga, erika 
kependudukan (population ethics), dan bahkan etika seksual. Di 
bidang keorganisasian dikenal pula adanya teori etika pengambilan 
kebutuhan (decision ethics) dan etika keanggotaan organisasi 
{org,miumo,wl etbia). Yang juga snng:it bcrkcmhang clan bahkan 
paling duluan berkembang dalnm sejarah adalah erika profcsi 
(pl'ojess,01111/ ethics). Sekarang harnpir sernua profesi y:ing diakui di 
dunla relah mempunyai slsrern kodc: erik dan kode perilaku, scperti 

etika akuntansi, etika archeologi, etika insinyur, etika computer, 
etika dan standar jurnalisme, etika penelitian, dan riser internet, 
etika hakim, etika advokat, etika kepolisian, ctika penerjemah, etika 
pekerja sosial, etika media, ecika kedokteran, erika perawat, dan 
sebagainya. 

Etika Sektor Publik (Public Sector Ethics) 

Erika terapan (applied ethics) yang juga sudah sangac berkembang 
dewasa ini ialah sistem etika di sektor publik dan penyelenggaraan 
kekuasaan negara. Inilah yang biasa dinamakan dengan istilah 
"Government ethics" ataupun "ethics in public administration" 
yang sering disalahpahami seakan-akan hanya berkenaan dengan 
etika pemerintahan dalam arti sempit yaicu terkair para pejabar di 
lingkungan pernerinrahan eksekutif saja, Namun, dalam pengercian 
bahasa Inggris Amerika, "Government ethics" yang dimaksud adalah 
dalam arti yang luas, yaicu mencakup keseluruhan aspek sistern 
norma etika yang mengikat dan menuntun bagi para penyelenggara 
kekuasaan negara secara keseluruhan. Bahkan, sekarang terkait 
dengan ini dalam pelbagai forum internasional pun sering mulai 
dijadkan agenda penting yang menghasilkan berbagai konvensi 
internasional mengenai etika bagi para pejabat publik. 

Sistem Norma Agama, Erika, dan Hukum 

Apa yang dimaksud sebagai norma? Norma berasal dari kata 
bahasa Inggris yang berasal dari istilah" norm" istilah Yunani "normo" 
atau "normos" yang berarti hukum a tau kaedah dalam bahasa Arab. 
Karena itu, judul buku Plato "Normoi" juga biasa dicerjemahkan 
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dengan kaca "the Laws" dalam bahasa lnggris. lsrilah kaedah atau 
'qaidah' dalam bahasa Arab j uga biasa dikonocasikan pengerciannya 
dengan hukum (singular) arau al-ahkam (jamak). Karena iru, lima 
kaedah yang dikenal dalam ajaran agama Islam, yaicu kaedah wajib, 
haram, sunnah, makhruh, dan mubah biasa juga disebur sebagai "al­ 

ahkam al-kbamsab" atau kaedah yang lima. 

Kaedah arau norma itu sebenarnya merupakan suatu 
pelernbagaan atau institusionalisasi nilai-nilai yang diidealkan 
sebagai kebaikan, keluhuran, dan bahkan kemuliaan berhadapan 
dengan nilai-nilai yang dipandang buruk, ridak luhur, atau tidak 
mulia. Nilai-nilai baik dan buruk iru berisi keinginan dan harapan 
yang tercermin dalam perilaku setiap manusia. 

Nilai baik dan buruk irulah yang dilembagakan acau 
dikonkretkan dalam bencuk arau berupa norma arau kaedah 
perilaku dalam kehidupan bersama. Sebagaimana tercermin dalam 
pengercian rencang "al-abkam al-khamsab' terse but di aras, kaedah­ 
kaedah perilaku icu dapat dibedakan dalam lima norma yaicu (i) 
wajib atau 'obligattere' (ii) haram atau "probibere" (iii) sunnah atau 
anjuran uncuk melakukan (iv) makruh atau anjuran untuk jangan 
melakukan, dan (v) mubah atau kebolehan atau "permittere", 

Kdima norma rersebut, menurur Profesor Hazairin, dapat 
dibednkan dalam uga jenis sisrem norma, yaicu norm-a ng:una, norrna 
hukum, dun norms kesusilaan, Norma ag:un.a mancakup kellma­ 
lima kard:ah itu sek:tllgus. Ti,r:.api norma hukum hanya rnencakup 
riga kaedah saia, yairu (i) kaedah kewajiban (obllgntra-t), (ii) 

kaedah la.mngn.n (haram), tlan (iii) kaedah kcbolehan atau (mubah, 
ibahah). Sebaliknya norma kesusila.an berisi tiga kaedah, Yaitu (i) 
kaedah kebolehan (mubah), (ii) kaedah anjuran uncuk melakukan 
(sunnah) dan (iii) kaedah anjuran untuk cidak rnelakukan (makruh). 
Pengelompokan jenis kaedah yang lima (al-ahkam al-khmasah) 
menuruc Profesor Hazain tersebur dapat kica elaborasi lebih rinci 
dengan mengaitkannya dengan siscem norma yang dikembangkan 
dalam filsafar hukum dan politik yang selalu dinisbatkan berasal 
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dari warisan tradisi Yunani kuno mengenai adanya ciga macam 
kaedah yang meliputi (a) obligattere (kewajiban), (b) perrninttara 

(kebolehan), dan (c) prohibitere (larangan) seperti diuraikan di atas, 

Norma kesusilaan, rnenurut Profesor Soerjono Soekanto, dapat 

dibedakan antara norma kesusilaan pribadi dan norma kesusilaan 
anrar pribnd!. Keduanya dapat dleakup ke dalam pengertian etika 
yang klm bahas dalarn bulrn [ni. Ecika atau kesusllaan pribadi 
rnenyangkui keimynfan pribadi seriap manusla renrang nilai bulk 
dan buru.k dalam suaru keadaan arau dalam menghadapi scgala 
sesuatu yang perlu disikapi oleh seseorang terlepas dari hubungannya 
dengan orang lain. M i.mlny� seseerang y:ing kaya raya dnn baru saja 
mendapnr ri:dti ynng besar dengan mudah dapat saja tugtr.tk hadnya 
unruk bcrbuar baik dengan rnembagikan rizki dcng11n mernbcrikan 
ban ruan, be:isii;wa ranpa publikasi kl.'p:ufa anak-anak sekola h D dan 
SMP se-desa di suaru daerah rerpencil, Derongan unruk membnntu 
anak-anak desa itu merupakan dorongan etika yang murni bersifar 
pribadi. Pengercian cenrang etika pribadi inilah yang biasa disebut 

dengan isrilah kesusilaan saja. 

Sedangkan etika atau kesusilaan antar pribadi rerkait dengan 
nilai balk dan buruk dalam hubungan antar manusia dalam 
pergaulan bersarna secars ince[aktif dalarn kehidupan berrnasyarakar, 
Kesusi.laan anrar prlbad! inilah l'UI1ll olch Profesor Soerjono Socbnro 
dlsebur sebagnl, kacdah sopan-sanrun arau kesopanan, MiSll.lnya 
dalam bereurur kepada scorang yang uasianya dan kedudukan 
soslalnjn lebih ringgi hams mengguruikan kata-kam ya11g diplllb dan 
yang biasa dlpakai dalam hubungan y.mg di.rnggap paneas dalarn 
pergaulan, diidealkan bahw.1 klra harus memnkai pakaian yang 
pantas menurur reznpar dan wakrunya, Ke pesrn, ddaklah dianggap 
pam::u unruk berpakalan daster ba.gi perernpuan acau piyama bagi 
laki-laki, Demikian pula pnkaian yilllg p1111r:,s tllkenaka.n d, kantcr 
eieh perern puan bdcerja, bukanlah baju kcbaya dengnn s:mggul yang 
binsa dikenakan unrukpcrgi ke pe,ca arau Juga bukanlab pakaian rok 
mini arau baju minim yang hanya pantas dipakai untuk bertamasya 
kc pantai. 
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Dapar dikarakan bahwa dalam agama, kelima sisrem kaedah 
terscbut berlaku sebagai sarana peugendalian cliri agar orang yang 
beriman dap3.t rerpelihara ringkah lakunya scbagai umat unruk 
menlalankan ajaran agamanya dengan baik. Kaedah wajib (kewajlban) 

dan hararn (larangan) hcrkairan crn.1 dcngan keyakinan orang akan 
ajaran agam:10ya. Sisrern "reward and punishmeru" dalam k,,yakinan 
beragarna berkairsn dengan kepercayaan mengenai adan ya surga dnn 
neraka di hari kcmudian arau harl kinrnat, Tenru udak sernua agarna 
m"'11puny:t konscp-konsep yang sarna rnengenai ide rcnrang surge 
da.n nc:g:ua dan lde lenrung hari akirac acau hans sesudah kematlan. 
Dalam paharn dclsrne yang ddak pereaya mengenai adanya h:iri 
akhlrar, konsep rcnt:lllg surge clan negar:1 boleh Jadl d.ipahami hanya 
sebag;ii gcjala kehidupan di dunla, Karena iLU, lde tenrang neraka 
clan surge iru rersp ditcrirna dalam kcrnngka sistern penghargaan 
y:ini, diidealkan dalarn keyolcinan paharn deisme y,u1g pcrcaya 
kepada adanya Tuhan Yang Maha Kuass. Orang )'allg menjalankan 
kewajiban ag:.tmanya akan mendaparkan pahala clan balasan surge, 
sedangkan yang mdakukan perbuaran-perbuaran yang diharnmkan 
atnu dllarang oleh agama. akan mendapatkan ganjaran dosa yang 
akan menemparkannja di neraka, balk surg:i atau neraka di akhirar 
atau pun surga atau neraka di dunia. 

Di luar ajaran renrang kewsjiban dan larangan iru terbcman.g 
luas hcl-hal lain sebagsi kebolehan atau hal-hal yang dianjurkan 
umuk dikerjakan (sunnah) araupun hal-hal yang dianjurkan unruk 
ddak dilakukan (makruh). Dalam pernahaman aJarnn Islam, 
kaedsh keboiehan dianggap scbagal kaedah asal dalam huhungan 
hcrizonral anrara sesame rnanusla dan scsarna mekhluk Tuhan 
(urusan rnu'amalar), sedangkan dalam hubungan dengan Tuhan 

(urusan ibadah) kaedah asalnya adalah larangan (haram). Dalam 
urusan ibadah, semua hal diperbolchkan, kecuall )':Ulg seeara leg.ts 

dinyarakan scbagai larang�n. edangkan dalarn urusan rnu'arnalah, 
semua hal dilll.fllt!&, kecuall �=g secara tcgM dinyarakan sebagai 
kewnjiban. 
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Semua ha! yang diperbolehkan (mubah) dapat berkembang 
menjadi anjuran positif atau anjuran negatif. Anjuran disebut 
posirif apabila berisi dorongan agar sesuatu dikerjakan (sunnah). 
Sedangkan anjuran negatifberisi dorongan agar hal dimaksud tidak 
dilakukan (makruh). Arrinya, hal-hal yang diperbolehkan dalam 
ajaran agama dapar saja berubah menjadi anjuran positif ataupun 
menjadi anjuran negatif yang dikaitkan sernata-mata dengan sistem 
insentif pahala. Dalam kaedah anjuran positif (sunnah), apabila 
dilakukan tersedia ganjaran pahala. Terapi, apabila anjuran itu 
tidak diikuri, maka ha! itu tidak menyebabkan yang bersangkuran 
mendapatkan dosa. Sebaliknya, kaedah anjuran negatif (makruh) 
juga menyediakan pahala bagi orang yang mengikutinya, yaitu tidak 
melakukan hal-hal dimaksud retapi tidak diancam dengan dosa jika 
anjuran itu tidak diikuti, yaitu dengan tetap melakukan hal-hal yang 
diharapkan tidak dilakukan. Pendek kata, dalam konsepsi anjuran, 
baik positif ataupun negatif, selalu terkait konsepsi pahala dan surga. 

Tujuan hukum menurut para filosofi hukum mencakup tjuan 
keadilan, rujuan kepastian, dan cujuan kemanfaaran,. Karena itu, 
norma hukum harus berisi keadilan yang pasti dan kepastian yang 
adil, yang secara keseluruhan memberikan manfaat dan solusi 
bagi warga masyarakat dalam menghadapi dinamika kehidupan 
bersama. Oleh karena itu, kaedah hukum di samping berguna 
dan berkeadilan, juga harus bersifat pasti, formal, jelas dan tidak 
boleh abu-abu, dan semua itu hanya ada pada kaedah wajib, haram, 
dan boleh. Menurut ajaran liberal, pada asal mulanya, semua ha! 
merupakan kebolehan, kecuali oleh hukum tegas dinyarakan sebagai 
larangan atau kewajiban. Jika larangan dilanggar dan kewajiban 
tidak dijalankan sebagaimana mestinya norma hukum menyediakan 
sistem sanksi yang regas. 

Namun dalam implementasinyasistem normahukum itu sendiri 
memang ridak selalu diikuti oleh sistem sanksi. !tu sebabnya kita 
mendapat banyak sekali Undang-undang yang tidak menentukan 
sistem sanksi sama sekali. Misalnya undang-undang yang mengatur 
mengenai pemerinrahan daerah, seperri UU tentang Daerah Khusus 
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lbukota Jakarta, di dalamnya tidak ditentukan ada sanksi katena 
sifar norma yang diruangkan di dalam undang-undang ini hanya 
bersifar mengacur clan membimbing pelaksanaan pemerintahan di 
Ibukota Jakarta. Karena itu, dapar dikatakan bahwa subtansi norma 
hukum, di samping ada yang bersifat memaksa (imperative), ada 
pula norma hukum yang hanya bersifar mengatur clan membimbing 
saja (directive). Dalam pernmusan norma yang bersifar mengarur 
clan membimbing, kadang-kadang tidak disediakan ancaman sanksi 
sama sekali. Namun, ha! iru tidak mengurangi makna normative 
hukum yang berisi riga jenis kaedah. Yaitu wajib, (obligattere), boleh 
(permittere), clan haram (prohibere) sebagaimana dimaksud di aras. 

Oleh karena iru, dokrrin tentang norma hukum yang hanya 
berisi tiga macam kaedah kewajiban (obligattere), kebolehan 
(permittere), clan larangan (prohibere) patut dipertanyakan kembali. 
Ketiga sistem kaedah ini bersifat khas terkair dengan konsepsi 
mengenai bidang hukum pidana clan bidang hukum perdata. 
Kedua bidang hukum pidana clan perdata inilah yang menjadi 
cikal bakal mula-mula berkembangnya sistem hukum dalam 
sejarah umat manusian. Namun, dalam perkembangan sesudah 
abad ke-17, muncul kesadaran barn, mengenai pentingnya bidang 
hukum tata usaha negara (hukum administrasi negara) clan bahkan 
hukum tata negara. Bahkan pada abad ke -19 muncul doktrin barn 
mengenai ide negara hukum (rechtspraak) yang dikaitkan dengan 
gagasan pelembagaan peradilan administrasi negara (administratieve 
rechtspraak) untuk maksud menyediakan mekanisme upaya hukum 
bagi warga guna menggugat para pejabar yang membuat kepurusan­ 
kepurusan yang rnerugikan warga negara. Dengan berkembangnya 
sisrem hukum administrasi negara clan hukum rara negara dalam 
arti luas, pengerrian mengenai keharnsan mutlak adanya sanksi 
dalam pernmusan norma hukum menjadi bernbah. 

Karena iru, rnenurut pendapat saya, pendapat Profesor Hazairin 
sebagaimana dikemukakan di aras mengenai doktrin al-ahkam al­ 
khamsah perlu kira evaluasi kembali. Bahkan doktrin mengenai riga 
kaedah obligattere (kewajiban) permittere (kebolehan), clan probibere 
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(larangan) yang kita warisi dari filsafat Yunani clan diterima luas 
dalam pemikiran filsafat hukum kontemporer dapat kita diskusikan 
kembali. Perumusan norma hukum sebagaimana tercermin dalam 
naskab-naskab undang-undang dasar, undang-undang clan pelbagai 
peraturan perundang-undangan sebagai dokumen hukum yang 
bersifat memaksa yang terdapar dalam kaedah kewajiban clan kaedah 
larangan tidak selalu diikurl dengan sanksi yang konkrit. Sementara 
itu, kaedah kebolehan (permittere) yang rerdapar dalam norma 
hukum sekali pun dalam implementasinya juga bersifat sangar 
dinamis, sehingga tidak dapat dipastikan secara murlak tentang 
kebolehannya. Sesuaru yang boleh dilakukan, jika didorong oleh 
motif yang buruk (te kwade trouw) dapat berubah menjadi sesuaru 
yang jahat. Karena iru, dalam norma hukum juga dapat rerrnuar 
adanya nilai-nilai kaedah anjuran, seperti dalam sistem norma 
agama atau pun norma etika. 

Dalam rumusan norma hukum dalam pelbagai naskah peraturan 
perundang-undangan di zaman sekarang kita sering menemukan 
unsur-unsur nilai kaedah anjuran posisit tau pun anjuran negatif 
itu, Dalam perkembangan dewasa ini, subtansi sifat kaedah anjuran 
ini semakin banyak ditemukan dalam pelbagai rumusan undang­ 
udang terutama dalam perumusan-perumusan norma yang 
menyangkut prinsip-prinsip mengarahkan (directive principles) atau 
prinsip-prinsip yang membimbing (guidingprinchipies) yang bersifat 
abstrak. Misalnya pasal-pasal yang memuat asas clan prinsip-prinsip, 
semuanya tidak bersifar konkrit sehingga tidak menemukan dengan 
pasti apakah berisi kaedah wajib atau larangan atau kebolehan. 
Contoh lain dapat pula kita temukan dalam konstirusi lrlandia 
tahun 1937 yang kemudian dicomoh oleh konstirusi India pada 
tahun 1946, yang secara khusus memuat ketentuan mengenai 
prinsip-prinsip haluan kebijakan negara (directive principies of state 
policy). Jsinya bukanlah kewajiban, tetapi juga bukan larangan 
araupun kebolehan. 

Gagasan penyusunan prinsip-prinsip kebijakan DPSP (Directive 
Principies of State Policy) ini oleh kaum nasionalis Irlandia dalam 
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naskah Konstirusi tahun 1937 dapat ditelusuri dari pengaruh 
Deklarasi hak-hak manusia dan hak-hak warga (Declaration of the 
Rights of men and of Citizens) Revolusi Perancis 1789 Deklarasi 
Kemerdekaan Amerika Serikat 1776 (Declaration of Independence 
by the American Colonies). Meskipun prinsip-prinsip konstitusional 
yang terkandung di dalamnya dipahami sebagai haluan negara yang 
menjadi kewajiban negara untuk mewujudkannya dengan sebaik­ 
baiknya dalam praktik penyelenggaraan kekuasaan negara. 

Dapat dikatakan bahwa di dalam rumusan-rumusan haluan 
negara (state policies) seperti unsur-unsru yang memang seharusnya 
diikuti, tetapi bukan sebagai kewajiban hukum yang konkrir 
dengan disercai oleh ancaman sanksi yang bersifat memaksa dan 
dapat ditegakkan di pengadilan (enforceable). Keharusan-keharusan 
tersebut dapat kita pandang sebagai anjuran-anjuran positif yaitu 
anjuran agar prinsip-prinsip dimaksud dijadikan sebagai pegangan 
yang diwujudkan dalam praktik. Adanya anjuran positif itu dari 
sudut pandang yang berbeda dapat pula dipandang sebagai anjuran 
negarif sehingga dalam rumusan-rumusan norma hukum dewasa 
ini terkandung pula unsur-unsur kaedah anjuran seperri dalam 
norma agama dan norma etika sebagaimana diuraikan di atas. 

Karena itu, anjuran-anjuran konstitusional tersebut dapat kita 
namakan sebagai etika konstitusi atau "constitutional ethics' yang 
dapat melengkapi pengertian konvensional yang biasa kita pahami 
selama ini tentang hukum konstitusi "constitutional law' atau hukum 
konstitusi. Dengan demikian, undang-undang dasar modern dapat 
kita pahami secara lebih luas bukan saja sebagai sumber hukum 
konstitusi arau 'constitutional law' tetapi juga merupakan sumber 
etika konstitusi atau 'constitutional ethics' sebagai suatu pengertian 
baru tentu belum banyak sarjana yang memahaminya. Karena 
itu, saya sependapat dengan pandangan ahli konstitusi Amerika 
Serikat Keith E. Whittington yang merekomendasikan pentingnya 
mengembangkan teori tentang 'constitutional ethics' ini. 
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Di samping itu, dalam perkembangan dewasa ini sistem norma 
etika j uga mengalami perubahan yang sangat mendasar. Seperti 
pernah dialami oleh sistem norma hukum mulai abad ke 10 dalam 
sejarah Islam atau pun mulai sekirar abad ke 17 di Eropa dimana 
sistem norma hukum mengalami proses positivasi, sisrem norma 
etika dewasa ini mengalami proses positivasi yang serupa. Proses 
positivasi hukum terjadi karena sisrern norma hukum pada saatnya 
memerlukan proses pelembagaan infra-struktur penegaknya. Karena 
itu, dalam sejarah Islam muncul pengertian-pengertian mengenai 
'qanun' (perundang-undangan) sebagai pelengkap terhadap sistem 
norma hukum yang sebelumnya hanya tertuang dalam benruk 
paham-paham fiqh yang bersifar ilmiah. 

Sesudah pusat peradaban modern berpindah clan dunia 
Islam, pemikiran-pemikiran hukum terns berkembang di Eropa, 
dimulai dengan pelembagaan kitab-kitab hukum seperti Kode Sipil 
Napoleon, Kode Sipil Jerman, clan sebagainya. Kirab-kitab hukum 
tersebur yang pasri melalui proses peradilan yang terlembagakan 
secara tersendiri dalam bentuk pengadilan-pengadilan yang bersifat 
otonomi. Sekarang proses positivasi yang sama dengan terjadi 
di bidang etika, Karena itu, mulai muncul pelbagai rumusan 
perundang-undangan yang berisi sebagian dari sistern norma etika. 
Misalnya prinsip-prinsip kode etika dimuat dalam undang-undang 
untuk kemudian dirumuskan menjadi materi Kode Erik yang akan 
ditegakkan oleh lembaga penegak kode etik. 

Oleh karena itu, dalam perkembangan dewasa ini, doktrin 
tentang al-ahkam al-khamsah sebagaimana dimaksud di atas, 
menurut pendapat saya, semuanya dapat termuat dalam perumusan 
norma hukum modern. Artinya, perumusan norma hukum dapar 
saja memuat semua kaedah yang lima tersebut, yaitu (i) kaedah 
wajib (kewajiban) atau obligattere (ii) kaedah larangan (haram) arau 
prohibere (iii) kaedah kebolehan atau 'perrnirere' (iv) kaedah anjuran 
positif (sunnah) maupun (v) kaedah anjuran negatif (makruh). Hal 
ini rerjadi, pertama karena perkembanganyang terjadi di bidang 
hukum administrasi dengan sistem sanksinya yang tersendiri atau 
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bahkan tidak diharuskan dilengkapi dengan sistem sanksi sama 
sekali, karena sifat normanya yang hanya mengatur atau memberikan 
arah (directive and guidingprincipies). Kedua, karena perkembangan 
yang terjadi di bidang etika yang mulai semakin banyak dan luas 
diatur oleh atau dengan peraturan pemndang-undang. Karena iru, 
permusan norma hukum pun hams menyesuaikan diri dengan sifar­ 
sifat norma erika yang diatur dan dijadikan sebagai objek pengaturan 
oleh undang-undang. 

lsi norma etika atau kesulitan itu hanya kebolchan, anjuran 
untuk melakukan atau anjuran untuk jangan melakukan sesuatu. 
Bagi mereka yang mengikutinya anjuran, ia terhindar dari citra 
yang negatif, dan sebaliknya akan rnendaparkan penilaian baik 
dalam kehidupan bersama. Jika seseoarang terbiasa melakukan suaru 
perbuatan yang dianjurkan tidak dikerjakan, rerapi secara berulang­ 
ulang terus saja melakukannya, sehingga ha! itu berkembang 
menjadi kebiasaan, maka kebiaasan butuk itu dapat dengan mudah 
menjadi lahan empuk untuk meningkat menjadi pelanggaran 
hukum. Sebaliknya, jika seseorang terbiasa melakukan hal-hal yang 
memang dianjurkan maka dengan mudah baginya mendapatkan 
penilaian baik dari sesama warga yang akan memelihara dirinya 
dari perbuatan yang dilarang oleh hukum. Dengan perkataan lain, 
keduduan dan peran etika sangat penting dalam rangka penopang 
terhadap efektivitas sistem norma hukum. Tentu norma etika tidak 
boleh dicampur adukkan dengan norma agama dan norma huku. 
Ketiganya hams dibedakan dengan jelas satu sama lain, tetapi 
pandangan yang berusaha memisahkan dan bahkan menjauhkan 
sistem etika dari sistem norma hukum tidak dapat dibenarkan. 

Dalam sistem norma etika ada anjuran-anjuran yang seperti 
dalam sebagian substansi norma hukum berisi prinsip-prinsip nilai 
yang membimbing dan memandu (guiding principies) atau pun 
mengarahkan (directive principles). Karena itu, fungsinya terutama 
berkaitan dengan sistem sanksinya, lebih bersifat pencegahan, di 
samping pula penindakan. Untuk itu, sanksinya biasa ditentukan 
berupa teguran atau peringatan yang bertingkat-tingkat, mulai dari 
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teguran lisan, teguran terrulis, ataupun teguran ringan dan teguran 
keras. Bahkan kadang-kadang ditenrukan pula bahwa teguran 
itu dapat dijatuhkan secara berrahap atau bertingkat. Misalnya 
teguran tingkat pertama, teguran kedua dan reguran ringat terakhir. 
Penentuan dan pengaturan mengenai sistem dan mekanisme 
penjaruhan sanksi iru dalam suatu pedoman penegakan kode 
etik dengan sebaik-baiknya, menurut keperluan berdasarkan sifat 
pekerjaan yang perilaku aparatnya hendaki dikendalikan dengan 
siscem etik yang terkait. Bentuk yang paling keras karena tingkat 
keseriusan atau berarnya pelanggaran etik yang dilakukan oleh 
seorang aparar atau pemegang publik (ambts-dragger), adalah sanksi 
pemberhentian atau pemecatan seseorang dari jabaran publik yang 
bersangkucan. 

1. Sistem Sanksi Etika. 

Dibandingkan dengan sistem agama, sistem sanksi etika dapat 
dinilai lebih konkrit, yaitu langsung diterima sekarang dan disini, 
dalam kehidupan bersama dalam masyarakat 'ethical reward and 
punishment' langsung dapat terbenruk dalam persepsi masyarakat 
dalam kehidupan bersarna, berupa pujian, penghormaran, atau 
celaan dan cacian kehinaan. Pujian atau hukuman erik tentu dapat 
pula dirumuskan secara gradual, berringkat-tingkat sesuai tingkat 
kelebihan dan kekurangan suatu tindakan etis yang dilakukan. Jenis 
perbuatan manusia yang dipandang paling buruk rercermin dalam 
pengenaan sanksi hukum pidana mati kepada seseorang terpidana, 
sedangkan jenis perbuaran yang dinilai paling baik dapat dikarakan 
tercermin dalam kehormaran yang diberikan kepada seseorang 
sebagai Pahlawan Nasional. Tentu sanksi etik tidak mengenal 
pidana mati, tetapi orang yang diberi sanksi pidana mati oleh 
sistem hukum, juga dinilai oleh sistem etika sebagai orang yang 
paling buruk perilaku etiknya karena itu dapat dikatakan bahwa 
pelanggaran hukum adalah juga pelanggaran etika rneskipun tidak 
semua pelanggaran etika merupakan pelanggaran hukum. 

Secara umum sanksi etik dapat dilihar dalam pelbagai bentuk 
penilaian positif atau negatif yang diberikan orang lain terhadap 
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tindakan atau perbuatan seseorang dalam kehidupan bersama. 
Nilai dan penilaian positif dapat timbul dalam bentuk pengakuan 
penghargaan, pujian, timbulnya perasaan puas, senang, suka, 
gembira, timbulnya rasa hormat, kagum, dan bahkan ketundukan 
kepada yang bersangkuran. Sebaliknya sanksi negatif dapat 
tercermin dalam sikap timbulnya kekecewaan, hilangnya rasa 
hormat, menuculnya ketidaksukaan, kemarahan, cibiran, celaan, 
makian, dan bahkan penghujatan. Semua bencuk sikap negatif 
tersebut di atas dapat diekspresikan secara cerlembagakan dalam 
bentuk teguran, peringatan, atau dalam kaitannya dengan status 
keanggocaan dalam suacu kelembagaan organisasi sikap negarif 
itu dapat pula diekspresikan dalam bentuk penjacuhan sanksi 
pemberhencian keanggotaan, baik secara tetap atau untuk semencara 
waktu (skorsing). 

Sebagai contoh dalam menegakan kode etik bagi para anggota, 
ASHA (American Speech-Language Hearing Association) Menerapkan 
beberapa bentuk sanksi yaitu !) Reprimand; 2) Cencure; 3) 
Revocationa; 4) Suspensioan; 5) with Holding; bahkan, sebagai 
tambahan bencuk sanksi, dapat pula disebut tersendiri 'cease and 
desist orders'. 

Pertama, sanksi reprimand' arau teguran yang dalam sistem kode 
etik, American Bar Association (ABA) bersifat terbuka disini bersifat 
tertucup. Yang certutup, dalam sistem ABA, disebur dengan istilah 
'admontion'. Dalam sistem kode etik ASHA, sanksi reprimand' ini 
merupakan bencuk sanksi yang paling ringan dan tidak terbuka. 
Sanksi ini dijacuhkan unruk jenis pelanggaran yang bersifac ringan. 
Teguran ringan ini diberikan hanya kepada pihak pengadu dan 
pihak teradu yang bersangkuran secara tertutup, dan jika kerahasiaan 
sanksi inni rerbuka, maka pihak yang membukanya juga diancam 
sebagai perbuatan yang juga melanggar kode etik yang tersendiri. 
Bencuk sanksi kedua adalah cencure atau pernyacaan atau mosi tidak 
percaya yang dinyatakan secara terbuka dan dipublikasikan di media 
asosiasi di media asosiasi uncuk dikecahui oleh sesame anggota dan 
masyarakac luas. Jika cencure dijatuhkan data tentang anggota 
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yang bersangkucan diungkap secara terbuka berikuc pelanggaran 
yang celab dilakukan. Pucusan sanksi yang dijatuhkan tersebut juga 
dikirimkan sebagai pemberitabuan kepada lembaga negara atau 
badan pemerinrab yang bertanggung jawab memberikan lisensi, dan 
bahkan juga kepada organisasi professional lain dimana pelanggar 
kode etik juga menjadi anggota. 

Keciga, bentuk sanksi 'revocation' acau pencabutan status 
keanggocaan, unruk waktu terrentu yaitu selama 5 cabun atau dapar 
pula dijatuhkan untuk seumur hidup (sampai meninggal dunia). 
Penjatuhan sanksi 'revocation' ini membutuhkan persyaratan yang 
lebih berat, yaitu minimal didukung oleh 2/3 jumlab anggota 
rapat komisi etik yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 
jumlab anggota. Sama seperti sanksi cencure putusan penjatuhan 
sanksi revocation ini juga diberitabukan secara terbuka kepada 
yang bersangkutan dari pihak-pihak cerkait seperti tersebuc diatas. 
Sesudab masa hukuman berakhir, yang bersangkucan untuk dapat 
diangkat lagi menjadi anggota diharuskan membuat permohonan 
dan pernyacaan rerrulis tenrang kesanggupannya menaati kode etik 
atau kode perilaku, yang apabila mendapat persetujuan 2/3 anggota 
dapat diangkat lagi menjadi anggota sebagaimana anggota baru 
lainnya. 

Keempat, benruk sanksi penangguhan keanggocaan unruk 
sementara waktu (suspension), seperti untuk 6 bulan atau 1 tabun 
sesuai dengan cingkat kesalahan yang dilakukan. Berbeda dari sanksi 
'revocation' yang lebih berat sanksi penangguhan keanggotaan unruk 
sementara waktu ini, tidak membatalkan atau menghilangkan status 
keanggotaan sama sekali, sehingga sesudab berakhirnya baras waktu 
yang bersangkucan cukup menyampaikan pernyataan akan tunduk 
pada kode etik kepada pengurus asosiasi tanpa harus lebih dulu 
mendapat persetujuan dari komisi etika yang rnenjatuhkan sanksi. 
Kelima, adalab sanksi penangguhan proses registrasi keanggotaan 
(with holding), yaitu jika seseorang sedang mengajukan registrasi 
dari sertifikasi keanggotaan melakukan pelanggaran, maka proses 
pendaftarannya dapat ditangguhkan unruk waktu tertentu misalnya 
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I tahun a tau bahkan untuk seumur hidup, Sanksi 'with holding' ini 
mirip dengan 'revocatioan', retapi oleh karena sanksi revocatioan' 
tidak dapat dijatuhkan kepada orang yang belum berstatus sebagai 
anggota sehingga diadakan bentuk sanksi tersendiri yang disebur 
'with holding'. 

Contoh-conroh bentuk sanksi erika lainnya dapat pula kita lihat 
dalam praktik penegakan kode etik advokat arau pengacara oleh 
American Bar Associatioan (ABA). Beberapa bentuk sanksi yang dapat 
dijaruhkan bagi pengacara atau advokat yang terbukti melakukan 
perbuatan yang melanggar kode erik atau kode perilaku adalah : 
a) Disbarment' atau pemberhentian atau pencabutan izin praktik 
untuk sementara, b) 'Supension atau penangguhan keanggotaan 
untuk semenrara (suspemion), c) 'Interim Cuspension; d) Reprimand; 
e) Admonition; f) Probation; g) Reciprocal Disicipline: h) Readmission 
and Reinstatement; i) dan benruk-bentuk sanksi dan peluang upaya 
(sanction and remedies) lainnya. 

'Disbarment' dalam sis rem sanksi etik American Bar Association 
dapat dikatakan merupakan benruk sanksi terberar, yaitu status 
sebagai lawyer dicabut dan dikeluarkan dari keanggoraan American 
Bar Association (ABA) unruk sementara waktu, alias tidak permanen. 
Mereka yang diberhentikan dapat kembali mengajukan lamaran 
dengan syarat: (i) renggang waktu sejak diberhentikan sudah lebih 
dari 5 rahun, (ii) pemohon harus menunjukkan dengan jelas dan 
dengan bukri-bukri yang meyakinkan bahwa yang bersangkuran; I) 
telah berhasil lulus ujian bar; 2) memenuhi segala persyaratan sesuai 
aturan yang berlaku, dan 3) telah mengalami pemulihan nama baik 
dan kesanggupan untuk melakukan praktik hukum. 

Bentuk sanksi kedua adalah 'suspension' dan 'interim suspension'. 
Suspension ini semacam sanksi skorsing atau penangguhan status 
sebagai lawyer untuk waktu tertentu yang biasanya sekitar 6 bulan 
sampai paling lama 3 tahun. Sedangkan 'interim suspension' 
penangguhan praktik hukum untuk kasus yang sedang ditangani 
karena (a) yang bersangkutan rersangkur dugaan melakukan cindak 
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pidana berat, atau (b) jika dalam menangani sesuatu perkara, 
pengacara yang bersangkuran berporensi mengancam 'client' atau 
masyarakar luas. Selain itu, ada pula bentuk sanksi 'reprimand' 
dan 'cencure' atau teguran dan peringaran rerbuka, di samping 
teguran yang bersifat pribadi dan tertutup yang disebut juga dengan 
istilah 'admonition' buka reprimand' seperti istilah yang digunakan 
oleh ASHA (American Speech Language Hearing) rersebut di atas, 

Teguran diberikan secara tertutup untuk memberitahukan bahwa 
yang bersangkutan telah melanggar kode etik dan dilanjutkan 
jangan mengulangi lagi kesalahan rersebut. Teguran yang disebur 
'admonition' ini tidak menyebabkan yang bersangkutan kehilangan 
hak untuk menjalankan praktik hukum seperti biasa. 

Di samping bentuk-benruk sanksi tersebut, American Bar 
Association (ABA) juga memprakrikkan bentuk sanksi lain, yaitu 
'probation' yang berisi sanksi percobaan untuk melakukan prakrik 
hukum dalam keadaan tertentu. Sanksi percobaan ini dapar 
dijatuhkan secara tersendiri atau dikaitkan sebagai tambahan 
terhadap sanksi lain seperti sanksi peringatan terbuka (reprimand), 
sanksi reguran tertutup (admonition), arau terkait dengan sanksi 
penangguhan izin prakri (suspension). Sanksi percobaan dapat pula 
dijaruhkan sebagai prasyarat unruk pendafraran atau penermaan 
kembali izin praktik atau status keanggotaan ABA (readmission 
and reinstatement). Ada juga sanksi dan upaya lain yang dapar 
mencakup (a) restitusi, (b) biaya asesmen (assessment cost), (c) 
pembatalan praktik (d) pengangkatan penerima (appointment of a 
receive), keharusan mengikuti ujian bar, (f) keharusan mengikuri 
pendidikan arau kursus rerrentu, dan (g) keharusan-keharusan lain 
yang direntukan oleh pengadilan yang rerkait dengan pengenaan 
sanksi etika rersebut. Bahkan komisi penegak sanksi disiplin kepada 
seorang pengacara (advokat) yang telah dikenakan sanksi disiplin 
oleh komisi etik lain di luar juridiksi komisi etik yang bersangkuran. 

Dalam UU tentang Penyelenggara Pemilihan Umum No. 15 

Tahun 2011 ,  ketentuan mengenai bentuk sanksi pelanggaran kode 
etik bagi aparar penyelenggara pemilu hanya ada riga macam, yaitu 
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sanksi peringatan, sanksi pemberhemian semenrara, dan sanksi 
pemberhentian tetap, Peringatan dapar bersifar ringan atau berat. Di 
dalamnya termasuk pengertian teguran yang bersifar lisan araupun 
tertulis. Jika dibandingkan dengan jenis-jenis atau benruk-benruk 
sanksi etik yang direrapkan di Amerika Serikat seperti tersebut di 
atas, temu sistem sanksi etika penyelenggara pemilu di Indonesia 
dapat dipandang masih terlalu umum. Bentuk-bentuk sanksi etika 
dan disiplin bagi advokar atau pengacara (lawyers) yang menjadi 
anggota American Bar Association (ABA), dan para professional 
yang menjadi anggota American Speec-language Hearing (ASHA), 
dan organisasi-organisasi, seperri American Institute of Certified 
Public Accountant (AICPA), American Medical Association (AMA), 
National Association of Social Workers (NASW), dan lain sebagainya, 
juga sangat rinci dan bervariasi. Demikian pula, sistem sanksi 
yang direrapkan oleh lembaga-lembaga negara dan badan-badan 
pemerintahan, termasuk di 42 dari 50 negara bagian Amerika 
Serikat relah berhasil membangun siste dan infra-srruktur etika yang 
benar-benar bersifar fungsional dengan sistern sanksi yang juga rinci 
dan bervariasi sehingga benar-benar dapar diharapkan menurut para 
anggota arau para penyelenggara kekuasaan ke arah perilaku etis 
yang diharapkan, 

2. Sistem Sanksi Hukum 

Sanksi hukum biasa disebut juga sebagai hukuman atau 
'punishment' yang dapat dirumuskan sebagai suaru pengenaan 
dengan kekuasaan memaksa (authoritative imposition) sesuatu yang 
tidak dikehendaki atau sesuatu yang tidak menyeangkan atas individu 
(individu manusia ataupun individu hewan) atau sekelompok 
individu atau suaru kelembagaan badan hukum rertentu sebagai 
imbalan atau ganjaran atas perbuatan atau tindakan yang tidak 
dikehendaki atau tidak diterima dalam kehidupan suatu organisasi 
kekuasaan atau sesuatu yang dinilai melanggar norma hukum yang 
berlaku. Tindakan mengenakan sesuatu yang tidak menyenangkan 
itu dapat berupa pengenaan denda a fine, penalty, or confinement, or 
be the removal or denial of something pleasant or desirable. 
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Hukuman yang dimaksud dapat dibedakan dan segi berat 
ringannyadan dapat mencakup pengercian-pengertian sanksi, seperti 
teguran atau peringatan (reprimands), pengurangan hak seperti 
denda atau pernbatasan kebebasan seperti penjara (deprivations 

of prw,h-gp or liberty). jint!f, incarr:uutiMII!, ostrarism, sanksl J111ng 
menyakiri fisik (th» injirtion of pai11] ampurasi {nmpru,mon) clan 

pidann marl (death ptmllr.y), sanksl hukuman yang benlfar mcnyakiti 
fisik rerpidana disebut jug:i de,ig:m isrllah 'eorpomlpu11ish=ni yang 

me:mang dimaksudkan unruk menyakitl fuik pdaku rindak pidana. 

Penjaruhan hukum dapat pula dlpandang sebagai bagian y:wg uruh 
dari proses koreksi dan resosialisasi arau pcrma.5}'llral<amn terpidana 
scbdum atau uncuk maksud kernball lag! kc tengah-rengah 
masyarakat dalam keadaan kembali menjadi orang baik. Karena itu, 

secara teoritik penjatuhan sanksi dimaksud juga sebagai bagian dari 
sistem pendidikan dan pembinaan perilaku yang mencakup pula 
sistem penghargaan yang perlu diberikan sebelum yang bersangkuran 
kembali bermasyarakat. 

Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu 

Kade Etik Penyelenggara Pemilu dicuangkan dalam bentuk 
Peracuran Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP. Mengapa demikian? 
Kodeerikadisusun berdasarkan kesadaran internal para penyelenggara 
pcmilu yang rneugikatkan diri seam, sukarda (11ol11111ar;; noma 
imp,m:d .from within 1h, ranriousauts of the subject) sedangkan 

pedoman beracara sebagai prosedur hukum acara perneriksaan dan 
penegakan kode edk d.iruangkan dalarn benruk Pemruran DKPP 
sendiri sebagi ,e/f rrg11u1lo,y body' yang bcrsif.u independen d.al2 m 
menegakkan kode erik penyelenggara pemilu. 

Kade etik penyelenggara pemilu berisi ketentuan urnum, 

landasan, dan prinsip dasar etika clan perilaku pelaksanaan prinsip 
dasar etika dan perilaku, sanksi, kecentuan peradilan clan ketentuan 
penutup, Dari keenam ha! itu, yang rerpenting adalah: 
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I. Prinsip Dasar Etika dan Perilaku 

2. Pelaksanaan Prinsip Dasar Erika dan Perilaku 

3. Ketentuan renrang Sanksi. 

Kodc Etlk Pcnyd";gg:tra Pernllu berrujuan umuk mcnjaga 
kernandirian, Inregritas dan kredibiluas anggora pcnydcnggara 
pemillhan urnurn di semua tlngkaran tlcng�n berpedcrnan kepada 
12 nsas yang ditenrukan oleh UU yairu: 

I. Kemandirian; 

2. Kejujuran; 

3. Keadilan; 

4. Kepastian hukum; 

5. Ketertiban, 

6. Kepentingan umum; 

7. Keterbukaan; 

8. Proporsionalitas; 

9. Profesionalitas; 

I 0. Akumabilitas; 

1 1 .  Efesiensi; dan 

12. Efektivitas. 

Berdasarkan UU dank ode Erik Penyelenggara Pemilu, dalarn 
Prinsip Dasar Erika dan perilaku penyelenggara Pemilu direnrukan 
bahwa setiap penyelenggara Pemilu berkewajiban unruk, 

I .  Menjunjung tinggi Pancasila, Undang-undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945, dan peracuran perundang­ 
undangan; 

2. Menjunjung tinggi kepemingan bangsa clan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia; 

3. Menjunjung penghargaan clan kerjasama dengan seluruh 
lembaga dan aparacur negara untuk kepentingan bangsa dan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia; 
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4. Menjaga dan mcmelihara nama baik Negara Kesatuan 
Republik Indonesia; 

5. Memelihara dan menjaga kehormatan lembaga Penyelenggara 
Pcmilu; 

6. Menjalankan cugas sesuai visi, misi, tujuan, dan program 
lembaga Penyelenggara pemilu; 

7. Menjaga rahasia yang dipercayakan kepadanya, termasuk 
hasil rapat yang dinyarakan sebagai rahasia sampai baras 
waktu yang telah ditentukan arau sampai masalah tersebut 
sudah dinyatakan untuk umum sepanjang tidak bercemangan 
dengan peraturan perundang-undangan; 

8. Menghargai dan menghormati sesame lembaga Penyelenggara 
Pemilu dan pemangku kepentingan Pemilu; 

9. Melakukan segala upaya yang dibenarkan etika sepanjang 
tidak bertentangan dengan perundang-undangan sehingga 
memungkinkan bagi seriap penduduk yang berhak memilih 
terdaftar sebagai pemilih dan dapat menggunakan hak 
pemiliknya; 

10. Menjaga dan memelihara tertib sosial dalam penyelenggaraan 
Pemilu; 

1 1 .  Mengindahkan norma dalam penyelenggaraan Pemilu dan; 

12 . Menghormati kebhinekaan masyarakat Indonesia; 

13 . Beriman dan berraqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 

14. Menjunjung tinggi sumpah/janji jabatan dalam melaksanakan 
tugas, wewenang, kewajiban , dan tanggung jawabnya; 

15. Menjaga dan memelihara netralitas, imparsialitas, dan asas­ 
asas penyelengaraan Pemilu yang jujur, adil, dan demokratis; 

16. Tidak mengikutserrakan atau rnelibatkan kepentingan 
pribadi maupun keluarga dalam seluruh pelaksanaan tugas, 
wewenang, dan kewajibannya; 

17. Melaksanakan tugas-cugas sesuai jabatan dan kewenangan 
yang didasarkan pada Undang-undang Dasar Negara 
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Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang peraruran 
perundang-undangan, dan keputusan yang berkairan dengan 
penyelenggaraan Pemilu; 

18. Mencegah segala bencuk dan jenis penyalahgunaan rugas, 
wewenang, dan jabatan, baik langsung maupun ridak 
langsung; 

19. Menolak uncuk menerima uang, barang, dan/atau jasa atau 

pemberianlainnya yang apabila dikonversi mdebihi standar 
biaya umum dalam jangka waktu paling lama 3 ( tiga) jam, 
dalam kegiatan tertentu secara langsung maupun tidak 
langsung dari calon peserra pemilu, peserta Pemilu, calon 
anggoca DPR dan DPRD, dan tim kampanye; 

20. Menccgah arau melarang su:uni/istri. anak, dan seriap 
individu yang mcmlliki perralian darah/sernenda sampai 
dccrnjat, keciga .t\'iU bubungan su:unilistti ya"g sudah 
bercerai d! bawnh pengaruh, perunjuk, arau kewenangan 
yang bersangkuran, umuk rnerninra aeau menerima janji, 
hadiah, hibah, pernberian, penghargaan, dan plnjnrnan arau 
bantuan apapun darl pihak yang berkepenringan dengan 
penyelenggaraan Pernilu, scrta; 

21. Menyatakan secara terbuka dalam rapat apabila merniliki 
hubungan keluarga atau sanak saudara dengan calon peserta 
Pemilu, atau tim kampanye. 

Disamping iru dalam pelaksanaan prinsip dasar etika dan 
perilaku itu, penyelenggara pemilihan umum juga diwajibkan 
melaksanakan ke 12 asas-asas pemilihan umum tersebut di atas yang 
dibagi menjadi 6 kelompok, yaitu (i) asas mandiri dan adil, (ii) asas 
kepastian hukum, (iii) asas kejujuran, keterbukaan, dan akuntabiliras 
(iv) asas kepentingan umum, (v) asas proporsionalitas (vi) asas 
profesionalitas, efesicnsi, dan efektivitas. Dalam melaksanakan asas 
adil dan mandiri, penyelenggara Pemilu diwajibkan: 

a. Bertindak netral dan tidak mernihak terhadap partai politik 
tertentu, calon, peserta, Pemilu, dan media masa tertentu; 
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b. Memperlakukan secara sama setiap calon, peserta Pemilu, calon 
pemilih clan pihak lain yang terlibat dalam proses Pemilu; 

c. Menolak segala sesuatu yang dapat menimbulkan pengaruh 
buruk terhadap pelaksanaan tugas clan menghindari dari 
intervensi pihak lain; 

cl. Tidak mengeluarkan pendapat atau pernyataan yang bersifat 
partisan atas masalah atau isu yang sedang rerjadi dalam proses 
Pemilu; 

e. Tidak mempengaruhi atau melakukan komunikasi yang bersifat 
partisan dengan pemilih; 

f. Tidak memakai, membawa, atau mengenakan symbol lambang, 
arau arribur yang secara jelas menunj ukkan sikap partisan pada 
partai polirik atau peserra Pemilu tertentu; 

g. Tidak memberirahukan pilihan politiknya secara terbuka clan 
tidak menanyakan pilihan politik kepada orang lain; 

h. Memberitahukan kepada seseorang atau peserta Pemilu 
selengkap clan secermat mungkin akan dugaan yang diajukan 
atau kepucusan yang di kenakannya; 

i. Menjamin kesempatan yang sama kepada setiap peserta Pemilu 
yang diruduh unruk menyampaikan pendapat tentang kasus 
yang dihadapinya atau keputusan yang dikenakannya; 

j. Mendengarkan semua pihak yang berkepentingan dengan 
kasus yang terjadi clan mempertimbangkan semua alasan yang 
diajukan secara adil; 

k. Tidak menerima hadiah dalam bentuk ataupun dari peserta 
Pemilu, calon peserta Pemilu perusahaan atau individu yang 
dapar menimbulkan keuntungan dari keputusan lembaga 
penyelenggara Pemilu. 

Dalam melaksanakan asas kepastian hukum Penyelenggara 
Pemilu berkewajiban; 

a. Melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu 
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yang secara tegas cliperintahkan oleh peraturan perunclang­ 
unclangan; 

b. Melakukan tinclakan clalam rangka penyelenggaraan Pemilu 
yang sesuai clengan yuricliksinya; 

c. Melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu, 
menaati proseclur yang ditetapkan clalam peraturan perunclang­ 
undangan; clan 

d. Menjamin pelaksanaan peraturan perundang-unclangan yang 
berkaitan dengan Pemilu sepenuhnya diterapkan secara tidak 
berpihak dan adil. 

Akibat Hukum Putsan Final dan Mengikat 

1. Sifat Final clan Mengikat 

Menurut ketenruan Pasal 1 1 2  ayat (12) UU No. 15 Tahun 
2011 tentang Penyelenggara Pemilu putusan D KPP bersifat final 
dan mengikat. Final artinya ticlak rersedia lagi upaya hukum lain 
arau upaya hukum yang lebih lanjut sesuclah berlakunya purusan 
D KPP sejak ditetapkan dan cliucapkan clalam siclang pleno 
terbuka DKPP terbuka untuk umum. Mengikat artinya putusan 
itu langsung mengikat dan bersifat memaksa sehingga semua 
lembaga penyelenggara kekuasaan negara clan rerrnasuk badan­ 
baclan peradilan terikat dan wajib melaksanakan putusan DKPP itu 
sebagaimana mestinya. Pelaksanaan a tau eksekusi putusan D KPP itu 
wajib ditlndak-Ianjuri sebagaimana mestinya oleh KPU, Bawaslu, 
atau pun oleh Pemerimah dan lembaga-lembaga yang terkait. 

Menurut ketentuan Pasal 1 1 2  ayat (9) UU No. 15 Tahun 2011 ,  
"DKPP" menetapkan putusan setelah melakukan penelitian clan/ 
atau verifikasi terhaclap pengacluan . . .  menclengarkan pembelaan 
dan keterangan saksi-saksi serta memperhatikan bukti-bukti isi 
putusan DKPP dapat menjatuhkan sanksi pelanggaran kode etik, 
atau rehabilitasi karena laporan arau pengacluan tidak terbukti. 
Dalam ha! terbukti, sanksi yang diberikan dapat berupa teguran 
tertulis, pemberhentian sementara, atau pemberhentian tetap 
sebagaimana ditegaskan clalam pasal 1 12 ayat ( 1 1 )  UU No. 15 Tahun 

68 



2011.  Putusan DKPP dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh 
KPU dan/ atau Bawaslu sesuai dengan tugas dan kewenangannya 
masing-masing, terkait dengan kasus pelanggaran kode etik yang 
bersangkucan. 

Misalnya, purusan DKPP yang memberhentikan anggora KPU 
Provinsi wajib ditindaklanjuci oleh KPU Pusat dengan menerbirkan 
Surat Keputusan Pemberhentian yang bersangkuran dari 
kedudukannya sebagai anggota KPU Provinsi yang bersangkuran 
dan Bawaslu Pusat mengawasi pelaksanaan purusan DKPP tersebur 
oleh KPU. Keputusan KPU Pusat itu hanya bersifat administrative, 
karena pemberhentian rersebur berlaku sejak putusan DKPP 
dibacakan dalam sidang pleno D KPP itu adalah anggota KPU Pusat 
atau pun anggota Bawaslu Pusat, maka surat pemberhentiannya 
itu berlaku sejak tangga putusan DKPP dibacakan atau diucapkan 
dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum. 

Dengan demikian, purusan-putusan DKPP dan keputusan­ 
keputusan administrative atau yang biasa dikenal sebagai 
kepurusan-keputusan tata usaha negara yang melaksanakan putusan 
DKPP tersebut, tidak dapat dijadikan objek perkara di pengadilan 
khususnya di Pengadilan Tata Usaha Negara. Karena menurut 
UU temang Penyelenggara Pemilu, putusan DKPP itu bersifat 
final dan mengikat. Sifat final dan mengikat ini sudah dipahami 
bersama oleh Ketua dan semua unsur Pimpinan Mahkamah Agung 
dalam pertemuan bersama antara DKPP dan Pimpinan Mahkamah 
Agung beberapa waktu yang lalu. Bahkan ha! tersebut sudah lebih 
dulu dikomunikasikan dengan pihak kepolisian dalam pertemuan 
konsultasi D KPP dengan Kepala Kepolisian Republik Indonesia. 

2. Implikasi Putusan terhadap Proses Pemilu. 

Secara normative dan formal, putusan DKPP tidak berkairan 
dengan proses rahapan pemilihan umum. Sebabnya ialah, 'objerun 
litis' perkara di DKPP hanya berkairan dengan isu pesona aparat 
penyelenggara pemilihan umum, maka dengan sendirinya putusan 
DKPP pun ridak mengandung akibat hukum rerhadap proses atau 
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cahapan pemilihan umum. Objek perkara di DKPP juga ridak 
rergantung kepada 'tempos delicti' atau saat kapan suatu perbuatan 
melanggar kode etik, Misalnya, meskipun pemilihan Walikora 
Depok telah berlangsung 2 tahun sebelumnya clan putusan sengketa 
hasil pemilu telah bersifat final clan mengikar berdasarkan putusan 
Mahkamah Konstitusi yang telah dilaksanakan dengan sebaik­ 
baiknya oleh Komisi Pemilihan Umum, terapi di kemudian hari 
terbukti adanya perbuatan melanggar kode etika yang dilakukan oleh 
Kerua KPU Kora Depok dalam proses pemilihan Walikora Depok 
2 tahun sebelumnya itu, recap saja DKPP berwenang memeriksa 
dugaan pelanggaran kode etik yang terjadi 2 tahun sebelumnya iru, 

Ternyara, dari pemeriksaan yang bersifat terbuka oleh DKPP, 
terbukri bahwa Ketua KPU Kora Depok memang telah melanggar 
kode etika maka atas dasar itu ia diberhemikan berdasarkan purusan 
DKPP yang bersifat final clan mengikar. Namun putusan DKPP itu 
tidak dapat dijadikan alasan untuk memberhentikan Walikora yang 
relah terpilih clan bahkantelah menjalankan tugasnya selama 2 tahun 
meskipun Kecua KPU Kora Depok telah diberhentikan berdasarkan 
putusan DKPP. Mengapa demikian? Sebabnya adalah bahwa antara 
persoalan pelanggaran kode erik aparar KPU clan proses pemilihan 
Walikora clan bahkan dengan persoalan sengkera mengenai hasil 
pemilihan itu, sama sekali cidak dapat dikaickan berdasarkan prinsip 
sebab-akibar atau kausaliras, 

DKPP sebagai Lembaga Quasi Pengadilan Etika 

DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilihan 
Umum) merupakan perkembagnan lebih lanjur clan lembaga DK­ 
KPU (Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum) yang sudah 
ada sebelumnya yang diatur berdasarkan UU No. 22 Tahun 2007 
rentang Penyelenggara Pemilu. Sejak UU No. 22 Tahun 2007, 
purusan Dewan Kehorrnatan dinyatakan bersifar final clan mengikar, 
sehingga oleh karena itu dapat dikarakan memiliki karakter clan 
mekanisme kerja seperti lembaga peradilan. Oleh karena itu, sejak 
terbentuknya DK-KPU pertama kali pada tahun 2009, dimana 
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saya dipercaya menjadi ketuanya secara berturut-turut selama 
tahun 2009 dan 2010, mekanisme kerja Dewan Kehormatan ini 
didesain sebagai badan peradilan ecika, acau setidaknya merupakan 
lembaga quasi peradilan atau peradilan semu di bidang etika, yang 
menerapkan semua prinsip peradilan modern. 

Beberapa prinsip penting yang dipraktikkan dalam 
penyelenggaraan peradilan semu di bidang etik oleh Dewan 
Kehormatan KPU dan juga oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara 
Pemilu (DKPP) yang ada sekarang, misalnya, adalah prinsip-prinsip 
'audi et alteram patten' prinsip independensi, imparsialitas, dan 
transparansi. Dengan diberlakukannya prinsip-prinsip cersebut, 
maka semua pihak yang cerkait dengan perkara wajib didengarkan 
dalam persidangan yang diselenggarakan secara terbuka, dimana 
para anggota DKPP bertindak sebagai hakim yang menengahi 
pertentangan dan perselisihan uncuk mengatasi konflik dan 
memberikan solusi yang adil. Bahkan, karakteristik putusan DKPP 
pun sebagaimana ditencukan dalam undang-undang bersifat final 
dan mengikac yang tidak lain merupakan ciri khas keputusan 
peradilan karena itu, tidak perlu diragukan bahwa DKPP memang 
didesain sebagai suatu lembaga peradilan yang menegakkan kaedah­ 
kaedah atau norma etika yang berlaku bagi aparat penyelenggara 
pemilihan umum. 

Sebagai anggota lembaga pengadilan, para anggota DKPP 
j uga diharuskan bersikap netral, pasif, dan tidak memanfaatkan 
kasus-kasus yang timbul popularitas pribadi. Para anggoca dilarang 
menikmati pujian yang timbul dari putusan, dan sebaliknya dilarang 
pula tersinggung acau marah karena dikritik oleh masyarakac yang 
tidak puas akan putusan DKPP. Pendek kata, sebagai lembaga 
peradilan etika, DKPP juga harus rnenjadi comoh mengenai 
perilaku etika dalam menyelenggarakan siscem peradilan etika yang 
menyangkut aneka kepemingan yang saling bersitegang antara para 
peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu atau antara masyarakac 
pemilih (voters) dengan penyelenggara pemilu, ataupun di antara 
sesame penyelenggara pemilu sendiri, khususnya amara aparat KPU 
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(Komisi Pemilihan Umum) clan aparat Bawaslu (Badan Pengawas 
Pemilihan Umum). Aparat KPU yang bersifat permanen (lima 
rahun) terdapar di tingkar pusat, Provinsi clan tingkat kabuparen/ 
kora sedangkan aparat Bawaslu yang bersifat permanen (lima tahun) 
hanya terdapar di tingkar pusat clan tingkar Provinsi. Sedangkan di 
tingkar yang lebih rendah sampai ke TPS (Tempat Pemunguran 
Suara) hanya bersifat adhoc arau dibentuk sesuai dengan kebutuhan. 

Kepeloporan dalam Sistem Peradilan Erika 

Perlu diketahui bersama bahwa, sekarang dalam sistem 
keratanegaraan Indonesia sudah cukup berdiri lembaga-lembaga 
penegak kode etik dalam jabatan-jabatan publik. Di bidang 
kehakiman, misalnya, sudah ada Komisi Yudisial, di samping 
adanya Majelis Kehormatan Hakim (MKH) dalam sistem internal 
Mahkamah Agung. Di Mahkamah Konstitusi, ada mekanisme 
Majelis Kehormatan Hakim (MKH) MK. Di dunia pers clan 
jurnalistik, terdapat Dewan Pers. Di lingkungan lembaga legislatif 
yaitu DPR clan DPD relah ada Badan Kehormatan DPR clan 
Badan Kehormatan DPD. Bahkan sekarang, berdasarkan UU MD3 
institusi penegak kode erik yang semula bernama Badan Kehormatan 
DPR, telah diubah menjadi Mahkamah Kehormaran DPR (MKD). 
Dengan demikian seperri yang diprakarsa DKPP, proses penegakan 
kode erik anggota DPR resmi konstruksikan sebagai proses peradilan 
yaitu peradilan etika, 

Di lingkungan organisasi profesi, seperti misalnya di dunia 
kedokreran, sekarang juga sudah ada Konsil Kedokteran Indonesia 
(KKI) yang salah saru tugasnya mernbentuk mengatur keberadaan 
majelis kehormaran erika kedokreran. Sedangkan di bidang-bidang 
profesi lainnya, lembaga penegak etika itu semua dilembagakan 
secara internal dalam masing-masing organisasi profesi, organisasi­ 
organisasi kemasyarakatan arau pun partai-partai polirik, Dewasa 
ini, banyak lembaga negara clan semua partai polirik, serra 
kebanyakan organisasi kemasyarakatan (Ormas) telah mempunyai 
sistem kode etik yang diberlakukan secara internal clan diserrai 
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dengan pengaturan mengenai lembaga-lembaga penegaknya. 
Di lingkungan Pegawai Negeri sudah ada Kode Erik Pegawai 
Republik Indonesia dan mekanisme penegakannya. Di lingkungan 
Komnas Ham juga sudah diatur adanya Kode Erik Komisioner 
dan mekanisme penegakannya. Di organisasi PERAD I (Persatuan 
Advokat Indonesia) juga sudah diatur adanya Kode Erika dan Majelis 
Kehormatan Advokat. Yang dapat dikatakan paling maju adalah di 
lingkungan institusi Kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia. Di 
lingkungan tentara dan kepolisian bahkan dibedakan antara kode 
etik dan kode perilaku, etika profesi dan disiplin organisasi. 

Namun demikian, semua lembaga penegak kode etika tersebut, 
sebagian besar masih bersifat proforma. Bahkan sebagian di antaranya 
belum pernah menjalankan tugasnya dengan efekrif dalam rangka 
menegakkan kode etik yang dimaksud. Salah satu sebabnya ialah 
bahwa lembaga-lembaga penegak kode etik tersebut di atas tidak 
memiliki kedudukan yang independen, sehigga kinerjanya tidak 
efektif. Karena itu, sebagai solusinya ialah bahwa lembaga-lembaga 
penegak kode etik tersebut harus direkonstruksikan sebagai lembaga 
peradilan etik yang diharuskan menerapkan prinsip-prinsip peradilan 
yang lazim di dunia modern, termasuk mengenai independensi dan 
imparsialitasnya. 

Hal itulah yang hendak dirintis dan dipelopori oleh DKPP, yairu 
agar sistem ketatanegaraan kita didukung oleh sistem hukum (rule 
of/aw) dan sistern etik (rule of ethics) yang bersifar fungsional. Sistern 
demokrasi yang kita bangun diharapkan dapat ditopang oleh tegak 
dan dihormatinya hukum dan etika secara bersamaan. Demokrasi 
yang sehat tidak boleh sekedar bersifat procedural menurut hukum 
retapi harus ditopang oleh the rule of law and the rule of ethics 
secara bersamaan. "the Rule of Law' bekerja berdasarkan 'code of law' 
sedangkan 'The Rule of Ethics' bekerja berdasarkn Code of Ethics yang 
penegakannya dilakukan melalui proses peradilan yang independen, 
imparsial, dan terbuka yaitu peradilan hukum ( Court of Law) umuk 
masalah hukum dan peradilan etika (court of Ethics) untuk masalah 
etika. Dengan begitu sistem demokrasi yang kita bangun di abad ke 
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21 ini lebih bersifar subtansial daripada sekedar bersifar prosedural, 
clan berpilarkan sistem Pemilu yang cidak sekedar formal sesuai 
dengan ketenruan hukum, tetapi juga berintegricas menurur sradar 
etika (election with integrity). 

Untuk itu, DKPP telah menyampaikan usulan kepada Presiden 
mengenai pentingnya bagi negara kita membangun infra-strukrur 
sistern etika bernegara itu. Apalagi, pada cahun 2001, MPR-RI 
telah menetapkan keretapan MPR No. VI/MPR/2001 tentang 
Erika Kehidupan Berbangsa sebagai pengganti TAP MPR renrang 
P4 di masa Orde Baru, Sekarang TAP MPR No. VI/MPR/2001 
tersebur masih tetap sah berlaku secara hukum karena belum 
ditentukan statusnya oleh TAP No. l/MPR/2003 sebagai produk 
kecetapan MPR yang terakhir dalam sejarah. Unruk menjabarkan 
TAP No. VI/MPR/2003 inilah saya mengusulkan diajukannya 
RUU tentang Erika Penyelenggara Negara dalam rangka program 
Legislasi Nasional di Badan Legislasi DPR-RI RUU ini pernah 
disusun oleh Pemerintah pada dekade rahun 2000-an, cetapi belum 
mendapat persetujuan pernerinrah, clan lagi pula isinya masih 
sangac umum serra belum dikaickan dengan ide peradilan etika. 
Sekarang kita bersyukur bahwa Rancangan UU ini kembali masuk 
ke dalam program legislasi nasional di Badan Legislasi Nasional. 
Kiranya kini sudah saacnya kita merancang suatu undang-undang 
yang akan menjadi dasar bagi kita unruk membangun sisrem etika 
bernegara dengan di dukung oleh infrastruktur kelembagaannya 
yang berfungsi sebagai sistem peradilan etika dalam rangka menjaga 
kehormaran clan kepercayaan institusi-institusi arau jabatan-jabatan 
publik di mara masyarakat. 

Dasar Konstitusional Peradilan Etika 

Hal lain yang mungkin dapat juga dipersoalkan sehubungan 
dengan ide peradilan etika ini adalah dasar konstirusionalnya 
menurur UUD 1945 yang berlaku sekarang (lus constitutum) 
Bab IX UUD 1945 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana 
dirumuskan dalam Pasal 24, Pasal 244, Pasal 248, clan Pasal 24C, 
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serca Pasal 25 hanya mengatur hal-hal yang terkait dengan pengercian 
peradilan dalam ranah sistem norma hukum clan keadilan. Apakah 
1 1  dalam pengertian keadilan itu dapar tercakup pula sistem norma 
etika keadilan clan keadilan etis tentu membutuhkan penafsiran 
yang tersendiri. Kekuasaan kehakiman menuurt Bab IX UUD 
1945 itu hanya mencakup kekuasaan penyelenggaraan hukum clan 
keadilan oleh Mahkamah Agung clan sebuah Mahkamah Konstitusi. 
Di dalam bab ini tidak terdapat perkaraan etika clan peradilan etika 
sama sekali. 

Namun, parut dibaca bahwa Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 
menenrukan, "Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan 
kekuatan kehakiman diatur dalam undang-undang" bukankah 
jika kita mernbentuk suatu badan peradilan etika dengan undang­ 
undang dapar dipandang memenuhi maksud Pasal 24 ayat (3) ini? 
Fungsi D KPP sebagai lembaga peradilan etika penyelenggara pemilu 
yang diarur dengan undang-undang, juga rerkair dengan kekuasaan 
kehakiman, yairu sebagai lembaga quasi peradilan di bidang etika 
penyelenggara pemilihan umum. Lagi pula, roh Undang-undang 
Dasar itu sendiri tidak dapar dilepaskan dari Pancasila clan nilai­ 
nilai moral dan etika yang hidup dalam masyarakat yang harus 
dipandang tidak dapar dipisahkan dari pengertian-pengercian yang 
terkandung dalam teks UUD 1945 UUD 1945 tidak boleh hanya 
dibaca dengan pendekaran "gramatical reading' melainkan juga harus 
dengan pendekaran "moral and philosophical reading". 

Pancasila harus dipahami, bukan hanya sebagai sumber hukum 
tetapi juga sumber moral clan erika dalam kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa, clan bernegara karena itu, kandungan norrnatif UUD 
1945 harus dipahami berisi 'rules of the constitutional law" clan 
sekaligus 'rules of the constitutional ethics' secara bersaman. Pengertian 
kekuasaan kehakiman dalam Bab IX UUD 1945 tentu saja belum 
mencakup pengertian sistem peradilan yang mengenalkan adanya 
sistern ' rule of ethics' clan sisrern peradilan etika, di samping rule of 
lawdan sisrern peradilan hukum. Namun, jika nilai-nilai Keruhanan 
Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil clan Beradab, clan prinsip 
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Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dipahami dengan utuh 
dan sebaik-baknya, maka tidaklah sulit bagi kita untuk menerima 
pengertian baru mengenai landasan konstitusional sistem etika dan 
peradilan etika berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Apalagi., 
Keretapan MPR No. VI/MPR/200 I sebagai upaya penjabaran nilai­ 
nilai etika Pancasila dan UUD 1945 itu terap berlaku resmi sebagai 
hukum sampai sekarang. 

Karena itu, saya hendak mengajak kepada semua sarjana 
hukum, terutarna Pernerintah dan DPR agar gagasan mengenai 
pengembangan sistern peradilan erik yang terbuka dan akuntabel 
melalui suatu institusi negara bernama peradilan etika menjadi 
perhatian serius, dalam rangka menciptakan keadilan restorative 

bagi masyarakat. 

Perlu dicatar, bahwa Perserikaran Bangsa-bangsa sendiri pun 
sudah pernah mengeluarkan Rekomendasi berdasarkan keputusan 

resmi Sidang Um urn PBB pada tahun 1996 yang menganjurkan agar 
semua negara anggotanya membangun apa yang dinamakan 'ethics 
i11fni-urutN1rr i11 public offices' (lnfra-strukcu.r erika dalam [abatan­ 
jabamn publik) karena iru kltn herharap sernua insritusl penegak 
kode euk profosi dl maslng-rnasing, lingkungan lernbags ncgara 
clan keruenrerian dspat bekerja berdasarkan standar normn erlka 

yang relah ditetapkan, DKPP, MKD, DPR RI hendaknya sedapat 
mungkin memberikan tauladan positif dan mengajak kepada 
semua sarjana hukum dan para pegiar dan pernerhati masalah sosial 
budaya unruk mengembangkan kajian-kajian kritis mengenai ide 
peralihan alternatif ini untuk membantu agar beban sistern hukum 
dan peradilan hukum dapat ditopang oleh bekerjanya sisrern etika, 
seperti dikatakan oleh Chief Justice Amerika Serlkat Earl Warren 
bahwa ' the law floats in the sea of ethics'. 
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URGENSI  ETIKA 

LEMBAGA PERWAKILAN 

Zutfikar, s.s«. M.Si� 

Pendahuluan 

T
atanan kehidupan setiap masyarakar berkembang sesuai dengan 
perkembangan peradabannya. Konon dulu masyarakat hidup 

dalarn pola kehidupan primirlf dan mereka tinggal bcrkelompok­ 
kelcmpok, Mereka mernbnngun sisrcrn pertahanan ngar bisa selamat 
.ipabib kalau ada scmngan dari luar dengan rncmbenruk taranan 
kchidupan masynrakat kornunal, Amara individu don kdlllllll"s:iling 
rnelindungi dengan individu dan keluarga lainnya (Homo l,111111111 

sod us). Serlap individu udak berani keluar dari kelornpoknya karena 
apabila rnereka kduar dari kelompcknya. rnaka ia ukan lebih mudah 
dimangsa oleh pihak luar, Sebagatmana Themas Hobbes, 'Manusia 
ndalah serignla bag! rnanusia lain' (HomlJ bonunt lupw). Hal iai 

bisa diartikan bahwa manusia arau kelompok masyarakar yang satu 

adalah ancaman bagi manusia atau kelompok masyarakat yang lain. 
Keyakinan ini mendorong mereka membuar nilai-nilai dan norma 
yang menjadi standar etika untuk menjaga semangat komunalisme 
dalam kelompoknya agar bisa retap bertahan dari serangan luar. 

Pada rahapan �danjumya tcrbentuk kekuaran perrahanan yang 
leblh besar yniru kekuarsn kekaisaran dan raja-raja, Kllisar dan raja­ 
raja ini membenruk kekuaran dan kekuasaannya rnenjadi semakln 
besar, sehingg:t rakyar harus runduk pada kekuasaannya. Kckunsmm 
kalsar clan raja-rsja kemudmn rnelahirkan perilaku absolur bahkan 
dcngan kekuassan ,;anpa baras, sehingga rakyar menjadi rerclndas 

* Penulis adalah Tenaga Ahli Mahkamah Kehormacan DPR RI 
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don cidak memiliki kemerdeksan L,gi. Karena iru, muncul gaga.1an 
1cnr.mg bcnrulc ncgam dimana rakyat lnh y:ing hams berkussa 
(drmomJi:y). Pemlmpin hanyn orang diberi rnandar oleh r-.1kyac 
untuk rnenjalankan amanat rakyat, 

Dalam sistern demokrasi meniscayakan kererlibarkan rakyat 
dalam pengambilan keputusan publik. Karena jumlah rakyar sangar 
banyak dan tersebar di berbagai tempat, maka sisrern demokrasi 
lru,grung ini dipandang ridak c ckrif bahkan clianggap slsrem yang 
paling buruk. Barulah padu em modem ini orang mulai rnelihar 
konscp dcmokrasl dengan konscp kekuasaan secara 13ngsung cbri 
ral.-ym tidak bisa diterapkan. Terapi harus melalui perwakilnn yang 
diberlkan rnandar oleh rnky.u. Para wakil rakyat inilah y11r1g nanri 
berrnusyswarah bersarns pemerinrah dalarn rangka pcngambilan 
kepurusan pada seriap kcbijakar. publlk y:uig berdarnpak kepnda 
ra kya.r ban yak. 

Kecika seorang wakil rakyat sudah mendapackan mandac dari 
rakyar, ia akan memiliki kekuasaan, Kekuasaan ini apabila tidak 
dikoncrol oleh standar etika yang relah ditetapkan maka kckuasaan 
iru akan cenderung korup dan menindas, Kekuasaan eanpa konrrol 
akan mernunculkan pcrilaku y:ing sewenang-wenang. Karena lru 
erika rncnjadi keniscayaan dalarn suaru neg:ira demokraris, Dengan 
dernikian fungsi etlka dalam sisrem demokrasl adalah umuk rnenjaga 
ratanan bernegara dan sisrern dernokrasi agar dapat berjalan sesuai 
dengan aruran yang dlkehendakl. 

Nnrnun dalarn praku:kdi 11i,gara kita,�baghln peiabardan pulitisi 
6e.ring kali udak menernpaekan dlri pada posis! yru,g tepar, :«chlngga 
keluar dari nzas kepatutan yang mesrl diemban oleh seomng pej�bat 
d.i lembnga ai,g:u-a. Akibamya rcrj:i.di fcnomena kcridakpercayaan 
rnasyamkac idiuruu}. Fenomena ini berkernbang rnembenruk 
opini publik yang terus terjadi sampai sekarang. Kenyaraan ini 
mendorong sebagian orang unruk menciprakan ratanan baru 
yang berorientasi erika yang berfungsi untuk mengendalikan para 
penyelenggara negara agar menjaga perilaku dan perbuatan yang 
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dapar menghancurkan nama baik dan kehormacannya. Munculnya 
gagasan unruk menegakkan etika di berbagai lembaga negara 
dalam suatu sistem 'Peradilan Erik' agar semua pejabat publik 
tetap konsisten menjalankan fungsi dan tugas yang diamanahkan 
kepadanya. 

Amanat TAP MPR 

TAP MPR telah menjadi urutan kedua dalam sistem hukum 
di Indonesia setelah UUD 1945. Oleh karena itu dapat menjadi 
landasan hukum peraturan perundang-undangan yang teknis 
penegakan etika, Di dalam Ketetapan MPR Nomor VI Tahun 2001 
tentang Erika Kehidupan Berbangsa relah memberikan amanat 
untuk memperkuat pola kehidupan berbangsa yang dilandasi oleh 
rnoralitas dan etika. Dalam rumusannya dinyacakan bahwa Erika 
Kehidupan Berbangsa adalah rumusan yang bersumber dari ajaran 
agama, khususnya yang bersifat universal dan nilai-nilai luhur 
budaya bangsa yang tercermin dalam Pancasila sebagai acuan dasar 
dalam berpikir, bersikap dan bertingkah laku dalam kehidupan 
berbangsa. 

Pokok-pokok etika kehidupan berbangsa mengedepankan 
kejujuran, amanah, keceladanan, sportivitas, disiplln, etos kerja, 
kemandirian, sikap toleransi, rasa malu, tanggung jawab, menjaga 
kehormaran serra rnartabat diri sebagai warga bangsa, beretika sosial 
dan budaya, beretika politik dan pemerimahan, berecika ekonomi 
dan bisnis, bererika penegakan hukum yang berkeadilan, bererika 
keilmuan, dan beretika lingkungan. Erika ini dapar dijabarkan 
secara rind sebagai berikut: 

!) Erika sosial dan budaya (jujur, peduli, saling memahami, 
menghargai, mencintai, menolong, dan keceladanan). 

2) Erika politik dan pemerintahan (menuju pemerintahan yang 
bersih, efisien dan efekcif ditandai kererbukaan, tanggung 
jawab, canggap, aspirarif, menghargai perbedaan, jujur 
dalam persaingan, kesediaan menerima pendapar orang lain, 
menjunjung tinggi hak asasi manusia, peduli, siap mundur 
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apabila dirinya melanggar kaidah dan sistern nilai atau tidak 
mampu melaksanakan cugas, mendahulukan kepentingan 
umum, hams bersikap jujur, arnanah, sportif siap melayani, 
berjiwa besar, rendah hati, dan rnenjadi teladan, toleransi 
tinggi, tidak pura-pura, tidak arogan, jauh dari munafik, 
tidak melakukan kebohongan publik, tidak manipulatif dan 
menghindari cindakan tidak terpuji). 

3) Etika ekonomi dan bisnis (berjiwa wirausaha, mendorong 
berkembangnya ctos kerja ekonomi, mendorong pemberdayaan 
ekonomi, menghindari KKN, tidak diskriminasi, dan berusaha 
mengencaskan kemiskinan, berpandangan global). 

4) Etika penegakan hukum yang berkeadilan (cenang, teratur, 
taat dan tertib hukum, kepasrian hukum, berusaha bertindak 

adil dan tidak diskriminatif), 

5) Etika keilmuan (menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, 
berimtaq dan beripcek, berbudauya kerja produktif 
mewujudkan karsa, cipta dan karya yang tercerrnin dalam 
perilaku kreanf inovatif inventif kornunikatif mendorong 
budaya baca-rulis-reliti-karya dan berpandangan global). 

6) Etika liogkungan (k.csadar:in mengbarg11l dan melesrarikan 
!Jngkuugn hldup, penacun ruang-, berkelanjuran, 
berkeslnambungan, clan berwawasan Ungkungan (1wtmn,rblr 

dfwlopmem). 

Berdasar TAP MPR ini dapat dijadikan landasan bagi 
penyusunan regulasi bagi penerapan ecika bagi lembaga perwakilan 
seperci DPR, DPD maupun DPRD Propinsi maupun kabupacen/ 
kora 

Pentingnya Penegakan Etika Bagi Lembaga Perwakilan 

Seorang wakil rakyar =nc::stinya bersikap amanah, JUJur, 
berakhlak rnulla don dapar mcmperjuangkan aspirasl rakyru. Narnun 
kcny:icw.nny.t, ada rindaknn-rlndakan sebagian anggora dewan y:ing 
dipersepsr publlk s�bag:u tlndakan y.mg rldak eris dan ddak pantns 
dllakukan oleh scar.mg waki] rakyat, Sikap rersebur seperrl pl!fiiaku 
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yang mengabaikan penghormaran dnn kccaaran rerhadnp oilai-nilai 
moral dan prinsip dasar aeau norma erika .chingg:t scringkali terjadi 
rindakanfperbuaran tcrccla dan penyirnpangan rerhadap aruran. 

Tlndaksn dan perllaku demlkem akan menjadi sebab hilmgnyii 
kepercayaan masyarakar, Apablla krisl� kcp=ya.m masyarakat 
tidak d!tangg.ipi dengan haik maka dapat mcnimbulkan delegidmasi 
rerhadap Lembaga negara rersebut walaupun prosesnya dlklairn 
relah dilakuknn secara demokratis. Karena iru penring penegakan 
etika bagi lembaga perwakilan rakyar. 

Setidaknya ada dua alasan mengapa pencingnya penegakan 
erika di lembaga wakil rakyat, yaitu, pertama, menjaga kehormatan 
institusi. Ketika terjadi pelanggaran hukum dan erika pada 
institusi lembaga perwakilan maka individu yang melanggar harus 
dipisahkan dari institusi. Kalau tidak maka institusi akan tersandra 
oleh tindakan oknum tersebut. Betapa banyak kasus yang terjadi 
karena pel:mggaran edka dan hukum olch ok:num indlvldu, 
rerapi kernudian menghancurkan cirra dan kehorrnaran instirust, 
Fenorncna keridakpuasan masy,u:l.k,u rerhndap cltra Lembaga 
perwakllan sepeni DPR. DPR maupun DPRD berada pada tirik 
terendah, Karma iru perlu penegakan etika terlebih dahulu sebelurn 
adanya penegakan hukum. Kalau etika cara penegakannya dengan 
memberikan sanksi bisa dengan peringaran atau pemberhencian 
semenrara, Tempi kalau hukurn titlak ada peringaran langsung 
menghukum saja.. Kalau sudah bi:rn1 idmli maka sanksi erika 
adalah diberhcncl.lmn, rap! rujuan pernberhenrian bukan rncnyakiti 
yang bersangkuran, bukan rnernbalaskan kesafaJw1, tapi unruk 
menyelamatkan institusi, 

K�dua, mengueaagi bebae isrern bukum. Beban dnlarn 
penegaka» hukum sekarangini rerlalu berai, Jcnis kejahntan sekarang 

semakin banynk, yang radinya bukan kejaharan schl'lU)g relah 

menjadi kejahatan, Misalnya narkoba, ganja. ij=h palsu, KORT 
dan lain-lam. Maka makin lama jumlah kejuhatan yang diancam 
pidana sernakin banyak, sedangkan kualitas kelakuan manusia 
semakin hebat, maka kejahatan pun makin hebat. Akibarnya 
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tcrjad1 penumpuknn perkara yang ."1ngat banyak, Hukwnan yang 
paling sering dib,:.riknn adalah penjara. Sernakin banynk orang 
melanggar hukum, sernakln ban yak penjara yang dibutuhkan, Hal 
ini berdampak pada biay:i yang sernakln besar, Bahkan menurut 
Prof. jrmly As;;yidiqic, nda penelitinn menunjukkan Lembaga 
Perussyarakatan iru ridak efekrif lagi. Hnnya, 30% saja yang tobar, 
70% tldak robar. So:menrnra kalo klta lihar komposls! Qrnng yang 
dipenjara, 35% diantara png masuk penjara, kedka keluar malah 
dendam karena merasa disakirl, Kemudian 35% arang yang masuk 
penjara rnerasa rldak bersalah, Dan 30% ornng yang keluar ruui 
penjara rnalah kelakuannys n1'1kin c:mggih. Karena itu, Tujuan 
penjaruhnn son ksi edka beda dengan hukurn, knlau hukurn nu 
menghukum semenrara sanksi etika unruk mengingackan ia akan 
kehormatan dirinya. 

Erika Wakil Rakyat 

Dennis F Thompson dalam bukunya Political Ethics and Public 

Offiu (2002) menulis, ada tiga pendckaran dalarn mengecahui etikn 
legislarlf bagi scorn11g polirisl, yaim �tiJtn minimalis, �tika fi111g,011nfis 
dun rtikn mtionalis; Erika minim-alls adalah s1:md11S c:t001 yang paling 
minimal yang berlaku pada lernbaga perwakilan rakyat. Da.lam 
crib in! rnengharamkannya bcbernpn rindakan yang buruk, seperrl 
korupsl, kolusl rnaupun tlndakan yang tidak paruas lainn)'ll dengan 
membuat aturan internal objcktif yang berlaku dan mengikat bngi 
sernua wakil rakyll!. Ccnroh pcncrapon etika minimalis di rubuh 
dewan adalah dibencuknya acuran raca tertib dan kode erik yang 
diterbirkan di internal parlemen serra dibencuknya sebuah badan 
kehormacan. 

Dalarn ho.! ttilrn fimgsio11nlis. Thompson rnenjelaskan bahwa 
etika fung,ionahs rnenawarkan basis fungslonal bagl sc:omng 
legislator. Eti.ka ini mendefinislkan rugas bagi anggorn dewan dalam 
lingkup funi;si mcrcka ,ebagai wa.kll rakyru. Seomng ,nggora dewan 
dianggap memenuhl etika fungsicnsl kerika ia rnelaksanakan semua 
rugas dan fungsi dengan sebaik-baiknya, Namun ia akan dianggap 
melanggar erika kecika ia ridak menjalan rugas dan fungsinya. Dalam 
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konteks ini, seorang wakil rakyat harus paham berul makna sebagai 
wakil rakyat. la harus benar dalam mempersepsikan tugas sebagai 
wakil rakyat. Menjadi wakil rakyat adalah sebuah amanah untuk 
memperjuangkan aspirasi dan membela nasib rakyat. Salah besar 
jika seorang anggota dewan mempersepsikan bahwa menjadi wakil 
rakyat adalah sebuah pekerjaan atau rnata pencaharian. Beberapa 
kasus mengindikasikan ha! ini seperti ungkapan RA Kresrnan, dokter 
ahli kejiwaan (2009), misalnya bertutur, dalam pesta demokrasi 
yang baru saja digelar, potensi calon legislator maupun legislator 
yang mengalami gangguan jiwa lebih besar di banding periode 
sebelumnya. Penyebabnya, mereka masih mempersepsikan menjadi 
anggota legislatif sebagai suaru pekerjaan dan mara pencaharian. 

Kemudian etika rasionalis. Erika rasional mendasarkan perilaku 
eris pada prinsip-prinsip hakiki polirik, seperti keadilan, kebebasan, 
atau kebaikan bersama (bonum commune). Fondasi rasional 
menyandarkan para wakil rakyat, harus bertugas Berdasarkan 
pendekatan etika rasionalis ini. Karena itu, anggota legislatif dilarang 
bertindak memperkaya diri dengan melawan hukurn, baik aras nama 
kepentingan pribadi, golongan, maupun parrainya. 

Tahap Perkembangan Erika 

Pengercian etika dalam pandangan filosof dan ilmuan terus 
berubah dan berkembang. Pemahamannya pun beragam dari para 
ahli. Ada yang melihat dari filsafat, rerapi ada juga yang melihat 
secara teologi. Tidak sedikit pula yang melihac secara praktik. 
Menurut Jimly Asshiddiqie, perkembangan pengerrian mengenai 
etika sudah melewati fase sejarah yang sangat panjang. 

Jimly Asshiddiqie adalah salah seorang pelopor gagasan ten tang 
peradilan ecika di Indonesia. Menurut pandangan Jimly, pengerrian 
etik rersebur sudah melewati empac tahap arau fase perkembangan 
generasi pengertian, yaitu (i) fase pengertian teologis (etika teologis), 
(ii) fase pengertian omologis (etika ontologis), (iii) fase pengercian 
positivis (erika positivist), dan cerakhir pada fase perkembangan 
dewasa ini adalah (iv) fase pengertian fungsional (etika fungsional). 
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I .  Erika Teologis: 

Pada perkembangan generasi pengertian pertama, semua sistern 
erika berasal dari siscem ajaran agama. Semua agama mempunyai 
ajaran-ajarannya sendiri-sendiri tentang nilai-nilai, sikap, dan 
perilaku yang baik dan buruk sebagai pegangan hidup bagi para 
penganucnya. Karena itu, ajaran erika menyangkuc pesan-pesan 
utarna misi keagamaan semua agama, dan semua cokoh agama acau 
ulama, pendeca, rahib, monk, dan semua pemimpin agama akrab 
dengan ajaran ecika itu. Semua rumah ibadah diisi dengan khurbah­ 
khucbah tentang ajaran moral dan etika keagamaan masing-masing. 
Bagi agama-agama yang rnempunyai kicab suci, maka maceri ucama 
kitab-kicab suci itu juga adalah soal-soal yang berkaitan dengan 
etika, Karena itu, perbincangan mengenai etika seringkali memang 
tidak dapac dilepas dari ajaran-ajaran agama. Bahkan dalam Islam 
dikarakan oleh nabi 3 Muhammad saw bahwa "Tidaklah aku diutus 
rnenjadi Rasul kecuali untuk rujuan memperbaiki akhlaq manusia", 

lnilah misi ucama kenabian Muhammad saw. 

2. Erika Ontologis: 

Dalam perkembangan kedua, sistern etika itu lama kelamaan 
juga dijadikan oleh para filosof dan agamawan sebagai objek kajian 
ilmiah. Karena filsafat manusia sangac berkembang pembahasannya 
mengenai soal-soal ecika dan perilaku manusia ini. Karena itu, 
pada cingkac perkembangan pengertian yang kedua, erika itu dapat 
dikatakan dilihat sebagai objek kajian ilmiah, objek kajian filsafat. 
lnilah yang saya namakan sebagai tahap perkembangan yang bersifac 
oncologis. Ecika yang semula hanya dilihac sebagai doktrin-dokrrin 
ajaran agama, dikembangkan menjadi 'ethics' dalam pengercian 
sebagai ilmu yang mempelajari sistem ajaran moral. 

3. Erika Posicivis: 

Dalam perkembangan selanjucnya, setidaknya dimulai pada 
permulaan abad ke 20, orang mulai berpikir bahwa sistem etika 
itu cidak cukup hanya dikaji dan dikhucbahkan secara absrrak dan 
bersifar umum, cetapi diidealkan agar ditulis secara konkrit dan 
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bersifat operasional. Kesadaran mengenai pemingnya penulisan 
dalam suatu bentuk kodifikasi ini dapat dibandingkan dengan 
perkembangan sejarah yang pernah dialami oleh sisrern hukum 
pada abad ke-IO di zaman khalifah Harun Al-Rasyid atau dengan 
muncul pandangan filsafar Posirifisme Auguste Comte pada abad ke 
18 yang turut mempengaruhi pengertian modern remang hukum 
posirif. Dalam perkembangan generasi keriga ini, mulai diidealkan 
terbenruknya sistem kode etika di pelbagai bidang organisasi profesi 
dan organisasi-organisasi publik. Bahkan sejak lama sudah banyak 
di anrara organisasi-organisasi kemasyarakatan ataupun organisasi­ 
organisasi profesi di Indonesia sendiri, seperri Ikatan Dokter 
Indonesia, dan lain-lain yang sudah sejak dulu mempunyai naskah 
Kode Ecik Profesi. 

Jimly melihac dewasa ini, semua partai policik juga mempunyai 
kode erik kepengurusan dan keanggocaan. Pegawai Negeri Sipil 
juga memiliki kode etika PNS. Inilah taraf perkembangan positivist 
tentang sistern etika dalam kehidupan publik. Namun, hampir 
sernua kode etik yang dikenal dewasa ini, hanya bersifar proforma. 
Adanya dan tiadanya tidak ada bedanya. Karena iru, sekarang tiba 
saatnya berkembang kesadaran baru bahwa kode etika-kode erika 
yang sudah ada itu harus dijalankan dan ditegakkan sebagaimana 
mesrinya, 

4. Erika Fungsional. 

Erika fungsional dalam pandangan Jimly berkembangan dari 
tertutup menuju terbuka. 

a. Etika Fungsional tertutup. 

Tahap perkembangan pengertian erika yang rerakhir dinamakan 
sebagai cahap fungsional, yairu bahwa infra-struktur kode erika iru 
disadari harus difungsikan dan ditegakkan dengan sebaik-baiknya 
dalam praktik kehidupan bersama. Unruk iru, diperlukan infra­ 
struktur yang mencakup instrumen aruran kode etik dan perangkat 
kelembagaan penegaknya, sehingga sisrem erika itu dapat diharapkan 
benar-benar bersifat fungsional. Dimana-mana di seluruh dunia, 
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mulai muncul kesadaran yang luas untuk membangun infra strukrur 
etik ini di lingkungan jabaran-jabatan publik. Babkan pada tahun 
1996, Sidang Umum PBB merekomendasikan agar sernua negara 
anggota 4 membangun apa yang dinamakan "ethics infra-structure 
in public offices" yang mencakup pengertian kode etik dan lembaga 
penegak kode etik, Itu juga sebabnya maka di Eropa, di Amerika, 
dan negara-negara lain di seluruh penjuru dunia mengembangkan 
sistern kode etik dan komisi penegak kode etik itu. b. Erika 
Fungsional Terbuka: Namun demikian, semua infra-struktur kode 
erik dan sistem kelembagaan penegakan etika tersebut di atas dapat 
dikarakan sama sekali belum dikonstruksikan sebagai suatu sistem 
peradilan erika yang bersifat independen dan ccrbuka sebagaimana 
larakny:i sistem peradilan modem. Persoalan enka umuk sebagian 
rnnsih dipandang scbagal masalah private ynng ridak sernesrinya 
diperlksa secara rerbuka, Karena itu, sernua lcmbaga arau maiehs 
pencgak kode etlka selalu bckerja secara tcrtutup dan d.ianggap 
sebagar mekanisrne kerja yang bcrsi.F.u inu:mal di tiap-tlap org:inl.sasi 
atau lingkungan [abacan-jabatan publik ynng terkair. 

Keseluruhan proses penegakan crib iru selama ini rnemang 
ridnk dan belum didesain sebagai sustu proses peradilan yang 
benifu.t lndependcn dnn rerbuka, Karena iru, sc)ak berdirlnya Dewan 
Kehcrmaiau Kornisi Pemilihan Umum (DK-KPU) penama kali 
pada tahun l009, proses persidangannya diadakan rerbuka, penis 
sebagnirnann lazirnnya pcrsidangan pcngadllan dngkar pernuru1 
dllakukan. Drng,u, demikian, praktik ynng dilekukan di DKPP 
(Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) dalam rnenegakkan 
kode etika penyelenggara pemilu dapat dikatakan merupakan 
lembaga peradilan etika penyelenggara pemilu. 

Terbentuknya Pcradilan Etika dalam Sejarah 

Menurur Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, erika berkairan dengan 
standar-standar pertirnbangan mengenai nilai benar dan salah yang 
hams dijadikan pegangan bagi seseorang uncuk melakukan atau 
tidak melakukan sesuatu. Nilai-nilai etik itu dapat dibedakan anrara 
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nilai yang bersifat normarif ( normative ethics) clan nilai bersifar 
deskriptif (descriptive ethics). 'Normarive ethics' menggambarkan 
scandar-standar rencang perbuatan yang benar clan salah, sedangkan 
'descriptive ethics' berkenaan dengan penyelidikan empiris mengenai 
keyakinan-keyakinan moral seseorang. 'Descriptive ethic' berusaha 
menencukan seberapa besar porsi warga masyarakat yang percaya 
bahwa pembunuhan itu selalu salah, sedangkan 'normative ethics' 
berusaha menencukan apakah dapat dibenarkan uncuk memegang 
kepercayaan yang demikian itu. 

Jimly mengungkapkan sejarah terbencunya peradilan etik 
mulanya muncul dalam praktik di Inggris, clan kemudian 
dikembangkan dalam arri yang lebih modern di Amerika Serikat. 
Bidang profesi yang pertama kali memperkenalkan siscem etika 
posirif ini adalah di dunia kedokteran (medical ethics). Namun ide 
awal mengenai etika kedokteran ini pertama kali sebenarnya berasal 
dari banyak sarjana, rermasuk dari pernikiran Muslim al-Ruhawi 
clan al-Razi (Rhazes) pada abad perrengahan. Bahkan buku perrama 
tencang 'medical ethics' yang diculis umat manusia adalah buku "the 
Conduct of a Physician" karya al-Ruhawi, 

Akhir abad ke-18, adalah physician Inggris, Thomas Percival, 
yang merancang 'code of medical ethics' yang perrama kali dalam 
pengerrian modern. la menulis kode etik icu pertama kali pada 
tahun 1794 clan memperluas isinya pada tahun 1803 dengan 
memperkenalkan isrilah 'medical ethics' clan 'medical jurisprudence'. 
Pada tahun 1815 ,  Pemerincah lnggeris mengeluarkan UU rentang 
Apoteker perrama kali, clan sejak itu, mulailah dunia kedokceran 
clan kesehatan diacur resmi oleh negara, termasuk mengenai siscem 
etikanya. Hal ini dikernbangkan pula di Amerika Serikat. Pada 
tahun 1846, American Medical Association (AMA) didirikan clan 
uncuk pertama kali disusun suatu kode ecik organisasi yang berisi 
kewajiban-kewajiban clan hak-hak para physician. Pada tahun 
berikucnya, yaitu 1847, atas laporan Dr. John Bell, naskah kode ecik 
tersebut disahkan menjadi 'Code of Medical Ethics' clan bahkan 'Code 
of (Professional) Ethics' pertama dalam sejarah modern. 
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Profesi kedua menurut Jimly yang tercatat paling awal 
membangun sistem etika profesi ini adalab profesi akuntan. Dalam 
ilmu akuntansi, yang biasa dianggap sebagai 'the father of accounting' 
adalab Luca Pacioli yang menulis buku tentang etika akuntansi 
percama kali pada tabun 1494, yairu buku "Summa de Arthmetica, 
Geomerri, Proportione, et Proporcionalita''. Tetapi, dalam pengercian 
modern, kode etik akuntan baru ada serelab dibentuknya American 
Association of Public Accountant (AAPA). Organisasi profesi ini 
didirikan pada tahun 1887, dan kode erik percama yang ditulis clan 
disabkan unruk mendidik para anggoranya pada tahun 1905, terapi 
kode erik yang lebih efekrif yang tertuang dalam anggaran dasar 
(bylaws) organisasi, baru ditetapkan pada rabun 1907 bersamaan 
dengan ulangtabun AAPA yang ke-20. Nama organisasi ini beberapa 
kali mengalami perubaban dan terakhir berubab menjadi American 
Institute of Certified Public Accountants (AI CPA) sampai sekarang. 

Kemudian Profesi keriga yang membentuk kode etik profesi ini 
adalab profesi hukum. Pada tabun 1854, Hakim George Sharswood 
menulis essai berjudul "Legal Ethics". Dari buku ini muncul ide 
unruk menyusun kode etik hukum di pelbagai negara bagian. Negara 
bagian percama Arnerika Serikat yang menyusun dan mengesabkan 
kode etik ini adalah Alabama, yaitu pada rahun 1887. Pada tabun 
1854, American Bar Association (ABA) didirikan, dan baru pada 
tahun 1908 atau 54 rabun kemudian menyusun dan mengsabkan 
berlakunya kode etika professional yang disebut percama kali sebagai 
"Canons of Professional Ethics". Kode Erik American Bar ini juga 
merujuk kepada rulisan George Sharswood temang "Legal Ethics" 
tersebut di atas. 

Ide tentang kode etika ini berkembang pesat di semua bidang 
profesi, di dunia bisnis, dan bahkan di lingkungan kekuasaan 
pemerinraban negara. Babkan, sekarang, dari 50 negara bagian 
Arnerika Serikar, sudab ada 42 negara bagian yang membangun 
infra-strukrur etik berupa kode etik dan kode perilaku, dilengkapi 
dengan terbenruknya Komisi Erika yang bersifat permanen dalam 
rangka mengembangkan dan menegakkan kode etika tersebur sebagai 
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institusi yang bersifar mandiri {independent oversight commission). 
Ke-8 negara bagian lainnya, meskipun tidak memiliki Komisi Etik 
yang khusus, tetap memiliki kode etika dan kode perilaku yang 
pelaksanaannya dikoordinasikan sendiri oleh sekretaris negara 
bagian (secretary of state) atau komite etik yang bersifat tidak tetap. 
Sistem kode etik dan kode perilaku terus berkembang dalam praktik 
di semua bidang kehidupan, baik di ranah dunia usaha {market), di 
ranah masyarakat (civil society) maupun di sektor publik dan dalam 
penyelenggaran kekuasaan pemerincahan negara {state). 

Hal ini !ah yang mendorong United Nations menetapkan 
secara resmi rekomendasi Sidang Umum (General Assembly) pada 
tahun 1996, yang menganjurkan agar semua negara anggota PBB 
membangun apa yang disebur infra-struktur etik uncuk jabatan­ 
jabatan publik {ethics infra-structure in public offices). Hal ini rentu 
sangat berpengaruh ke seluruh dunia, sehingga semua negara 
- dewasa ini - rems mengadakan upaya pembentukan kode 
etik di pelbagai bidang dengan didukung oleh institusi-institusi 
penegakannya dalam praktik. 

Begitulah, sistem kode etik yang sudah dikenal sejak awal abad 
ke-19 sampai akhir abad ke-20, mengalami revitalisasi lebih lanjut 
dengan dukungan kelembagaan yang memungkinkan sisrem etika 
benar-benar diterapkan secara fungsional dan ditegakkan secara 
efektif Namun, dalam perkembangan mutakhir di hampir semua 
negara di dunia, fungsionalisasi sisrem kode etika profesi dan etika 
jabatan publik ini belum dikonsrruksikan sebagai suatu proses 
peradilan (norma etika) seperti yang dikenal dalam sistem norma 
hukum yang dilengkapi dengan mekanisme peradilan yang efektif. 
!tu sebabnya, makanisme penegakan kode etik yang dimaksud, 
dimana-mana di seluruh dunia, masih bersifat sangat tertutup 
sesuai dengan karakteristik pengertian etika itu sendiri yang masih 
dipahami sebagai sisrem norma yang bersifar privat, sebagai norma 
yang pemberlakuannya didasarkan atas kesadaran internal yang 
bersifat sukarela (uolutair). 
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Karena itu, keberlakuan norma etika (ethical norms) biasa 
dibedakan dengan norma hukum (legal norms) dari segi daya 
paksanya, yaitu jika hukum dianggap 'imposed from without', maka 
keberlakuan etika dipandang bersifat 'imposed from within' atau dari 
dalam kesadaran para subjek yang secara sukarela mengikatkan diri 
padanya. Namun, dengan perkembangan sistem kode etika clan kode 
perilaku yang diberlakukan secara resmi sejak abad ke-19 clan ke-20, 
dapat dikarakan bahwa pemberlakuannya di samping mengandung 
unsur yang bersifat 'imposed from within'juga sekaligus memuat hal­ 
hal yang dipaksakan oleh kekuasaan resmi negara atau 'imposed from 
without'. 

Bahkan di Amerika Serikar, sejak tahun 1907, kerentuan erika 
profesi akuncan sudah dimuat dalam Anggaran Dasar atau 'Bylaws' 
organisasi AAPA yang berlaku rnengikar bagi semua anggota. 
Bahkan di Irlandia sekarang juga sudah ada undang-undang resmi 
yang mengatur ha! ini, yaitu dengan Ethics in Public Offices Act 1995, 
yang mekanisme penegakan kode etika dapat dipaksakan dengan 
dukungan kekuasaan negara. Karena itu, sekarang sudah saamya 
bagi para sarjana hukum untuk mengembangkan pemikiran dengan 
serius agar sistem etika ini dapat menjadi alternatif baru dalarn 
upaya melengkapi clan menopang bekerjanya sistern hukum yang 
dipraktikkan selama ini dalam upaya mengontrol clan membimbing 
serra mengarahkan perilaku ideal manusia dalam kehidupan 
bersama. 

Sistem norma etika ini lebih lanjut perlu dikembangkan dengan 
dukungan mekanisme peradilan menurut prinsip-prinsip peradilan 
modern yang diharuskan bersifat independen, terbuka, imparsial, 
berinteghritas, clan profesional, clan sebagainya. Dengan demikian, 
di samping adanya pengertian mengenai 'rule of law', sudah saamya 
kita mengembangkan pula pengertian baru, yaitu 'rule of ethics'. 
'Rule of law' mencakup pengertian adanya 'code of law' clan 'court of 
law'. sedangkan dalam konsepsi 'rule of ethics' hams tercakup pula 
pengertian adanya 'code of ethics' and 'court of ethics'. 
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Peradilan Erika di Indonesia 

Di negara-negara demokrasi yang lain, pada prinsipnya 
selalu ada lembaga penyelenggara pernilu yang independen. Akan 
retapi biasanya mereka hanya memiliki satu lembaga seperti 
Kornisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat independen. 
Tetapi di Indonesia, selain kita memiliki KPU, bangsa kira juga 
memerlukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang juga bersifar 
independen setara dan sederajat dengan KPU. Dengan demikian, 
pengertian penyelenggara pemilu menurut Pasal 22E UUD 1945 
dioperasionalisasikan dengan pembentukan dua kelembagaan KPU 
dan Bawaslu yang terkait dalam I kesatuan sistem penyelenggaraan 
pemilu. 

Sekarang namanya Dewan Kehormatan Penyelenggara 
Pemilu yang bersifac permanen dengan masa kerja tetap selama 
lima tahun, dan dengan kedudukan yang bersifat independen 
dengan kewenangan memurus, yang purusannya bersifar final dan 
mengikat. Di samping itu, jikalau DK-KPU berjenjang dengan 
diadakannya DK KPU Provinsi unruk menangani kasus-kasus di 
tingkat kabupaten dan kota. 

Sekarang, seluruh mekanisme pemeriksaan pelanggaran kode 
etika dan penegakannya terkonsentrasi dan tersentralisasi di DKPP 
sebagai satusatunya lembaga penegak kode etika penyelenggara 
pemilu, baik terhadap KPU dan jajarannya di seluruh Indonesia 
maupun terhadap Bawaslu dan jajarannya di seluruh Indonesia. 
Karena itu, dari segi konsepsinya, kelembagaan DKPP yang baru 
ini benar-benar mempunyai kedudukan sebagai lembaga peradilan 
etika yang sejalan dengan tradisi yang secara embrional sudah 
dimulai sejak terbemuk DK-KPU pertama kali pada tahun 2009, 
dapat terus dimanrapkan keberadaannya. Meskipun namanya 
DKPP, tidak menggunakan isrilah pengadilan, retapi pada hakikat 
kedudukan, tugas, dan kewenangannya, lembaga ini adalah benar­ 
benar merupakan lembaga peradilan etik, yaitu merupakan lembaga 
Pengadilan Erik pertama dalam sejarah Indonesia modern. Bahkan, 
DKPP bukan hanya lcmbaga pengadilan etik pertama di Indonesia, 
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tetapi juga di dunia, karena tidak ada negara manapun di dunia yang 
memiliki lembaga seperti DKPP ini. 

Pembentukan pengadilan etika percama pada Komisi Pemilihan 
Umum dalam bentuk Dewan Kehormatan Pemilu (DK-KPU) 
dengan kerua Jimly Assyiddiqi. Kerua Dewan Kehormatan Komisi 
Pemilihan Umum (DK-KPU) pada rahun 2009 dan pada cahun 
2010. DK-KPU tersebut ketika itu masih bersifat adhoc dan tidak 
tidak independen, karena kedudukannya beradalam di dalam 
strukrur Komisi Pemilihan Umum, clan dari 5 orang anggotanya 3 
orang adalah ex-officio berasal dari anggota KPU sendiri, sedangkan 
5 orang anggota DK-KPU pada tahun 2009 adalah Jimly Asshiddiqie 
sebagai anggota merangkap anggota, HAS. Narabaya, Syamsul 
Bahri, clan Abdul Aziz sebagai anggota, serta Endang Sulasrri 
sebagai sektetaris merangkap anggota. Yang berasal dari luas adalah 
saya sendiri clan Prof. HAS. Natabaya, SH. 35 orang anggota DK­ 
KPU pada tahun 2010 adalah Jimly Asshiddiqie sebagai anggota 
merangkap anggota, Komaruddin Hidayat, Syamsul Bahri, clan 
Abdul Aziz sebagai anggota, serta Endang Sulastri sebagai sekretaris 
merangkap anggota. Yang berasal dari luar adalah saya clan Prof 
Dr. Komaruddin Hidayat. 5 anggota yang berasal dari luar hanya 
2 orang. 

Jimly juga menjelaskan bahwa dalam ranah negara pun, sistern 
kode etik clan infra-srruktur etik ini berkembang, baik di lingkungan 
cabang kekuasaan eksekurif legislatif, maupun judikatif, serta 
di lembaga-lembaga arau agencies yang bersifat independen. Di 
bidang 3 kehakiman, misalnya, kica bahkan relah mengadopsi ide 
pembentukan Komisi Yudisial yang bersifat permanen clan secara 
khusus diatur dalam Pasal 24B UUD 1945 . Di lingkungan DPR 
dan DPD, kira juga membencuk Badan Kehormatan. Di lingkungan 
Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi terdapat pula 
Majelis Kehormatan Hakim (MKH) yang bersifar adhoc. Gejala 
pembentukan komisi-komisi atau institusi-insrirusi penegak kode 
etik ini, baik yang bersifat permanen ataupun yang bersifat adhoc 
mencerminkan rnakin berkembangnya kesadaran urnat manusia 
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mengenai penringnya sistem erika profesional iru diregakkan secara 
efektif 

Bahkan, etika yang konkrit dan sudah ditulis dan dituangkan 
dalam bentuk kode etika, tidak cukup dijadikan pajangan, rerapi 
harus benar-benar dicerapkan dan ditegakkan melalui mekanisme 
yang melembaga secara resmi. Bahkan, sekarang sudah banyak 
lembaga penegak kode etik, terapi cara kerjanya masih konvensional, 
certutup, dengan asumsi lama bahwa masalah etika adalah masa 
'private' yang tidak boleh dibuka keluar. Sekarang kira sudah berada 
di zaman keterbukaan. 

Komunikasi sosial berlangsung terbuka dan dalam waktu yang 
sangac cepac menyebarkan pelbagai macam informasi. Jika ada 
orang yang diruduh melanggar kode erik, tidak ada orang yang 
dapar menghalangi bahwa tuduhan itu dalam waktu yang sangat 
singkat pasti sudah menyebar luas kemana-mena melalui media 
sosial yang tanpa batas. Jika orang yang dituduh secara terbuka 
demikian tidak diberi kesempacan mernbela diri juga secara terbuka, 
bagaimana mungkin kita dapar menegakkan keadilan ecika? Sidang 
rerrutup pasti tidak dapac menyelesaikan kerusakan image atau citra 
yang berhubungan erat dengan repucasi dan krediblliras seseorang. 
Apapun yang diputuskan di dalam sidang certutup pasti menyisakan 
banyak dugaan. Bahkan dalam prakrik, banyak sekali kasus yang 
menunjukkan bahwa sidang ecika yang certucup itu menjadi alasan 
untuk adanya penyelesaian secara adac. Misalnya, kasus sidang 
internal kode etik oleh Mahkamah Agung terhadap Hakim Agung 
Yamanie yang sebelumnya, diselesaikan dengan meminta yang 
bersangkuran mengundurkan diri. 

Demikian pula prinsip cransparansi dan kecerbukaan peradilan, 
juga harus dipraktikkan dalam proses penegakan kode etika. 
Dengan demikian dunia ilmu hukum harus menambah khazanah 
baru dalam objek kajiannya, yaitu sistem aturan ecika dan siscem 
peradilan etika. Fakulcas hukum juga harus mengajarkan centang 
siscem kode erik sebagai aturan etika materialnya dan sistern 
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beracaranya dalam proses peradilan sebagai aturan etika formalnya, 
seperti halnya hukum material clan hukum formil (hukum acara) di 
dunia peradilan hukum. 

Dilema Penegakan Etika di lembaga perwakilan 

Badan Kehormatan (BK) sebelum di rubah menjadi MKD 
dalam UU MD3, pernah dikatakan oleh Ibrahim Z. Fahrni Badoh, 
seorang peneliri dari Indonesian Corruption Warch ([CW). 
Menurumya BK mengalami dilema dalam kewenanganya yang 
begitu besar. Identifikasi dilematis BK itu terlihat sebagai berikur: 

I. Tebang Pilih (Pada Kasus minimnya absensi angora Dewan). 

2. Pertimbangan politis lebih besar dari pertimbangan hukum 
clan keadilan. 

3. lnisiatif rendah. 

4. Kemampuan penyelidikan rendah (minimnya tenaga ahli). 

5. Terrutup (tidak dijdaskan bagian mana dari sidang tersebut 
yang tertutup), 

6. Penerapan sanksi ringan, sedang clan berat A1asan penerapan 
sanksi tidak rransparan. 

7. Sanksi Ringan (sepanjang BK berdiri belum ada anggoca 
D PR yang diberhenrikan karena kasus asusila, kecuali kasus 
korupsi). 

8. Lemahnya koordinasi dengan instansi terkait (BPK, BPKP, 
POLRJ, KPK, Pemda clan instansi terkait lainnya). 

9. Belum memiliki aturan tentang konflik kepentingan dalam 
pemrosesan kasus. 

10. Han ya mengatur anggota DPR, tidak dengan para sraf ahli di 
lingkungan parlemen 

Penguatan Kelembagaan peradilan Etika Lembaga Perwakilan 

Berdasarkan UU No 17 cahun 2014 tentang MD3, Mahkamah 
Kehormatan Dewan (MKD) adalah alat kelengkapan Dewan yang 
bersifat tetap. la bertugas menjaga kehormaran clan keluhuran 
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martabat, citra clan kredibilitas D PR. Terjadi perubaban nomenklatur 
dari Badan Kehormacan menjadi Mabkamab Kehormatan Dewan. 
Hal ini seiring dengan adanya harapan baru babwa MKD lebih 
berperan untuk menciptakan suanasa di DPR yang dapar menjamin 
terlaksananya fungsi pengawsan terhadap perilaku anggota DPR. 

Penguatan lembaga peradilan Etik di lembaga perwakilan penting 
dilakukan. Gagasan MKD harus ditularkan kepada seluruh DPRD 
se-lndonesia sehingga BK DPRD juga berubab nomenklarurnya 
menjadi semacam pengadilan etika di tingkat legislacif daerab. 
Dengan begitu, BK juga dapat difungsi secara lebih optimal. Namun 
perlu ada perbaikan-perbaikan untuk penyempurnaan. 

Berdasarkan kelemaban yang ada tersebut perlu adanya format 
kelembagaan yang dimodifikasi sehingga dapat memenuhi harapan 
publik. Karena itu harus ada kaidab mendasar yang harus di tecapkan: 

I .  lndependensi. 
Akar dari tidak independennya MKD/BK bukan rerletak pada 

jumlabnya, tetapi persoalan unsur fraksi yang selalu menyandera 
obyektivitas clan independensi. Penguatan kelembagaan MKD akan 
tercapai jika keanggotaannya independen. MKD yang memiliki 
fungsi sebagai penegak etik anggota parlemen, akan menghadapi 
konllik kepentingan ketika harus menghadapi pengaduan 
pelanggaran etik yang dilakukan oleh koleganya satu fraksi atau satu 
koalisi. Maka, MKD berpotensi mengambil keputusan yang tidak 
obyekcif terkait dengan banyaknya pengaduan pelanggaran etik dari 
masyarakat atau konstituen maupun sesama anggota DPR. 

Idealnya keanggotaan MKD selain dari unsur fraksi di D PR, 
unsur masyarakac harus dilibatkan dalam sistem penegakan etika 
di MKD/BK. Hal itu dimaksudkan untuk mencegab terjadinya 
konllik kepentingan antara MKD dengan anggota DPR yang 
terlibat dalam pelanggaran etik. Untuk mencegab cerjadinya rezim 
MKD, maka setiap setabun sekali diadakan pergantian keanggotaan 
clan pimpinan dalam rangka memperkuat independensi MKD. 
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Kehadiran masyarakat luar anggota MKD dibutuhkan dalam proses 
penyelidikan dan verifikasi yang bersifat independen, sehingga 
menghasilkan keputusan yang lebih objekrif. Walapun dalam 
pengambilan keputusan tetap berada dalam kewengan anggota 
MKD. 

2. Transparan 

Penguatan kelembagaan MKD/BK selain memasukkan unsur 
masyarakat dalam keanggotaannya, juga melalui cransparansi atas 
pengaduan dari publik. Transparansi dimaknai dengan memberikan 
akses publik atas pelaporan atau pengaduan yang masuk secara 
periodik seriap rahun, transparan dalam proses penyelidikan dan 
verifikasi, sampai pada pengambilan kepurusan yang diserahkan 
pada rapat paripurna D PR. 

Melalui proses yang cransparan harapannya publik mendapatkan 
gambaran perihal pelanggaran kode etik yang dilakukan wakilnya 
di parlemen, sehingga publik dapat mengambil keputusan untuk 
menghukum wakil-wakilnya di parlemen dengan cara takmemilihnya 
kembali pada pemilu berikumya. Selain itu, transparansi MKD juga 
memberikan edukasi kepada publik agar secara aktif melaporkan 
pelanggaran etik yang dilakukan oleh wakilnya di parlemen. 

Tenrunya dengan proses yang transparan, laporan atau 
pengaduan dari publik terdapar jaminan kepasrian hukumnya. Maka, 
juga diperlukan limitasi waktu yang tegas sejak proses penerimaan 
laporan atau pengaduan, penyelidikan dan verifikasi, sampai proses 
pengambilan kepurusan, jadi, bukan hanya sidang MKD/BK yang 
hams terbuka, Karena dalam Pasal 132 UU No 17/2014 disebutkan 
bahwa sidang MKD bersifac tertutup, dengan pertimbangan untuk 
menjaga kerahasiaan inforrnasi yang diperoleh dalam sidang MKD. 

Sidang MKD/BK boleh tertutup, tetapi bukan berarri itu 
tidak transparan. Transparansi proses MKD bukan hanya dalam 
sidangnya, tetapi seluruh prosesnya hams dipertanggungjawabkan 
dan diakses oleh masyarakat secara rerbuka. Dengan demikian, 
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masyarakat dapat menilai apakah layak sanksi yang diberikan MKD 
cerhadap anggoca DPR yang diduga melakukan pelanggaran. 

MKD harus tegas bahwa sanksi yang adil uncuk wakil rakyat 
yang memperjualbelikan kekuasaannya demi memperkaya diri 
sendiri tidak lain adalah pemberhencian cetap sebagai anggota DPR, 
tentu dengan mendapat perserujuan rapac paripurna. Ketegasan 
MKD akan menunjukkan martabat MKD sendiri di mata para 
wakil rakyat, dan menjaga marcabac serta kehormatan para wakil 
rakyat dari erika policik yang rakus. 

Dengan pembenrukan lembaga ini, kehormacan, keluhuran 
martabat, citra dan kredibiliras DPR masih terhormat dalam 
pandangan masyarakat. Wallahu alam. 
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ETIKA LEMBAGA PERWAKILAN 

SEBAGAI PENYELENGGARA 

NEGARA 

Dr. Zainal Arifin Hoesein • 

Pengantar 

D
ewasa ini, semua [asa r:ing bcrtumpu pada prnfusi dan jabaran 
yang terkalt dengan kepentingan publik d.m diangkar serrs 

disumpah unruk <Ian atas nama kepentlngan publik rerikar p:idn 
dua hal yairu pertama, pada cod,- of rtbic dari jab=n dan prcjesinya 
dan kcdu. rl)(U of conduct atau thr rule of lau: Kode erik menjadi 
penunrun sekaligus rujukan dalam rnenjalankan cugas dan fungsl 
jabnran clan prnfesi, dan aruran hukum rnenjadl dasar rarnbu­ 
rarnbu dalam ranggung iawabnyn dalam menjalankan j:tbamn dan 
profesinya. 

Dalarn perspekrif kehidupan bermasynrakat, berbangsa and 
bernegara, maka penyelenggaraan negara rerrnasuk didnl:imnya 
adalah sernua )"'-"S terkait sebagai pejabar penyclenggo.m:w neg.rn 
terikar pnda rode of rJhied:iri [abatan dan profc.,iny� dan keua adalah 
l:'odr of conduct. Hal ini sebag:i.iman, dltegaskan dalarn Kererapan 
Ma)dis P=nusy:rnr.iraran Rakyat Republik Indonesia Nomor: VII 

MPR/20 I I rentang Erika Kehidupan Berbangsa yang menyarakan 
bahwaetikakehidupan berbangsadewasaini mengalami kemunduran 
yang turut menyebabkan rerjadinya krisis multidimensi clan oleh 
karena itu diperlukan adanya rumusan rentang pokok-pokok etika 
kehidupan berbangsa sebagai acuan bagi Pemerintah clan seluruh 
bangsa Indonesia dalam rangka menyelamatkan clan meningkarkan 
rnutu kehidupan berbangsa. 

• Pcnulis adaJah Manran Panicera Mahkamah Konscicusi Republik Indonesia 
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Erika kehidupan berbangsa merupakan rumusan yang 
bersumber dari ajaran agama, khususnya yang bersifat universal 
dan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang tercermin dalam Pancasila 
sebagai acuan dasar dalam berpikir, bersikap dan bertingkah laku 
dalam kehidupan berbangsa. Pokok-pokok etika dalam kehidupan 
berbangsa mengedepankan kejuj uran, amanah, keteladanan, 
sportifitas, disiplin, etos kerja, kemandirian, sikap toleransi, rasa 
malu, tanggung jawab, menjaga kehormatan, and martabat diri 
sebagai warga negara. 

Dimensi etika mencakup etika sosial dan budaya, etika politik, 
dan pemerintahan, etika ekonomi dan bisnis, etika penegakkan 
hukum dan keadilan, etika keilmuan, serta etika lingkungan. 
Mengaktualisasikan nilai-nilai agama dan budaya luhur bangsa 
dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara 
melalui pendidikan formal, nonforrnal, dan pemberian contoh 
kereladanan oleh para pemimpin, negara, pemimpin bangsa dan 
pemimpin masyarakat. Dalam penyelenggaraan negara di Indonesia 
pelaksanaan nilai-nilai etika tersebut masih jauh dari kenyaraan 
dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, bersih, 
bebas korupsi, kolusi, and nepotisme, kualitas pelayanan publik, 
kapasitas dan akunrabiliras kinerja birokrasi, serta profesionalisme 
aparatur birokrat. 

Banyaknya penangkapan terhadap penyelenggara negara seperti 
hakim, Angora DPR, Anggota DPRD, gubernur, bupati, walikota, 
pejabar Bank Indonesia, pimpinan partai, dan materi yang sedang 
menghadapi tuntutan hukum atau sudah divonis dalam perkara 
korupsi, menunjukkan bawa persoalan terbesar pada bangsa ini 
bukan yang utama pada sistem atau aturan, tetapi pada moraliras 
dan etika. Sebaik apapun aturan, tetapi dijalankan oleh pejabat 
yang moralitasnya buruk, aturan akan diselewengkan. Moralitas 
dibangun melalui keteladanan para rokoh, elite, dan semua yang 
ada di pusat kekuasaan dan pusar kebudayaan. Hams ada upaya dari 
seluruh komponen bangsa untuk menolak setia figur yang buruk 
moralitasnya dan memberi ruang lebih banyak bagi yang memiliki 
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kredibilitas dan memberi jalan lebih terbuka bagi yang moralitas dan 
etikanya baik, bukan atas dasar identitas yang sering menyesatkan 
umuk tampil sebagai pemimpin. 

Nilai, Norma dan Moral 

Pengertian nilai (value) pada hakinatnya adalah sifat dan kualitas 
yang melekat pada suatu obyeknya. Hal ini berarti nilai merupakan 
suatu kenyataan yang tersembunyi dibalik kenyataan-kenyataan 
lainnya. Menilai berarti menimbang, suatu kegiatan manusia untuk 
menghubungkan sesuatu dengan sesuatu yang lain kemudian untuk 
selanjutnya diambil keputusan. Keputusan itu adalah suatu nilai 
yang dapa menyarakan berguna atau tidak berguna, benar atau tidak 
benar, baik arau tidak baik, dan seterusnya. 

Penilaian itu pastilah berhubungan dengan unsur indrawi 
manusia sebagaik subjek penilai, yaitu unsur jasmani, rohani, aka! 

rasa, karsa dan kepercayaan. Dengan demikian, nilai adalah suatu yang 
berharga, berguna, memperkaya batin dan menyadarkan manusia 
akan harkac dan martabatnya. Nilai bersumber pada budi yang 
berfungsi mendorong dan mengarahkan sikap dan perilaku manusia. 
Nilai sebagai suatu sistem merupakan salah saru wujud kebudayaan 
di samping sistem sosial dan karya. Dalam mengidencifikasi nilai­ 
nilai yang terdapar dalam kehidupan masyarakat dapat dilihat dalam 
nilai teori, nilai ekonomi, nilai estetika, nilai sosial, nilai poliitk, 
dan nilai religi. Demikian pula dalarn menempatkan suatu nilai 
sangat tergancung pada titik tolak dan sudut pandang individu dan 
masyarakat terhadap sesuatu objek, misalnya kalangan materialis 
memandang bahwa nilai tertinggi adalah nilai material. Oleh karena 
itu nilai-nilai yang ada, tidak sarna cinggi dan luhurnya dan dapat 
dikelompokkan dalam empat tingkatan, yaitu: 

a. Nilai kenikmacan adalah nilai-nilai yang berkaitan dengan indra 
yang memunculkan rasa senang, menderica atau tidak enak; 

b. Nilai kehidupan yaitu nilai-nilai penting bagi kehidupan, yakni: 
jasmani, kesehatan serta kesejahteraan umum; 



c. Nilai kejiwaan adalah nilai-nilai yang berkaitan dengan 
kebenaran, keindahan dan pengetahuan murni; 

d. Nilai kerohanian yaitu tingkatan ini terdapatlah modalitas nilai 
dari yang suci. 

Sementara itu, Notonegoro membedakan nilai menjadi tiga 
yang memiliki cakupan makna yang tidak hierarkis melainkan 
makna yang berkaitan, yaitu: 

a. Nilai material yaitu segala sesuatu yang berguna bagi jasmani 
manusia; 

b. Nilai vital yaitu segala sesuau yang beguna bagi manusia untuk 
mengadakan suatu aktifitas atau kegiatan; 

c. Nilai kerohanian yaitu segala sesuatu yang bersifat rohani 
manusia yang dibedakan dalam empar tingkatan sebagai berikut: 

• Nilai kebenaran yaitu nilai yang bersumber pada rasio, 
budi, aka! atau cipta manusia. 

• Nilai keindahan/ estetis yai tu nilai yang bersumber pada 
perasaan manusia; 

• Nilai kebaikan atau nilai moral yaitu nilai yang bersumber 
pada unsur kehendak manusia; 

• Nilai religious yaitu nilai kerohaniawan tertinggi dan bersifat 
mutlak dalam pelaksanaannya, nilai-nilai dijabarkan dalam 
wujud norma, ukuran dan kriteria sehingga merupakan 
suaru keharusan anjuran arau larangan, tidak dikehendaki 
atau tercela. Oleh karena itu, nilai manusia. Nilai manusia 
berada dalam hati nurani, kata hati dan pikiran sebagai 
suatu keyakinan dan kepercayaan yang bersumber pada 
berbagai sistem nilai. 

Moral berasal dari kara mos (mores) yang sinonim dengan 
kesusilaan, rabiar atau kelakuan. Moral adalah ajaran tentang ha! 
yang baik dan buruk yang menyangkuc tingkah laku dan perbuaran 
manusia, Seorang pribadi yang taat kepada aturan-aturan, kaidah­ 
kaidah dan norma yang berlaku dalam rnasyarakatnya, dianggap 
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sesuai dan bertindak benar secara moral. Jika sebaliknya yang 
terjadi rnaka pribadi itu dianggap cidak bermoral. Moral dalam 
perwujudannya dapar berupa peraruran dan atau prinsip-prinsip 
yang benar, baik, terpuji dan mulia. Moral dapat berupa kesetiaan, 
kepatuhan terhadap nilai dan norma yang mengikat kehidupan 
rnasyarakar, bangsa dan negara. 

Sedangkan norma rnerupakan kesadaran manusia yang 
memburuhkan hubungan yang ideal akan menumbuhkan keparuhan 
rerhadap suaru peraruran atau norma, yakni sesuaru yang memiliki 
ukuran, garis pengarah atau aturan, kaidah bagi perrirnbangan 
dan penilaian. Hubungan ideal yang seimbang, serasi, dan selaras 
itu cercermin secara vertikal (Tuhan), horizontal (rnasyarakar) dan 
alamiah (alam sekitarnya). Norma adalah perwujudan martabat 
manusia sebagai makhluk budaya, sosial, moral dan religi. Norma 
merupakan suaru kesadaran dan sikap luhur yang dikehendaki oleh 
tata nilai untuk dipatuhi. Oleh karena itu, norma dalam perwujudan 
dapat berupa norma agama, norma filsafat, norma kesusilaan, norma 
hukum dan norma sosial. Norma memiliki kekuatan untuk dipatuhi 
karena adanya sanksi. 

Nilai dasar sekalipun nilai bersifat abscrak yang tidak dapat 
diamati melalui pan ca indra manusia, tetapi dalam kenyataannya nilai 
berhubungan dengan tingkah laku atau berbagai aspek kehidupan 
manusia dalam prakteknya. Setiap nilai memiliki nilai dasar yairu 
berupa hakikat, esensi, imisari atau makna yang dalam dari nilai­ 
nilai rersebur, Nilai dasaritu bersifat universal karena menyangkut 
kenyataan objekcif dari segala sesuatu. Contohnya: hakikac Tuhan, 
manusia, atau mahkluk lainnya. Apabila nilai dasar itu berkaitan 
dengan hakikat Tuhan maka nilai dasar itu bersifat mkuclak karena 
Tuhan adalah kuasa prima (penyebab pertama). Segala sesuatu yang 
diciptakan berasal dari kehendak Tuhan. Bila nilai dasar itu berkaican 
dengan hakikat manusia maka nilai-nilai itu harus bersumber pada 
hakikac kemanusiaan yang dijabarkan dalam norma hukum yang 
diistilahkan dengan hak dasar (hak asasi manusia). Apabila nilai 
dasar itu berdasarkan kaepada hakikac suatu benda (kuamicas, aksi, 



ruang clan waktu) maka nilai dasar itu dapat juga disebutkan sebagai 
norma yang direalisasikan dalam kehidupan yang prakris, namun 
nilai yang bersumber dari kehendak tidak boleh bercentangan 
dengan nilai dasar yang merupakan sumber penjabaran norma itu. 
Nilai dasar yang menjadi sumber etika bagi bangsa Indonesia adalah 
nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. 

Nilai instrumental adalah nilai yang rnenjadi pedoman 
pelaksanaan dari nilai dasar. Nilai dasar belum dapat bermakna 
sepenuhnya apabila belum memiliki formulasi serta parameter atau 
ukuran yangjelas clan konkrit. Apabila nilai instrument iru berkaitan 
dengan tingkab laku manusia dalam kehidupan sehari-hari maka 
nilai itu akan menjadi norma moral. Namun jika nilai instrument 
itu berkaitan dengan suatu organisasi atau negara, maka nilai 
instrumental itu merupakan suatu arahan, kebijakan, atau strategi 
yang bersumber pada nilai dasar sehingga dapat juga dikatakan 
bahwa nilai instrument itu merupakan suatu eksplisitasi dari nilai 
dasar. Dalam kehidupan ketaranegaraan Republik Indonesia, nilai­ 
nilai instrumen dapar ditemukan dalam pasal-pasal undang-undang 
dasar yang merupakan penjabaran Pancasila. 

Nilai prakcis merupakan penjabaran lebih lanjut dari nilai 
instrumental dalam kehidupan yang lebih nyata dengan demikian 
nilai praktis merupakan pelaksanaan secara nyata dari nilai-nilai 
dasar clan nilai-nilai instrumental. Oleh karena itu, nilai prakris 
dijiwai kedua nilai rersebut diatas clan tidak bercentangan dengannya. 
Undang-undang organik adalah wujud dari nilai praktis, dengan 
kata lain, smeua perundang-undangan yang berada di bawah UUD 
sampai kepada peraturan pelaksanaan yang dibuat oleh pemerintah. 
Kererkaitan nilai, norma clan moral merupakan suatu kenyataan 
yang seharusnya tetap terpelihara di seriap waktu pada hidup clan 
kehidupan manusia. Keterkaitan itu mutlak digarisbawahi bila 
seorang individu, masyarakat, bangsa clan negara menghendaki 
fondasi yang kuar tumbuh clan berkembang. Sebagaimana tersebut 
di atas maka nilai akan berguna menuntun sikap an cingkah laku 
manusia bila dikonkritkan clan diforrnulakan menjadi lebih obyekcif 
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sehingga memudahkan manusia untuk menjabarkannya dalam 
aktifitas sehari-hari. 

Dalam kaitannya dengan moral maka akrifiras turunan dari 
nilai dan norma akan memperoleh integritas dan martabat manusia. 
Derajat kepribadian itu amat direntukan oleh moralitas yang 
mengawalnya. Sementara itu, hubungan antara moral dan etika 
kadang-kadang atau seringkali disejajarkan arti dan maknanya. 
Namun demikian, etika dalam pengertian tidak berwenang 
menemukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan seseorang. 

Dengan demikian, nilai merupakan sumber perumusan moral 
yang berwujud pada pola pikir, pila sikap, perilaku atau pola tindak 
walaupun bersifat abstarak dan selanjutnya dirumuskan pada 
rataran praktis dalam benruk norma yang disepakati dan bersifat 
mengikat (blinding) dan memaksa (dwingen), sehingga pola pikir, 
pola sikap dan pola tindak dan ketaatan yang terwujud nyata dalam 
kehidupan individu, kelompok, rnasyarakar, bangsa dan negara. 
Oleh karena itu, nilai, moral, dan norma merupakan satu urutan 
yang tidak boleh putus dalam perumusan kebijakan publik, agar 
kebijakan tersebut selalu bertumpu karena kebenaran yang bernalar 
(orthos logos) serta keadilan dalam rangka mewujudkan kehormatan 
dan kemuliaan suatu jabatan. 

Etika Penyelenggara Negara. 

a. Etika 

Secara etimologis isrilah etika yang berasal dari bahasa Latin 
"Etbicos" yang berarti kebiasaan. Dengan etika adalah suatu ilmu 
yang membicarakan masalah perbuatan atau tingkah laku manusia, 
mana yang dapat dinilai baik dan mana yang dapat dinilai tidak baik. 
Etika juga disebut ilmu normative, karena etika berisi ketentuan­ 
ketentuan (norrna-norrna) dan nilai-nilai yang dapat digunakan 
dalarn kehidupan sehari-hari. 

Oleh karena itu, etika selalu mencari keterangan yang benar, 
mencaru ukuran-ukuran yang baik dan yang buruk bagi tingkah 



laku manusia, serta mencari noma-norma, ukuran-ukuran tindakan 
yang manakah yang paling dianggap baik acau sebaliknya. Masalah 
baik dan buruk (good and evil) merupaan bagian dan menjadi inti 
dari erika, sehingga ecika bercugas uncuk menjelaskan mengenai 
suatu yang baik acau yang buruk. 

Sedangkan tujuan etika, agar setiap manusia mengetahui dan 
menjalankan perilaku yang didasarkan pada nilai yang baik bukan 
saja bagi dirinya, tetapi juga penting bagi orang lain, masyarakat, 
bangsa dan negara, dan yang terpenting bagi T uhan Yang Maha Esa. 
Uncuk melihat leih dalam mengenai ecika dapa merujuk pendapat 
Willian Lillie yang mengemukakan bahwa etika merupakan "the 

normative science of the conduct of human being living in societies is 
asciensce which judge this conduct to be right or wrong, to be good or 
bad, or in some similar way. 1his definition says, first is all, that ethic is 
a science and a sciencemay be defined as a systematic ans more kor less 
complete body of knowledge about a particular set of realted event or 
objects". 

Ecika yang merupakan watak kesusilaan acau adac kebiasaan, 
berkaican erat dengan moral. Moral berasal dari bahasa Latin "mos" 
dalam bencuk jamak "Mores" yang berarti adac kebiasaan atau 
cara hidup seseorang dengan melakukan perbuatan yang baik dan 
menghindari perbuatan yang buruk. Meskipun definisi etika dan 
moral kurang lebih sama, tetapi terdapar perbedaan yaicu moral 
digunakan uncuk penilaian terhadap perbuatan yang dilakukan, 
sedangkan etika digunakan untuk mengkaji sistem nilai yang 
brlaku. Ecika adalah cabang filsafac yang berbicara mengenai nilai 
dan norma moral yang menencukan perilaku manusia dalam 
hidupnya yang berarti adat kebiasaan acau cara hidup seseorang 
dengan melakukan perbuatan yang baik dan menghindari perbuatan 
yang buruk. Meskipun definisi etika dan moral kurang lebih sama, 
retapi terdapat perbedaan yaitu moral digunakan untuk penilaian 
terhadap perbuatan yang dilakukan, sedangkan etika digunakan 
uncuk mengkaji sistem nilai yang berlaku. 
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Erika adalah cabang filsafat yang berbicara mengenai nilai clan 
norma moral yang menentukan perilaku manusia dalam hidupnya. 
Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 
28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih clan 
Bebas dari Korupsi, Kolusi, clan Nepotisme maka pengertian 
penyelenggaraan negara adalah "Pejabat negara yang menjalankan 

fangsi eksekutif, legislatif. atatc yudikatif, dan pejabat lain yang fangsi 
dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlalu". 
Penyelenggara negara mempunyai peran yang sangac penting dalam 
penyelenggaraan negara untukmewujudkan tuj uan negarasebagaiana 
termaktub dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu melindungi 
segenap bangsa Indonesia clan seluruh tumpah dasar Indonesia clan 
untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan 
bangsa clan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan 
kemerdekaan, perdamaian abadi clan keadilan sosial. 

Dalam perspekrif filsafat, maka etika adalah salah satu bagian 
dari filsafat yang melakukan scudi tentang kehendak manusia. 
Secara lebih sederhana dapar dikatakan bahwa etika adalah filsafat 
tingkah laku manusia yang mencari pedoman tentang cara manusia 
berrindak atau berbuat. Sasaran etika adalah tingkar laku atau 
perbuatan manusia yang dilakukan dengan sengaja. Baik-baiknya, 
tercela ridaknya suatu perbuatan dinilai dengan ada ridaknya 
kesengajaan. 

Orang hams bertanggung jawab rerhadap perbuarannya yang 
dilakukan dengan sengaja. Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja 
hams sesuai dengan kesadaran etisnya. Kesadaran etis bukan hanya 
berarti sadar akan adanya perbuatan yang baik clan buruk saja, 
melainkan sadar pula bahwa seriap orang wajib berbuat baik clan 
wajib menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Erika yang berasal 
dari kesadaran manusia mempakan petunjuk tentang perbuatan 
baik clan perbuatan buruk clan sekaligus rnerupakan penilaian atau 
kualifikasi terhadap perbuacan seseorang. Dalam etika cidak hanya 
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berbicara cenrang kehendak acau perilaku manusia, rerapi JUga 
tentang kaidah clan mocivasi perilaku manusia. 

Etlka pada haklkarnyn merupakan pandnngan hidup dan 
pedoman mengenai cam cara scseorang berdndak, Kajian filsafar 
tenrang etika dapar direlusuri pads asek-aspek ynng rerkah dengan 
nilni reologis, karena kcduanya memlllki perbedaan y:mg cukup 
diarnetral, Kajian ctik.t dalam perspekriffilsafat lebih rnengedepankan 
basil kajian yang baik yang bersifat empiris maupun non empiris 
berupa perisciwa dibalik yang cerjadi acau realicas. Relasi etika 
filosofis dan etika teologis menjadi perdebatan panjang para ahli 
cencang posisi etis ecika filosofis dan teologis di ranah ecika. 

Bagi erika, baik buruknya, rercela cidaknya, perbuacan icu 
diukur dengan tujuan, yaitu kecerciban masyarakat (social order). 
Problemacikanya adalah ditaari arau dilanggar tidaknya suatu kaidah 
bukanlah menjadi persoalan ecika, tetapi erika lebih mengandalkan 
itikad baik dan kesadaran moral pada pelakunya. Oleh karena itu, 
etika menuntut moralitas yang berarci bahwa yang dituntut adalah 
perbuacan yang didorong oleh rasa wajib dan tanggung jawab. 
Iculah sebabnya, timbu] kesulitan unruk menilai pelanggaran etika 
selama pelanggaran itu bukan merupakan pelanggaran. Etika seperri 

halnya juga dengan ancaman pelanggaran dcngan sanksi, hanya saja 
sanksi pelanggaran pada ecika tidak dapat dipaksakan dengan sarana 
ekstrern. Oleh karena itu, uncuk melihat dan menetapkan ukuran 
yang benar {kebenaran) dan yang baik (kebaikan) dan yag tepat 
mengenai suatu perbuatan baik privac dan publik dapar dilakukan 
pendekatan dalam perspekstif etika deontologis, perspekrif etika 
teleologis dan perspektif etika situasi atau etika kontekstual''. 

b. Etika Penyelcnggara Negara 

Dalam TAP MPR Nomor: VI/MPR/2011 tentang Erika 
Kehidupan Berbangsa dijelaskan bahwa pokok-pokok etika dalarn 
kehidupan berbangsa mengedepankan nilai kejujuran, amanah, 
keteladanan, sporrificas, disiplin, ecos kerja, kemandirian, sikap 
toleransi, rasa malu, tanggung jawab, menjaga kehorrnaran serta 
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rnartabat diri sebagai warga bangsa. Dalam lampiran TAP MPR 
Nomor: VI/MPR/2011 dijelaskan bahwa cerdapac 6 (enam) hal 
rerkait dengan etika kehidupan berbangsa yaitu, (]) etika sosial 
budaya, (2) etika politik dan pemerintaban, (3) etika ekonomi dan 
bisnis, (4) etika penegakkan hukum yang berkeadilan, (5) etika 
keilmuan, (6) etika lingkungan. Keenam jenis etika kehidupan 
berbangsa yang dilandasi oleh nilai dan sikap kejujuran, amanah, 
keteladanan, sportifiras, disiplin, eros kerja, kemandirian, sikap 

coleransi, rasa rnalu, canggung jawab, menjaga kehormatan 
serta martabat diri sebagai warga bangsa, diharapkan mampu 
menciptakan kondisi penyelenggaraan pemerintahan negara 
yang mampu menjawab tantangan masa depan bangsa Indonesia 
menjadi bangsa yang mandiri, maju dan sejahrera sebagai cita-cita 

dan cujuan negara dengan rnengedepankan persacuan dan kesatuan, 
ketahahan, kemandirian, keunggulan dan kejayaan, serta kelestarian 
lingkungan yang dijiwai oleh nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur 
budaya bangsa. 

Pcnyelenggaraan ncgara mcmpunyai pern.n yang sangai pencing 
dal\ttTI p<!nyelcnwr«an negnm unruk mewujudkan rujuan negar:i 
sebagairnana iermakrub dalam alinea keernpar Pernbukaan Undang­ 
Uncfang Da:s:JJ' Republik Indonesia Tahun I 945, yah u mellndungl 
segenap bangsa Indonesia dan seluruh rurnpah darah Indonesia clan 
untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan 
bangsa clan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan 
kemerdekaan, perdamaian abadi, clan keadilan sosial. Dalam rangka 
mewujudkan tujuan negara tersebut, diperlukan penyelenggaraan 
negara yang profesional clan bererika agar dapat melakanakan fungsi 
clan cugasnya secara efisien clan efekrif 

Unruk mewujudkan penyelenggara negara yang profesional, 
seriap penyelenggara negara harus memenuhi persyaratan 
sebagai penyelenggara negara sebagaimana direntukan dalam 
peracuran perundang-undangan, sedangkan untuk mewujudkan 
penyelenggaraan negara yang beretika diperlukan pengaturan 
mengenai etika dalam peracuran perundang-undangan. Peraturan 
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tersebut harus bersifat umum sehingga berlaku bagi setiap 
penyelenggara negara. 

Dalam perspektif asas-asas pemerintahan yang baik, maka 
setiap penyelenggara negara harus taar dan tunduk pada asas-asas 
penyclenggaraan pemerincahan yang baik (good governance). Hukum 
administrasi negara menegaskan bahwa organisasi jabatan publik 
dan pejabat publik merupakan instrument kekuasaan negara yang 
dijalankan dalam rangka semangat konstirusi negara. Pengaturan 
kekuasaan negara dan organisasi negara di Indonesia diatur dalam 
UUD 1945. 

Manifestasi adanya pengaturan kekuasaan negara dan organisasi 
negara merupakan salah satu pilar cira negara hukum (recbstaats) 
sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (2) dan Ayat (3) UUD 
1945. Suatu jabatan publik diadakan dalam rangka kepentingan 
menjalankan suatu organisasi negara, dengan segenap variasi 
tingkatan jabatan dan masa jabatan. Dalam hubungan ini, maka 
setiap pejabat administrasi negara/rata usaha negara dalam bertindak 
harus dilandasi wewenang yang sah menurut hukum atau yang 
bersumber pada peraturan perundang-undangan. 

Oleh karena iru, setiap pejabat adminsitrasi negara/rata usaha 
negara sebelum menjalankan tugasnya harus terlebih dahulu 
dilekatkan dengan suatu kewenangan yang sah berdasarkan peraturan 
perundang-undangan. Wewenang dalam pengertian hukum 
administrasi negara adalah kekuasaan untuk melakukan semua 
tindakan hukum politik. Hal ini berarti suatu jabaran publik tertenru 
akan melekat suatu wewenang rertentu dalam hukum publik yang 
didasarkan peraturan perundang-undangan. Selain itu, wewenang 
yang melekar pada jabaran publik tersebut juga harus sejalan 
dan tidak boleh bertentangan dengan asas-asas penyelenggaraan 
pemerintahan yang baik yang melipuri: a) asas manfaat, keadilan 
dan keseimbangan, b) asas keberpihakan kepada kepentingan 
bangsa, c) asas parrisiparif transparan, dan akuntabilitas, d) asas 
berkelanjuran dan berwawasan lingkungan dan e) asas kepasrian 
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hukum. Di samping asas-asas cersebur pemerinrah yang baik (good 
governance) juga harus clijalankan menurut asas-asas a) transparan, 
b) fairness, c) impartiality, d) independence, e) accountability. 

Dalam perspekrif ceoritis ha! tersebut dapat clirujukan pacla 
pendapar J.H.A. logemann. Menurut J.H.A. Logemann bahwa 
jabatan atau het ambt aclalah lingkungan kerja recap yang diadakan 
dalam kairan negara (kring van uaste werkzaamheden in bet verband 
van de staat). Tiap jabatan bet ambt aclalah wujucl lingkungan 
pekerjaan retap (kring van uaste werkzaamheden) yang berhubungan 
clengan negara. Bagi Logemann negara aclalah organisasi jabatan ( de 
staat is ambronorganisatie). Jabaran (het ambt) aclalah person, prlbadi 
hukum, baclan hukum publik, memiliki fungsi clan kewenangan, 
sebagaimana layaknya een person, een rechtsperson, een publieke 
reachtsperson. Jabacan (her ambt) tidak dapat melaksanakan clirinya 
sendiri, ridak clapat melaksanakan fungsi clan kewenangannya. 

Oleh karena itu, jabatan (het ambt) cliwakili oleh pemegang 
jabatan atau 'arnbrsdrager' (het ambt wordt vertegenwoordigd door de 

ambtsdrager) sehingga pribacli jabaran atau baclan hukum publik, 
memerlukan perwakilan pemegang jabacan ltulah yang bertindak 
clan berkedudukan clemikian. Pemegang jabatan bercinclak aras 
nama jabaran ( de person ban het ambt hehoeft vertegenwoordiging, het 
is de amhtsdrager die als zodaning optreedt. Hij bandelt in kwaliteit op 
naam van het amht. Her ambt atau jabatan bersifar retap, duurzaam, 
langgeng seclangkan pemegang jabacan clatang clan pergi silih 
berganti. 

Oleh karena itu, setiap jabatan rata usaha negara cliberikan 
kewenangan tertenru yang menjacli clasar menjalankan rugas 
clan fungsi jabaran climaksucl agar keseluruhan penyelenggaraan 
pemerintahan didasarkan pada hukum (wet matigheid bestuurt). 
Kewenangan menurut hukum administrasi negara aclalah kekuasaan 
rerhaclap suaru biclang pemerinrahan yang berlanclaskan peraturan 
perunclang-undangan agar terhinclar clari kesewenang-wenangan. 
Seclangkan wewenang aclalah kekuasaan unruk melakukan suatu 
tinclakan publik. 



Keseluruhan pelaksanaan wewenang pernerintah dijalankan 
oleh organisasi pernerintah, karena tanpa wewenang pernerinrah, 
tidak mungkin melahirkan keputusan yang sah. Agar tidak terdapat 
kerancuan pengertian, maka yang dimaksud dengan organisasi 
pemerinrah adalah keseluruhan pelaksanaan wewenang pemerinrah, 
baik wewenang intern maupun wewenang ekstern. Wewenang 
intern merupakan pelaksanaan wewenang di dalam organisasi suatu 
badan administrasi negara, sedangkan wewenang kestern adalah 
pelaksanaan wewenang pemerincah yang memiliki daya kerja keluar, 
yairu masyarakat dan/atau badan-badan di luar administrasi negara. 

Sifat wewenang pemerintah selalu, a) terikat pada suaru masa 
tertentu, b) runduk pada batas yang ditentukan, c) pelaksanaan 
wewenang pemerintah terikat pada hukum clan asas-asas 
penyelenggaraan pemerintahan yang baik {good governance). Suaru 
wewenang dapat diperoleh dan/arau diberikan melalui, a) atribusi, 
yaitu pemberian wewenang yang ditegaskan sendiri oleh peraturan 
perundang-undangan untuk melaksanakan pemerintahan secara 
penuh; b) delegasi, yairu suaru pelimpahan wewenang yang telah 
ada yang berasal dari wewenang atribusi kepada pejabac administrasi 
negara tidak secara penuh; c) mandat, yaitu pemberian rugas dari 
pemegang mandate (pejabat tata usaha negara pada level certinggi di 
organ pemerincahan yang bersangkutan) kepada pejabat tata usaha 
negara pada level dibawahnya (rnandataris) untuk melaksanakan 
suaru kegiatan pemerincahan uncuk clan atas nama pejabat tara usaha 
negara pemberi mandat yakni pembuat keputusan administrasi 
negara. Dengan demikian, keseluruhan jabaran administrasi negara 
clan pejabat administrasi negara selalu didasarkan pada wewenang, 
rugas clan fungsi sebagaiana diacur dalam peracuran perundang­ 
undangan. Kcseluruhan pada wewenang, tugas clan fungsi dapat 
dijalankan apabila didukung oleh integrasi yang tinggi para 
pejabarnya, yaicu moralitas clan erika sebagai pejabat. 
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c. Etika Lembaga Pcrwakilan sebagai Lcmbaga Penyelenggara 
Negara 

Lembaga perwakilan sebagaimana yang dirnaksud oleh Undang­ 
Undang Dasar Negara republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945) 
sebagai basil perunahan pada tahun 1999-2002 cerdiri dari Majelis 
Permusyawaracan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat 
(DPR), clan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Di samping ketiga 
lembaga perwakilan tersebuc, juga terdapat lembaga perwakilan di 
tingkar daerah, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ 
Kota (DPRD Kabupaten/kora). Dalam pembahasan pada makalah 
ini difokuskan pada lembaga perwakilan di pusat yakni MPR-RI, 
DPR-RI, clan DPD-RI, sehingga ketiga lembawa perwakilan ini 
merupakan lembaga penyelenggara negara di bidang legislarif 

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR­ 
RI), Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), 
clan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI) 
rnerupakan lembaga perwakilan, yakni lembaga negara yang 
merupakan representative present yaitu cerminan dari nilai moral 
yang diwakilinya, karena lembaga ini terdiri dari anggota-anggora 
perwakilan yang dipilih secara langsung oleh pemilihnya. Oleh karena 
itu, nilai intelektualitas moralitas (integritas), clan psychomotoric (skill) 
memiliki nilai yang terhorrnat, karena para anggota perwakilan 
dipilih clan dipercaya karena memiliki kelebihan keciga hal tersebut 
dibanding dengan lainnya. Kererpilihan para anggota perwakilan 
rnerupakan kehormacan baginya karena didalamnya mengandung 
makna clan nilai yang terhormat, mulia, clan luhur. 

Dalam jabatan rertentu nilai keluhuran jabaran tersebut 
terkair dengan penyebucan kedudukannya, misalnya para hakim 
penyeburannya 'yang mulia" karena hakirn dianggap memiliki 
otoritas clan kemuliaan yang mampu mengembalikan nilai 
kemuliaan manusia sebagai individu clan sebagai warga negara 
melalui purusannya. Dernikian pula anggota perwakllan memiliki 
sebucan "yang terhormar" karena keanggocaan dalam perwakilan 
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memiliki kedudukan yang terhormac dan dianggap mampu 
mendudukan posisi individu dan warga negara pada posisi terhorrnat 
dalam organisasi negara melalui kepucusan policik dan hukum yang 
memberikan arah pecunjuk yang pasci berupa undang-undang. 

Sebagai lembaga perwakilan yang memiliki masyarakac 
pemilihnya, maka lembaga ini akan berhadapan perkembangan sosial 
yang kadang-kadang sulic diprediksi. Namun demikian, lembaga 
perwakilan hams mampu menjadikan lembaga yang sifac organisnya 
dinamis, sehingga mampu mengakumulasi kemampuannya 
merumuskan arah kebijakan publik yang berdampak pada nilai­ 
nilai hakiki bermasyarakac, berbangsa dan bernegara. Jika merujuk 
pendapar Emile Durkheim seorang tokoh sosiologi hukum klasik 
satu abad yang lalu (1858-1917). dalam bukunya The Division of 
Labor and Society (1893), mengingackan bahwa masyarakat pada 
umumnya terbagi dalam dua golongan, yaitu masyarakat solidaritas 
mekanisme (mechanical solidarity) dan masyarakat solidaritas 
organis (organic solidarity). Masyarakat solidaritas mekanis adalah 
masyarakat yang memencingkan kebersamaan dan keseragaman, 
serta tidak ada ruang uncuk berkompecisi secara individual dan 
kedudukannya pemimpin sangat senrral. 

Selain itu, dalam masyarakat solidaritas mekanisme juga 
tidak ada pembagian kerja (deferensiasi kerja), sehingga seorang 
pemimpin dapat merangkap juga sebagai panglima perang, dukun 
acau hakim yang mengadili jika ada perselisihan. Jika masyarakac 

demikian kemudian berkembang dan bergaul dengan masyarakac 

Iuar, sehingga mempengaruhi budaya, policik ataupun ekonomi 
mereka, maka mereka akan berkembang kea rah masyarakat 
solidaritas organis. Dalam masyarakat solidariscas organis, individu 
menonjol dan persaingan menjadi lebih ketar, serta pembagian 
kerja semakin luas dan terspesialisasi berkait kernajuan imlu dan 
ceknologi. Masyarakac akan lebih terbuka menerima perbedaan­ 

perbedaan atau kelembagaan masyarakac sebagai civil society yang 
bermunculan dengan aneka ragam visi, misi, dan programnya sebagai 
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saluran keinginan politik masyarakac dalam ikuc serca menencukan 
perkembangan masyarakarnya, 

Dalam masyanka.r solidnriras organis (orgnmc 10/idnruy), 
maka paradigm, perubahan sebagal bagian rujuan dllakukanny:t 
pcmbangunan dapar dijalankan karena pada kelompk masyarakar 
org,utls kekuasaan dan kekuarannyu berada pada rnasyarakat icu 
sendlrl, Dlnamika perubahan sosial, lajurnya dapat dlpredlksl rerapi 
kadangkala sullr dlpredlksi. Kendall aras setiap dlnarnika perubahan 
perlu terus dilakukan dengan rnengikurserrakan masyarakar, 
sehingga musyarnkar akan sinp secara totaliras acas peruhahan p.ng 
rerjadi, 

Salah 111 Lu F.tkror rerpenting adalah kepercayaan (trust) rerhadap 
kekuaran masynrakac dalarn mcngarahkan dan mengendallkan 
perubahan, Oleh karena itu, setlap pengambilnn kebijakan 
pembaugunan sebagai bagian pereneanaan unruk mengarahkan 
pcrubaban harus dilakukan mclalui pendekaran partislpatif 
Pendekacan ini memungkinkan timbulnya kepercayaan masyarakat 
terhadap makna pembangunan. Pada umumnya pembangunan 
dipahami sebagai suatu upaya perubahan yang direncanakan oleh 
suatu agen perubahan (agent of change) rerrentu. Perubahan yang 
dirancang dalam suatu pembangunan merupakan bagian dari 
perubahan itu sendiri, dan jika rancangan perubahan itu tidak/ 
kurang disesuaikan dengan potensi yang dimiliki juga menjadi 
ancaman terhadap perubahan yang diinginkan. Idencifikasi terhadap 
pocensi bukan sekedac terhadap sumber daya alam, melainkan j uga 
potensi norrnatif masyacakat yakni tingkat moralicas, intelektualitas 
dan sosioal yang nampak dalam perilaku sosial. Dalam perspektif 
ini, rnaka upaya pengembangan masyarakat yang modern dan 
rasional merupakan upaya transformasi total agar cerjadi perubahan­ 
perubahan yang mendasr baik pada lini individu, keluarga, 
kelompok sosial, pranata sosial maupun susunan kernasyarakaran 
secara keseluruhan. Perubahan pada ke empat lini rersebut hams 
dilakukan secara simulran dan sinergi agac timbul jalinan yang 
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harmoni dan saling berpengaruh terhadap perubahan-perubahan 
yang diinginkan, harus berrumpu pada masyarakat/rakyat (people 
centered development). 

Oleh karena itu, kekuasaan yang esklusif dan sifar diskresi 
pada pernbuar kepurusan, serta kurangnya akuntabilitas 
penyelenggaraan kekuasaan dapat mengakibatkan suburnya 
perbuatan penyalahgunaan kekuasaan {abuse of power) sebungga 
setiap kekuasaan yang melekat pada kelembagaan (negara) selalu 
terkait dengan sifat monopoli, diskresi, dan akuntabilitas. Semakin 
tersentralisasi kekuasaan, semakin kuat peluang penyalahgunaan 
wewenang di pusat kekuasaan. Merujuk pada kekuasaan dan 
strategis, maka sifat monopoli, diskresi, dan akuntabilitas harus 
dijaga dan digunakan dengan tepat, adil dan membawa kemanfaatan 
kepada kehidupan bangsa dan masyarakat yang berjangka panjang 
dan berujung pada peningkatan kesejahteraan bersama. 

Dalam perspektif ini, maka nilai-nilai yang mendasar dan 
universal yaitu nilai kejujuran, amanah, keteladanan, sportifitas, 
disiplin, ers kerja, kemandirian, sikap toleransi, rasa malu, tanggung 
jawab, menjaga kehormatan serra martabat diri sebagi warga bangsa 
harus dikembangkan dan dirumuskan dalam code of ethic (kode 
etik) lembaa perwakilan yang akan mengikat dan ditaari oleh setiap 
anggota dan menjadi landasan kinerja lembaga perwakilan. 

Dalam kode etik terdapat sistem norma, nilai, dan aruran 
professional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar 
dan baik, dan apa yang tidak benar dan cidak baik bagi lembaga 
dan anggotanya. Kade etik menyatakan perbuatan yang benar atau 
salah, perbuatan yang harus dilakukan dan yang harus dihindari. 
Tujuan kode etik agar kinerja lembaga memberikan hasil yang 
sebaik-baiknya kepada masyarakat dan bangsa serta negara. Adanya 
kode etik ini akan melindungi perbuatan yang tidak profesional bagi 
lembaga dan anggotanya. Sifat dan orientasi kode etik harus: (i) jelas 

dan konsisten, (ii) singkat, (iii) sederhana, (iv) masuk aka!, (v) dapat 

----------- 1 1 5  ----------- 



Dr. Zainlll_·Jnjin Hoaein 

diterima, (vi) praktis dan dapat dilaksanakan, (vii) komperhensif dan 
lengkap, dan (viii) positif dalam formulasinya. 

Penutup 

Lembaga perwakilan sebagai lembaga yang memiliki kedudukan, 
wewenang, cugas clan fungsi yang diacur dalam konscicusi yang diisi 
oleh anggocanya yang dipilih langsung oleh rakyac melalui pemilihan 
umum merupakan lembaga yang terhorrnat clan kebijakan yang 
dipucuskan sebagai hasil kinerja kelembagaan adalah kebijakan 
yang bernilai terhormac dalam kerangka meningkarkan harkat 
clan marcabat serta nilai kemanusiaan yang adil clan beradab bagi 
seluruh rakyac Indonesia. Oleh karena icu, etika lembaga perwakilan 
sebagai bagian dari lembaga penyelenggara negara harus memiliki 
landasan etika yang kuat agar produk-produk kebijakannya tidak 
bertentangan dengan amanat konsticusi. 



TEROBOSAN LEGISLASI 

SISTEM ETIKA LEMBAGA PERWAKILAN: 

(Menimbang RUU Etika Lembaga Perwakilanl 

Yusuf, S.Ag., M.Si* 

Pendahuluan 

T
ujuan nasional bangsa Indonesia sebagamana dalam Pembukaan 
Undang-UndangDasar Negara Republikindonesia tahun 1945, 

adalah uncuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh 
tumpah darah Indonesia dan uncuk memajukan kesejahteraan 
umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan 
ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi 
dan keadilan sosial. 

Dalam pencapa1an tujuan nasional tersebut, Majelis 
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) telah 
menetapkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik 
Indonesia (TAP MPR RI) Nomor VI/MPR/2001 Tencang Erika 
Kehidupan Berbangsa. TAP MPR ini dibuat dengan menimbang 
bahwa uncuk mewujudkan cira-cita luhur bangsa Indonesia 
tersebut, diperlukan pedoman dan pengamalan etika kehidupan 
berbangsa bagi seluruh rakyat Indonesia, yang hingga dewasa ini 
etika kehidupan berbangsa mengalami kemunduran yang curut 
menyebabkan terjadinya krisis mulcidimensi. 

Adanya krisis multidimensional, muncul ancaman yang serius 
terhadap persacuan bangsa. Hal itu tampak dari konflik sosial yang 
berkepanjangan, berkurangnya sopan santun dan budi luhur dalam 
pergaulan sosial, melemahnya kejujuran dan sikap amanah dalam 
kehidupan berbangsa, pengabaian terhadap ketentuan hokum dan 
peracuran, dan sebagainya yang menunjukan kehilangan ecika. 

• Penulis adalah Koordinator Tenaga Ahli Mahkamah Kehormaran DPR RI 
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Etikakehidupan berbangsamerupakan rumusan yang bersumber 
dari ajaran agama, khususnya yang bersifat universal, dan nilai-niiai 
luhur budaya bangsa yang tercermin dalam Pancasila sebagai acuan 
dasar dalam berpikir, bersikap dan bertingkah laku dalam kehidupan 
berbangsa. Erika kehidupan berbangsa ini disusun bermaksud untuk 
membantu memberikan penyadaran tentang arti penting tegaknya 
etika dan moral dalam kehidupan berbangsa, dan bertujuan menjadi 
acuan dasar untuk meningkatkan kualitas manusia yang beriman, 
bertakwa dan berakhlak mulia serta berkepribadian Indonesia dalam 
kehidupan berbangsa. 

Pokok-pokok etika dalam kehidupan berbangsa mengedepankan 
kejujuran, amanah, keteladanan, sportivitas, disiplin, etos kerja, 
kemandirian, sikap coleransi, rasa malu, tanggung jawab, menjaga 
kehormatan, dan rnartabat diri sebagai warga negara.Sedangkan 
dimensi etika mencakup etika sosial dan budaya, etika politik dan 
pemerintahan, etika ekonomi dan bisnis, etlka penegakan hukum 
yang berkeadilan, erika keilmuan, serta etika lingkungan. 

Erika politik yang tercermin dalam Pancasila dimaksudkan 
untuk menumbuhkan tatanan politik demokrasi, yang bercirikan 
keterbukaan, rasa bertanggung jawab, tanggap akan aspirasi rakyat, 
menghargai perbedaan, jujur dalam persaingan, kesediaan untuk 
menerima pendapar yang lebih benar, serta menjunjung tinggi 
hak asasi manusia dan keseimbangan hak dan kewajiban dalam 
kehidupan berbangsa. 

Lembaga perwakilan, baik lembaga perwakilan rakyat berupa 
DPR dan DPRD maupun lembaga perwakilan daerah berupa 
DPD dituntut memiliki etika dalam wujud pelaksanaan kedaulatan 
rakyat dan keterwakiln. Erika politik menunjukkan perlu adanya 
instrument dan indikator akuntabilitas dernokratik, dan dalam 
tataran ideal warganegara di Indonesia berhak untuk menuntur 
tanggung jawab anggota lembaga perwakilan sebagai daulat rakyat. 

Dalam pelaksanaan keadaulatan rakyat di Indonesia, 
pengamalan nilai-nilai erika tersebur masih jauh dari kenyataan 
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clalam mewujuclkan lembaga perwakilan yang clikatakan baik, 
bersih, apalagi clan bebas korupsi, kolusi, clan nepotisme. Banyaknya 
penangkapan terhaclap anggota lembaga perwakilan menghaclapi 
tuntutan hukum atau suclah clivonis clalam perkara korupsi. 
Akibamya muncul persepsi negatif masyarakat terhaclap krediblliras 
lembaga perwakilan yang menambah secleret keticlakpercayaan 
masyarakat atas buruknya kinerja anggota lembaga perwakilan. 
Paclahal anggota lembaga perwakilan sebagai penyelenggara negara 
telah dituntut uncuk menjalan fungsi clan tugas penyelenggaraan 
negara yang bersih clan bebas clari korupsi sebagaimana yang 
diatur clalam Unclang-Unclang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggara negara yang Bersih clan Bebas clari Korupsi, Kolusi, 
clan Nepotisme. 

Persoalan akcual pada bangsa ini sekarang aclalah sistem atau 
aturan hukum clalam penegakannya belum mampu menjangkau 
tegaknya sistem etika. Paclahal semestinya ketika hukum dipatuhi 
clengan sencliri etika yang berlakuclipatuhi. Karena memacuhi hukum 
berarti mematuhi etika. Melanggar hukum berarti melanggar etika, 

Sebaliknya melanggar etika belum tentu melanggar hukum, rerapi 
memacuhi etika berarti memacuhi hukum. Maka untuk menclorong 
terus menerus tegaknya aturan hukum cliperlukan pendekaran atau 
sistem etika yang clalam prakteknya akan dapar melampaui sistern 
hukum. 

Oleh karena itu dalarn rangka rnenuntur lembaga perwakilan 
yang bermoral clan beretika clalam melaksanakan fungsi, tugasnya 
clan wewenangnya secara efisien clan efektif, cliperlukan sistem 
etika. Dalam sistem etika tersebut, clibuat ketentuan setiap anggota 
lembaga perwakilan harus memenuhi persyaratan etis sebagai 
anggota lembaga perwakilan sebagaimana direnrukan clalam 
peraturan perunclang-unclangan. Sedangkan untuk mewujudkan 
anggota lembaga perwakilan yang beretika sebagaimana climaksucl 
clalarn sistem etika, cliperlukan pengaturan mengenai etika lembaga 
perwakilan clalam peracuran perunclang-unclangan. 
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Pengaruran rersebut hams bersifar umum sehingga berlaku 
bagi setiap anggota lembaga perwakilan. Dengan diarurnya etika 
dalam peraturan perundang-undangan, etika tersebur hams 
menjadi pedoman bagi anggota lembaga perwakilan rakyat dalam 
melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagai daulat rakyat. Etika yang 
diatur tersebur hams dijiwai oleh nilai-nilai luhur budaya bangsa 
Indonesia yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, 
DPD, dan DPRD tidak memberikan kejelasan akan bagaimana 
menjalankan Undang-undang dalam kaitannya dengan pelaksanaan 
fungsi, tugas, dan wewenang anggota lembaga perwakilan yang 
bermoral dan beretika. Undang-undang tersebut hanya mengatur 
adanya kode etik yang mmusannya diserakan oleh masing-masing 
unsur lembaga perwakilan umuk menyusunnya.Sehingga masing­ 
masing unsur lembaga perwakilan tidak memiliki kesamaan 
prinsip yang dijadikan pedoman dan pengamalan etika dalam 
menjalankan fungsi, rugas, dan wewenang lembaga perwakilan serta 
ketidaksamaan dalam mekanisme dan prosedur dalam penegakan 
kode etik yang hams dijalankan oleh anggota lembaga perwakilan. 

Oleh karena itu, diperlukan sebuah terobosan legislasi baru 
dalam kerangka demokrasi di Indonesia, yang dianggap sangat 
peming dan perlu untuk mewujudkan sebuah Rancangan Undang­ 
undang tentang Etika Lembaga Perwakilan, yang akan memayungi 
seluruh kode etik lembaga perwakilan. RUU ini diharapkan akan 
mendorong juga perbaikan sistem dan kinerja lembaga DPR. 

Dengan menimbang adanya Rancangan Undang-Undang 
(RUU) tentang Etika Lembaga Perwakilan diharapkan dapat 

menegakkan nilai-nilai moral Penyelenggara Perwakilan 
Rakyat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai 
penyelenggaran perwakilan rakyat dan membangun integritas, 
profesionalitas, dan jati diri serta menjaga martabat dalam 
penyelenggaraan negara.Terobosan legislasi ini diperlukan unruk 

membangun sistem penegakan erika lembaga perwakilan. 



Permasalahan yang dapat diidentifikasi dalam melakukan 
terobosan legislasi ini adalah sebagai berikuc: 

1. Bagaimana teori tentang etika lembaga perwakilan clan praktik 
empiris mengenai penyelenggaraan ecika lembaga perwakilan 
sampai dengan saat ini? 

2. Bagaimana kondisi peraturan perundang-undangan saat ini 
yang berkaitan dengan substansi di dalam undang-undang 
yang mengatur tentang etika lembaga perwakilan? 

3. Apa landasan filosofis, sosiologis, clan yuridis pembentukan 
Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Erika Lembaga 
Perwakilan? 

4. Apa jangkauan, sasaran, serta materi muacan dari RUU renrang 
Erika Lembaga Perwakilan? 

Menilik Sistem di Beberapa Negara 

a. Zambia 

Di negaca Zambia rerdapat Act No. 35 of 1994 tentang The 
Parliamentary and Ministerial Code of Conduct Act yang mengatur 
tidak hanya etika lembaga perwakilan dalam ha! ini parlemen, 
namun j uga mengatur kemenrerian, The Parliamentary and 
Ministerial Code of Conduct Act ditujukan kepada anggota paclemen 
(anggota majelis nasional!members of national assembly) cermasuk 
orang yang memegang jabatan di kantor kementerian (ministerial 
office). Adapun yang dimaksud dengan ministerial office yaitu office 
of Vice-President (kantor Wakil Presiden), Minister (Menteri), acau 
Deputy Minister (Deputi/Wakil Menteri).1 

Bagian Kedua (Part II) Act No. 35 of 1994 tentang The 
Parliamentary and Ministerial Code of Conduct Act mengenai 
ketentuan kode ecik yang berlaku bagi semua anggoca, dalam angka 4 
diatur mengenai pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota 
apabila dengan sengaja memperoleh keuntungan apapun yang 

1 Zambia Ace No. 35 of 1994 tentang The Parliamentary and Ministerial Code of 
Conduct Act. 
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signifikan berupa uang atau membancu dalam akuisisi keuncungan 
berupa uang oleh orang lain dengan: 

(a) tidak benar menggunakan atau manfaat dari informasi yang 
diperoleh cugas resminya dan secara umum cidak cersedia/cidak 
diperuncukan ke publik; 

(b) mengungkapkan informasi resmi apapun uncuk orang yang 
cidak berhak; 

(c) memberikan pengaruh yang tidak tepat dalam pengangkatan, 
promosi, pendisiplinan, arau pemindahan pecugas publik, 

(d) secara langsung arau ridak langsung mengubah properci 
pemerincah uncuk kepencingan pribadi atau penggunaan yang 
cidak sah lainnya; atau 

(e) meminta atau menerima perpindahan/peralihan keuntungan 
ekonomi selain: 

(i) manfaat nilai nominal, cermasuk kebiasaan dan pemberian 
hadiah; 

(ii) hadiah dari anggoca keluarga dekac; atau 

(iii) transfer yang dilaksanakan sesuai dengan hak properti 
anggoca atau sesuai dengan koncrak uncuk nilai penuh yang 
diberikan. 

Selanjucnya dalam angka 5 diatur mengenai anggoca cidak 
akan berbicara di dalam Majelis Nasional arau dalam komite aras 
persoalan di mana ia memiliki kepencingan langsungcerkaic uang 
kecuali ia celah memberitahukan/ungkapkan kepada Majelis acau 
Komite. Dalam hal Anggoca memiliki kepentingan dalam kontrak 
yang telah dibuatatau yang akan dibuac oleh Pemerintah, dan belum 
membuac pernyacaan/ deklarasi yang cukup sebagaimana dimaksud 
dalam ayar (4) dalam kaitannya dengan kontrak, Anggoca hams 
sesegera mungkin membuat deklarasi/ pernyataan kepencingannya 
dalam kaitannya dengan koncrak, menentukan sifat, dan cakupan 
minacnya {(angka 6 ayac (!)}. Adapun dalam angka 6 ayat (5) 
dinyacakan bahwa Anggoca memiliki kepencingan dalam kontrak 
apabila: 
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(a) ia akan memperoleh manfaat material, baik langsung maupun 
tidak langsung, darikontrak; atau 

(b) salah satu pihak dalam kontrak tersebut merupakan perusahaan 
atau badan hukum dan memiliki kepentingan material, baik 
langsung maupun tidak langsung di perusahaan atau badan 
hukum. 

Berkenaan dengan angka 6 ayat (5), Anggora tidak akan 
dianggap memiliki kepentingan material dalam suatu badan dengan 
alasan hanya karena ia memegang surat utang dari badan tersebut 
atau ia memegang saham dalam badan hukum/perusahaan dengan 
nilai total pasar kurang dari honorarium tahunan kantor Anggota 
bersangkutan. 

Anggota dianggap telah melanggar kode etik apabila ia gaga!, 
tanpa alasan yang masuk aka!, unruk membuat deklarasi yang 
dipersyaratkan; atau ia sengaja membuat pernyataan yang tidak 
benar atau menyesatkan dalarn suaru material rertentu {angka 6 ayat 
(7)}. 

Dalam Part IV Administration and Enforcement Act No. 35 of 
1994 tentang The Parliamentary and Ministerial Code of Conduct 
Act diatur mengenai mekanisme penegakan code of conduct sebagai 
berikut: 

a. Pada saar menerima deklarasi/pernyataan kepentingan 
(declaration of interest) atau aset dan pendapatan, Kerua 
Mahkarnah Agung (chief justice) akan memasukan deklarasi/ 
pernyataan ke dalarn register (daftar). Adapun register (daftar) 
tersebur harus disimpan sesuai benruk yang disetujui Ketua 
Mahkamah Agung (chief justice) dan dibuar tersedia unruk 
pemeriksaan oleh anggora masyarakat pada waktu yang tepar. 

b. Sebuah deklarasi/pernyataan yang dibuat menjadi surat 
pernyataan dan deklarasi/pernyataan menjadi mengikat secara 
hukum. 



Y#s11f, � ... -];; .. .\l.51 

c. Setiap orang atau masyarakat dapat menyampaikan pengaduan 
kepada Kerua Mahkamah Agung (chief justice) rerhadap 
Anggota yang melakukan pelanggarancode of conduct, dengan 
memberikan kererangan terkait pelanggaran yang dituduhkan, 
serta ditandarangani oleh pelapor dan dengan memberikan 
nama dan alamat pelapor. 

d, Apabila Anggora menganggap bahwa pernyaraan di media 
atau melalui media publik lainnya diruduhkan kepadanya 
baik secara langsung maupun ridak langsung, bahwa ia relah 
melanggar code of conduct ia dapat melaporkan dengan memberi 
keterangan terhadap pelanggaran atau dugaan pelanggaran yang 
diruduhkan, secara tertulis, kepada Ketua dan meminta agar 
permasalahan tersebut diselesaikan melalui pengadilan. 

e, Kerua Mahkamah Agung (chiefjustice) memberirahukan kepada 
Presiden dan Kerua Parlemen (speaker) mengenai dugaan 
pelanggaran/ruduhan tersebut clan menunjuk pengadilan 
rerkait unruk menyelidiki dugaan pelanggaran. 

f. Dalam waktu 45 (empar puluh lima) hari setelah penunjukan, 
Pengadilan ( tribunal) menyampaikan laporan temuan dugaan 
pelanggaran kepada Presiden clan Kerua Parlemen (speaker) clan 
ditembuskan kepada Anggota. 

g. Ketua Parlemen (Speaker) wajib, selambar-lambatnya 7 (rujuh) 
hari sidang setelah sidang pertama Majelis Nasional yang 
berikutnya yaitu serelah menerima laporan, akan membuat 
salinan laporan yang hams direrapkan sebelum sidang Majelis 
Nasional tersebur. 

h. Susunan majelis hakim di persidangan terdiri dari tiga orang 
yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung(chief justice) 

dianrara orang-orang yang memegang arau relah menjabar 
sebagai Hakim Mahkamah Agung atau Pengadilan Tinggi. 

1. Ketua Mahkamah Agung (chief justice) menunjuk salah satu 
anggota pengadilan ( member of tribunal) sebagai Ketua. 



j. Apabila anggota pengadilan ( member of tribunal) menjadi tidak 
mampu untuk bertindak atau meninggal, Ketua Mabkamab 
Agung (chief justice) menunjuk anggota lain di tempamya. 

k. Pengadilan harus melakukan penyelidikan di masyarakat, 
dapat mengecualikan perwakilan dari pers atau salab satu atau 
semua orang lain jika dianggap perlu untuk pelaksanaan tempo 
penyelidikan atau karena alasan lain. 

l. Pengadilan dapat menggunakan jasa penasihat teknis (technical 
advisors) atau tenaga abli lainnyayang dianggap perlu untuk 
pelaksanaan penyelidikan. 

m. Pengadilan dapat meminta bantuan dari lembaga penyelidikan 
(investigasi) lainnya, termasukPolisi, Komisi Anti-Korupsi dan 
Komisi untuk Penyelidikan (Investigasi), dan organ/lembaga 
rersebur harus diberdayakan untuk memberikan informasi 
kepada pengadilan serta melakukan penyelidikan (investigasi). 

n. Dalam laporannya, pengadilan dapat membuat rekomendasi 
terkait tindakan administrasi, penuntutan pidana, atau tindakan 
lebih lanjut yang harus diambil. 

o. Apabila pengadilan menganggap babwa tuduhan tersebur 
berbabaya, sembrono atau menjengkelkan, atau babwa 
keterangan yang menyertainya tidak cukup untuk 
dilanjutkannya penyelidikan maka ha! tersebut harus 
dicantumkan dalam laporan. 

P: Setiap biaya, remunerasi, imbalan/beban yang dibayarkan 
sehubungan pengadilan berdasarkan undang-undang ini 
dibayar dari uang yang disediakan oleh Parlemen untuk tujuan 
Undang-Undang. 

B. Filipina 

Filipina memang mempunyai undang-undang terkait 
Etika, akan tetapi undang-undang tersebut tidak secara spesifik 
menyebutkan dan mengatur lembaga perwakilan (parlemen), 
namun ruang lingkup public official dalam undang-undang Filipina 
mencakup juga lembaga perwakilan (parlemen). Adapun nilai dan 



prinsip etika yang tercantum dapat dijadikan rujukan berkenaan 
RUU tentang Ecika Lembaga Perwakilan. 

Filipina dengan Act No. 6713, "Code of Conduct and Ethical 
Standards for Public Official and Employees" di bagian ke 4 
menyatakan bahwa perilaku yang dijadikan norma di Filipina antara 
lain: mengutamakan kepentingan umum(commitment to public 
interest); profesional (professionalism); mengutamakan kebenaran dan 
keculusan (justness and sincerity); netral dalam berpolitik (political 
neutrality); peka terhadap masyarakat (respomiveness to the public); 
bersifat nasionalisme dan patriotisme (nationalism and patriotism); 
komitmen cerhadap demokrasi (commitment to democracy); dan 
sederhana (simple living). 2 

Act No. 6713, "Code of Conduct and Ethical Standards for 
Public Official and Employees pada intinya mengatur bahwa dalam 
melaksanakan tugasnya, semua pejabac publik dan pegawai wajib 
untuk :3 

a. menanggapi surat, telegram atau cara lain komunikasi yang 
dikirim oleh masyarakat; 

b. menyerahkan laporan kinerja cahunan; 

c. memroses dan menyelesaikan semua suratresmi dan dokumen 
dalam jangka waktu yang wajar; 

d. bertindak cepat dan tepat setiap saat; dan 

e. rnernbuar dokumen yang dapat diakses oleh publik. 

Para pejabat publik dan pegawai dilarang: 

a. secara langsung atau tidak langsungmemiliki kepentingan 
keuangan atau materi dalam setiap rransaksi yang memerlukan 
persetujuan dari kantor mereka; 

b. mengomrol, mengelola, atau menerima pekerjaan sebagai 
pecugas, karyawan, konsultan, pengacara, broker, agen, atau 
2 Diskusi Pakar dengan Anna Maria Tri Anggraini pada ranggal 10 Februari 2014 di 

Sekrecariar [enderal DPR Rl 
3 Ace No. 6713, "Code of Conduct and Ethical Standards for Public Official and 

Employees. 
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wali dalam perusahaan swasta kecuali secara tegas diizinkan 
oleh hukum; 

c. rerlibat dalam prakrek profesi swasta kecuali diizinkan oleh 
konstitusi atau hukum dan praktek tersebut tidak akan 
menimbulkan konflik atau cenderung bertentangan dengan 
fungsi resmi mereka; 

d. merekomedasikan seseorang untuk menduduki posisi dalam 
perusahaan privar/swasta yang memiliki rransaksi resmi biasa 
atau rertunda dengan kantor mereka. 

e. mengungkapkan dan/atau penyalahgunaan informasi rahasia; 
dan 

f. meminta arau menerima hadiah. 

Section 8 Statement and DisclosureAct No. 6713, "Code of Conduct 
and Ethical Standards for Public Official and Employees(Bagian 8 

Laporan dan Pengungkapan)4diatur mengenai kewajiban pejabat 
publik dan pegawai untuk mengisi dan mengirimkan pernyataan/ 
deklarasi di bawah sumpah dan masyarakat memiliki hak untuk 
mengetahuiaset mereka, kewajiban, total kekayaan, kepentingan 
keuangan, dan bisnis termasuk pasangan mereka dan anak-anak 
yang belum menikah di bawah 18 (delapan belas) tahun yang tinggal 
di rumah tangga mereka. Seorang pejabat publik dan pegawai harus 
menghindari konflik kepentingan setiap saat. 

Seorang pejabat publik atau pegawai harus menghindari konflik 
kepentingan setiap saat. Ketika konflik kepentingan muncul maka 
ia akan mengundurkan diri dari jabatannya dalam perusahaan 
bisnis swasta dalam jangka waktu 30 ( tiga puluh) hari dari asumsi 
jabatannya dan/ atau divestasi dirinya dari kepemilikan saham atau 
bunga dalam jangka wakru 60 (enam puluh) hari. Aturan yang sama 
berlaku di mana pejabat publik atau pegawai merupakanpartner 
dalam kemitraan. Adapun persyaratan divestasi tidak berlaku bagi 
mereka yang melayani pemerintah, buruh, pekerja lepas, atau 

4 Section 8 Statement and Disclosure Acr No. 6713, "Cork of Conduct and Ethical 
Standards for Public Official and Employees. 



sernentara.' 

Seciap pejabac publik atau pegawai, terlepas dari apakah ia 
memegang jabacan atau tidak, bersifat semencara, permanen, 
acau biasa, apabila melakukan pelanggaran terhadap undang· 
undang ini dihukum dengan denda tidak melebihi/secara dengan 
6 (enam) bulan gaji atau dispensasi ridak melebihi satu (1) cahun, 
atau pemindahan cergantung dari cingkac pelanggaran. Apabila 
pelanggaran tersebut dihukum dengan hukuman yang lebih berat di 
bawah hukum/undang-undang lain maka akan dituntut di bawah 
undang-undang yang cerakhir. Pelanggaran cerhadap Section 7, 8, 
arau 9 Act No. 6713, "Code of Conduct and Ethical Standards for 
Public Official and Employees diancam dengan pidana penjara paling 
lama 5 (lima) tahun, atau denda paling banyak lima ribu peso 
(P5,000), acau keduanya. Selain itu atas yurisdiksi pengadilan yang 
kompeten, pejabat publik acau pegawai cersebut didiskualilikasi 
untuk memegang jabatan publik. 

Seriap pelanggaran yang terbukci dalam persidangan administrasi 
akan menjadi alasan yang cepat uncuk melakukan pemindahan atau 
pemberhencian pejabac publik acau pegawai, bahkan jika cidak ada 
penuncutan pidana yang diajukan terhadapnya. Adapun individu 
pribadi yang berpartisipasi dalam konspirasi dengan pejabat publik 
atau pegawai yang melanggar Undang-undang ini, dikenakan 
kewajiban pidana yang sama sebagai pejabat publik atau pegawai. 

Pejabat acau pegawai yang bersangkucan dapat mengambil 
cindakan seriap orang yang memperoleh atau menggunakan laporan 
uncuk cujuan apapun yang dilarang oleh Undang-Undang ini. 
Pengadilan di mana tindakan cersebuc dapat menetapkan terhadap 
orang tersebuc penalti dalarn jumlah berapapun tidak melebihi 
dua puluh lima ribu peso (P25,000). Jika sanksi lain berdasarkan 
perjanjian atau berdasarkan hukum lainnya adalah lebih berat, yang 
rerakhir berlaku. Adapun Civil Service Commission mempunyai 
tanggung jawab utama uncuk menegakkan undang-undang. Civil 

' Smion 9 Act No. 6713. "Cod, of Conduct ond Eth;c,{ Sumdards far Public Official 
and Employers. 
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Service Commission mengirimkan semua kasuspenuntutan yang 
timbul dari pelanggaran terhadap undang-undang kepada pihak 
berwenang. Tidak ada dalam undang-undang ditafsirkan sebagai 
perarnpasan hak setiap House of Congress untuk mendisiplinkan 
anggoranya cerhadap perilaku tidak tercib. 

Civil Service Commission diberi wewenang untuk 
menyebarluaskan aruran dan peraturan yang diperlukan untuk 
melaksanakan ketenruan undang-undang ini, termasuk pedoman 
bagi individu yang memberikan pelayanan sukarda kepada 
Pemerintah. Ombudsman juga harus mengambil langkah-langkah 
untuk melindungi warga negara dari pejabar publik dan pegawai 
yang melanggar undang-undang ini. 

Tinjauan Peraturan Perundang-Undangan 

A. UU/17/2014/MD3 

Keterkaitan antara RUU Erika Lembaga Perwakilan dengan 
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UV 
MD3) terurarna mengenai susunan dan kedudukan DPR, kode etik 
DPR, Penegakan kode erik DPR, Mahkamah Kehorrnaran Dewan, 
hak anggota DPR untuk membela diri, hak imunitas anggota DPR, 
dan penyidikan rerhadap anggota DPR yang diduga melakukan 
tindak pidana. 

D PR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan 
sebagai lembaga negara. DPR terdiri aras anggoca parcai polirik 
peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. 
D PR beranggotakan 560 (lima ratus enam puluh) orang. 

Dalam rangka memberikan pedoman bagi anggota DPR untuk 
bersikap, berperilaku, bertindak, dan berucap, disusun kode etik 
DPR. Kode etik DPR berisi norma yang wajib dipatuhi oleh seriap 
anggota selama menjalankan fungsi, rugas, dan wewenangnya. 
Kode etik D PR diarur dalarn Peraruran Dewan Perwakilan Rakyat 
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Nomor 1 Tahun 2015 cenrang Kode Erik Dewan Perwakilan Rakyat 
Republik Indonesia. 

Penegakan kode ecik DPR dilakukan oleh Mahkamah 
Kehormatan Dewan. Mahkamah Kehormatan Dewan merupakan 
salah satu alac kelengkapan DPR yang bersifar tetap. Pembentukan 
Mahkamah Kchormaran Dewan berrujuan unruk menjaga serta 
menegakkan kehormaran dan keluhuran rnartabat DPR sebagai 

lembnga perwakllan raky..i. Berdasarkan ketenruan Pa.<al 121 :iyar 
( 1 )  UU MD3, Mahk.'lJruUl Kehormaran Dew.111 berrugas mdakukan 
penyelidikan clan verifikasi terhadap pengaduan mengenai anggota 
DPR yang melakukan pelanggaran sebagai berikuc: 

a. cidak rnelaksanakan kewajiban sebagaimana dirnaksud dalam 
Pasal 81 ;  

b. tidak dapac melaksanakan cugas secara berkelanjucan acau 
berhalangan cetap sebagai anggota DPR selama 3 (tiga) bulan 
berturur-turut tanpa kecerangan yang sah, 

c. cidak lagi memenuhi syarat sebagai anggoca DPR sebagaimana 
kecentuan mengenai syarat calon anggoca DPR yang diarur 
dalam undang-undang mengenai pernilihan umum anggota 
DPR, DPD, clan DPRD; dan/acau 

cl. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam 
Undang-Undang ini. 

Selain itu Mahkamah Kehormatan Dewan juga bertugas untuk 
menangani pelanggaran yang tidak memerlukan pengaduan yang 
dilakukan oleh anggoca DPR. Berdasarkan ketentuan Pasal 124 
ayat (I) UU MD3. pelanggaran yang tidak memerlukan pengaduan 
adalah pelanggaran yang dilakukan oleh anggoca D PR berupa: 

a. kecidakhadiran dalam rapat DPR yang menjadi kewajibannya; 

b. tertangkap tangan melakukan tindak pidana; atau 

c. terbukti melakukan cindak pidana dengan ancaman pidana 
penjara paling singkat 5 (lima) cahun clan telah memperoleh 
putusan yang berkekuacan hukum cetap. 
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Dalam menegakkan kode etik DPR, Mahkamah Kehormatan 
Dewan berpedoman pada rara beracara Mahkamah Kehormatan 
Dewan yang diatur dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat 
Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Beracara Mahkamah Kehormatan 
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 

Sebelum Mahkamah Kehorrnatan Dewan menjatuhkan 
purusannya, anggota DPR yang diduga melakukan pelanggaran 
kode erik diberikan kesempatan untuk membela diri di hadapan 
Mahkamah Kehormatan Dewan dan/atau memberikan 
keterangannya kepada Mahkamah Kehormatan Dewan. Ketentuan 
mengenai tata cara membela diri dan/atau memberikan keterangan 
rersebur diatur dalam Peraturan DPR No. 1 Tahun 2014 temang 
Tata Tertib, 

Setiap anggota D PR memiliki hak imuniras, Sebagai pelaksanaan 
dari hak imunitas yang dimiliki oleh setiap anggota DPR maka 
pemanggilan dan permimaan keterangan kepada anggota D PR yang 
diduga melakukan tindak pidana sehubungan dengan pelaksanaan 
rugasnya harus mendapatkan persetujuan terrulis dari Mahkamah 
Kehormatan Dewan [Pasal 224 ayat (5) UU MD3) 

Selain itu karena D PR merupakan lembaga perwakilan rakyat 
yang berkedudukan sebagai lembaga negara maka pemanggilan dan 
perrnintaan keterangan unruk penyidikan terhadap anggota DPR 
yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan 
tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan [Pasal 24 5 ayat (1) UU 
MD3] 

Akan tetapi syarat harus mendapatkan persetujuan tertulis 
dari Mahkamah Kehormatan Dewan terhadap pemanggilan dan 
permintaan keterangan kepada anggota D PR yang diduga melakukan 
tindak pidana sehubungan dengan pelaksanaan rugasnya [Pasal 224 
ayat (5) UU MD3) dan syarat harus mendapat persetujuan rertulls 
dari Mahkamah Kehormatan Dewan terhadap pemanggilan dan 
permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPR 
yang diduga melakukan tindak pidana [Pasal 245 ayat (1) UU MD3] 
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dinyatakan oleh Putusan Mahkamah Konstirusi Nomor 76/PUU­ 
XII/2014 perihal pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 
2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah cerhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 cidak mempunyai kekuacan hukum mengikat sepanjang 
tidak dimaknai perserujuan rerrulis dari Presiden. 

B. TAP MPR No VI/MPR/2001 

Salah satu agenda kebijakan reformasi sebagaimana dinyatakan 
dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik 
Indonesia Nomor XJMPR/1998 renrang Pokok-Pokok Reformasi 
Pembangunan dalam rangka Penyelamacan dan Normalisasi 
Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara, diantaranya 
mengamanackan agar menyiapkan sarana dan prasarana, program 
aksi, dan perundang-undangan bagi tumbuh dan tegaknya Ecika 
Penyelenggara Negara. Hal tersebut ditegaskan kembali dengan 
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) Republik 
Indonesia Nomor VI/MPR/2001 tentang Ecika Kehidupan 
Berbangsa yang mengisyaratkan perlunya mengaktualisasikan 
Erika kepemerintahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara 
yang mengacu pada cita-cita persatuan dan kesatuan, ketahanan, 
kemandirian, keunggulan, dan kejayaan serta kelestarian lingkungan 
yang dijiwai nilai agama dan nilai luhur budaya bangsa. 

Lahirnya TAP MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika 
Kehidupan Berbangsa, dipengaruhi oleh lemahnya pemahaman 
terhadap etika berbangsa, bernegara, dan beragama. Latar belakang 
munculnya kekahwatiran para wakil rakyat di MPR cersebuc 
cerungkap sejak cerjadinya krisis multidimensi yang memunculkan 
ancaman yang serius terhadap persatuan bangsa, dan rerjadinya 
kemunduran pelaksanaan etika kehidupan berbangsa. Hal itu rarnpak 
dari konfiik sosial yang berkepanjangan, berkurangnya sopan santun 
dan budi luhur dalam pergaulan sosial, melemahnya kejujuran dan 
sikap amanah dalam kehidupan berbangsa, pengabaian terhadap 
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ketentuan hukum dan peraruran, yang disebabkan oleh faktor­ 
fakcor yang berasal baik dari dalam maupun luar negeri.6 

Maksud dan cujuan dari TAP MPR/VI/2001 tentang Ecika 
Kehidupan Berbangsa ini sangat mulia. Adanya TAP MPR tersebuc 
diharapkan dapat membantu memberikan penyadaran kepada 
segenap warga tentang arci penting tegaknya etika dan moral dalam 
kehidupan berbangsa. Erika kehidupan berbangsa dirumuskan 
dengan cujuan menjadi acuan dasar untuk meningkatkan kualitas 
manusia yang beriman, bertaqwa, dan berakhlak mulia, serca 
berkepribadian Indonesia dalam kehidupan berbangsa. Ecika 
kehidupan berbangsa merupakan rumusan yang bersumber dari 
ajaran agama, khususnya yang bersifar universal, dan nilai-nilai 
luhur budaya bangsa yang tercermin dalam Pancasila sebagai acuan 
dalam berpikir, bersikap, dan bertingkah laku dalam kehidupan 
berbangsa.7 

TAP MPR Nomor VI/MPR/2001 tencang Etika Kehidupan 
Berbangsa, cerdapat prinsip-prinsip ecika yang perlu dikedepankan 
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaicu kejujuran, 
amanah, kereladanan, sportifitas, disiplin, etos kerja, kemandirian, 
sikap toleransi, rasa malu, canggung jawab, menjaga kehormatan, 
serta martabat diri sebagai bangsa Indonesia. TAP MPR tersebut 
juga menguraikan pokok-pokok etika dalam berbagai bidang, yaitu: 

I . Etika Sosial dan Budaya 

Erika sosial dan budaya bercolak dari rasa kemanusiaan yang 
mendalam dengan menampilkan sikap jujur, saling peduli, saling 
memahami, saling menghargai, saling mencintai, dan saling 
menolong di antara sesama manusia dan warga negara. Sejalan 
dengan itu, perlu menumbuhkembangkan budaya malu, yakni 
malu berbuac kesalahan dan semua yang bercentangan dengan 

6 hup://www.kompasiana.com/ marzukialie/pemahaman-etika-dan-moral bangsa_ 
5500al98a333117f735 l l 742. Diunduh pada tanggal 6 Maret 2016 pukul 09.00 WIB. 

7 Jimly Asshiddiqie. Peradilan Etik dan Etika Konstitusi: Perspekrif Baru tentang 'Rule 
of Law and Rule of Ethics & Constitusional Law and Constitutional Ethic'. Sinar Grafika. 

Jakarta. 2014. Hal. 247. 

----------- 133 ---------- 



Y11s11(. J A�., ,\/,S1 

moral agama clan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Perlu juga 
clirumbuhkembangkan budaya keteladanan yang hams diwujudkan 
dalam perilaku para pemimpin baik formal maupun informal pada 
setiap lapisan masyarakat, 

Erika ini dimaksudkan untuk menumbuhkan clan 
mengembangkan kembali kehidupan berbangsa yang berbuclaya 
tinggi clengan menggugah, menghargai, clan mengembangkan 
budaya nasional yang bersumber dari budaya daerah agar mampu 
melakukan adaptasi, interaksi dengan bangsa lain, clan tindakan 
proakcif sejalan clengan runtutan globalisasi. Uncuk itu, diperlukan 
penghayacan clan pengamalan agarna yang benar, kemampuan 
adaprasi, ketahanan, clan kreativitas budaya dari masyarakar, 

2. Erika Policik clan Pemerintahan 

Etika politik clan pemerintahan dirnaksudkan uncuk 
mewujuclkan pemerintahan yang bersih, efisien, clan efektif serta 
menumbuhkan suasana politik yang clemokratis yang bercirikan 
keterbukaan, rasa bertanggung jawab, tanggap akan aspirasi rakyat, 
menghargai perbedaan, jujur clalarn perkataan, perbuaran, clan 
persaingan, bersedia unruk menerima pendapat yang lebih benar, 
serta menjunjung tinggi hak asasi manusia, clan keseimbangan hak 
clan kewajiban clalarn kehiclupan berbangsa. Erika pemerintahan 
mengamanatkan agar penyelenggara negara memiliki rasa kepeclulian 
tinggi dalam memberikan pelayanan kepada publik, siap munclur 
apabila merasa clirinya telah melanggar kaidah clan sistem nilai 
ataupun clianggap tidak marnpu memenuhi arnanah rnasyarakar, 
bangsa, clan negara. 

Masalah potensial yang dapat menimbulkan permusuhan 
clan perrencangan dlselesaikan secara musyawarah clengan penuh 
kearifan clan kebijaksanaan sesuai clengan nilai-nilai agarna clan 
nilai-nilai luhur budaya clengan terap menjunjung tinggi perbeclaan 
sebagai sesuaru yang manusiawi clan alarniah. 



Erika politikdan pemerinrahan diharapkan mampumenciprakan 
suasana harmonis antar pelaku dan antar kekuatan sosial politik serta 
antar kelompok kepentingan lainnya unruk mencapai sebesar-besar 
kemajuan bangsa dan negara dengan mendahulukan kepentingan 
bersama daripada kepemingan pribadi dan golongan. 

Erika polirik dan pemerinrahan mengandung misi kepada setiap 
pejabat dan elit polirik untuk bersikap jujur, amanah, sportif siap 
melayani, berjiwa besar, memiliki kereladanan, rendah hari, dan siap 
mundur dari jabatan politik apabila terbukri melakukan kesalahan 
dan secara moral kebijakannya berrentangan dengan hukum dan 
rasa keadilan masyarakat. 

Erika ini diwujudkan dalam benruk sikap yang bertara krama 
dalam perilaku polirik yang toleran, tidak berpura-pura, ridak 
arogan, jauh dari sikap munafik, serra tidak melakukan kebohongan 
publik, tidak manipulatif, dan berbagai tindakan yang tidak terpuji 
lainnya. 

3. Erika Ekonomi dan Bisnis 

Erika ekonomi clan bisnis dimaksudkan agar prinsip dan perilaku 
ekonomi dan bisnis, baik oleh perseorangan, instirusi, maupun 
pengambil keputusan dalam bidang ekonomi dapar melahirkan 
kondisi dan realiras ekonomi yang bercirikan persaingan yang jujur, 
berkeadilan, mendorong berkembangnya eros kerja ekonomi, daya 
rahan ekonomi, dan kemampuan saing, serta rercipranya suasana 
kondusif untuk pemberdayaan ekonomi yang berpihak kepada 
rakyat kecil melalui kebijakan secara berkesinambungan. 

Erika ini mencegah terjadinya praktik monopoli, oligopoli, 
kebijakan ekonomi yang mengarah kepada perbuatan korupsi, 
kolusi, dan nepotisme, diskriminasi yang berdampak negarif terhadap 
efisiensi, persaingan sehat, dan keadilan, serta menghindarkan 
perilaku menghalalkan segala cara dalam memperoleh keuntungan. 
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4. Erika Penegakan Hukum yang Bcrkeadilan 

Erika penegakan hukum yang berkeadilan dimaksudkan untuk 
menumbuhkan kesadaran bahwa tertib sosial, ketenangan dan 
keteraturan hidup bersama hanya dapar diwujudkan dengan ketaatan 
rerhadap hukum dan seluruh peraturan yang berpihak kepada 
keadilan. Keseluruhan aturan hukum yang menjamin tegaknya 
supremasi dan kepastian hukum sejalan dengan upaya pemenuhan 
rasa keadilan yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat. 

Erika ini meniscayakan penegakan hukum secara adil, perlakuan 
yang sama dan tidak diskriminatif terhadap seriap warga negara di 
hadapan hukum, dan menghindarkan penggunaan hukum secara 
salah sebagai alar kekuasaan dan bentuk manipulasi hukum lainnya. 

5. Erika Keilmuan 

Erlka kcllmuan dimaksudlcin unruk rneniunjung tioggi 
nilai-nlku kemanusiaan. ilmu pengcrahuan dan teknologl agar 
warga bangsa mampu menjaga harkat dan mnrtnbarnya, berplhak 
kepada kebenaran unruk mencapai kernaslahatan dan kernajuan 
sesuai dengan nllai-nllai agama dan budaya, Erika ini diwujudkan 
secara pribadi ataupun kolekrif dalam karsa, cipta, dan karya, yang 
tercermin dalam perilaku krearif inovatif invemif, dan kornunikarif 
dalam kegiaran rnernbaca, belajar, meneliri, menulis, berkarya, scrca 
menciptakan iklim kondusifbagi pengembangan ilmu pengetahuan 
dan teknologi. 

Erika keilmuan menegaskan pentingnya budaya kerja keras 
dengan menghargai dan memanfaatkan waktu, disiplin dalam 
berpikir dan berbuar, serta menepati janji dan komitmen diri unruk 
mencapai hasil yang rerbaik. 

Di samping itu, etika ini mendorong turnbuhnya kemampuan 
menghadapi ancaman, hambatan, rintangan, dan tantangan dalam 
kehidupan, mampu mengubah tantangan menjadi peluang, mampu 
menumbuhkan kreativitas umuk penciptaan kesemparan baru, dan 
tahan uji serta pantang menyerah. 
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6. Erika Lingkungan 

Erika lingkungan menegaskan pentingnya kesadaran 
menghargai dan melesrarikan lingkungan hidup serta penaraan tata 

ruang secara berkelanjutan dan bertanggung jawab. 

TAP MPR Nomor VI/MPR/2001 merekomendasikan kepada 
Presiden Republik Indonesia dan lembaga-lembaga tinggi negara 
serta masyarakar untuk melaksanakan kererapan ini sebagai salah 
satu acuan dasar dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa. 
Dewan Perwakilan Rakyat sebagai salah satu lembaga negara 
berpedoman kepada TAP MPR Nomor VI/MPR/2001 dalam 
penyelenggaraan kehidupan berbangsa. Amanac yang ditegaskan 

dalam TAP MPR Nomor VI/MPR/200lmelacarbelakangi perlunya 
menyusun instrumen hukum dalam bentuk undang-undang yang 
mewadahi dan memformulasikan prinsip dasar, norma ecika lembaga 
pcrwakifan, dan rnekanlsme penegakan erlka unrukan�ca [ernbaga 

perwakilan, sehingga dJr.1ati dan dipncuhi unruk dllaksanakan 
oleh setiap anggom lembaga perwakllan yang diwujudknn dalam 
berslkap, berperilaku, bernndak, clan berucap dalarn menjalankan 
tugas penyelenggaraan negara. TAP MPR No. Vl/MPR/2001 
tentang Erika Kehidupan Berbangsa yang masih sah berlaku secara 
hukum dan perlu penjabaran lebih lanjut dalam suatu Undang­ 
Undang tentang Etika Lembaga Perwakilan. 

Peraturan DPR/1/2015/Kode Etik DPR. 

Ketentuan-kerentuan yang berkaitan dengan erika lembaga 
perwakilan dalam Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2015 temang 
Kode Erik Dewan Perwakilan Rakyac (PDPR No. I Tahun 2015) 
yaitu terkait dengan Bab II mengenai Kode Erik. Pada Bab II ini 
diuraikan masing-masing terkait dengan erika yang wajib diparuhi 
oleh setiap anggota lembaga perwakilan (DPR) mulai dari selalu 
mengutamakan kepemingan umum, menjagaintegriras, keterbukaan 
dan konflik kepentingan, dan menjaga kerahasiaan. 

Erika dari lembaga perwakilan yang paling pertama yang wajib 
dimiliki dipatuhi adalah selalu mengutamakan kepentingan umum. 
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Pasal 2 ay:.1r (I) PDPR No. l Tahun 2015 mcnyamkan "Anggotn 
da!nm u,,np 1i11dnka1my11 hnrus 111mgu1am11Juw J:qm1tingnn bm1gst1 
dan. 1ug,m1 daripad» ktpo1tingan pnbadl, m•oTflilg, dan golMgan." 
Berdasarkan keremuan tersebuedlketahul bahws lernbaga perwakilnn 
(yang direprenrasikan melalui masing-masing anggotanya) haruslah 
selalu mengutamakan kepentingan umurn karena lembaga 
perwakilan bertanggung jawab mengemban amanat rakyat sehingga 
mernpergunakan fungsi, tugas, dan wewenang yang ada demi 
kepentingan dan kesejahteraan rakyar. Dalam rangka mewujudkan 
hal tersebut, lernbaga perwakilan haruslah selalu menjaga harkar, 
rnartabar, kehormatan, citra, dan kredibiliras dalam rnelaksanakan 
fungsi, rugas, dan wewenangnya serra sebagai lembaga perwakilan 
rakyat. 

Terkait dengan integritas dari lembaga perwakilan dalarn PDPR 
No. 1 Tahun 2015 semangat yang serupa telah diatur dalam Pasal 
3 ayat (I) yang rnenyarakan bahwa "Anggota harus menghindari 
perilaku tidak pantas atau tidak patut yang dapat merendahkan citra 
dan kehormatan DPR baik di dalam gedung DPR maupun di luar 
gedung DPR menurut pandangan etika dan norma yang berlaku 
dalam masyarakat". Berdasarkan ketenruan tersebut diketahui 
bahwa PDPR No. 1 Tahun 2015 relah memberikan memberikan 
pengaturan yang rnengikat bagi tiap anggotanya sebagai representasi 
dari lembaga perwakilan iru sendiri untuk selalu menjaga integritas 
lembaga. Pada pasal rersebut juga yakni pada ayat (4) dinyarakan 
bahwa )!nggota harus menjaga nama baik dan kewibawaan DPR", 
hal ini menega.skan bahwa inregriras lembaga perwakilan dalam 
hal ini dapat diwujudkan melalui inregritas yang ditunjukkan oleh 
masing-ma.sing anggotanya. 

Keterbukaan dan konflik kepentingan dari lembaga perwakilan 
dapat terwujud dari kererbukaan dan konflik kepentingan yangwajib 
dijaga oleh masing-rnasing anggotanya. Terkait dengan kererbukaan 
dalam Pasal 6 ayar (]) PDPR No. 1 Tahun 2015 dinyacakan bahwa 
"Sebelum mengemukakan pendapatnya dalam pembahasan suatu 
permasalahan tertentu, Anggota harus menyatakan di hadapan selurub 
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peserta Rapat jika add suatu keterkaitan antara permasalahan yang 
sedang dibahas dengan kepentingan pribadinya di luar kedudukannya 
sebagai Anggota", selanjumya terkair dengan konflik kepentingan 
dalam Pasal 6 ayat (4) clan ayat (5) PDPR No. 1 Tahun 2015 
dinyarakan bahwa '!1nggota dilarang menggunakan jabatannya 
untuk mencari leemudahan dan keuntungan pribadi, Keluarga, 
Sanak Famili, dan golongan" clan '!1nggota dilarang menggunakan 
jabatannya untuk mempengaruhi proses peradilan yang ditujukan 
untuk kepentingan pribadi dan/atau pihak lain". Sebagaimana telah 
dijelaskan sebelumnya etika dari lembaga perwakilan dapat werujud 
melalui pelaksanaan etika dari masing-masing anggotanya, clan 
dalam ha! ini dalam Pasal 6 ayat (I), ayat (4), clan ayat (5) relah 
memberikan batasan-batasan yang konkrit clan wajib dilaksanakan 
demi mejaga keterbukaan clan menjauhkan dari potensi adanya 
konflik kepentingan. 

Kerahasiaan lembaga perwakilan dapat terjaga melalui 
pelaksanaan etika dari masing-masing anggotanya yang telah diatur 
dalam Pasal 7 PDPR No. 1 Tahun 2015 yang menyatakan bahwa 
';4nggota wajib menjaga Rahasia yang dipercayakan kepaddnya, 
termasuk basil Rapat yang dinyatakan sebagai Rahasia sampai dengan 
batas waktu yang telah ditentukan atau sampai dengan masalah 
tersebut sudah dinyatakan terbuka untuk umum". Dalam pelaksanaan 
tugasnya, tencunya lembaga perwakilan memiliki informasi yang 
sifacnya rahasia clan oleh karenanya perlu dijaga kerahasiannya oleh 
masing-masing anggocanya. Hal ini sejalan dengan bahwa memang 
ada informasi publik yang sifamya rahasia clan tidak dapat diakses 
oleh publik sesuai dengan kriteria yang diatur dalam Pasal 17 
Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). 

Peraturan DPR/2/2015/Tata Beracara Mahkamah Kehocmatan 

Dewan 
Peraturan DPR No. 2 Tahun 2015 mengatur tentang bagaimana 

masyarakat sipil, siapapun itu di luar anggota DPR dapat beracara 
di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) terkait pelanggaran atas 
kewajiban anggota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 



Nomor 17 Tahun 2014 tencang Majelis Permusyawaratan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) serta peraturan DPR yang 
mengatur mengenai Tata Tertib dan Kode Erik. MKD, sebagai 
salah satu unsur alat kelengkapan di D PR, pas ti menggunakan UU 
MD3 sebagai pedoman bagi penilaian terhadap anggota dalam 
menjalankan kewajibannya. 

Angka5 Ketencuan UmumPDRNo. 2Tahun2015 menjelaskan 
bahwa setiap anggota selama menjalankan rugasnya, wajib mematuhi 
norma berupa kode etik uncuk menjaga martabat, kehormatan, 
citra, dan kredibilitas DPR. Selain itu, PDPR No.2/2014 dalam 
Pasal 2 ayat (3) juga menyebutkan mengenai kewenangan MKD, 
ancara lain bahwa MKD berwenang memberikan rekomendasi 
kepada pihak terkait uncuk mencegah terjadinya pelanggaran kode 
etik dan menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas 
DPR, serta melakukan tindak lanjut atas dugaan pelanggaran Kode 
Erik yang dilakukan oleh anggota, baik berdasarkan pengaduan 
maupun tanpa pengaduan. Hal ini berarri, bahwa kinerja anggota 
dewan secara langsung maupun tidak langsung diawasi oleh rakyat, 
dan sangat bersinggungan dengan masyarakat luas, bahwa segala 
yang dilakukan ataupun diucapkan diperhatikan oleh rakyat. 
Pengaduan oleh masyarakat bisa terjadi karena beberapa alasan yang 
telah disebutkan dalam Pasal 2 ayat (2) hurufb, yairu: anggota tidak 
melaksanakan kewajiban sebagaimana yang dimaksud dalarn UU 
MD3, tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau 
berhalangan tetap sebagai anggota selama 3 (tiga) bulan berrurut­ 
turut, tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota sebagaimana 
ketentuan mengenai syarat calon anggota yang diatur dalam UU 
MD3, serta melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur 
dalarn UU MD3. 

Sebagai sebuah alat kelengkapan, integritas juga menjadi 
faktor penting yang akan mendasari setiap keputusan yang 
diambil, integritas MKD terlihat atas putusan yang diambil pada 
setiap sidangnya. Purusan MKD didasarkan pada asas kepatutan, 



moral, clan etika; fakra dalam hasil sidang MKD, fakta dalam 
pembukrian; fakca dalam pembelaan; serca Tata Tercib clan Kade 
Erik. Uncuk menjaga integritas, seriap anggota, pimpinan fraksi, 
dan/acau Pimpinan DPR ridak dibenarkan melakukan upaya 
intervensi terhadap pucusan MKD. Hal ini juga bertujuan uncuk 
menjaga incegritas clan netraliras pada setiap pucusan, yang akan 
mencerminkan etika anggoca lembaga perwakilan. Dalam Pasal 15, 
sidang MKD bisa bersifat terbuka, namun pimpinan clan anggota 
MKD wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh. Hal ini 
juga menjadi pencing dalam menjaga etika sebagai sebuah lembaga 
perwakilan, baik secara internal maupun eksrernal kelembagaan. 
Di sisi lain juga dapar meningkackan rransparansi lembaga di 
masyarakat. 

Peraturan DPR/1/2014/Tata Tertib Dan Perubahannya 

Peracuran Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2014 
cencang Tata Tercib merupakan salah satu peraturan pelaksana 
dari UU MD3 yang memuat pengaturan lebih lanjuc ketentuan­ 
ketentuan yang ada di UU MD3. Keterkaican ancara RUU Ecika 
Lembaga Perwakilan dengan Tatib D PR ancara lain mengenai 
tata cara membela diri clan/ atau memberikan kererangan kepada 
Mahkamah Kehormacan Dewan bagi anggota DPR yang diduga 
melakukan pelanggaran kode ecik. 

Berdasarkan ketentuan Pasal 190 Tatib DPR, anggoca yang 
diduga melakukan pelanggaran kode etik diberi kesempatan untuk 
membela diri dan/acau memberikan keterangan kepada Mahkamah 
Kehormacan Dewan pembelaan disampaikan sendiri yang harus 
disampaikan sendiri clan tidak dapar dikuasakan kepada pihak lain 
serta tidak dapac didampingi pengacara. Selain itu anggota DPR 
yang diadukan berhak mernperoleh informasi clan dokumen yang 
berkaitan dengan ha! yang diadukan, menghadirkan saksi dan/ 
atau saksi ahli yang meringankan clan menghadirkan bukti uncuk 
membela dirinya. Terhadap anggota DPR yang diadukan diberikan 
waktu uncuk menyiapkan pembelaan diri. 
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Tatib DPR tidak mengatut mengenai kode etik DPR. Kerenruan 
Pasal 292 ayat (2) Tatib DPR mendelegasikan pengaturan mengenai 
kode etik DPR dalam peraruran DPR tentang kode etik. Adapun 
Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat yang mengatur kode etik DPR 
yaitu Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2015 
tentang Kode Erik Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 
Berkaitan dengan evaluasi dan penyempurnaan Peraturan DPR 
tentang Kode etik, berdasarkan ketenruan Pasal 325 Tatib DPR, 
dilakukan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan. 

UU No. 28/1999/ Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas 
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. 

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara 
negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Neporisme 
(UU tenrang Penyelenggara Negara) merupakan landasan hukum 
bagi penyelenggara negara yang berfungsi sebagai pencegahan dari 
praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang dilakukan 
penyelenggara negara maupun penyelenggara negara dan pihak 
lain yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan berrnasyarakar, 
berbangsa, dan bernegara serra membahayakan eksisrensi negara. 
UU tentang Penyelenggara Negara berrujuan selain mewujudkan 
penyelenggara negara yang bersih dan bebas prakrik korupsi, kolusi, 
dan nepotisme (KKN) juga rnewujudkan penyelenggara negara yang 
mampu menjalankan fungsi dan tugasnya dalam penyelenggaraan 
negara secarasungguh-sungguh dan tanggung jawab berdasarkan 
asas-asas penyelenggaraan negara. Undang-undang ini mengatur 
mengenai penyelenggara negara, asas umum penyelenggara 
negara, hak dan kewajiban penyelenggara negara, hubungan antar 
penyelenggara negara, peran serta masyarakat, komisi pemeriksa, 
dan sanksi. 

Penyelenggara negara merupakan pejabat negara yang 
menjalankan fungsi eksekutif, legislatif atau yudikarif dan pejabat lain 
yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan 
negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
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yang berlaku. Pasal 2 VU tenrang Penyelenggara Negara menjelaskan 
bahwa penyelenggara negara meliputi pejabat negara pada lembaga 
tercinggi negara dan lembaga tinggi negara, menreri, gubernur, 
hakim, pejabat negara yang lain, dan pejabat lain yang memiliki 
fungsi srrategis dalarn kaitannya dengan penyelenggara negara sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Pasal 3 UV rentang Penyelenggara Negara menjelaskan mengenai 
asas umum penyelenggaraan negara rneliputi asas kepastian hukum, 
asas rertib penyelenggaraan negara, asas kepenringan umum, asas 
kecerbukaan, asas pcoporsionalicas, asas profesionalicas, dan asas 
akuntabilitas. 

Kewajiban penyelenggara negaraterdapar dalam Pasal 5 yairu 
penyelenggara negaraberkewajiban unruk: 

I .  mengucapkan sumpah a tau janj i sesuai dengan agarnanya 
sebelum memangku jabatannya; 

2. bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama, dan setelah 
menjabat; 

3. melaporkan dan mengumumkan kekayaannya sebelum dan 
setelah menjabat: 

4. tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme; 

5. melaksanakan rugas tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, 
dan golongan; 

6. melaksanakan rugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan 
tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa parnrih baik untuk 
kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok 
dan tidak mengharapkan imbalan dalam benruk apapun 
yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan yang berlaku; dan 

7. bersedia menjadi saksi dalarn perkara korupsi, kolusi, dan 
nepotisrne serta dalam perkara lainnya sesuai dengan kerentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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Berkaitan dengan hubungan antarpenyelenggara negara dalam 
Pasal 7 ayat (I) UU tentang Penyelenggara Negara menyatakan 
bahwa hubungan antar penyelenggara negara dilaksanakan dengan 
rnenaan norma-norma kelembagaan, kesopanan, kesusilaan, 
clan etika yang berlandaskan Pancasila clan UUD Tahun 1945. 
Kerentuan rentang sanksi dalam undang-undang ini yang berlaku 
bagi penyelenggara negara merupakan sebagai upaya prevenrif clan 
represif serta berfungsi sebagai jaminan atas ditaatinya asas-asas 
umum penyelenggaraan negara, hak clan kewajiban penyelenggara 
negara, clan ketenruan lainnya, sehingga dapat diharapkan 
memperkuat norma kelembagaan, moralitas, individu clan sosial. 

Penyelenggara negara mempunyai peranan yang sangat 
menentukan dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai cita­ 
cita perjuangan bangsa mewujudkan masyarakat yang adil clan 
makmur sebagaimana tercanrum dalam UUD 1945. UU tentang 
Penyelenggara Negara terkair dengan etika lembaga perwakilan. Erika 
lembaga perwakilan berarti penyelenggara negara (pejabar negara) di 
lembaga perwakilan baik pusat maupun daerah dalam melaksanakan 
kewajiban sebagai penyelenggara negara dalam penyelenggaraan 
negara hams memenuhi asas-asas umum penyelenggaraan negara clan 
sesuai dengan kerenruan UUD Tahun 1945, artinya dilaksanakan 
dengan memelihara budi pekerri kemanusiaan yang luhur clan 
memegang reguh cita-cira moral rakyar yang luhur. 

Penutup 

Kehidupan dalam berbangsa clan bernegara, melalui TAP MPR 
Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa, relah 
diruntur adanya kesadaran tentang arti penting regaknya etika 
clan moralitas dalam rangka meningkatkan kualitas manusia yang 
beriman, berrakwa, clan berakhlak mulia serta berkepribadian 
Indonesia. 

Penyelenggaraan sistem demokrasi di Indonesia relah memiliki 
dasar etik sebagaimana dalarn Sila IV Pancasila, "kerakyaran yang 
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dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan 
perwakilan". Hikmat kebijaksanaan merupakan landasan eris dalam 
berdemokrasi di Indonesia. 

Lembaga perwakilan yang meliputi DPR, DPD, dan DPRD 
dituntur menegakan etika politik dalam wujud pelaksanaan 
demokrasi, yakni pelaksanaan kedaulatan rakyat dan keterwakilan 
sebagaimana yang dimaksud oleh TAP MPR dan Sila IV Pancasila 
terse but. 

Namun sampai saat ini lembaga perwakilan belum memiliki 
kesadaran untuk menegakan etika dalam pelaksanaan kedaulatan 
rakyat dan keterwakilan tersebut. Akibatnya menimbulkan 
rendahnya tingkar kepuasan publik terhadap kinerja kelembagaan 
perwakilan, dan persepsi negatif publik terhadap citra kelembagaan 
perwakilan. 

Dalam rangka memberikan penyadaran lembaga perwakilan 
untuk menegakan etika, maka diperlukan panduan etika, yang 
berfungsi sebagai siscem etika parlemen. Dengan siscem etika ini 
diharapkan lembaga perwakilan memiliki keparuhan cerhadap etika 
dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya dan sekaligus 
sebagai pelindung etik acas kehormatan dan keluhuran marcabatnya; 

Dengan demikian terobosan legislasi melalui RUU Erika 
Lembaga Perwakilan dapat menjadi panduan dan siscem etika bagi 
lembaga perwakilan untuk menjaga keluhuran dan marcabacnya 
sebagai daulac rakyat. Sehingga RUU ini diharapkan menjadi: 

a. Terobosan legislasi di cengah ketiadaan pengaruran dalam UU 
MD3 No. 17 /2014 dan peraturan lain setingkac undang-undang 
tentang bagaimana lembaga perwakilan dalam pelaksanaan 
fungsi, tugas, dan wewenangnya yang beretika. 

b. Perbaikan sistem clan pendorong kinerja kelembagaan 
perwakilan yang diharapkan rakyat. 
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c. Peraturan perundang-undangan yang rnenuntut siapa pun 
memacuhi dan melaksanakan, yang tidak sebaras oleh anggora 
lembaga perwakilan. 

d. Payung seluruh kode etik lembaga perwakilan. 
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PENEGAKKAN KODE ETIK DAN 

SISTEM PERADILAN PIDANA 

Prof Dr. Romli Atmasasmita, SH., LL.M* 

Pendahuluan 

E
tika' dalam sistem pemerintahan berdasarkan Pancasila dan 
UUD 1945 bersumber pada ajaran agama dan keyakinan 

yang berkembang jauh sebelum kemerdekaan tanggal 17 Agustus 
1945 dan telah merupakan pewarisan generasi Indonesia beratus 
rahun yang lampau. Erika dalam payung Pancasila sebagai filsafat 
kehidupan bangsa Indonesia, bersumber pada nilai-nilai kelima 
sila Pancasila. Penghayatan rerhadap filsafat kehidupan bangsa, 
Pancasila, berarri melestarikan seberkas cahaya kehidupan yang 
dapat menerangi terutama di masa-rnasa krisis dalam kehidupan 
bangsa ini. Semakin jauh dari nilai-nilai Pancasila maka semakin 
jauh dan terturup cahaya yang seharusnya dapar memayungi arah 
masa depan perjalanan bangsa ini, dan begitu pula sebaliknya. 

Krisis kehidupan bangsa bukan semara hanya karena masalah 
ekonomi melainkan yang terpenting dan merupakan sumber masa 
gelap adalah hilang dan memudarnya etika kehidupan berbangsa 
dan bernegara. Erika mengkrisralisasi dalam nilai moral bangsa yang 
tercermin dalam kelima sila Pancasila, sejatinya tidak memerlukan 
"kode etik" melainkan memerlukan manusia-manusia yang 
berbudaya karena inilah yang membedakannya dengan hewan; yang 
punya nalar, rasa, dan empati serta bernurani, saling memuliakan 
kehadiran sesamanya baik dalam keadaan suka maupun duka. 

• Gurubesar Emeritus Universitas Padjadjaran/Guru Besar Tecap Universicas 
Pasundan Bandung 

I Etika atau ethic (lnggris): "Ruks of behavior based on ideas about what is morally good 
or bad"; branch of philo5ophy dealing with what is morally right or wrong" (Merriam Webster 
English Dictionary; 2010, hlmn 410 
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Keberadaan peraturan yang mengatur soal etika sesungguhnya 
mencerminkan "kita belum memahami kehidupan berbudaya" 
karena etika seharusnya melekat (inbaerent) di dalam clan pada diri 
setiap individu sejak usia dini, ranpa mengenal perbedaan larar 
belakang etnis, agama, suku clan latar belakang sosial clan ekonomi. 
Pengaturan erika dengan harapan kepatuhan di dalam menjalani 
kehidupan khususnya dalam berorganisasi sesungguhnya rentan 
terdegradasi ketika eksistensi manusia (selalu) diabaikan clan 
bahkan dilanggar. 

Disinilah lerak perbedaan yang mendasar antara etika clan 
hukum (peraturan) di mana kepatuhan terhadap etika tidak 
memerlukan sanksi karena nurani batu ujinya bukan pemaksaan 
(sanksi), akan tetapi keparuhan rerhadap hukum diperlukan 
sanksi. Keparuhan terhadap etika tidak memerlukan "pernaksaan" 
berbeda dengan kepatuhan terhadap hukum memang diperlukan 
"pemaksaan", Pemaksaan sanksi terhadap pelanggaran etika rentan 
terhadap stigmatisasi bahwa "rnanusia ridak berbudaya" yang akan 
berdampak terhadap dirinya, keluarganya clan masyarakatnya di 
mana ia hidup. Sedangkan pemaksaan sanksi rerhadap kepatuhan 
pada hukum memang dikehendaki berdampak jera yang dapat 
menimbulkan srigmatisasi bahwa pelanggar hukum merupakan 
kelompok berbeda dari komunirasnya. 

Mengapa dalam kehidupan kita di alam modernisasi yang 
dicirikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan clan teknologi 
masih diperlukan "peraturan" mengenai etika yang lazim disebut 
"kode etik"? Bukankah hukum yang mengatur kehidupan manusia 
dalam kehidupannya telah lebih dari cukup clan memadai untuk 
memberikan rasa aman, nyaman clan damai pada diri manusia clan 
sesamanya? Bukankah di dalam hukum dengan semua kekhasannya 
dapar menjaga kepatuhan terhadap etika dengan asumsi bahwa 
kepatuhan terhadap hukum 'rnutatis mutandis' juga terhadap etika. 
Berdasarkan asumsi tersebur maka semakin kuar kehendak kita 
untuk membuat "peraturan" tentang etika maka semakin sulit kita 
membedakan antara etika clan hukum. Semakin kita bersikukuh 

,. 



pada pengaturan tentang etika maka semakin jauh kica cerjerumus 
ke dalam facamorgana "manusia berbudaya''. 

Penegakan Kode Etik dan Penegakan Hukum Pidana 

Merujuk pada uraian bagian pendahuluan jelas bahwa 
penegakan kode etik tidak identik dengan penegakan hukum pidana 

tetapi penegakan hukum (pidana) implisit penegakan etika. 

Hukum adalah serangkaian peracuran yang memuac asas, 
norma, dan proses serca lembaga yang melaksanakan asas dan 
norma sehingga merupakan kenyacaan dalam masyarakac (Mochcar 
Kusumaacmadja). Bagaimana fungsi dan peranan hukum di dalam 
kehidupan masyarakac Indonesia, Mochcar Kusumaacmadja, 
menghendaki agar hukum diperankan sebagai sarana rekayasa sosial 
(social engineering) menuju kemajuan masyarakac sedangkan (aim) 
Sacjipto Rahardjo, menghendaki agar hukum dapar memanusiakan 
manusia di mana seharusnya hukum uncuk manusia bukan manusia 
uncuk hukum. Maha Guru Mochcar Kusumaacmadja menitik 
berackan fungsi dan peranan hukum sebagai siscem norma (systems of 
norms) sedangkan Maha Guru (aim) Satjipto Rahardjo menghendaki 
agar fungsi dan peranan hukum sebagai siscem perilaku (system 
of behavior). Penulis secelah mengkaji secara teoritik ajaran kedua 
Maha Guru Hukum dan memperhacikan kenyaraan perilaku 
aparatur hukum di Indonesia, sampai pada kesimpulan bahwa 
hukum adalah siscem nilai (value systems) yang menjiwai kehidupan 
hukum dan siscem nilai dimaksud bersumber pada Pancasila yang 
merupakan filsafat kehidupan bangsa Indonesia.' Pendapac penulis 
sejalan dengan uraian pad awal tulisan ini. 

Kesimpulan penulis cersebut diperoleh serelah mendalami 
pendapat Albert Alschuler kerika menggambarkan seorang Hakim 
dan sekaligus akademisi cerkenal di AS, Oiver Wendell Holmes, 
dalam karya rulis "Law without Values" (2000). Dalam buku 
tersebut, celah digambarkan sicuasi kehidupan hukum di dalam 
masyarakat Amerika Serikac yang sangat dipengaruhi oleh aliran 

2 Romli Armasasmira, Teori Hukum lnttgrarif, Penerbir Genta Publshing; 2013 
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"pragmatic-utilitarianism", yang telah mendominasi perkembangan 
hukum di Amerika Serikar baik oleh akademisi hukum, praktisi 
hukum maupun oleh Hakim Agng Amerika Serikat. Alschuler 
mengemukakan bahwa perkembangan hukum Amerika Serikar 
sejak Perang Dunia berakhir sampai dengan pertengahan rahun 
1970-an, telah mengalami apa yang ia sebutkan, sebagai " the value 
skepticism of recent legal thought''. Menurut Alschuler. telah terbentuk 
dua bentuk skeptisme dalam pemikiran hukum Amerika Serikat, yaitu 
yang pertama, agak moderat, "a murky utilitarian pragmatism (aliran 
pragmatisme =utilitarianisme yang tidak jelas); menguasai pendidikan 
hukum diAmerika Serikatdan mengenyampingkan pendekatan lainnya. 
[enis kedua, bentuk ekstrim skeptisme yang memandang hukum sebagai 
"self interested exercise of power, bukan mencari kepuasan terbesar yang 
didambakan setiap orang. 3 

Perkembangan hukum di Amerika Serikat sudah tentu cocok 
dengan pandangan hidup bangsa Amerika Serikat sebagaimana 
tercanturn di dalam Konscirusi AS, begitu pula perkembangan 
hukum di Indonesia harus berpijak pada UUD 1945 yang 
merupakan hukum dasar rerhadap pcraturan perundang-undangan 
di Indonesia. 

Perdebatan antara hukum dan rnoralitas pernah rerjadi di 
Inggeris ketika dipersoalkan mengenai kejahatan homoseksual dan 
pelacuran. Laporan yang disusun oleh Komisi Wolfenden telah 
menegaskan bahwa, "adultery, fornication, and prostitution are not, 
criminal offences'', yang menunjukkan bahwa dalam pandangan 
barac (masyarakat Inggeris), fungsi hukum pidana cidak dapat 
memasuki kehidupan pribadi anggora masyarakat atau diterapkan 
pada setiap pola tingkah laku individual lebih jauh, daripada "co 
preserve public order and decency, to protect citizen from what is 
offensive or injurios, and to provide sufficient safeguards against 
exploication and corruption of others .. -s 

3 Albert W. Alschuler," Law without Values"; The Universiry of Chicago Press; 2000; 
hlmn 2 

• Patrick Devlin, "Ihe Enforcement of Morals"; Amagi Liberty Fund; 2009; hlmn 1 
s Op.cit, him 2 
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Bercolak dari laporan komisi Wolfenden di Inggeris, Sistem 
hukum pidana lnggeris, membedakan antara private morality dan 
public morality, kedua-duanya diperlakuan secara hukum terpisah 
satu sama lain. Hukum tidak meliputi private morality or with 
ethical sanctions sehingga private morality yang tidak bersifot ofemif 
dan melukai masyaraeat bukan tindak pidana. lmoralitas individual 
dapat diancam pidana ketika dilakukan bersamaan dengan perbuatan 
indecency, korupsi atau eksploitasi. 6 

Sudah merupakan ajaran umum dalam hukum pidana pada 
semester III di fakultas hukum bahwa hukum pidana cermasuk 
hukum publik (public law) namun kita kecahui bahwa hukum 
pidana dilandaskan pada prinsip-prinsip moral yairu moralitas 
individual juga moralitas publik karena kedua jenis moralitas 
tumpang tindih satu sama lain dan memiliki perbedaan tipis. 
Contoh, perbuatan rnencuri, adalah salah secara rnoraliras individual 
karena ajaran agama dan nilai kernasyarakaran melarang setiap 
orang untuk mengambil barang milik orang lain canpa hak akan 
terapi karena perbuacan mencuri merupakan pclanggaran terhadap 
ketertiban masyarakat maka perbuaran mencuri dinyacakan sebagai 
pelanggaran pidana. Perbedaan tersebut sernakin tidak jelas kerika 
hukum pidana menghadapi euthanasia, pembunuhan yang dirninta 
oleh korban untuk menghentikan penderitaan-karena penyakit 
menahun yang sulic disembuhkan. 

Pandangan ahli hukum barat (Inggris) sebagaimana diuraikan 
di atas, berbeda dengan pandangan para ahli hukum Indonesia 
mengenai fungsi dan peranan hukum sebagaimana diuraikan di 
bawah ini. 

Di rengah-rengah pergulatan ajaran/paham bagaimana 
sepatutnya masyarakat mengisi kehidupan dan mencapai cita­ 
cita kehidupannya, antara paham kapitalisme-individualisme dan 
collectivism, penulis berpendapat bahwa, masyarakat Indonesia 
sesuai dengan keberagaman ernis, agama, dan latar belakang sosial 

6 Op.cit, him 3 
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ekonomi serta letak geografis; ten tu amat berbeda dengan kehidupan 
masyarakat barat pada umumnya. Begitupula karakreristik hukum 
clan bagaimana hukum hams di fungsikan clan diperankan dalam 
kehidupan masyarakat. 

Sejarah panjang proses pembenrukan hukum (baca, undang­ 
undang) di Indonesia yang pernah mengalami masa penjajahan 
bangsa Belanda, tentu sangat berpengaruh dalam kehidupan hukum 
yang terjadi dalam rnasyarakar Indonesia. Bahkan E. Utrecht, 
seorang ahli hukum berdarah Indo-Belanda, Maha Guru Hukum 
di faku!tas Hukum di Unpad clan di kota Malang, menegaskan 
bahwa, hukum pidana telah dipaksakan berlakunya di Indonesia 
oleh kaum penjajah Belanda sehingga penulis berpendapat bahwa 
baik KUHP maupun KUH Perdara (Belanda) relah clan masih 
memberikan pengaruh (karakteristik) kolonialnya sampai hari ini. 
Upaya pemerintah untuk mengganti/memperbaharui KUHP clan 
KUHPer merupakan langkah yang seharusnya dibanggakan semua 
kalangan terutama para ahli hukum. 

Jika kita perbandingkan pandangan ahli hukum Inggeris 
rentang moralitas clan hukum maka bagi para ahli hukum Indonesia 
sesuai dengan karakreristik kolektivisme, maka moralitas individual 
(private morality) adalah juga moralitas publi (public morality), 
yang sulit diterima oleh para ahli barat termasuk ahli hukum yang 
relah memperoleh pengerahuan hukum barat. Namun demikian 
pandangan terakhir tidak berarti tidak ada solusinya karena 
dalam sistem hukum Indonesia masih diakui keberadaan clan 
keberlakuan hukum adat yang merupakan karakteristik budaya 
bangsa Indonesia. Keberlakuan karakteristik clan pengaruh hukum 
adat telah menyisakan apa yang disebut "collective judgment"7 

yang selalu lawan dari "individual judgment". Contoh di Indonesia 
mengenai kasus LGBT, juga relah menimbulkan perdebaran, pro 
clan kontra yang sesungguhnya bersumber pada perbedaan sudut 
pandang mengenai moraliras: individual ataukah publik. 

7 Patrick Devlin, Op.cit, hlm. 8 
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Berrolak dari karakteristik hukum adat maka perbedaan 
kedua jenis moralitas yang dikenal dalam pengetahuan barat tidak 
perlu dipersoalkan karena masyarakat adat yang akan memastikan 
relah terjadi pelanggaran di dalam lingkup kehidupan masyarakat 
tersebut. Berbeda halnya dengan perkembangan hukum modern 
yang berlaku di beberapa kora besar di Indonesia sebagai akibat 
adopsi pengerahuan barat dan terjalinnya pergaulan antar bangsa 
maka pandangan hukum barat masih mendominasi di dalam 
perdebatan dan pro dan kontra mengenai perbedaan kedua jenis 
moralitas sebagaimana relah saya uraikan di atas. 

Apakah Kaitan Etik, Moralitas dan Hokum Pidana? 

Dalam pandangan saya kaitan ketiga isu rersebur sangat erat 
clan saling terkait satu sama lain (inexttricably joined) karena erika 
somber dari moralitas dan hukum merupakan konkririsasi etik clan 
moral yang bersifat memaksa keparuhan anggota masyarakat dengan 
sanksinya. 

Dalam kaitan dengan sanksi hukum dimaksud maka diperlukan 
elaborasi mengenai penegakan hukum. 

Apakah penegakan hukum? Penegakan hukum selama ini 
baik dalam teori maupun dalam praktik sering dipaharni sebagai 
"integrated criminal justice system", clan pemahaman tersebur 

meliputi serangkaian proses sejak penyelidikan, penyidikan, 
pen unrutan sampai dengan proses pemeriksaan perkara dalam 
sidang pengadilan. Sesuai dengan UU RI Nomor 8 Tahun 1981 
tentang Hukum Acara Pidana Indonesia, proses peradilan pidana 
di Indonesia mengakui hak-hak rersangka!terdakwa dalam mencari 
clan mernperoleh keadilan rerapi bukan terhadap korban tindak 
pidana. Sistem peradilan pidana Indonesia berdasarkan UU tersebut 
relah menggunakan perpaduan antara "due process model" clan "crime 

control model". 
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Sistem peradilan pidana dalam teori mengenal dua model yaitu 
crime control model dan due process mode!'. Perbedaan kedua model 
tersebut yaitu model percama lebih mengutamakan efektiviras clan 
model kedua mengutamakan efisiensi peradilan pidana. Model 
percama lebih menguramakan tujuan penjeraan dari hukum pidana 
sedangkan model kedua menguramakan proses yang hams ditaati 
oleh apararur hukum. 

Prosedur yang hams dilalui berdasarkan sistern peradilan 
pidana pada hakikatnya sistern nilai yang harus dihormati oleh 
seriap apararur hukum karena berkaitan dengan hak asasi tersangka/ 
terdakwa. 

Selanjurnya Packer mengemukakan, "two models of the criminal 
process will let us perceive the normative antinomy at the heart of the 
criminal law. These models are not labeled Is and Ought, nor they are 
to be taken in that sense. Rather, they represent an attempt to abstract 
two separate value systems that compete for priority in the operation of 
the criminal process" .9 

Pernyataan Packer tersebut menjelaskan perbedaan nilai dibalik 
kedua model rersebur relah mengakibatkan perbedaan cara kerja 
sistern peradilan pidana. Namun di dalam membedakan kedua 
model peradilan pidana, Packer terap menggunakan istilah "due 
process values" dan "crime control values'"" sehingga perbedaan 
kedua model dalam menegakkan norma hukum pidana jelas 
dilandasi oleh nilai-nilai yang dianur oleh kedua model tersebut; 
model perrama dilandaskan pada "humanitarian values", tersangka/ 
terdakwa sebagai subjek; sedangkan model kedua, dilandaskan pada 
"mechanistic values", tersangkalterdakwa sebagai objek dari sisrern 
peradilan pidana. Penernpatan setiap individu di dalam sistern 
peradilan pidana, sebagai tersangka atau terdakwa sudah rentu bukan 

'Herbert L.Packer, "The Limits of the Criminal Sanction"; Sranford University Press, 
1968 

9 Herber L.Packer, ibid 
" Op.cit, him. 158-173 
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lagi persoalan erika acau moralicas melainkan persoalan hukum perse 

yaitu penghukuman atau pemuliaan hubungan pelaku acau korban. 

Pertanyaan apakah pelanggaran etika dapac dituntut secara 
pidana, jawabannya centu cidak dapat diancam pidana. Kapan 
pelanggaran etika merupakan pelanggaran hukum pidana, yaicu 
ketika dibalik pelanggaran ecika terdapat pelanggaran hukum pidana, 
contoh, seorang hakim celah melanggar kode etik karena telah 
bertemu dengan pihak yang berperkara dan terdapat pemberian uang 
kepada haltim yang bersangkutan. Perbuatan kolusi dan nepotisme 
dalam UU RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 
Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN telah diancam pidana.11 

Ancaman pidana untuk kolusi adalah pidana penjara paling singkat 
2 (dua) cahun dan paling lama 12 (dua belas) cahun dan denda 
paling sedikit Rp 200.000.000.- (dua racus juta rupiah) dan paling 
banyak Rp Rp 1.000.000.000,- (sacu milyar rupiah). Ancaman 
pidana untuk nepotisme sama dengan ancaman pidana kolusi. 

Masalah ecika dapac berujung pelanggaran hukum pidana 
celah diwujudkan dalam kedua pasal cersebut di acas. Begicu pula 
pelanggaran kode etik jabacan nocaris dapat berujung tunrutan 
pidana jika pembuatan akca notaris digunakan sebagai sarana 
uncuk melakukan kejahacan. Pelanggaran kode etik jabatan pada 
aparacur penegak hukum juga berlaku sama. Namun demikian jika 
terdapat perbuatan penyelenggara negara khusus aparacur hukum 
dan jabatan publik lain secara nyaca telah memenuhi dua alat bukti 
permulaan yang cukup sesuai kerentuan KUHAP maka perbuacan 
penyelenggara negara yang bersangkutan merupakan tindak pidana. 
Misalnya ucapan Ahok bahwa BPK RI "ngaco" dan lain-lain dari 
suduc etika kelembagaan negara jelas keliru akan tetapi jika perkataan 
Ahok kemudian menjurus kepada pelanggaran pidana bisa terjadi 
tuntutan pidana. 

11 Kolusi adalah permufakatan arau kerjasarna secara melawan hukum antar 
Penyelenggara Negara acau ancara Penyelenggara Negara den pihak lain yang merugikan 
orang, masyarakar dan arau negara. Nepocisme adalah seciap perbuaran Penyelenggara 
Negara secara melawan hukum yang mengunrungkan kepentingan keluarganya, clan atau 
kroninya di aras kepentingan masyarakac, bangsa dan negara (Pasal l angka 4 dan 5 ). 



P!!i/ Dr R111n/i /11111t1,o,ifmit,1. -1 I f ,  LLJJ 

Dalam pandangan saya etika merupakan inti dari hukum dan 
di dalam hukum itu sendiri baik hukum perdata maupun hukum 
pidana merupakan cermin dari sekumpulan etika yang telah 
dinormakan sehingga memerlukan sanksi adrninsrrarif perdata, 
atau sanksi pidana. 

Contoh kasus perremuan Setya Novanto clan mantan Presdir 
Freeport Indonesia (FI). Dari sisi etika pertemuan tersebur telah 
dinyatakan dalam sidang MKD sebagai pelanggaran etika sehingga 
yang bersangkutan terpaksa mengundurkan diri. Namun dari sudur 
hukum pidana, pertemuan tersebur tidak termasuk permufakatan 
jahat dengan alasan pertemuan yang bertujuan memuluskan rencana 
FI kepada Setya Novanto yang bukan pihak eksekurif melainkan 
anggota clan pimpinan legislatif yang berrugas clan berwenang 
dalam pembenrukan undang-undang dan pengawasan atas 
kinerja eksekucif. Janji-janji dalam pertemuan mereka bukan janji 
penyelenggara negara yang memiliki kewenangan terkai t urusan 
mineral clan barubara sehingga dapar dipastikan janji cersebur tidak 
akan dapar diwujudkan (dilaksanakan). Alasan kedua, pertemuan 
tersebut bukan merupakan tindak pidana permufakacan jahat 
karena alasan perrama, yang saya sebut "error in persona". Alasan 
ketiga, sekalipun di duga ada permufakatan jahat akan tetapi dugaan 
tersebur tidak cukup dibuktikan adanya "meeting of mind" anrara 
lebih dari satu orang melainkan juga harus dapat dipastikan bahwa 
ha! rersebut dapat dilaksanakan (diwujudkan), jika salah satu dari 
para pelaku mengetahui bahwa kejahatan yang celah dimufakati 
tidak akan cerjadi maka dugaan tersebut tidak terbukri perbuaran 
permufakatan jahac ( tindak pidana). 

Beranjak dari uraian clan contoh kasus tersebut di atas saya 
sependapat dengan Devlin 12 yang telah menyusun tiga pertanyaan 
yang bersifat interogatif khusus kepada dirinya sebagai berikut: 

• Has society the right to pas judgment at all on matter of morals? 
Ought there, in other words, to be a public morality, or are morals 
always a matter for private judgment? 
11 

Patrick Devlin, Op.cit, him. 7·8 
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• If society has the right to pass judgment, has it also the right to use 
weapon of the law to enforce it? 

• If so, ought it use that weapon in all cases or only in some; and if 

only in some, on what principles should it distinguish? 

Penutup 

I .  Persoalan erika dan penegakan hukum merupakan dua ha! yang 
berbeda secara fundamental akan tetapi keduanya memiliki 
keterkaitan satu sama lain. Etika bersumber pada agama dan 
kebiasaan masyarakat kbususnya pada masyarakat timur 
sedangkan penegakan hukum sejatinya merupakan penguatan 
etika yang "dipaksakan" dari faktor eksternal kepada seseorang. 

2. Moraliras dan hukum dua isu penting di dalam pengembangan 
erika ke dalam tataran pragmatis. Pandangan barat (sistern 
hukum Inggeris) memisahkan antara moralitas dan hukum 
dengan moralicas individual dan moritas publik. Namun kedua 
jenis moralitas tersebut tumpang rindih di dalam kenyataan 
kehidupan masyarakat dan sulit membedakannya secara tegas. 

3. Penegakan hukum implisit di dalamnya penegakan erika dan 
moralitas baik moralitas individual maupun moralitas publik. 

4. Penegakan etika, moral dan hukum di Indonesia seharusnya 
penegakan public morality bukan private morality perse karena 

nilai kesusilaan Pancasila terletak pada ada ridak adanya 
kehadiran dan keberlakuan asas musyawarah dan mufakac 

(negotiated and agreed). 



HUBUNGAN SISTEM PENEGAKKAN 

KODE ETIK DENGAN CRIMINAL 

JUSTICE SYSTEM 

Brigjen (Pol.) Drs. Coki Manurung, SH, MHum* 

P
ertama-cama kami atas nama pimpinan Polri mengucapkan 
cerimakasih acas undangan untuk memberikan kontribusi 

pemikiran dalam Seminar Nasional "Sistern Penegakan Erika 
Lembaga Perwakilan" yang diselenggarakan oleh DPR RI. Sebagai 
salah satu lembaga negara yang mempunyai tugas pokok anrara 
lain menegakkan hukurn, Polri tenru akan sangat terkait dengan 
beberapa ha! yang berkait dengan proses penegakan etika oleh DPR 
RI. 

DPR RI dalam penegakan etika anggota sudah mempunyai 
dasar hukurn, yaitu Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia Nomor I Tahun 2015 Tentang Kade Etik Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Ketenruan untuk beracara 
juga sudah diatur dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat 
Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Beracara 
Mahkamah Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia. 

Ketentuan kode etik anggota DPR RI tentu saja bersifat internal 
bagi anggoota DPR RI, sehingga bagi lembaga di luar DPR RI 
tentu saja tidak etis clan tidak mempunyai kompetensi untuk ikut 
campur. Dalam Peraturan DPR RI Nomor I Tahun 2015 secara 
tegas disebutkan, bahwa Kade Etik DPRadalah norma yang wajib 
diparuhi oleh setiap Anggoca selama menjalankan tugasnya unruk 
menjaga martabac, kehormatan, citra, clan kredibilitas DPR. Namun 
dalam kenyatannya, bisa jadi pelanggaran etika yang sifatnya internal 
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dapat berkembang menjadi tindak pidana karena ditemukan ada 
bukti cindakan pidana, sehingga pada akhirnya hal rersebur akan 
melibatkan pihak di luar DPR RI, dalam hal ini adalah Polri. Sesuai 
dengan TOR yang dikirim panitia, tema umuk seminar nasional ini 
adalah Hubungan Sistem Penegakan Kode Etik dengan Criminal 

Justice System. 

Pada ketemuan Peracuran DPR RI Nomor 1 Tahun 2015pasal 
20 ayat ( 4) tentang pelanggaran berat, pada huruf f dan g, diseburkan 
bahwa kriteria pelanggaran berat antara lain : 

1. Huruf "f": tertangkap cangan melakukan tindak pidana. 

2. Huruf "g": terbukti melakukan tindak pidana dengan ancaman 
pidana penjara paling singkar 5 (lima) tahun dan telah 
memperoleh putusan yang berkekuacan hukum tetap. 

Maka adalah sangac mungkin walau awalnya adalah sidang Kode 
Erik, alcan tetapi karena terkait dengan tindak pidana, cidak menutup 
kemungkinan teradu juga alcan menghadapi proses penyidikan 
tindak pidana, umuk iru maka perlu adanya pernbenrukan Komisi 
Kode Erik Dewan, dalam rangka menjamin aspek check and 
balances dalam penegakkan Kode Erik Dewan mengingat dalam 
sistern sidang Komisi dimaksud melibatkan komponen-komponen: 

1 .  Komisi Kode Erik; 

2. Penuntut; 

3. Pendamping, dan 

4. Sekretaris sidang Komisi Kode Erik: 

Untuk mernbahas lebih lanjut mengenai perlunya penegakan 
etika pada anggoca DPR, berikur dikutip pendapat dari ahli hukum 
tata negara Prof Saldi lsra, dalam culisan yang sudah dimuat di 
Jurr,al limn Pm1tttrintn/,a,1, F..disi 18, Tahun 2002. Pc:ngawa.,an 
bagi anggma DPR rnenjadi pCllring karcna konticusi relah 
rnemberikan pci1guacan yang luar biasa lmgi anggoca DPR. s�,elah 

perubahan UUD 1945, pcnguamn posisi DPR rldak hanya icrjadi 
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dalam pengacuran di ringkat konsticusi tetapi juga di dalam praktik 
ketacanegaraan. Banyak pendapat mengatakan bahwa perubahan 

UUD l 94 5 menghasilkan supremasi D PR. Bahkan, ada penilaian 
bahwa prakrik penyelenggaraan negara berada di bawah ancaman 
tirani DPR. Penguatan serupa juga terjadi pada lembaga perwakilan 
rakyat daerah (DPRD). 

Amandemen Pasal I ayat (2) clan Pasal 2 ayat ( !) UUD 1945 

berimplikasi pada reposisi peran MPR dari lembaga tertinggi negara 
(supreme body) menjadi sebatas sidang gabungan (joint session) antara 
DPR clan DPD. Dalam sisrern bikameral, masing-masing kamar 
mencerminkan jenis kererwakilan yang berbeda yaicu 

DPR merupakan representasi penduduk sedangkan DPD 
merupakan representasi wilayah (daerah). Perubahan ini, 
diharapkan, rnenciprakan keseirnbangan antara lembaga-lernbaga 
negara schmgga mekamsme checks and baumcr.s bcrj:tlan ranpa 
ad.my:. sebuah lembagu yang mempunyai kekuasaan leblh tinggi 
dar! yang lainnya, 

0�ri naalisis canten: dlkerahui beberapa pasal hasil perubahan 
berporensi merusak rnekanisrne .-hrrk and b11/,mcet. Porensl ini dap:H 

diamarl dalam pasal-pasal cemang DPR yang berhubungan dengan 
DPD rnaupun dengan lernbaga-lernbags negara yang lain. 

P,m.n,111, perubahan rndikal terhadcp kcrentuan Pesal 5 ayat 
( I )  clan Pasal 20 a.ya1 ( I )  VllD 1945 dengan mengumngi secara 
signifikan kekuasaan Preslden dalarn rnembuat und:mg-undang 
mtnjad.J pro= polirik di DPR sebagai kekuaran paling dorninan 
dalam rnenerjernahkan rumusan-rumusan normatlf yang terdaput 

dalarn UUD. upremasi DPR dalam proses lcgislasi menjadi 
sangac domlnan karenu Presiden tidak rnempunyal pllihan lain, 
kecuali rnengesahkan RVU. Keharusan bagi Presiden untuk 
menandatangani semua RUU yang celah disetujui secara eksplislr 

dinyatakan dalam Pasal 20 ayat (5) bahwa dalarn ha! RUU yang 
telah diserujui bersama tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu 
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tiga puluh hari semenjak diserujui, RUU itu sah menjadi undang­ 
undang dan wajib diundangkan. 

Kedua, adanya rumusan "reaktif" Pasal 7C UUD 1945 yang 
menyatakan bahwa Presiden tidak dapat membekukan dan/atau 
membubarkan DPR. 

�1,ga, beberapa pcrubuhan rnenernpatkan DPR sebagni 
lembags penenru kata-purus dalarn benruk rnernberi "perserujuan" 
rerhadap beberapaageoda kenegaraan, antara lain adalah ( I )  Preslden 
dalam ruernbuat pcrjanjinn internasicnal yang rnerumbulkan 

akibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat, (2) peraturan 
pemerinrah pengga.mi undang-undang, (3) pengangk:u.u:i Hakim 
Agung, (4) pengangkatan dan pcmherhenrian anggora Komisi 

Yudislal. DI samping iru, rnasih ad� :q,cada lain y:mg mernerlukan 
"perdrnbangan" DPR. anrara lain adalah ( !.) pengangbtll.ll Duo dan 
Konsul, (2) rnenerima penernpatan dura negarn lain, (3) pemberian 
amnesti dan abolisi. 

Kekuasa.an ke tangan DPR bertambah banyak dengan adanya 
kewenangan untuk mengisi beberapa jabatan strategis kenegaraan, 
misalnya menentukan tiga dari sernbilan orang hakim Mahkamah 
Konstitusi, dan memilih anggota 

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Di samping itu, DPR juga 
menjadi lembaga yang paling menentukan dalam proses pengisian 
lembaga non-state lainnya (auxiliary bodies) seperti Komisi Nasional 
Hak Asasi Manusia, Komisi Pemilihan Umum. Catatan ini akan 
bertambah dengan adanya keharusan untuk meminta pertimbangan 
DPR dalam pengisian jabaran Panglima TN!, Kepala Kepolisian 
Negara RI (Kapolri). 

Oleh karena itu kalau kita arnati, DPR RI relah secara tegas 
memberikan "wilayah" kode etik yang hams dipatuhi ioleh anggota 
dalam rangka menjaga harkat, martabar, kehormatan, cirra, clan 

kredibilitas dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya 
serta dalam menjalankan kebebasannya menggunakan hak 
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berekspresi, beragama, berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan 
pikiran dengan lisan dan tulisan. 

Sesuai dengan Peraturan DPR RI Nomor I Tahun 2015, 
"wilayah" kode etik yang hams dipatuhi oleh anggcra adalah ; 

1. Kepencingan umum; 

2. Incegricas; 

3. Hubungan dengan mitra kerja; 

4. Akuncabilitas; 

5. Kecerbukaan dan konflik kepencingan; 

6. Menjaga kerahasiaan; 

7. Kedisiplinan; 

8. Hubungan dengan konsrituen atau masyarakat; 

9. Perjalanan din as; 

I 0. Independensi; 

1 1 .  Pekerjaan lain di luar rugas kedewanan; 

12. Hubungan dengan wartawan; 

13. Hubungan dengan tarnu di Lingkungan DPR; 

14. Hubungan ancar-anggota dengan Alar Kelengkapan DPR; 

15.  Erika persidangan; dan 

16. Hubungan dengan Tenaga Ahli, Staf Adrninistrasi Anggora, 
dan Sekrerariat Jenderal 

Sejalan dengan uraian tersebur diatas, bahwa sesuai dengan pasal 
l ayat (2) UUD 1945 yang amanatkan bahwa kedaulatan berada di 
rangan raky:,t dan dilaksanakan menurur Undang-Undnng Dasar, 
rnaka seriap pelabar ncgara sc.u:1i dengan cugas clan tnnggunjawab 
yang Jicmbannya harus senantiasa rnendahulukan pelayanan 
kepadn rnasyarakar dari pad.a Irnbalan (pendapacan), artinya 
mendahulukan apa yang harus dikc:rjnkan, bukan berapa bay:i.ran 
yang harus direrlma, .,.,hubung.m ha! rersebut kepuasan konsumen 
atau pelanggan dala.m ha! ini rnasyarakat harus lebih diueamakan. 



Sebagaimana dikerahui bahwa sesuai dengan perkembangan 
lingkungan srrategik dewasa ini relah bergulir isu sentral antara 
lain demokrarisasi, cransparansi, hak asasi manusia dan lingkungan 
hidup harus direspon secara proakrif oleh seriap stekbolder dalam 
rangka mengeliminir rerjadinya permasalahan-permasalahan sosial 
yang berakibar terjadinya konflik baik vertikal maupun horisonral 
melalui langkah-langkah nyata dari berbagai pihak secara berhasil 
dan berdayaguna. 

Salah saru diantara langkah-langkah srarregik yang dilakukan 
oleh para stekholder dimaksud antara lain adalah penegakkan 
hukum yang dilaksanakan dengan prinsip: cepat, rnurah, profesional, 
proporsional, transparan dan akuntabel dalam rangka menjamin 
rujuan hukum yairu keadilan, kepasrian hukum dan kemanfaatan 
hukum sebagaimana diamanatkan dalam pasal I ayat (3) UUD 

J 94- bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. bal lni s.inguc 
pen ting mengingar penegaklron hukwn yang ti,� dsn humanis akan 
berimplikasi posirif rerhadap segl htdup dan kehidupan masyarakac 
balk dibidang Jdeologi, polidk, ekonoml, sosial, budaya, pertahanan 
dan keamanan. 

Sehingga dalam rangka menjaga dan menjamin berlangsungnya 
norma-norma hukum yang berlaku di rengah-tengah masyarakat 
maupun pejabar publik, maka perlu dilakukan upaya-upaya preemtif 
dan preventif melalui kegiaran sosialiasi secara kornprehensif serra 
membangun kesadaran masyarakat dan pejabar publik untuk 
tidak melakukan pelanggaran hukum bagi masyarakar maupun 
pclanggaran kodc erik dan tindak pidana bagi pejabar publlk, 
sclungga a pabila ha! tersebur tidak dilakukan dengan baik dan benar 
yang dilandasi dcng,rn had nurani baik oleh masynrakar rnaupun 
peja.lnc publik. maka tidak aria alcemarif lain hams dllakuk:m 
penegakkan hukum, sehingga diharapkan Jj era rcli;,rmasl dewasa 
ini hukum hams dijadikan sebagai "Pangiima", 

Mensi cir pernyataan yang terruang dalam term of reference yang 
disampaikan oleh Sekreraris Jenderal DPR RI yang menyacakan 
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"perkernbangan lain yang juga memerlukan respon signifikan adalah 
tatkala MKD (Mahkamah Kehorrnatan Dewan) telah memutuskan 
berbagai kasus yang secara bersamaan tidak memperoleh cukup 
bukri pelanggaran dalam pandangan hukum, pada titik tertentu 
keputusan-kepurusan MKD tentang berbagai kasus yang 
rnelibarkan anggota DPR terkadang mengundang resistensi dari 
kalangan anggota DPR itu sendiri, bahkan keputusan-keputusan 
yang didasarkan atas mekanisme kode erik dan tata beracara MKD 
sebagaimana terrnaktub dalam Peraturan DPR RI tentang Kode 
Etik dan Tata beracara MKD, terkadang menuai respon negatif dan 
memunculkan gugatan Peradilan Umurn". 

Fenomena terseburu diatas, adalah merupakan tantangan bagi 
DPR RI untuk melakukan langkah dan upaya strategis, mengingat 
DPR RI mengemban rugas dan kewenangan yang sangat signifikan 
yaitu sebagai rnirra Pemerintah yang berfungsi dalam bidang Legislasi, 
Anggaran dan Pengawasan, sehingga memerlukan kehadiran 
anggota-anggora DPR yang memiliki kapasiras, kapabilitas dan 
integritas yang tinggi dalam menjalankan rugas pokok dan fungsi 
dan perannya sehingga dapat berhasil dan berdayaguna sesuai 
dengan eksperasi masyarakat dalam mewujudkan Good Goverment 
dan Clean Gouerment, mengingat Hasil keputusan MKD dalam 
rapar/Panel Kode Erik angora Dewan masih ada celah hukum 
dalam menyikapi keputusan MKD rersebur antara lain Pengadilan 
Tata Usaha Negara (PTUN), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 
(Komnas Ham), Ombudsman RI, media dan masyarakat, serta 
Komisi Kepolisian Nasional unruk Instirusi Polri (sebagai conroh), 

Dalam kesempatan ini narasumber akan rnencoba 
mengkomparasikan sistern penegakkan Kode Erik yang dianur 
oleh Polri, Criminal justice System dan penegakkan kode erik yang 
dilakukan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) serta 
hubungan dari ketiga sistem tersebut sebagai berikut: 

I. Sistem penegakkan Kode Erik Profesi Polri yang digunakan 
sebagai hukum materialnya adalah Peraruran Kapolri Nomor 



14 Tahun 201 1  cenrang Kode Erik Profesi Polri, sedangkan 
hukum formalnya menggunakan Peraturan Kapolri Nomor 19 
Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi clan Tata Kerja Komisi 
Kode Erik Polri (SOTK KKEP), dengan komposisi komponen 
sidang KKEP sebagai berikut: 

a. Ranah Akreditor: 

1) menerima clan membuac Laporan Polisi 

2) melaksanakan pemeriksaan pendahuluan yangmeliputi: 
Audit lnvescigasi, Pemeriksaan clan Pemberkasan; 

3) menyerahkan berkas perkara pelanggaran Kode Erik 
Profesi Polri ke Sekrecariac Komisi; 

4) rnenyusun persangkaan clan penuntutan, 

5) sebagai penunruc dalam sidang KKEP; 

b. Ranah pendamping dari fungsi hukum: 

1) melaksanakan pendampingan Terduga Pelanggar dalam 
pemeriksaan; 

2) melaksanakan pendampingan dalam sidang KKEP; 

c. Ranah Komisi Kode Erik Polri: 

1) memeriksa Terduga Pelanggar dalam sidang KKEP; 

2) mernutus perkara dugaan pelanggaran KEPP; 

d. Sekretariac Komisi sidang Komisi Kodc Erik Polri; 

1) menelici berkas perkara pelanggaran KEPP; 

2) membuac surar permohonan pendapat clan saran 
hukum dari fungsi hukum 

3) membuac surac permohonan pernbentukan kornisi, 

4) membuac jadwal sidang; 

5) sebagai norulen dalam Sidang KKEP; 

6) membuac laporan hasil Sidang KKEP; 

e. Ranah Sumber Daya Manusia (SDM) Polri: 
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1) membuat surat kepucusan putusan Sidang KEPP 
cerkait putusan PTDH; 

2) membuat surac kepurusan rehabilicasi personel. 

f. Dalam memutuskan perkara dugaan pelanggaran Kode 
Ecik Profesi Polri Komisi sidang senantiasa berorientasi 
pada sistem pernbukrian, dalam hal ini telah diamanatkan 
dalam pasal 55 Perkap Nomor 19 cahun 2012 centang 
SOTKKKEP: 

ayac (1) yang berbunyi "dalam rnenjatuhkan putusan sidang 
didasarkan pada keyakinan KKEP yang didukung sekurang­ 
kurangnya 2 (dua) alac bukci yang sah, bahwa pelanggaran 
KEPP benar-benar terjadi dan terduga pelanggar yang 
melakukan pelanggaran. 

ayac (2) yang berbunyi "alat bukti yang sah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) melipuri: 

a. kecerangan Saksi; 

b. keterangan Ahli; 

c. surac I dokumen; 

d. bukci elekcronik; 

e. petunjuk, dan 

f. kecerangan terduga pelanggar. 

2. Criminal Justice System yang digunakan sebagai hukum 
materialnya adalah Kicab Undang-undang Hukum Pidana 
(KUHP), sedangkan hukum formalnya menggunakan 
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981  cencang Kirab 
Undang-undang Hukum Acara Pidana, dengan komponen 
sidang peradilan umum sebagai berikut: 

a. Ranah dan cugas Penyidik Polri: 

I) penerimaan Laporan Polisi; 

2) melaksanakan penyelidikan dan penyidikan; 

3) menyusun berkas perkara; 



4) menyerahkan berkas perkara ke JPU; 

5) menyerahkan tersangka dan barang bukti setelah P.21;  

b. Ranah dan rugas Jaksa Penunrur Umum: 

1) meneliti berkas perkara yang direrima dari Penyidik; 

2) melakukan penuntutan; 

3) melaksanakan purusan hakim yang rel ah berkekuatan 
hukum retap (inkraht van guwisde); 

c. Ranah dan rugas Hakim: 

1) memeriksa tersangka disidang Pengadilan; 

2) rnernutus perkara. 

d. Dalam memuruskan perkara tindak pidana Hakim 
senantiasa berorienrasi pada sisrem pernbukrian, dalam ha! 
ini telah diamanatkan pada pasal 184 KUHAP. 

ayat I l) :  

yang berbunyi "Alar bukti yang sah ialah: 

a. Keterangan saksi: 

b. Keterangan ahli; 

c. Surat; 

d. Petunjuk; 

e. Keterangan terdakwa; 

ayar (2): 

yang berbunyi "hal yang secara umum sudah dikerahui 
ridak perlu dibukrikan". 

3. Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) yang digunakan sebagai 
hukum marerialnya adnlah Peraruran Dl'R R1 No I rahun 2015 
ccnr:ang Kode Ecik DPR Rl don Peraruran DPR RI No 2 rahun 
2015 renrang Tara Beraeara Mahkamah Kchormamn Dc:,.v;u; 
(MKD), dcngan sistcm persidangan dalarn benruk panel, swagal 
berikut: 

a. pcnerimaan laporan pengaduan; 
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Hng,tn (Pol) l)rr. C:olei ,\.Jm111n1t1.,I!,,.} H., ,\f.Hllm 

b. melaksanakan pengumpulan data dan alat bukri: 

c. memanggil pengadu dan teradu, 

d. melaksanakan rapat I panel dalam rangka memeriksa 
pengadu, saksi, ahli dan teradu, 

e. memutus perkara Kade Erik. 

f. Dalam memucuskan perkara Kade Etik Rapar/panel MKD 
belum secara tegas menggunakan sistem pernbukrian dalam 
memutuskan perkara Kade Erik Dewan. 

4. Dari keseluruhan uraian tersebut diatas, dapar diidenrifikasi 
14 (empat belas) perbedaan yang mendasar dalam sistem 
penegakkan Kade Erik Profesi Polri, Criminal justice System dan 
Mahkamah Kehorrnaran Dewan (MKD). 

5. Namun demikian selain adanya perbedaan tersebut diaras, 
terdapat hubungan yang sangat erat anrara ketiganya yaitu 
bahwa selain Kade Erik Profesi Polri merupakan bagian dari 
hukum posirif yang diterapkan dalam Criminal Justice System, 
mengingat bahwa sistern penegakkan Kade Erik Profesi Polri 
merupakan Kuasi Criminal Justice System, sedangkan sistem 
yang digunakan oleh MKO dalam penegakkan Kode Erik 
Dewan masih sedikit ada perbedaan, Mengingat menggunakan 
sistem rapar/panel. 

Bertidk rolak dari uraian rersebut diatas, rnaka dapat dismpulkan 
beberapa ha! sebagai berikur: 

I .  Ketenruan Kode Erik DPR RI bersitar inrernal bagi anggata 
DPR RI dan perlu adanya check and balances; 

2. Hasil keputusan Kade Etik masih ada celah hukum dimana 
adanya lembaga-lembaga lain yang dapat menyikapi atas 
keputusan itu anrara lain PTUN, Kornnas Ham, Ombudsman 
RI, (Kornpolnas uncuk Polri), (media dan masyarakat); 

3. Implementasi peraturan DPR RI Nornor 1 dan Nomor 2 
Tahun 2015 belum dapat dilaksanakan secara maksimal, perlu 
dilakukan penyempurnaan; 
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4. MKD masih beranggocakan dari fraksi-fraksi yang ada di DPR; 

5. Putusan sidang Komisi Kode Etik Dewan bersifat final. 

Untuk itu dalam kesernpatan yang baik ini ijinkanlah 
narasumber unruk menyampaikan beberapa rekomendasi unruk 
dijadikan bahan pertimbangan guna penyempurnaan penegakkan 
Kode Erik anggota DPR sebagai berikut: 

1. DPR RI perlu menyusun peraturan DPR RI tentang Struktur 
Organisasi Dan Tata Kerja (SOTK) Komisi Kode Etik DPR RI 
secara detail sebagai landasan beracara pelangaran Kode Erik 
Profesi anggoca DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/ 
Kora, dengan uraian sebagai berikut: 

a. Adanya bagian Pelayanan Pengaduan; 

b. Adanya sekretariat penegakkan Kode Erik; 

c. Adanya Akrediror yang bertugas melaksanakan Pemeriksaan 
pendahuluan dan selaku penuntur: 

d. adanya pend.amping hukum; 

e. Adanya Komisi Sidang Kode Erik Dewan 

2. DPR RI mernbenruk rim audit invesrigasi, pemeriksaan dan 
pemberkasan pelanggaran Kode Erik yang dilakukan oleh DPR 
RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota; 

3. DPR RI mernbenruk kesekretariaran penegakkan Kode Erik 
Profesi anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota, 
sesuai dengan tingkatannya, dengan uraian sebagai berikur: 

a. Meneliri berkas perkara pelanggaran Kode Erik, 

b. Melaksanakan tugas adminisrrasi sidang Kode Etik; 

c. Menyusun jadwal sidang Kode Erik, 

d. Mempersiapkan ruang sidang Kode Etik; 

e. Menyusun Laporan hasil sidang Kode Erik. 

4. DPR RI mernbentuk Komisi Kode Erik Profesi yang bertugas 
melaksanakan penegakkan Kode Etik anggota DPR RI yg 
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d.ibentuk dari personel-personel independent, anwa lain dari 
unsuc: 

a. Akadcmisi; 

b. Praktisi Hukum; 

c. Tokoh Masyarakat; 

cl. Profesional; 

e. Dan lain-lain. 

Dalam hal ini berrujuan untuk menjamin kcmandirian clan 

indepcndensi Komisi dalam mengambil keputusan sidang Komisi 
Kode Erik tanpa adanya intcrvensi dari pihak internal maupun 
ekstcrnal. 

&..,. (Pol.) Dn. CMi � SH, MR- 
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PERSPEKTIF PENEGAKAN 

HUKUM YANG BERDIMENSI 

PELANGGARAN ETIKA 

Widyo Pramono" 

Pendahuluan 

N
egara Indonesia rnerupakan negara yang menganuc kedaulatan 
rakyat, sebagaimana disebuckan dalam alenia ke em pat 

Pembukaan UUD 1945. Hal tersebuc juga dicegaskan dalam 
Pasal I Ayac (2) UUD 1945 yang menyarakan bhawa "kedaulatan 

adalah ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang 
Dasar". Secara teori, kedaulacan rakyac menurucjj Rousseau, dalam 
bukunya "Le Contract Social", mengutarakan bahwa kekuatan rakyat 
merupakan ha! yang tertinggi dalam suatu perjanjian masyaakat 
(komrak sosial), yang diimplernentasikan dapat dilakukan melalui 
perwakilan. 

Pelaksanaan kedaulatan rakyat di Indonesia salah satunya 
dilaksanakan oleh DPR RI sebagai Lembaga Perwakilan Rakyat. 
Dimana berdasarkan sejarahnya, semenjak terjadinya Reformasi 
terjadi perubahan struktur organisasi kenegaraan maupun sistem 
politik nasional yang lebih diarahkan untuk mencapai cita-cita 
nasional sekaligus mencegah penyalahgunaan kekuasaan melalui 
model pemisaban kekuasaan (separation of powers) dengan prinsip 
saling mengawai dan mengimbangi (check and balances). Hal 
tersebut menjadikan kedudukan DPR RI saat ini jauh lebih kuat 
dan seimbang dengan pemerintah dibandingkan sebelumnya yang 
hanya lebih dicitrakan clan diposisikan sebagai sternpel kare bagi 
kebijakan pemerintah . 

.. Pcnulis adalahjaksa Agung Muda Pcngawasan Kejaksaan Agung Republik Indonesia 
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Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 20A Ayat (1) UU 1945, 
DPR RI mcmiliki 3 fwigi;i urama, yaitu .fimgi.i kg,slnn. fimgsi 
an[!,anm. dan fiwg!i pmgu.w111a11. Dslam menj;ilank.rn fungsl 
tersebur, DPR RI merrullki pecan antara lain ynknl 111,myumn, 

mrmbahast1 dan 111mn11pkmr rmd,mg-rmdang bersarna Presiden, 
rncmberikan persetujua» .-ita, RUU tentang Al'BN yung diajuknn 
oleh Presiden, serra mmg11111t1Si p,menmah dalarn meldm111aka11 
Undang-Undang dan kebijakan pemerinrah. 

Kedudukan dan fungsi DPR R! tcrsebur, rnernhuar peran 
DPR RI menjadl umaki11 pellli11g dalarn pcnyclcn�'llllan ncga.ra. 
Olah karenunya dnlam pelaksaan Fwigsi rersebut dlburuhkan figure 
pnra Anggot.1 DPR RI yang mampu memberikan telnd,m kepada 
11111.ryarakat luas. Di slsi lam. saat Ini sering muncul pemberlraan 
tenrang pmlnk11 y,mg ridak ltrp11p dan sebagian Anggora DP 
RRI, bahkan pcrllaku rersebui scdng kali berdnnenu pada adanya 
dugaan pd.tnggaran hukurn. Hal terscbut menjadlkan keprlbarinan 
tersendiri mcnglngac mmun11111;w ringkat kepem1.r,,a11 m,isynralmt 
i11kon hHrpomm merunruhkan muruib11t, krhomumm. citm. clan 

kredibilitas DPR RI sebagai wakil rakyat. 

Terkait dengan hal tersebut, setiap Anggota DPR RI pada 
hakekatnya memiliki kewajiban untuk memenuhi kode etik selaku 
Anggora Dewan, sebagaimana termuat dalam Peraruran Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 
rcnmng Kode erlk Dewan l'crwakilan Raky-Jt Republik Indonesia, 
Kehndirnn Mahkarnah Kd:iorm,a:rn Dewan (MKD) rnenjadi suau 
kmuaJ.)'Ua11 bagi rcgaknya Kade Erik Dewan, hal rnarra sccara rtg:,,, 
diseburkan dalarn Pa53l 1 1 9  Ay:u (2) UU Nomor 17 Tahun 2014 
yang menyarakan bahwa MKD betujuan unruk menjaga serta 
menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPR RI sebagai 
Lembaga Pertoakilan Rakyat. 

Secara khusus, pemrosesan etika yang dilakukan oleh MKD 
sangat berkaitan erat dengan proses pemeriksaan peri/aku dari Anggora 
Dewan yang dapat juga berporensi melanggar hukum. Untuk itu 
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diburuhkan sinergitas antara MKD degan aparat penegak huleum, 
mengingat adanya perbedaan yang mendasar baik secara jormil 

maupun materil dalam menangani kedua hal rersebut. Berdasarkan 
uraian di maksud, maka pengambilan tema "Seminar Penegakan 
Etiea Lembaga Penoakilan", adalah tepat uncuk menggambarkan 
sinergotas dengan upaya penegakan hukum oleh Aparac Penegak 
Hukum. 

Kode Etik Anggota Dewan 

Secara etimologis etika berasal dari bahasa Yunani kuno yaicu, 
"ethos'; yang berarri kebiasaan, adat, akhlak, watak, peraasaan sikap. 
Lebih lanjut, etika dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 
ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan rencang ha! dan 
kewajiban moral (akhlak). Erika juga dapar diartikan sebagai sebuah 
cabang filsafac yang berbicara mengenai nailai dan moral moral 
yang menenrukan perilaku manusia dalam hidupnya, Dari beberapa 
pengertian rersebut, dapac diambil sebuah kesimpulan bahwa erika 
adalah akhlak acau kebiasaan yang menuruc manusianya itu sendiri 
masih dalam koridor acau jalan yang benar. 

Disamping itu, etika juga melekat dalam setiap interaksi yang 
dilakukan manusia dengan sesamanya. Oleh karena itu, ecika sering 
kali berkaitan dengan konsep yang dimiliki oleh individu ataupun 
kelompok untuk menilai apakah cindakan yang dikerjakannya 
itu salab, benar; baik, atau buruk. Secara formal etika sering kali 
dibakukan dalam sebuah Kode etik dimana kode ecik mengandung 
pengertian sebagai suatu po/a aturan, tata cara, tanda, pedoman 
etik ketika melakukan suatu kegiacan atau suatu pekerjaan. Kode 
etik juga dapac diartikan sebagai sebuah sistem untuk menyacakan 
perbuatan apa saja yang benar atau salab, perbuatan apa yang harus 
dilakukan dan perbuatan apa saja yang harus dibindari. 

Terkaic dengan ha! tersebut, pemberlakuan suacu Kode Erik juga 
hams diterapkan dalam setiap bidang kebidupan. Konsep tersebur 
uramanya berlaku bagi pejabat publik mengingac pejabat publik 
rnerniliki cugas dan kewenangan yang besar dalam penyelenggaraan 
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negara, Selain iru, pejabar publik j11ga menjadl pub/ik figuryang 
mcnjadlro11mh hagi masya.rakar luas, sebagalrnana sebuah peribahssa 
yang menyatakan bhawa "Guru kcncing berdlr], murid kencing 
bcrlnku" dan kini berkembang tidak sekcdar "Guru kencmg berdirl, 
rnurid kencing oerlarl", 1cmpi malah meniadi rnurld meagencingi 
guru, Nmlllzubillah mlndwtk. 

Secir.i khusus, pernbahasan rnengenal Kade Erik AnggoGI 
Dc:wan dalam rnenjalnnkan mgas dan wc:Wcnangnya dapar klro 
jumpai dalarn Peraruran DPR RJ Nomor I Tahun 2015 renamg 
Kodc Erik DPR R!. Adnpun yang dimnksud dengan Kolk Etik 
DPR arl:ilah narma yang w,1jib dipa111JJJ oleh s�mp n11ggota selarna 
menjalankan rng,1.mya untuk mmjagn marrabin, lahormtuan, atm; 
dun J:rl!dibilita, DPR 

Lebih lanjut, dalam kode erik tersebut dijelaskan mengenai 
norma-norma berperilaku setiap Anggota Dewan dalam beberapa 
ha! yakni mengenai: 

I .  Kepentingan umum; 

2. Inregriras: 

3. Hubungan dengan rnitra kerja; 

4. Akunrabiliras keterbukaan clan konflik kepentingan: 

5. Rahasia; 

6. Kedisiplinan; 

7. Hubungan dengan konsiruen a tau masyarakat; 

8. Perjalanan dinas: 

9. Independensi: 

10. Pekerjaan lain diluar mgas kedewanan; 

1 I .  Hubungan dengan wartawan; 

12. Hubungan dengan rarnu di lingkungan DPR; 

13. Hubungan antar Anggota dengan kelengkapan DPR; 

I 4. Erika persidangan; 
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15. Hubungan dengan tenaga ahli, scaf dengan tenaga ahli serta scaf 
administrasi anggota dan sekretais jenderal. 

Dalam ketentuan tersebut, juga diatur mengenai pelanggaran 
terhadap Kode Erik yang dapat diuraikan sebagia berikut: 

I .  Pelanggaran peraturan perundang-undangan oleh Anggota 
merupakan pelanggaran Kode Etik. 

2. Pelanggaran ringan adalah pelanggaran Kode Erik dengan 
kriteria sebagai berikuc 

a. Tidak mengandung pelanggaran hukum: 

b. Tidak menghadiri rapat yang merupakan fungsi, cugas, 
dan wewenangnya sebanyak 40% (empat puluh persen) 
dari jumlah Rapat Paripurna dalam 1 (satu) masa sidang 
atau 40% (empac puluh persen) dari jumlah Rapar Alat 
Kclengkapan DPR dalam 1 (sacu) masa sidang tampa 
keterangan yang sah dari Pimpinan Fraksi atau Kecua 
Kelompok Fraksi: 

c. Menyangkuc etika Pribadi dan Keluarga; atau 

d. Menyangkut Tata Tecib Rapat yang tidak diliput media 
massa. 

3. Pelanggaran sedang adalah pelanggaran Kode Erik dengan 
kriteria sebagai berikut: 

a. Mengandung pelanggaran hukum; 

b. Mengulangi perbuatannya yang telah dikenai sanksi ringan 
olehMKD; 

c. Mengulagi ketidakhadiran dalam rapat yang merupakan 
fi.mgsi, cugas, dan wewenangnya sebanyak 40% (ernpar 
puluh persen) dari jumlah Rapar Paripurna dalam 1 (sacu) 
masa sidang acau 40% (empat puluh persen) dari jumlah 
Rapar Alat Kelengkapan DPR dalam 1 (satu) masa sidang 
campa keterangan yang sah dari Pimpinan Fraksi acau Kerua 
Kelompok Fraksi setelah sebelumnya mendapatkan sanksi 
riangan; atau 



d. Menyangkut pelanggaran tata terrib rapat yang menjadi 
perharian publik. 

4. Pelanggaran berat adalah pelanggran Kode Erik dengan kriteria 
sebagai berikur: 

a. Mengulangi perbuatannya yang celah dikenaik sanksi 

sedang oleh MKD; 

b. Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud 
dalam undangn-undang yang mengacur mengenai Majelis 
Perrnusyawararan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Dae rah; 

c. Tidak dapar melaksanakan tugas secara berkelanjutan acau 
berhalangan recap sebagai anggoata selama 3 (tiga) bulan 
berturut-rurur ranpa kererangan yang sah; 

d. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Anggora sebagaimana 
ketentuan mengenai syarar calon anggoca yang diacur 
dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemilihan 
Umum Anggota Dewan Perwkailan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 

e. Melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur 
dalam undang-undang yang mengatur mengenai Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah; 

f. Tertangkap tangan melakukan tindak pidana; atau 

g. Terbukti melakukan tindak pidana dengan ancaman 
pidana penjara paling singkat 5 (lima) rahun dan celah 

memperoleh putusan yang berkekuaran hukum terap. 

Dari beberapa jcnis pelimggarnn Kode Erik �ebagaimana 
diuraikan di atas, maka r�Jiipal beb�rap:• hal y.rng pcrlu mendapa: 

pul,mi,m ya.k.ni adanva p•longgar,J/1 hul:um dan 1i11lll1k pilll11u, 
scbagai kritcria sebuah pelanggaran Koclc Erik. Terkau dcngan hal 
tersebur, secarn garnblang E. Y. Kanter dan S.R. iamuri melalui 
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bukunya membedakan hukum menjadi 2 (dua) yakni hukum publik 
dsn h,Jmm perd11.111. Hukum publlk adalah keseiuruhan gatis·g:iri.s 
hukum y:ing berhubungan dengan bangunnn nc:gara arau bsdan­ 
hadan n.cgara. yaitu bagairnana badnn-badan negam melaksanakan 
ruga.snya. baga.i.mann hubungan kekuasaannya dcngnn rnasyarakar 
arau pcrseornngnn dnn sebaliknya. Dalsrn ha! inilmkum p11b/Jkdibagi 
rnerqadi 3 (tiga), pk11i bukum rum. ncgara, hukum adrnlnisrrasi, 
hukum pldana, Sedangkan y:ing dimaksud dengan hukum perdara 
adalah kerenruan-keteoruan yang mcngarur hubungan hukum 
amara sesama warga perseorangan arau warga rersebur dengan 
penguasa sebagai pribadi atau perseorangan. 

Mendasarkan pada pembagian hukum tersebut, maka dipandang 
perlu adanya kejelasan mengenai "mengandung pelanggaran hukum", 
mengingac hukum memiliei dimensi yang luas, sehinga dikhawatirkan 
dapac menimbulkan multi tafor dalam penerapannya. 

Penegakan Hokum yang Berdimensi Pelanggaran Erika 

Untuk menunjang befi:ing.sinJ111 slsrern hukum, maka 
diperlukan adnnyn suatu sistem erika yang diregakkan secara posicif 
yrurni berupa Kode Erik Di sekror kc:neg:ua:m clan pemerlnrahan, 
ha! tersebut rerwujud ke dalarn Pedornan Organisasi dnn Tara 
Kerja yang bersifar internal, sedangkan dl llngkungan organisasl 
m,15)'llfakar rerwujd dalam anggarnn ntau pedoman rumah ranm,:.1 

organlsasi, l'mlus1111,,n Kodt ml, rersebuc ridak rerlepas dad adanya 
upaya pencegahnn rerjadinya pelanggaran hukum muupun tindak 
pidana yang dilakukan oleh anggoranya. 

Terkair dengan ha! rersebut GP Hoefoagels secara regas 
menyatakan kebijakan penanggulangan kejahatan (criminal policy} 
dapat dikelompok.kan menjadi 2 (dua) bagian yaitu: 

1 .  Kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana di luar 
hukum pidana (nonpenal policy) melalui influencing views of 
society on crime punishment (mass media) dan prevention without 
punishment. 

.. 



2. Kebijakan criminal dengan menggunakan sarana hukum pidana 
(penal policy) melalui criminal law application. 

Pada dasarnya kebijakan penanggulangan kejahatan 
menggunakan sarana di luar hukum pidana dapar diarrikan sebagai 
pencegahan {preventif), sedangkan kebijakan penanggulangan 
kejaharan dengan menggunakan sarana hukum pidana dapar 
diarrikan sebagai penindakan (represif). 

Terkair dengan upaya penindakan menggunakan sarana hukum 
pidana, maka penerapan hukum pidana dalam arti materll tidak akan 
terlepas dari adanya ketentuan yang mengatur kekuasaan badan­ 
badan peradilan dan kerentuan-ketentuan acara penyelesaian hukum 
materil yang disebur dengan hukum formal. Norma hukum formal 
bukan mengarur ringkah laku terlarang atau diharuskan melainkan 
mengatur kekuasaan badna-badan peradilan dan acaranya. Fungsi 
tersebut biasa dikenal sebagai criminal justice system. 

Kejaksaan RI sebagai salah satu lembaga penegak hukum yang 
rermasuk dalam criminal justice system, memiliki peranan penting 
dalam proses penegakan hukum (law enforcement) di Indonesia. Lebih 
lanjur secara institusional, Kejaksaan diatur dalam Undang-undang 
Nomor 16 Tahun 2004 rentang Kejaksaan Republik Indonesia. 
Secara khusus di bidang pidana Kejaksaan mempunyai tugas dan 
wewenang sebagai berikur: 

a. Melakukan penuntutan; 

b. Melaksanakan penerapan hakim dan purusan pengadilan yang 
relah memperoleh kekuatan hukum recap; 

c. Melakukan pengawasan rerhadap pelaksanaan pucusan pidana 
bersyarara, putusan pidana pengawaan dan keputusan lepas 
bersyarat; 

d. Melakukan penyidikan rerhadap tindak pidana tertentu 
berdasarkan undang-undang yang melipuri Pelangaran HAM 
Berar dan Tindan Pidana Korupsi; 



e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan uncuk icu dapat 
melakukan pemeriksaan tambahan sebeum dilimpahkan ke 
pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan 
penyidik. 

Oleh karena itu, Kejaksaan berada pada posisi sentralidan 
scraregis dalam Criminal Justice System, mengingat Kejaksaan berada 
dii poros dan menjadi filter ancara proses penyidikan dan proses 
pemeriksaan di persidangan serta sebagai pelaksana penetapan dan 
pucusan pengadilan. Dengan begicu Kejaksaan sebagai pengendali 
proses perkara (dominus litis), dapar menentukan apakah suaru kasus 
arau perkara dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan 
alar bukri yang sah menurut Hukum Acara Pidana. 

Dengan berdasarkan ha! rersebut fungsi sinergitas anrara 
Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum dengan MKD haruslah 
bersinergi dalam upaya pengungkaoan pelanggaran erik oleh Anggora 
Dewan baik yang berdimensi pelanggaran hukum maupun rindak 
pidana. Hal tersebut penting, mengingat pemeriksaan dugaan 
pelanggaran Kode etik oleh MKD yang berdimensi tindak pidana 
harus didukung dengan putusan Pengadilan yang telah berkuatan 
hukum tetap. Oleh karena iru, sinergitas yang dibangun ancara MKD 
dapat diwujudkan dalam koordinasi rerhadap purusan yang inkcraht 
tersebut, 

Disisi lain, dalam ha! seorang Anggoca Dewan tertangkap tangan 
melakukan perbuaran pidana maka berdasarkan Pasal 4 Ayar (1) 
Peraruran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 
Tahun 2015 renrang Tata Beracara Mahkamah Kehormatan Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, MKD berwenang unruk 
menindaklanjuti atau mengisyaratkan tanpa adanya pengaduan. Dari 
ketenruan tersebut mengisyaratkan bahwa MKD maupun penegak 
hukum dapat bersama-sama dalam melakukan pemeriksaan terhadap 
Anggota Dewan tersebut, sehinga sinergiras antara aparat penegak 
hukum dan MKD haruslah lebih dioptimalkan dalam ha! terjadinya 
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seorang Anggota Dewan cerrangkap tangan melakukan tindak 
pidana. 

Kesimpulan 

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan beberapa hal 
sebagai berikut: 

I .  Mengingat bahwa DPR RI memiliki peranan penting dalam 
penyelenggaraan negara dan untuk menjaga/menegakkan 
kehormacan dan keluhuran rnartabat DPR sebagai Lembaga 
Perwakilan Rakyat dibutuhkan Maje/is Kehormatan Dewan 
sebagai ujung tombak dalam proses pencegahan dan penindakan 
rerhadap pelanggaran Kode Etik. 

2. Mengingac pdanggaran Kode Ecik DPR RI dapar berdimensi 
pelanggaran hukum pidana, maka diperlukan adanya evaluasi 
atau telaahan hukum apakah perbuatan tersebut merupakan 
pelanggaran Kode Erik arau merupakan pelanggaran pidana 
atau pelanggaran kedua-duanya, 

3. Apabila rerdapar adanya dugaan pelanggaran Kode Erik dan 
pelanggaran pidana maka diperlukan adanya sinergitas serta 
optimalisasi jalinan, Jaringan, kerjasama dan koordinasi dengan 
membangun kebersamaan pola pikir, pola sikap, pola tindak 
dan tekad atau semangar antara MKD dengan aparar penegak 
hukum. 

Akhirnya dengan harapan dapac dipahami dan direnungkan 
bersama, kiranya tulisan ini dapat memberikan manfaac guna 
lebih memahami perspektif penegakan hukum yang berdimensi 
pelanggaran etika, 



PENGUATAN 

KELEMBAGAAN LEGISLATIF 

Adlan Nauiaioi" 

E
ksistensi lembaga legislatif hadir dengan sejarah yang mengurai 
jalan panjang pencarian manusia baik sebagai entitas pribadi 

(individu) maupun sebagai warga negara dalam lingkup masyarakat 
polidk, unruk memapankan entitas di hadapan kekuasaan negara 
tempat ia menyerahkan kedaulatannya. Kemapanan itu ditandai 
dengan pengakuan atas hak hidup, kebebasan dan kepemilikan yang 
menjadi identitas manusia di awal era modernitas. 

Sebelumnya, mungkin kemapanan itu tidak rerpikir dalam 
ranah negara-kota (city-state) yang cukup kecil untuk sekedar 
membincang kehendak dan kepentingan satu sarna lain. Minimnya 
kontalasai konfliktual tidak hanya didukung oleh kesadaran dan 
rasionalitas individu yang tidak berjarak, tapi juga kekuasaan negara 
yang monopolistik memungkinkan konflik terurai dengan baik. 
Keregangan-kecegangan individual diselesaikan dengan mengajukan 
solusi moral yang ditentukan oleh penguasa.Tidak tarnpak adanya 
penentangan ataupun perdebaran panjang, sebab individu dengan 
kebebasannya memang tidak dianggap ada, lebih dari sekumpulan 
kornunitas yang dengan mudah diinrervensi dan diarahkan oleh 
kekuasaan. 

Perkembangan negara-kota menjadi negara nasional rnembuar 
sicuasi kehidupan sosial dan politik turut berubah.lnteraksi antar­ 
individu dengan segala gesekan kepentingannya tidak cukup lagi 
diselesaikan dalam ruang kecil yang mengandalkan monopoli 
kekuasaan. Apalagi kekuasaan turut membangun stigma negatifbagi 
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individu tatkala laku despotik Iebih idenrik dengannya ketimbang 
mengakomodasi dan menjamin hak-hak individual.Namun, 
kekuasaan tidak langsung surut seiring dengan degradasi kepercayaan 
yang ditujukan padanya. Sebaliknya, performa individu menjadi 
tudingan.lndividu dipandang tidak mampu hidup tanpa kekuasaan 
karena la tar belakang asalinya yang buruk. Kebaikan individu tidak 
cukup rnenutupi keburukannya, hanya karena rasionaliras yang 
bersarang dalam dirinya. 

Tipikal Ideal 

Terlepas dari perdebaran panjang rentang nsal-usul individu 
dalam konreks kehidupan di cm mm, �r nature, indrvidu tetap ssja 
memburuhkan kekuasaan, Kekuasaan yang mampu menerjernahkan 
kchcndaknya. mengakruallsaslkan rasionalirasnya dan mengarahkan 
keburukan clan kebalkan sifarnya. :iat itul-ah kekuasaan rnenjadl 
perbicangan yang disnndicgkan dengan indlvidu sebagal warg.i 
negar.i. maupun :si=b;igai masyarakar (raky:u). 

Mcnyadari ha\ iru, Locke clan Monresquleu sebag.a! 2 (dua) 
pemiklr yang menggaungkan pentingnya kekuasaan legislacif. 
mernandang penyerahan kedaaularan rokyat di cangan kekuasaan 
tidak bisa lanpa prasynrar. Penrcrnhan rersebut ddak layak hanya 
diimbuhi dcngan "eek koscng" yang pada gilirnnny:t h:u1ya akan 

rnensubordinasl rakyar di bawah kekuasaan. Padahal. kekuasaan 
rersebur lahir dari, oleh dan uncuk rakyac.Tanpa entiras rakyat, 
kekuasaan tidak mungkin dibangun. Kekuasaan harus memandang 
kedaulacan rakyar sebagai dimensi utama dalam menjalankan roda 
pemerincahan. Segala aspek yang cerkaic dengan kedaularan tersebut 
harus menjadi perhatian utarna. Berbagai elemen yang mendukung 
terjaminnya kedaulacan harus bersifar permanen, demi melestarikan 
persepsi dari sejarah panjang centang encitas kerakyatan tersebur. 

Hingga pada titik rertentu pernikiran policik modern menuntut 
kedaulatan yang dilembagakan dalam term kekuasaan. Kedaulatan 
itulah yang mewujud sebagai lembaga kekuasaan legislatif. Pada 
awalnya, lembaga ini mewadahi kepentingan elektoral untuk 
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melahirkan figur-figur penguasa yang sesuai dengan kehendak 
rakyat. Namun, dalam perkembangan selanjumya, lembaga 
kekuasaan legislarif menjelma menjadi pembuat peraturan clan 
perundang-undang. Produk legislasi dipandang sebagian bagian 
yang tidak terpisahkan dari persepsi kerakyatan. Karena dari situlah 
kebijakan-kebijakan yang bersumber dari aspirasi rakyat lahir clan 
terepresentasi. 

Begitu pentingnya pelembagaan kedaulatan tersebut, hingga 
berbagai kemungkinan intervensi sebisa mungkin dihindarkan. 
Tercetuslah pemikiran tentang pemisahan kekuasaan seperti yang 
tergambar dalam trias polirika. Kekuasaan eksekutif kekuasaan 
legislatif clan kekuasaan yudikatif memiliki domainnya sendiri­ 
sendiri. Tidak dimungkinkan sedikitpun adanya pertukaran tugas 
clan kewenangan, agar kekuasaan negara berlangsung sesuai dengan 
rujuan idealnya.Dalam perkembangan selanjumya, lembaga legislarif 
(Dewan Perwakilan Rakyat) menjadi lembaga yang memiliki otoritas 
tertinggi dalam negara hukum (rechtsstaat). Karena lembaga itulah 
yang memproduksi hukum, peraturan dan perundang-undangan. 
Tugas clan fungsi itu cukup sensirif sekaligus signifikan, mengingat 
rule of law adalah pilar peming dalam sistem demokrasi. 

Pendirian lembaga legislatif boleh jadi meru pakan penemuan 
terbaik sekaligus cetusan pertama dan fundamental dalam politik 
modern. Formula yang penemuan tersebur telah menghubungkan 
entitas kerakyatan dalam sebuah lokus kekuasaan yang justru tidak 
mengesankan sedikitpun adanya subordinasi. Menghubungkan 
rasionalitas individu dalam sebuah arena besar perkumpulan yang 
berada di aras kekuasaan. Karena iculah lembaga legislatif, selain 
disebur sebagai "legislature" (membuat undang-undang), juga 
disebur sebagai "assembly" (tempat berkumpul). 

Bisa dipahami jika cetusan tersebut dimaknai dengan gegap 

gempita oleh negara-negara demokrasi. Tidak hanya menerima 
lembaga legislacif sebagai warisan demokrasi, tapi juga rnemusatkan 

rasionaliras individual yang juga merupakan rasionalitas nasional 
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dalam pusat kelembagaan politik. Menjadi simbol pusat khazanah, 
cakrawala, kehendak sekaligus kedigdayaan rakyat. Semakin besar 
simbol tersebut, semakin megah pula subtansi kebesaran rakyat. 

Pemikiran yang sama juga dilukiskan oleh David M. Olson 
(1994: 2-4) yang menyebut lembaga legislatif sebagai dasar dalam 
sistem demokrasi. Tidak ada satu pun lembaga kekuasaan yang 
menunjukkan aksebilitas sempuran dalam relasinya dengan rakyat 
kecuali lembaga legislatif. Lembaga ini merefleksikan sentimentalitas 
dan opini warga negara yang kemudian menjadi sumber hukum 
dan kebijakan yang hams dijalankan oleh negara. Lembaga legislatif 
adalah lembaga perjumpaan yang luas, acapkali direpresentasikan 
dalam bentuk bangunan istana yang megah, tempat para legislator 
(politisi) meneliti dan mengelaborasi peraturan dan perundang­ 
undangan. Dalam kemegahan rersebut tampak harkat dan martabar 
yang menyeruak dari proses pengkhidmatan pada rakyat. Mereka 
mengekspresikan kebesaran negara melalui produk-produk legislasi 
yang dihasilkan. 

Kebesaran dan ketinggian derajat kekuasaan legislatif tidak 
Iepas dari tingginya harapan publik pada keberadaannya. Atribur­ 
atribut kerakyatan bersebaran sebagai tanda bahwa harapan 
tersebut senanriasa berada di setiap pundak dan kepala para 
pemangkunya. Atribut-atribut tersebut sekaligus menunjukkan 
besarnya fungsi kontrol yang dikandungnya. Lembaga legislatif 
berhak atas pengajuan pertanyaan kepada lembaga kekuasaan 
yang menjalankan undang-undang, mengajukan inrerpelasi, 
angket hingga menyatakan pendapat rerkait sebuah kebijakan 
yang diduga dilanggar oleh kekuasaan eksekutif Tidak hanya itu, 
entitas kelembagaan tidak hanya berpusat pada institusi semata, 
tapi juga pada individu-individu anggota legislatif. Setiap anggota 
bahkan berhak mengajukan rancangan undang-undang. Karena itu, 
lembaga legislarif tidak hanya terdiri dari gabungan individu dan 
perangkat sistem yang mendukungnya, tapi juga termasuk individu 
yang dikategorikan sebagai lembaga terrsendiri. 



Olson membagi 2 (dua) atribut kerakyatan yang dimiliki oleh 
lembaga legislatif, pertama, atribut legislasi; dan kedua, atribut 
konstirusi. Atribur legislasi tergambar dalam eksistensi sebagai 
lembaga perwakilan serta wadah produk hukum dan kebijakan 
publik tertinggi dalam masyarakat dan sistem dernokrasi, Atribut 
konstitusi rampak dalam lembaga perwakilan tertinggi dalam 
struktur pemerintahan, sebagai satu-satunya institusi pernerintahan 
yang dihuni oleh sejumlah orang pilihan yang memangku jabatan 
karena dipilih oleh rakyat (konstituen), dimana para pemangku 
jabatan tersebut memiliki posisi yang sama dan setara satu sama lain. 

Kesetaraan iru sekaligus membedakan tipikal legislatif dengan 
eksekutif. Lembaga tersebut tidak berfungsi semata sebagai penguasa 
yang memerintah (Patrick Riley, 2005). Menukil pemikiran Rousseau 
dan Immanuel Kant, kehendak umum yang mewarnai atmosfir 
kegiatan di lembaga legislatif mernbuar para legislator tidak bertindak 
sebagai penguasa yang "rnemerintah", melainkan rnernbantu 
rakyat untuk menemukan "kehendak umum'' tersebur. Tidak ada 
sedikirpun pemikiran di dalamnya yang membuat subjek individu 
berlaku sebagai subjek atas yang lainnya.Kant bahkan menyematkan 
istilah "determinasi diri rasional" dalam atmosfir legislatif. Setiap 
anggota membawa rasionalitas dirinya dan mengandaikan bahwa 
rasionalitas rersebut tidak mungkin menghardik rasionalitas yang 
lain. Karena rasionalitas itu sendiri, pada hakikarnya, senantiasa 
bergerak dalam poros dan kecenderungan positif 

Membandingkan tipikal kekuasaan despotik dengan hadirnya 
lembaga legislatif tentu saja menernparkan lembaga rersebut 
sebagai "pahlawan'' di setiap zamannya. Berapa tidak, lembaga 
tersebut tidak lahir sejak awal sebagai pahlawan, namun justru 
sebagai simbol perlawanan yang cenderung dikucilkan. Rasionalitas 
demokrasi lambat-laun menyematkan kepercayaan tertinggi 
yang kemudian memperoleh pengakuan luas oleh warga negara. 
Meminjam ungkapan Olson, pengakuan luas tersebut mengungkap 
sebuah fenomena yang luar biasa dan tak terduga, bahkan oleh para 
penganut sistem non-demokrasi sekalipun, seperti para pembaharu 
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anti-komunis yang justru menganggap sistem pemerintahan 
komunis seharusnya lebih mendapat pengakuan yang luas. 

Tipikal ideal lembaga legislatif yang didukung oleh pola kerja 
anggotanya yang memiliki ciri khas tersendiri memberi efek posirif 
bagi citra clan wibawa lembaga tersebut.Jika pada kasus tertentu, 
situasi sosial clan politik tidak mendukung terwujudnya tipikal 
ideal tersebur, bukan berarti aspek lembaga yang menjadi tudingan 
kekeliruan. Sebab jalan panjang menuju pada kernapanan lembaga 
legislatif pun senantiasa dihuni oleh cerita yang sama. Hanya saja tak 
sedikitpun kehendak untuk meminimalisir peran legislatif apalagi 
bermaksud untuk membubarkannya. 

Jalan panjang terbentang dari masa lalu yang mengisi lembaran 
kelam hubungan antara rakyat dengan penguasa.Tidak ada satupun 
argumen yang memperkuat jalan kembali, selama institusi-institusi 
politik mencapai kemapanannya. Karena itulah masa transisi 
demokrasi lebih mendahulukan penguatan institusi ketimbang 
penggantian rezim. Sebab demokrasi memahami kebaikan clan 
keburukan individu (penguasa) yang tidak harus menjadi setan 
( devil) a tau pun malaikat (angel) tarkala ia memasuki ranah yang 
justru tidak mendefinsikan dirinya sebagai baik arau buruk. 

Gagasan individualisme pun tidak menempatkan individu 
sebagai variabel tan pa disandingkan dengan kemungkinan kekuasaan 
yang tidak terbatas (absolut). Di satu pihak, ketika kekuasaan yang 
absolut diperhadapkan dengan kebebasan individu, kecenderungan 
untuk membebankan kekeliruan pada individu begitu besar. Namun, 
di pihak lain, ketika individu menjadi bagian dari dialektika tesa­ 
antitesa yang bermuara pada kekuasaan, maka dimensi kelembagaan 
justru menjadi dimensi utama dalam perwujudan cita-cita individu 
itu sendiri. 

Geliat kritisisme yang menggugah eksistensi legislatif adalah 
bagian dari runrutan sejarah. Apapun benruk kelembagaan yang 
ada tidak mungkin menutup diri dalam intipan sekaligus tatapan 
publik. Lembaga-lembaga kekuasaan telah menetap di etalase sebagai 



bancakan opini dan gagasan. Pergumulan ide dan gagasanlah yang 
kemudian menguatkan posisi masing-masing lembaga. Terkhusus 
lembaga legislatif yang sejatinya memang dihuni oleh pergumulan 
tersebut. Karena itulah, menurut Habermas, penguacan kelembagaan 
seharusnya dipahami sebagai upaya mendiskursuskan kekuasaan 
politis secara rerus-rnenerus, agar lernbaga-lembaga kekuasaan yang 
ada tidak menjadi jumud dan statis. Hal ini juga sekaligus sebagai 
tanda bahwa dimensi politis tidak dimonopoli oleh kekuasaan, 
melainkan merencang ke seluruh rnasyarakar dan menjadi ciri 
rnasyarakat itu sendiri. 

Pada titik rertentu, lembaga legislacif sebagai poros rasionalitas 

seharusnya mendapar porsi dan nuansa kritis yang lebih besar. 
Kritisisme yang menjaga poros acmosfir agar tetap berada pada 
aras diskursif Jika tidak demikian, maka keputusan-keputusan 

yang rnemburuhkan pengakuan, kepacuhan publik dan mengikat 
bersama dalam perwujudan pragmaris tidak memiliki legitimasi. 
Aras diskursif juga menegaskan bahwa kekuasaan-kekuasaan 
tersebut, ternmasuk legislarif tidaklah imun terhadap revisi dan 
kricik. Hanya dengan demikian, kekuasaan politis bersifar rasional 
dan berada dalam praksis komunikatif. Rasionalitas dan praksis 
komunikarlf inilah yang sekaligus mendefinsikan ulang perlhal 
dernj:ir saru lemhaga kekuasann aras yang Iainnya. Lembaga leg,slanf 
tidak lagi dipahami sebagal ororitas tertinggi (mprm,e mnhoriry) arru 
lembaga lalnnyn, Namun re-definisi ini ridak rerakait sarna sekali 
dcngan sebenruk pengabaian ams sernangar perniklran yang pernah 
dicuangkan oleh Locke maupun Montesquieu. Namun, sama seperti 

nuansa kricisisme lainnya, hanya mengajukan penafsiran yang lebih 
kornprehensif dalam membaca tunrutan zarnan yang semakin 
berubah. 

Lembaga lcgillacif, seperrl y:mg diseburkan oleh Olson, meski 
merupakan dasar bagi sistem dernekrasl, tapi iuga rnenjadi lembags 
ynng cukup rapuh dibandingkan lembsga-lembaga lainnra.Sdain 
karena tanggung jaw"b yang begtru ringgi, juga rentang dldlkte elch 
kepcnnngan-kepemingan yang ada di luar dirinya, Kondisi irulah 



yang akan terus menuai ujian dari pandangan publik. Konsistensi 
kelembagaa yang akan menjawab sejauhmana ujian rersebut 
direspons dengan terbuka sebagaimana tunturan publik yang 
senantiasa terbuka. 

Kerenrensn lrulah y:tng seharusnys dicangkap oleh lernbaga 
legislncif dan segufa elerncn yang mendukung keberudaannya, 
Kerentanan akibar wajah ganda y:in.g timbul dnrl ranggung jawab 
ynng beglru besar, Dua wajah yang beruda pada duasisi y:mg bcrbeda 
ripis, hingga rnmpak sulic umuk dibedakan, Sesulir mencarl makna 
dan hakikar kepenringan publik dan kehendak bersama dalam 
rasionalitas individu dan masyarakar yang membuncah. 

Karena itulah, lembaga legislatif memerlukan idealisme 
dan rasionalitas yang besar, luas dan rnegah: sebesar, seluas dan 
sernegah gagasan yang menyemangatinya. Ancaman-ancarnan 
yang rnungkin rimbul akibut inrervensi dan berbagai hill y.mg 
rnelemahkan lndependensl legislatif dlrnlnimalisir dan dlhilangkan. 
Akrivieas-akdvnas pcagmatis y.mg acapkali menjadi "ssrnbrlan" di 

rengnh kejenuhan idcallsme dan ketcguhan dalam menjalankan 
rasio nal lras indivi d ual dian rispasi den gnn senan tlasa mem perbaharui 
pcmahaman renrang pemisahan kekuasaan. Memarangkan hak-hak 
polirik y,mg dirniliki oleh lembaga lcgisl:uif di hadapan keknasan 
negara serta meminimalkan reduksi-reduksi yang berpotensi 
menggerus independensi legislarif. 

Ancarnan rerhadap chinensl lcgislatifuan figur yang-mcmangku 
Jahamn di dalamnya adalah ancarnan yang lazim clan sangar blsa 
terjadi dalam sctiap siruasi dan kondisi, ka1C11a mereka adalnh 6gur 
ynng bersurnber dari rnasyarakar (manuiia) yang juga rncngalami 
hru y-Jng s:un:.1. Perbedaan hanya rerlerak pndn pcrnn yang sama 
sekali ridak mencahut hakikatnya iicbagai individu dan juga 
sebagai rnunusia. ltulah sebabnya, mcngapa kerumiran-kerumlran 
kelernhagaan dan kecenderungan negarif ynng dikandu ngnya 
ridak mengarah pada kesimpulan pcmbubarn.n, namun iustru 
pada penguaran, Tarkala seluruh kornponen nq;nm bcrkcwajihan 
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mengakomoclasi penguatan tersebur, bukan berarti mengesankan 
aclanya previlisasi bagi lembaga legislatif meskipun pada gilirannya 
berbuah iscimewa. Tapi lembaga legislatif clan para legislator hams 
tetap berada pada poros rasionalicasnya, clan itu bukanlah perkara 
muclah. 

lusiunilil1lS yang bemfu.1 universal meagandaikan ki:mum,an 
perilaku dan tindakan yang dldasarkan pada 1ujuan yang tid.ak 
rnengarah pada harapan unruk rnenerlrna parnrlh araupun pujian.. 
O<:oniolugi Kantian yang mengurai panjnng rentnng dirnensi 
rasicnaliras ini bahkan mengkaregorikan rn5ionalitas individual. 
ini sebag.ii moralitas rertinggi yMJg ridak perlu dlperranyakan, 
karena 1cl.1.h bcrsa.rang sedernikiun mpa dalam aka! prnkris 
(pracricoJ reason), Rasionallras relah meniadi dokrrin sekaligus 
dogma Mempertanyakan keabsahaannya sama halnya dengan 
mempcnanyakan ha.kikac kernancslzan iru sendiri. !rulah hukum 
alam )'ling bckcrja menurur prinslpl-prinslp raslcnaliras dan moral 
unrversal.Perilaku clan tindakan yang muncul dari individu sudal, 
sernestinya rasional "dari sananya". 

Narnun gerak rasionaliras iru juga tidak berhenti pada tirik 

dimana ia hams sehamsnya rerus bergerak. Karena iculah, gerak 
rasionalitas hams selalu clijaga kemurnian clan keasliannya. Diskursus 

filsafac policik mengajukan kekuatan inscicusi polirik sebagai penjaga 
kemurnian dan keaslian icu. jika pada kenyacaannya, gerak rasionalitas 
rnelenceng Jar! surnbernya, maka yang p:m,r dlperranyakan adalah 
sejnuhrnana kernapanan insriruslonal mfflgantispa.sl kemungkinan 
rersebur, Seeara khusus, sejauh mana kemapanan lembaga legi�b.tif 
terrermin secara fistk dalarn sldang seluruh r:ikync da.lam n.rmoslir 
legislatif. 

Tarkaln rnernasukl gerbang kernapanan kelemhagaan, gerak 
rasionalitas pun mengalami perubshnn visi . Rasionalitas yang 

st:bdumnya berpangkal pada subjek arau individu, berkembang 
pada armosfir yruig bcrlan�ung dalarn lembaga tersebur, Penguaran 
kelernbagaan tid.:ik Lagi berbicara rcneang indi\'idu )l'J.Ug �udnh 
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dianggap selesai, namun tentang atmosfir kelembagaan yang 
dibangun oleh praksi komunikasi. Karena itulah wujud universal 
yang mencirikan lembaga legislatif dalam perkembangannya di era 
modern terkait dengan sebutan "parliament", suatu istilah yang 
menekankan unsur bicara (perler) yang juga berarti komunikasi 
(merundingkan). Demokrasi pun tidak lagi memandang silih­ 
bergantinya figur yang memangku jabatan, namun kekuatan lembaga 
legislatif yang merealisasikan atmosfir komunikatif.Pemaknaan 
tentang kedaulatan pun tidak lagi membicarakan tentang sejauh 
mana individu rerwadahi dalam seriap kebijakan, namun cukupkah 
deliberasi (diskursus) politik berjalan efektif hingga menghasilkan 
produk hukum, undang-undang dan kebijakan. 

Tinjauan penguatan kelembagaan ini kiranya terurai begitu 
panjang, menyentuh sisi historis sejarah pemikiran klasikdan modern 
rentang manusia sebagai individu dan masyarakar, kekuasaan sebagai 
lembaga dan perilaku serta tindakan yang menuai nilai dan nor ma dari 
masyarakat itu sendiri (resiprokal). Cukup sempir pemlkiran yang 
hanya menuding negativiras kekuasaan dan kelembagaan bersandar 
pada tanggung jawab dari salah satu elem en sejarah cersebuc. Bukan 
cidak mungkin tudingan yang mengabaikan penguatan kelembagaan 
jusrru hendak mengembalikan aroma despotisme ke panggung 
sejarah masa kini. Penguatan kelembagaan hanyalah salah satu solusi 
alternati dalam diskursus polirik, sebagaimana solusi-solusi lainnya. 
Narasi sejarahlah yang membukcikan apakah pendulum mengayun 
ke masa lalu atau masa depan. 

Menghapus Jcjak Masa Lain 

Arus deras kritisisme yang menggema luas scbagai konsekuensi 
rerbukanya keran demokratisasi pasca kerunruhan rezim Orde Baru, 
turut mernbenruk tipikal lembaga legslatif (Dewan Perwakilan 
Rakyat) masa kini. Perubahan struktur dan lembaga-lembaga 
kekuasaan pun tidak terelakkan. Bisa dipastikan, DPR sebagai 
lembaga yang memiliki aksebilitas tertinggi dalam rumusan relasi 
rakyat dengan kekuasaan dalam sistern pewakilan turut mengalami 



perubahan yang cukup mendasar clan signifikan. Agenda reformasi 
relah membidik pesan khusus pada sebuah perubahan besar dalam 
lembaga perwakilan. Bukan sekedar perubahan biasa, karena arus 
yang mengirari lembaga perwakilan rersebur juga sudah bergerak 
deras clan tak rerbendung. Menukil isrilah Anthony Giddens, 
DPR dilanda geliat gelombang "[aggernaur" (panser raksasa) yang 
menggilas segala ha! yang dilaluinya. Meski kira masih memandang 
geliac tersebur pada baras yang bisa dikendalikan. 

Perubahan pada eksistensi kelembagaan perwakilan inilah yang 
mencirikan proses kerunruhan rezim otoritarian. DPR menjadi 
sasaran bidikan sekaligus simbol kemenangan. Karena itu, bisa 
dipaharni ratkala perlawanan terhadap rezim otoritarian semakin 
memuncak, gedung DPR acapkali menjadi wadah amukan publik 
yang rnenunjukkan aspirasi, rasa clan emosl, Kcjamh:m rczim pun 
diwarnai dcng:in g"ll'1(' gcmpita dan euforia yang, snbh sarunys, 
dlgarnbnrkan dengan menduduki gedung DPR unruk sekedar 
berkumpul, bercengkerame, bcrnyanyl araupun rneneriakkan yd­ 
yel perlawanan. 

Segera setelah kejatuhan rezirn Orde Baru, pola clan sistern 

polirik perwakilan pun mengalami dekonstruksi. Tujuannya adalah 
unruk rnemasrikan agenda perubahan berjalan canpa sedikitpun 
mcmyfsakru, anasir-ancsrr despocik rnasa lalu, Hal irulah yang 
diawali dengan inisiatif unruk rnelnkuknn perubahan (amandcmen) 
rerhadap Undang-undnng Dasar (UUD) l 945. lbkyat beglru 
rnenyadari bahwa .lJ;Cnda perubahan ddak akan nihil makaa mnpa 
merevisi konstitusi tertinggi negara ini. 

Bukan sebuah kebetulan j ika pada kenyaraannya amandemen 
UUD 1945 jusrru menyasar eksistensi kelembagaan DPR secara 
radikal, 4 (ernpar) kali momentum perubahan (1999, 2000, 2001 
dan 2002) selalu mengikurkan kepentingan penguaran DPR. Hal 
ini tenru saja tidak terlepas dari warisan rezim sebelumnya yang 
menyisakan kelemahan keseimbangan (checks and balances) pada 
instirusi ketaranegaraan clan bias dominasi kekuasan yang berada di 
cangan eksekutif/presiden (executive heavy). 
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Amandemen pertama yang disahkan pada 19 Oktober 1999 
mencakup perubahan 9 (sembilan) pasal, yakni Pasal 5, 7, 9, 13, 
14, 15, 17, 20 dan 21. Inti dari perubahan pasal tersebut di atas 
adalah pergeseran kekuasaan eksekurif yang dipandang cerlalu kuat. 
Sementara itu, penguatan DPR begiru jelas termakcub dalam Pasal 
20 yang menyacakan bahwa lembaga cersebut memegang kekuasaan 
cercinggi pembentukan undang, setelah sebelumnya pemegang 
kekuasaan tersebut berada di tangan eksekutif (Pasal 5 UUD 
1945 sebelum amandemen). Berturur-turut semangat pergeseran 
kekuasaan rerumus dalam UUD 1945. Berbagai kewenangan yang 
sebelumnya di tangan eksekutif seperti pemberian arnnesti, abolisi, 
dan pengangkacan duta besar berbagi dengan D PR, meski sekedar 
mensyarackan percimbangan dari DPR sebelum diputuskan oleh 
eksekucif. 

Amandemen kedua yang disahkan pada 18 Aguscus 2000 
rnencakup perubahan 5 (lima) bab dan 25 (dua puluh lima) 
pasal. Kelima bab iru adalah Bab JXA, Bab X, Bab XA, Bab XI] 
dan Bab XV. Sementara kedua puluh lima pasal rersebut adalah 
Pasal 18, pasal IBA, pasal !BB, pasal 19, pasal 20, pasal 20A, 
pasal 22A, pasal 22B, pasal 25£, pasal 26, pasal 27, pasal 2BA, pasal 
28B, pasal 28C, pasal 280, pasal 28E, pasal 2BF, pasal 28G, pasal 
28H, pasal 281, pasal 28J, pasal 30, pasal 36A, pasal 36B dan pasal 
36C. 

Pada amendemen kedua ini eksistensi kelembagaan D PR 
kembali memperoleh penguatan yang tidak sekedar berperan 
sebagai penguasa pernbentuk undang-undang, namun juga rnemiliki 
kekuasaan unruk mengawasi jalannya pelaksanaan undang-undang 
yang dihasilkan. Pasal 20A ayac ( I) mencamumkan 3 ( tiga) fungsi 
yang dimiliki oleh DPR, yakni fungsi legislasi, fungsi anggaran dan 
fungsi pengawasan. Fungsi-fungsi itulah yang diperkuar dengan 
hak-hak yang dimiliki oleh Anggora DPR dalam menjalankan 
fungsinya.Pasal 20A ayat (3) menyebutkan bahwa setiap Anggota 
DPR memiliki hak uncuk mengajukan pertanyaan, menyampaikan 
usu! dan pendapar serta hak imunitas. 
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Amandemen keciga yang sahkan pada IO November 200 I 
mencakup perubahan 3 (tiga) bab dan 22 (dua puluh dua) pasal. 
Keciga bab tersebut adalah Bab VIIA, Bab VIIB dan Bab VIIIA. 
Sementara kedua puluh dua pasal adalah Pasal I, pasal 3, pasal 6, 
pasal 6A, pasal 7A, pasal 7B, pasal 7C, pasal 8, pasal 1 1 ,  pasal 17, 
pasal 22C, pasal 220, pasal 22E, pasal 23, pasal 23A, pasal23C, 
pasal 23E, pasal 23F, pasal 23G, pasal 24, pasal 24A, pasal24B dan 
pasal24C. 

Rumusan amandemen keciga ini tidak hanya melanjuckan 
penguatan eksistensi DPR sebagai perwakilan rakyat, capi juga 
menahbiskan kewenangan lain berupa kewenangan mengusulkan 
pernberhentian presiden dan wakil presiden sebagai penguasa 
eksekutif Sebelum amandemen tidak satupun pasal yang memuat, 
arau, paling tidak, menyinggung secara implisit kewenangan 
tersebut, Pasal 7 A menegaskan bahwa presiden a tau wakil 
presiden dapar diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis 
Permusyawaratan Rakyat (MPR) acas usu! OPR, apabila mereka 
cerbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan 
cerhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya 
atau perbuacan tercela, acau tidak lagi memenuhi syarat sebagai 
presiden atau wakil presiden. 

Eksplisicnya kewenangan impeachment DPR tersebuc cidak 
sekedar memantik persepsi publik perihal kekuacan DPR, capi juga 
proceksi yang besar pada kewenangannya, dimana presiden tidak 
dapat membekukan dan/atau mernbubarkan DPR, yang mungkin 
bisa saja terjadi sebagai akibat dari kewenangan tersebut (Lihar: Pasal 
7C). Selain itu, bukan hanya DPR yang mengalami penguatan, 
capi juga eksiscensi parcai policik yang menjadi sacu-sacunya wadah 
sumber rekruitmen bagi keberadaan Anggoca DPR. Karena itu, 
amandemen keriga UUD 1945 tidak hanya semakin memperkuac 
kewenangan DPR, capi juga mulai memasukkan entitas partai 
policik sebagai bagian terpenting dalam proses perubahan (Lihar: 
Pasal 22E). 
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Kicanya arnandemen ki:tiga ini rneniadi puncak dari 
rnenguamya harapan publlk scbelurn dirambah beberapa un ur 
dalam amandernen keernpar, Begi,u banyak pasal mcnyinggung 
kewenangan DPR yang bisa dimaknai �cbaga.i lornparan pemnhnrnan 
dalam memaknsi pcmn DPR di masa )=g akan druang. 2 (dua) 

fungsj yang tercanrurn dalarn amandernen kedua, terural dcngan [elss 
pada arnandernen kcriga. Fungsi legislnsi dan pcngawasan tcdcbih 
Jahulu di�inggung p3da pasal-pasal sebelurnnya. Sernenrara pada 
P:tsa.l 23 aynr (2) dun (3) raernunr fung,1i 1)1/dgtring (anggoran) yang 
menjntakan bahwa rancangan anggaran undang·undang anggaron 
pcndaparan dan bdnnja ncg:u-J (APBNJ di.ajukan oleh presiden 
unru.k dibahss bersarnn DPR. Jika tidak dlserujul, rnaka pernerinrah 

menjalankan APBN tahun sebelurnnyn. Kerenruan ini tidak termuar 
secara eksplisit dalam UUD 1945 sebelum amandemen, selain hak 
persecujuan (tanpa pembahasan). 

Amandernen keempar yang disahkan pada IO Aguscus 2002 
mencakup perubahan 2 (dtL1) bab dan I 3 (cig:I belas] pnsal, Kedua 
bah iru adalah Bah Xnl dan Bab XJV. Sernenrara ketigabclas pasal 
rersebur adalah pasal 2, pasal 6A. pasal 8, pasal 1 1 ,  pasnl 16, pasal 
23B, paw 2.�D. pasal 24, pasal 3 I .  pasal 32. pasal 33, pasal 34 

dan pa:,:i.l 37. Arnandcmcn kcernpar (tcraklur hingga sam ini) tidak 
banyak rnemuat perihal kelembagaan DPR. selaln Pasal 1 1  yang 
menyinggung pendngnya perserujuan DPR dalarn pcmyacr.�n sikap 
renran penmi, perdarnaian clan perjanjian dengan negara lain. 

Semangar darl penguatan kekrnhagallll tdnh termanifesrasi 
dalarn cmpru momentum arnandernen UUD 1945.Tencu saja 
semang11.t tersebur ,ciring dengan upay:,. hangsa ini mcninggalkan 
mernori rnasa lalu, Lembnga DPR mm;a kin! adalah lembaga yang 
bernda dalam semangat rersebur, y:mg bcranjak mcnlnggalkan masn 
l<&lunp deugan pol, clan slstem yang baru, Lembaga yang tidak lagi 
berdndak cbagat perpanjangan cangan, corong araupun "mlrang 
seem pd" (rubuer stamp) yang hanya rneneruskan kehendak eksekurif 
umuk diterirna sebagai taken for granted. 

\ 
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Karena itu, rakyar cukup berharap banyak pada eksistensi 
lembaga tersebut. Aspirasi rakyatlah yang mendorong perubahan 
dan penguaran terhadap lembaga tersebut, Sebaliknya, harapan 
itu seharusnya dipahami oleh seluruh komponen bangsa, tidak 
hanya oleh lembaga DPR, anggota DPR ataupun partai politik 
sebagai sumber rekruitrnen keanggaotaan DPR. Pemahaman itu 
ditunjukkan dengan sikap yang fair dalarn memandang eksistensi 
DPR masa kini. Jika cidak, maka harapan itu akan memupus dan 
menyisakan puing-puing kehancuran kelembagaan yang juga berarti 
mengkhianaci aspirasi rakyat yang relah mendekonsrruksi bangunan 
sisrern policik masa lalu. Pada ujungnya sikap tidak fair rersebur 
justru akan mengembalikan lembaga DPR ke masa lalunya. 

Cukup dipahami jika narasi kritis yang sedang dituai oleh DPR 
masa kini adalah imbas dari harapan publik yang sedang memupus. 
Harapan yang membumbung tinggi cidak cukup dijawab dengan 
kenyacaan yang tarnpak di permukaan. Namun, narasi icu juga cidak 
sepenuhnya menunjukkan sebagai respons yang baik, sebab situasi 
dan kondisi lembaga DPR masa kini merniliki sejarah yang berbeda 
dengan DPR masa lalu. Tidak semua pihak memiliki persepsi yang 
sama centang DPR. Bahkan ada pihak-pihak tertentu yang memang 
sejak awal cidak menaruh perhatian besar apalagi berkepentingan 
dengan membesar dan menguacnya lembaga ini. Lebih ekstrim, 
mereka justru mendudukkan DPR vis a vis dengan rakyac yang 
diwakilinya. Sebuah persepsi dan niac yang cidak hanya keliru, capi 
juga sulit diterima secara teoritis, hisroris maupun prakcis. 

Ironisnya pihak-pihak cersebuc justru mengacasnamakan diri 
mereka sebagai pejuang demokrasi, pembela kedaulatan rakyac dan 
hak-hak asasi manusia.Lancas di manakah posisi lembaga DPR 
dalam perjuangan dan pembelaan mereka? Cukup layakkah agenda 
mereka disandingkan dengan agenda kelembagaan DPR yang justru 
sedari dulu tidak pernah memisahkan diri dengan perjuangan 
dan pembelaan yang mereka agendakan? Kelirukah persepsi yang 
menuding mereka sebagai pihak juscru memiliki agenda tersembunyi 
di balik pelemahan DPR? 



Pada dasarnya, mengungkap pertanyaan dan keraguan tenrang 
persepsi pihak-pihak yang hendak melemahkan DPR masa kini 
mengandung kekeliruan tersendiri. Sebab menyandingkan lembaga 
DPR sebagai lembaga kekuasaan yang permanen dengan lembaga 
kekuasaan ataupun lembaga yang lahir unruk membantu kelanjucan 
tujuan kekuasaan merupakan persandingan yangtidakrelevan. Bukan 
hanya karena konsep pemisahan kekuasaan celah menempatkan 
tugas dan fungsi masing-masing dari lembaga kekuasaan yang ada, 
tapi juga karena kekeliruan individual tidak relevan dengan solusi 
"pernbusukan" kelembagaan. 

Meski demikian, DPR sebagai individu dan lembaga juga tidak 
harus menutup maca dengan sikap kritis, cibiran maupun hujacan 
pihak lain. Kewenangan dan hak-hak DPR yang begitu besar diserrai 
proceksi yang istimewa dalam hubungannya dengan lembaga 
eksekutif maupun yudikatif bukan tidak mungkin memunculkan 
persepsi "negatif" bagi rakyat sekalipun. Kekuasaan yang besar 
rentan pada penyalahgunaan.Pada kenyataannya, kekuasan dan 
kewenangan yang besar itulah yang acapkali menjadi sumber 
kemunculan citra negatif. 

Karena irulah D PRperlu mengakrifkan segala potcnsi dan sumbcr 
daya yang mampu menginrisipasi kemungkinan penyalahgunaan 
tersebut, DPR perlu rnenata pola dan sistern kinerjanya demi 
menutup segala bentuk celah yang bisa dimanfaatkan oleh anggota 
DPR unruk menyalahgunakan kekuasaan. Penataan ini tidaklah 
mudah dan rnernbutuhkan wakru yang tidak singkac. Tidak mudah 
rnemutus ranrai perilaku penyimpangan para oknum anggoca DPR 
tan pa memulai memyusun sisrern pencegahan dan pcnindakan yang 
berjalan secara simultan. Tidak mudah menghadirkan idealisme 
wujud diskursus politik yang dewasa, cerdas, bebas tanpa tekanan, 
tanpa dukungan rekruitmen politik yang juga menyiapkan kader­ 
kader yang mumpuni untuk menjabat sebagai anggota DPR.Tidak 
mudah mewujudkan independensi pcrilaku anggota DPR tanpa 
membuat mereka terpisah dari berbagai kepentingan pragmatis yang 
sangac mungkin menghambat kinerja legislasi yang diembannya. 



Pun tidak mudah menjadikan kerja politik D PR sebagai pergumulan 
inrensionalitas yang aktif ketimbang sekedar bisnis as usual, tanpa 
dengan memberikan kecukupan kebutuhan yang maksimal, sehingga 
tujuan kelembagaan tidak terbebani oleh kepentingan-kepencingan 
di luar tugas kedewanan. 

Semua ketidakmudahan tersebut harus direspons secara bijak 
dan menemparkan persoalan kelembagaan DPR rnasa kini pada 
,empa, ynng �cmestinya. Paling ridak • ..:cnr.i lru-rltu.ilon.u. DPR relah 
hadlr ,ebagal kulrninasl kepenrlngan mkynt. Tidak ada saru lernbaga 
pun y:mg memlhkl nornenklatur kekuasaan y=g ruercpresenrasikan 
kepencingan rakyat selain lembaga DPR. Karena itu, menjaga 
konsistensi kelembagaan DPR masa kini adalah tanggung jawab 
bersama seluruh rakyat Indonesia.Bukan demi kepencingan anggota 
DPR, tapi uncuk kclestarian lembaga DPR dan konstitusi, 

Menjaga Kehormatan, lk.htiar Mabkarnah Kebormatan DPR RI 

Poros rasionalitas yang bercemu dalam ruang diskursif 
kelc:mbagaan OPR relah memoslsikan lemhaga rersebut pada mlk 
krusial, Lilltaa persoalan yang mendera pusaran kekuasaan acapkall 
rnenyenruh sisi sensltlvuas Jcmbag:, DPR. Pnndangan publik tidak 
hanyu mencmpnrksn DPR dalam hubungan kausalitas persoalan, 
mpJ ;uga �chagai akmr utama.Tidak hanya scbagai pusat (axiJ) t:1pl 
terllbar :i.kcif dalam sisi-sisl rerjauh (penplm-y) )?-Ilg rncnyimpul pada 
sebuah sinisme publik yang datang silih berganti. 

Kondisi ini menyisakan ironi yang rak berkesudahan. Eksistensi 
lembags perwaki.lan yang sejatioyn mcmayungi oprimisrne publik 
pada relasi yang mengunnmgkan aru sarna lain, [usrru berhuah 
pesirnisrne. Asurnsi reoritls, hlsroris clan praktis kelernbagaan DPR 
y.ing tiada henu mengisahkan heroisme hanyn mcngisi etalase 
sciurah peradaban kekuasaan, ddak sedikirpun berkonrribusi bngi 
memori publik )'llllg terlanjur kehilangan kcpercayaan, DPR masa 
kini. rclal1 menjadi episenrrurn kcrt:Sdi:111 pub!Jk eklbar pernaknaan 
yang tecerabut dari akar subcansinya.Arus deras demoratisasi yang 
membawa berkah bagi perubahan persepsi tentang institusi-instirusi 

' 
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kekuasaan yang mapan, mengalami pergeseran paradigma.Seketika 
arus tersebut mengalir tanpa arah dan tujuan, karena kehilangan 
payung konstitusi yang selama ini menyercainya. 

Terberik kekecewaan sekaligus keprihatinan yang mendalarn, 
betapa memori publik begitu mudah tergoyahkan oleh persepsi dan 
opini yang dibangun di atas kerapuhan fondasi teoritis dan historis 

tentang lembaga DPR.Betapa persepsi dan opini lebih bercerita 
tenrang memoar kekeliruan individu yang didesain secara sensasional, 
lalu menutupi epos sejarah kelembagaan. Dentuman sensasi menjadi 
amunisi yang cukup memiliki daya ledak yang besar dan bergerak 
mengikuti gaya semrifugal. Iru sebabnya mengapa perilaku buruk 
oknum anggota DPR menjejakkan noda bagi seluruhnya, juga bagi 
lembaga iru sendiri.Perilaku buruk yang jusrru tidak pernah menuai 
perhacian tentang asal-usulnya ketimbang dampak yang dihasilkan. 

Efek urgensi kelembagaan DPR sudah pasti memiliki dampak 
yang luar biasa. Namun, gema dari dampak tersebuc seringkali tidak 

menyeimbangkan anrara nilai positif dan negatif Keduanya memiliki 
rnakna yang sumrr dan sinis di mars publik. Produk lcgisl:isi yang 
dihasilkan $tbagai pengejawanrahan fungsi dan cu.gasnya ridak 
lebih p<crning ketimbang perbincangan tcnrang minimnya undang­ 
undang )"1111; dihasilkan, arau kecungaan rentang produk rersebur 
yang menghamba pada kepentingan kekuasaan. Pegelaran diskursif 
yang rnenghtasi keseharlan lembaga DPR sebagal wujud d.ui 
sebutan "parlemen" tidak lebih berrnakna ketlmbang nada surnbang 
yang mencihir "komar-kamir" anggorn DPR scbagai kegelisahan 
partisan. Tindakan praksis-komunlkatif yang rerakrualisasi dalarn 
ruang-ru=g ,itlang dan dengar pc:ndap•t ndak leblh bergaung 
keumbang alunan gosip y;iog mcndawal remang oknum :mggot:t 
DPR yang bergaya hidup mewah, berasal dari kalangan publik figur 
(artis), berscllngkuh araupun rnereka y:,ng berparas rupawan. Leblh 
rnemprihannksn lagi, ratknl.1 rcspoa.s besar l=uinga DPR unruk 
memenuhi aspirasi publik terkair pernbentukan lembaga-lembaga 
"perbantuan" dalam mengakselerasi penyelesaian isu-isu besar justru 
rnenjadikan lembaga yang lebih digdaya dari DPR iru sendiri. 



Pergeseran makna itulah yang turut menjadikan lembaga ini 
bukan sekedar lembaga dengan segudang idealisme yang menaungi 
dan mendasarinya. D PR masa kini celah menjadi bagian dari 
produk entertainment media massa yang ridak pernah sepi dari 
gosip. lculah sebabnya mengapa akcivitas kelembagaan DPR tidak 
sekedar rnenjadi perbicangan politik, tapi juga menjadi rakjuk 
rersendiri dalam program-program entertainment di media massa. 
Program-program yang bersifat "menghibur" tentu saja tidak 
akan menampilkan sisi fundamental, apalagi substansial, dari 
lakon lembaga tersebut, Uniknya, publik pun lebih mencerna sisi 
"hiburan" itu sebagai sebuah kebenaran subtansial. Semenrara itu, 
media massa pun begicu kurang bersemangac uncuk menjelaskan 
betapa sisi tersebut hanyalah sebuah sisi lain. 

Lakon kelembagaan yang dipersepsi sebagai "hiburan" pada 
gilirannya akan menggerus makna dari kelembagaan dan figur 
yang berada di dalamnya. Rasionalitas pun menjadi cidak penting 
untuk diajukan, karena hanya menyebabkan sebuab lakon kurang 
diminati oleh penonton. Sebaliknya, kelanggengan sebuah hiburan 
akan menghasilkan sebuah "habitus" dalam persepsi publik 
tentang sebuah realiras yang sedang dilihatnya. Media massa relah 
memproduksi bahasanya sendiri dalam berinteraksi dengan publik. 
Bahasa iculah yang digunakan unruk mengarrikulasi persepsi 
cemang lembaga DPR, lalu menyajikannya ke hadapan publik 
sebagai santapan keseharian. Pierre Bourdieu (1991) menyatakan 
bahwa interaksi sosial rnelalui bahasa melahirkan makna atas kata­ 
kata yang cerbentuk dan terserap dalam kesadaran individu.Karena 
itu, Bourdieu, bahasa adalah prakcek sosial yang turut mencipcakan 
"habitus" tersendiri dalam pemahaman individu (publik). 

Menukil pemikiran Bourdieu cenrang "habirus", persepsi dan 
opini publik tidak lahir dalam ruang hampa. Keduanya cerbangun 
dalam ruang interaksi sebagai hasil komunikasi bahasa melalui 
tontonan dan kesaksian yang dimediasi oleh media massa. ltulah 

realiras DPRmasakini. Sebuah lembaga yangberusaha mendefinsikan 
diri di rengah sinisme dan cibiran, dan sedikir "pujian", Sebuah 
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lembaga yang ridak menuai perharian publik renrang sejauhmana 
asal-rnuasal persoalan yang mendera isu-isu sensitif clan riba-tiba 
melerakkannya dalam pusaran persoalan. 

OPR sudah terlanjur memperoleh eksisrensi yang penring dalam 
rumusan kekuasaan negara.Atas dasar irulah seburan "terhormat" 
disemarkan unruk menjaga kualiras individu clan lembaga rersebur, 

Bukan karena alasan diskriminarif, namun kepenringan kehormaran 
DPR juga mencerminkan kehormaran rakyat iru sendiri. 

Karena irulah lembaga DPR ridak menurup mata atas kondisi 
yang menderanya. Meski cara pandang aras persoalan kelembagaan 
clan figur yang memangkunya berbeda dengan pandang publik pada 
umumnya. Kekeliruan clan kelemahan memiliki asal-rnuasal yang 
dapat telusuri sebagai bagian dari kegagapan memaknai rransisi 
demokrasi. Semangar penguatan kelembagaan DPR yang tertuang 
dalam amandemen terakhir UUD 1945 belum sepenuhnya 
dipahami secara komprehensif. Sebaliknya, kewenangan besar yang 
dikandungnya sudah terlanjur lebih memiliki tempat yang lebih 
mama. Konsekuensinya, berbagai perilaku menyimpang tidak dapat 
dihindari. Sernentara ancaman atas perilaku menyimpang tersebut 
senantiasa hadir, menginrip clan menggoda unruk dilakukan. 
Di lain pihak, sisrem yang mengintegrasi perilaku anggora DPR 
untuk tidak tergoda melakukan penyimpangan pun belum 
sepenuhnya rerwadahi. Yang ada hanyalah tarnbal-sulam kebijakan 
sambil diselingi dengan penindakan aras mereka yang melakukan 
penyimpangan. 

Jika demikian, parurkah kira menirip beban "kejahatan" semata 
pada lembaga D PR araupun individu yang ada di dalamnya? 
Bukankah rakyar turur memiliki andil yang besar dalam membangun 
sis rem tersebur, sebagai benruk ranggung jawan ( rimhal-balik) 
dalam sistem perwakilan? Lalu, aras dasar apa persepsi clan opini 
publik justru lebih senang melihar gonjang-ganjing yang riada usai 
kerimbang berusaha mencari solusi bersama demi kepenringan 
rakyar iru sendiri? 
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Jawabannya, tentu saja tidak didasari atas persepsi clan opini 
yang sempit nan sederhana. Gagasan pembubaran lembaga DPR 
hanya merupakan ilusi di alam demokrasi.Sebab lembaga tersebut 
telah memiliki jaminan kemapanan dalam konstitusi. Bukan berarti 
konstitusi tidakmemprediksikemungkinan kelemahan pada lembaga 
tersebut, tapi konstitusi sangat memahami bahwa penegakan sistem 
yang baik akan memupus kelemahan cersebut secara perlahan. 
Karena irulah, konstitusi tidak sedikirpun menjarnin kemapanan 
individu yang ada di dalamnya, sebab individu bisa datang silih 
berganti. 

Hal inilah yang dipahami secara komprehensif oleh Mahkamah 
Kehormatan DPR RI (MKD) sebagai saru-satunya alat kelengkapan 
DPR (AKD) yang memiliki kewenangan menindak clan mencegah 
berbagai bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh anggota DPR, 
sekaligus sebagai Garda Terdepan penjaga, pencetus clan lokomotif 
cirra clan wibawa clan DPR RI. MKD menyadari bahwa agenda 
reformasi telah menjadi bagian inheren dalam upaya penegakan citra 
clan wibawa DPR, baik secara kelembagaan maupun personal.Upaya 
tersebut memungkinkan untuk direspons secara kornprehensif 
sistematis, terstruktur clan terukur. 

Tegaknya citra clan wibawa merupakan ekspektasi terhadap 
sebuah lembaga, sehingga produk-produk kelembagaan akan 
memiliki legitimasi yang kuat clan direrima oleh publik. Meski 
demikian, mewujudkan ekspektasi tersebut bukanlan perkara 
mudah. Di tengah lilitan sorotan publik yang tidak sepenuhnya 
menyiratkan persepsi positif lembaga DPR seakan berhadapan 
dengan tembok besar pandangan yang justru tidak sejalan dengan 
hakikat clan tujuan keberadaannya. 

Meski tidak sepenuhnya persepsi tersebut lahir dari kondisi 
objektif namun, paling tidak, lembaga ini pun pada dasarnya 
dilanda persoalan internal yang menunjukkan ketidaksiapannya 
dalam merespons pandangan publik terhadap dirinya. Berbagai 
kasus korupsi yang melibatkan beberapa oknum anggota D PR, 



polemik sepurar ruang Badan Anggaran yang menyisakan 
pertentangan antara Pimpinan DPR dan pihak Kesekjenan DPR, 
penyalahgunaan wewenang, kunjungan kerja ke luar negeri yang 
dipandang rnenghambur-hamburkan uang negara tanpa kejelasan 
hasil, hingga dugaan "kongkalikong" oknum DPR dengan pihak 
eksekucif dalam meloloskan proyek-proyek yang menggunakan uang 
negara serta berbagai pelanggaran etika yang tidak mencerminkan 
kualitas, kapasitas dan kredibilitasnya adalah beberapa contoh dari 
sekian banyak persoalan yang justru menggerus legitimasi dan 
kepercayaan publik terhadap lembaga DPR. 

Sungguh suatu rangkaian persoalan yang sepatutnya cidaklah 
wajar terjadi, mengingat kelembagaan DPR dihuni oleh figur­ 
figur pilihan publik. Namun, pun bukanlah sebuah tindakan 
yang adil jika semua polemik tersebut menjadikan DPR,sebagai 
lembaga maupun personal, sebagai "kambing hirarn" yang berdiri 
di pusaran persoalan. Tentu saja, kita memaharni bahwa segala 
tindakan pelanggaran akan menuai sanksi yang secimpal. Hukum 
yang bersumber dari peraturan dan perundang-undangan akan 
menjerat mereka yang rerbukti secara sah terlibat melawan hukum. 
Publik pun akan "mengadili" mereka yang cerbukti menghianati 
kepercayaan dengan menempatkannya mereka dalam ruang sosial 
yang penuh cibiran. 

Namun, cukupkah aksi-aksi penindakan tersebut memberi efek 
jera bagi para pelakuknya? Arau justru berbagai pelanggaran yang 
selama ini terjadi melahirkan pola dan bentuk pelanggaran baru yang 
bermetamorfosadan beranak-pinak, hanyademi memanfaatkan celah 
yang tidak sepenuhnya tertuang dalam peraturan dan perundang­ 
undangan? Pelanggaran yang dilakukan oleh oknum anggota DPR 
tentu saja memerlukan sanksi dan hukuman. Mementingkan sanksi 
dan hukuman (penindakan) tanpa mengantisipasi sistem yang tidak 
menucup celah terjadinya pelanggaran, sarna halnya menyuburkan 
pelanggaran itu sendiri. Karena pelanggaran tidak pernah berdiri 
sendiri.Kejahatan rerjadi tidak harus didahului dengan niac 
pelakunya, capi karena kelemahan sistem yang menggumpal dan 
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menggoda individu untuk berbuat araupun sekedar mencoba untuk 
berbuar, Kedua sisi inilab: penindakan dan tatanan peraruran dan 
perundang-undangan jusrru sedang mengalami tarik-menarik dan 
menimbulkan sensasi antara saru sama lain. 

Pada gilirannya, demokrasi telab mewariskan tatanan sosial dan 
polirik yang sepenuhnya mempercayakan perubaban pada sebuab 
sisrern.Dernokrasi memberi apresiasi sekaligus sanksi, bukan karena 
figur yang balk ataupun buruk, mclainkan rnereka yang rnemaruhi 
araupun mc:langgar arumn. Atas dasar Irulah, klra menempatkan 
lembaga DPR Rl scba.gal pcrwujudan optimal dari slstem demokra.sl 
yang kira aout, Hal ini cukup beralasan, karena !embaga inilah pmg 

mcrupakan represenrasl dari perubahan kehidupnn rnasyarakat 
ke arab yang lebih balk, Melalui produk-produk lcgi.slasi, fungsl 
pengswasan clan angga.ran, diliarapkan tcrcipra sebuah taranan besar 
keh.idupan rnasyarakai Indonesia yang bersumber pada hukurn dan 
perundang-undangan. 

Pada ririk inilab kica menyaksikan bahwa jalinan antara 
penindakan clan pencegahan cidak berjalan berkellndan. Pada utik 
ini pulalnb MKD rnenyernai fungst, rugas dan kewenangannya, 
Tenn, snja, aura reformasi kelembagaan seharusnya dlwadahi secara 
makslmal olch MKD. Landnsan euk ynng bckerja secara 6Jo.<ofu 

menjadi pegangan urama yang sekaligus memberi wajab rersendiri 
bagi DPRRI .  

Metamorfosa berbagai benruk pelanggaran yang acap kali 
melibackan oknum Anggota DPR RI bukanlab semara labir dari 
figur-figur yang pada dasarnya memiliki rabiar "buruk", Tapi jug;i 
lahir dari sisrern pencegnhan yang ridak sepenuhnya rerwadahi 
dalam berhag:tl pcratumn dan pcrundaog-undaogan, Awu juga lah.i.r 
dari sebenruk keridaksadaran p11.ta 6gur tersebut remang hakikar clan 

entitasnya sebagai anggora DPR yang "terhormat". 

Kita tidak meragukan keseriusan dan kepekaan MKD untuk 
senantiasa menindak berbagai bentuk pelanggaran yang rerjadi. 
Namun sejauh sistern pencegahan ridak memadai dalam merespons 
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berbagai pelanggaran yang akan terjadi, maka selama itu pula MKD 
mengabaikan akar persoalan yang sesungguhnya dan larut dalam 
sensasi yang ditimbulkan oleh persepsi dan opini publik yang 
dihembuskan oleh media massa. 

Oleh karena iru, aksi penindakan tidak lebih utarna dari sisrern 
pencegahan yang justru membuat MKD lebih percaya diri untuk 
melakukan penindakan itu sendiri. Sisrern pencegahan menjadikan 
MKD sebagai lembaga yang bekerja secara sisternatis, terstruktur, 
terencana dan terukur. Bukankah Ali bin Abi Thalib pernah berujar 
temang penringnya sistem tersebut dengan menyatakan bahwa: 
"kebaikan yang tidak dilakukan dengan sisrernaris, terstrukrur dan 
terencana, akan dikalahkan oleh kebathilan yang dilakukan secara 
sisternarism rermukrur dan rerencana" (al haq bi la nidzam yaghlibuh 
al batbil bi nidzam). 

Kondisi irulah yang nampak di depan mata, ratkala MKD begiru 
sulir mengeksekusi secara maksimal para pelanggar etika dan aruran. 
Selain karena peraturan kode etik dan rata beracara yang belum 
sepenuhnya menjawab persoalan, tarik-menarik kepentingan politik 
yang tidak berkesudahan, lika-liku birokrasi yang menghambat 
eksekusi, sistem insformasi yang masih tumpang-tindih dan tidak 
rnemadai, tidak adanya komunikasi dan kerja sama dengan lembaga 
penegak hukum, hingga kepurusan MKD yang seringkali menuai 
penafsiran sepihak oleh Pimpinan D PR. 

Meski pada prinsipnya kewenangan MKD terkait dengan 
penegakan koda erik anggota DPR, namun rumusan etika yang 
menjadi landasan kode erik itu sendiri adalah rumusan yang bersifat 
universal, menyangkut pandangan cencang perilaku baik dan tidak 
baik, pancas dan tidak pancas sesuai dengan nilai dan norma yang 
dianuc oleh masyarakat. Ketaatan pada etika itulah yang kemudian 
berporos pada ketaatan individual (anggota DPR) yang menjaga 
perilakunya uncuk berlaku "terhorrnat" dan mencegahnya untuk 
tidak melanggar etika. Erika adalah dasar bagi kesesuaian dan 
konsistensi perilaku. Segala bentuk pencegahan yang cerbangun 
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dalam sebuah sistem yang baik secara konsisten berefek pada 
keciadaan celah bagi individu uncuk melakukan pelanggaran, 
khususnya pelanggaran pidana. 

Poritilmi11gdan bra11di11g iculah yang rerkandung dalarn eksisrensi 
MKD. MKD menjadi pengawnl Ulama r�forma.�i kelernbagaan 
DPR. Lernbaga ini seksllgus rnenjadi pioneer perubahan yang psda 
gilimnny.i menjadi cenroh b:q;ialackdcngkapan lain di DPR. Namun, 
l,l{;i-Jagi, proyck besar ini hanya bisa dilakukan dengan serangkalan 
srraregi yang mcnyenruh hulu dan hilir persoalan. Bcrpij.ak pada 
subsransi, bukan pada sensasl.Karenn irulah, kcpedulian MKD 
menjadi reramar pcnting.Serucmara lru, dukungan publik terhadap 

eksistensi \,:mbaga ini uncuk bekerja sesual dengan rurnusan di aras 
sangac diperlukan, 

Atas dasar itulah, sejak penghujung 2011 ,  awal 2012 hingga saat 
ini, MKD yang sebelumnya adalah Badan Kehormatan (BK) relah 
melakukan ikhtiar, berusaha memand.ang persoalan kelembagaan 
DPR secara holistik dan komprehensif. Ikhtiar itu terangkum 
dalarn Iaagkah-lnngkah pencingdan mendesak uruuk dlrealjsasikan. 
Khususnya, sisrern pencegahan yang pada dasarnya menjadl hulu 
dari segalu upayo. clan nlar baik DPR mcnampilkan wajahnya sesuai 
dengan hak.ikac, fungsi, rugas clan wewenangnya.. MKD mcrnandang 
bahwa [alinaa antara penindakan clan pencc:gahan bdum berialan 
berkelindan, Dipcrlukan sintrgisiras darl jalinan kedue rnekanlsme 
rersebut ynng ccrn.ngkum dalam sebuah sisrern. istern irulah y:ing 
rneliputi 3 (tiga) hal, yakni: Slsrem Pcnindakan, Sistem Penccgahan. 
dan Sistern Manajemen. 

1. Sistem Penindakan 

Evaluasi clan penyempurnaan yang terkait dengan sistem 
penindakan meliputi 2 (dua) hal, yakni: I) Kodc Etik, dan 2) 
Tata Beracara 

a. Kode Etik 

Kode Erik yang saar ini dimiliki yang oleh anggora DPR 
sebagaimana yang tercanturn dalam Peraturan DPR RI No. 
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01 tahun 2011 ,  saat ini belum sepenuhnya mewadahi benru­ 
benruk pelanggaran serra apa yang harus dan tidak boleh 
dilakukan oleh Anggota DPR RI. Kode Erik juga belum 
sepenuhnya mengkarakterisasi bagaimana seharusnya 
figur ideal Anggota DPR RI yang diharapkan oleh publik 
dan sesuai dengan hakikat serta entitas kedewanan yang 
diembannya. 

Semenrara itu, kode etik menjadi corong bagi pembentukan 
figur Anggora DPR RI yang sesungguhnya.Figur-figur 
pilihan yang ridak seperti halnya dengan masyarakat umum 
lainnya.Hal ini juga menunjukkan bahwa status sebagai 
Anggora DPR RI bukanlah status biasa. 

Tahapan evaluasi dan penyempurnaan Kode Erik dilakukan 
dengan diawali dengan penyajian Term of Reference 
(TOR) dan Dafrar Inventaris Masalah (DIM) yang 
diselesaikan paling larnbat 12 Juli 2012. Tahap evaluasi dan 
penyempurnaan tersebut juga diisi dengan Diskusi Serial 
dengan berbagai Ahli dan Pakar Erika dan rnelibarkan 
perwakilan fraksi yang ada di DPR RI. 

b. Tata Beracara 

Tata Beracara MKD belum sepenuhnya mewadahi agenda­ 
agenda yang cerruang dalam Kode Erik.Hal itu tergambar 
dalam tahapan-tahapan beracara, benruk pelanggaran, 
sanksi, hingga mekanisme pengambilan kepucusan sesuai 
dengan bentuk pelanggaran yang cerjadi. 

Hal inilah yang nampak dalam berbagai kasus yang hendak 
dicindaklanjuti oleh MKD. Seringkali beberapa kasus 
yang diawali dengan mekanisme pengaduan seharusnya 
diverifikasi cerlebih dahulu, bukan klarifikasi-yang justru 
tidak dikenal dalam mekanisme Tata Beracara itu sendiri­ 
narnun serta-rnerta celah masuk dalam agenda sidang 
yang justru mengharuskan MKD mengambil kepucusan. 
Proses ini seringkali membuat kebingungan cersendiri bagi 
MKD yang pada ujungnya mengeluarkan kepurusan yang 
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tumpang-rindih atau tidak sesuai dengan mekanisme yang 
seharusnya diambil, 

Tahapan evaluasi dan penyempurnaan Kode Erik dilakukan 
dengan diawali dengan penyajian Term of Reference 
(TOR) dan Daftar lnventaris Masalah (DIM) yang 
diselesaikan paling lam bat akhir 2012. Tahap evaluasi dan 
penyempurnaan cersebuc juga diisi dengan Diskusi Serial 
dengan berbagai Ahli dan Pakar Erika dan Tata Beracara 
serta melibackan perwakilan fraksi yang ada di DPR RI. 

Proses evaluasi dan penyempurnaan Kode Erik dan Tata 
Beracara dilakukan dengan mekanisme dan tata cara 
penyelenggaraan yang dikoordinasikan oleh Staf Ahli 
dengan Working Paperdan Schedule yang relah dirumuskan. 

2. Sistem Pencegahan 

Sisrern pencegahan melipuri 3 (tiga) hal, yakni: 1) Jangka 
Pendek; 2) Jangka Menengah; dan 3) Jangan Panjang 

a. Jangka Pendek 

Melalui sisrem pencegahan yang bersifat jangka pendek 
dharapkan memberi dampak langsung bagi berbagai 
perilaku pelanggaran etika yang dilakukan oleh Anggota 
DPR RI serta respons cepat MKD atas berbagai krealitas 
yang cidak panras terjadi di lingkungan D PR RI. 

Hal itulah yang dilakukan dengan mengedarkan himbauan 
rerkait dengan gayahidup (life style) Anggota DPR RI 
yang tidak mencerminkan perilaku yang pantas, seperti 
penggunaan kendaraan mewah. Selain iru, respons cepat 
MKD dalam bencuk Surat Rekomendasi rerkait dengan 
perbaikan rara lecak dan dan manajerial gedung DPR RI 
serta standarisasi ruangan alat kelengkapan dewan (AKD). 

b. Jangka Menengah 

Proyeksi kerja MKD unruk jangka menengah terfokus 
pada proceksi dan peningkacan kewenangan MKD dalam 
peracuran rnaupun perundang-undangan. Karena itu, kerja 
jangka menengah terkait dengan pemberian masukan dan 
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rekomendasi MKD DPR RI dalam UU No. 17 tahun 2014 
tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD serta Peraturang 
DPR RI tentang Tata Tertib DPR RI. 

c. Jangka Panjang 

Proyeksi kerja MKD untuk jangka panjang terkait dengan 
pcnguatan rnareri Peraruran DPR RI tentang Tata Tertib 
DPR RI yang direkomendasikan menjadi menjadi 
penyempurna bagi UU No. 27 tahun 2009 tentang MPR, 
DPR, DPD dan DPRD. 

Kerja jangka panjang juga terkait dengan usulan 
penyempurnaan Sistem Manajemen Informasi DPR RI 
dan integrasi Sistem Manajemen lnformasi rersebut dengan 
MKD. 

Terkait dengan usulan rersebur, MKD mengajukan beberapa 
rekomendasi: 

I .  Menunrut Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) 
unruk merealisasikan Sisrern Kehadiran Elekrronik yang 
merupakan wujud pelaksanaan Pasal 243 Peraruran DPR 
RI tenrang Tata Terrib DPR RI. 

2. Penyusunan ulang benruk ideal komisi di DPR RI dan 
keanggotaan komisi. Komisi dibagi menjadi recap (standing) 

dan Komisi tidak terap (ad hoc/panja). Hal ini dilakukan 
melalui penyempurnaan Tata Tertib DPR RI. 

3. Realisasi pelaksanaan Poin 2 dibarengi dengan perminraan 
MKD kepada Pimpinan DPR RI dan Badan Musyawarah 
(BAMUS) DPR RI untuk menata ulang dan menyusun 
jadwal secara lebih subscantif, lebih tertib dan tidak 
cumpang tindih. 

4. Menyarankan agar pola Kunjungan Kerja (Kunker) DPR RI 
lebih banyak dilaksanakan berbasis individu atau kelornpok 
dengan rugas dan terna yang lebih spesifik. 

5. Mengusulkan anggaran yang bersifar independen dan 
Heksibiel agar bisa memberikan kelonggaran kepada 
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anggota DPR RI untuk bekerja, sehingga Anggota DPR 
dan alat kelengkapan dewan tidak rerharnbat dalam 
melakukan cugas dan fungsi Legislasi, Pengawasan dan 
Anggaran. Usulan ini menyangkut perbaikan UU No. 27 

tahun 2009 serta UU Keuangan Negara. 

6. Mengakhiri jabatan rangkap Ketua DPR RI sebagai Ketua 
Badan Urusan Rumah Tangga (BURT). 

7. BURT diposisikan sekedar sebagai lembaga pengacur 
mekanisme keanggotaan persidangan alat kelengkapan 
DPR. 

8. Mengusulkan kemitraan Sekertariar jenderal DPR RI 
dengan Komisi III DPR RI. 

Sistem Manajemen Mahkamah Kehormatan DPR RI 

Di antara persoalan krusial yang seringkali menghampiri kinerja 
Mahkamah Kehorrnatan DPR RI adalah inkonsistensi keputusan 
ynng dihasilkan olch MKD ltu sendiri, tindak-lanju; dari mekanisme 

keputusnn yang tidak tereksekusi dengan bruk oleh Pimpinnn DPR 
RI maupun Pihak Kesekjenan DPR RI. hfoggn mmirnnya inforrnasi 
holistlk yang sepaturnya rnenjadi hahnn penirnbangan anggora 
MKD dalam mengambil keputusan. 

Hal ini disebabkan karena tidak adanya sistern informasi yang 
tersedia dmgan baik untuk mendukung kinerja MKD DPR RI. 
elain bcrinibas pada proses surat-rnenyurar yang tcrbd.ang rnenual 

pcrsoalan, kelanjuean sebuah kasus pun menjadi rawan unruk 
dlperdebatkan. Belurn lagi keputusan-kepurusan MKD DPR RI 
yang ddak dlrindaklanjun dengan b.1ik oleh Pimpinan DPR RI 
dan Pihak Kesekjenan DPR RI sehingga mengakibarkan persoalan 

hsk-hak adiministratlf dari para pelaku pelanggaran senngkali 
terabaikan.Alur keputusan pun terkadang rnenjadi rancu lancaran 
MKD tidak memiliki sistem inforrnasi yang bisa disaksikan oleh 

seluruh Anggota MKD. 
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Adapun mekanisme evaluasi dan penyempurnaan Sistem 
Manajemen Mahkamah Kehormatan DPR RI, melipuci beberapa 
hal: 

!. Keanggotaan BK DPR RI 

a. Kriceria Anggota MKD DPR RI yang lebih seleknf uncuk 
ditempatkan di MKD DPR. Kriteria ini direrapkan dalam 
Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, 

b. Keanggoraan MKD tidak dirangkap dengan keanggcraan 
pada alar kelengakapnn dcwan lainnya. Usulan lnl rerkah 
deng:m pcnguc.unann rugas Anggoea DPR Rl pada MKD 
yang bersifar recap (mm,lJng). Sementara rugas Anggota. 
/\f/CD di Komi.si berstfuc ad hoc. 

2. Sistem Manajemen lnformasi 

Evaluasi dan penyempurnaan Siscem Manajemen Informasi 
MKD rerkait dengan sistern elektronik dokumen (e-document). 

a. Penyusunan Scandarisasi Keputusan MKD. 

b. Perbaikan Adrninistrasi MKD. 

c. Pembuatan Data Base perkara dan Keputusan MKD, sehingga 
dapat dibuar kategorisasi perkara dan kepurusan-keputusan 

yang celah dibuat oleh MKD. 

Scandarisru.i kepuruwi 1.11<.D. perbaikan admlnistrasl dan 
pembuaran data bmt udak rerpisahkan darl sistcm manajemen 
lnformasi MKD ya.ngmemanfuarkan fungsl r-doeument. Dengan 
sistern rersebur, :inggorn MKD akan dengan rnudah melaknksn 
anallss persealan = urub. mereferensi persoalan-persoalan 
etik berdasarkan kepurusan-keputusan yang relah diarnbil, 
hiagga padR ridk rertenru anggora M KD hlsa melakukan 
refleksi dan survey rersendlri renmng kasus-kasus yang menjad.l 
"langganan" pelanggaran para oknum anggora DPRdalam suaru 
kurun wakru tcrtcnru. Sc:bingga Anggora M KD mampu setfap 
saat mernberi rnasukan ,enl'.llng perubahan dan penyempumaan 



kode etik dan rata beracara yang dianggap perlu di masa-masa 
yang akan datang. 

Sistem informasi MKD juga menjadi bahan bersama bagi 
Pimpinan DPR RI dan Pihak Kesekjenan DPR RI umuk 
meneruskan tindak-lanjur kepurusan MKD, dan ridak lagi 
berlindung dibalik kepentingan-kepentingan tertentu ataupun 
dibalik selubung ketidakrahuan mereka rentang mekanisme dan 
alur kepurusan yang seharusnya dilakukan. 

d. Penerbiran Buletin MKD melalui media cetak dan online, 

berupa Bulerin MK atau media MK. 

e. Penataan hubungan kerja MKD dengan lembaga-lembaga 
terkait diarur melalui mekanisme Prorokol Kerja. Hal ini 
diperlukan dalam menciprakan suasana dan mekanisme kcrja 
yang efektif dan efesien. Hubungan kerja MKD bisa jadi berupa 
hubungan dengan lembaga-lembaga penegak hukum lainnya 
atau pernbentukan lembaga yang berada di bawah koordinasi 
MKD sebagai "corong" kepentingan MKD. 

f. Peningkatan peran Public Relation (PR) Sekrerariat Jenderal. 
MKD meminta agar Sekretariat Jenderal DPR RI memiliki 
tim Public Relation dan Hubungan Media (media-relation) 

serta Juru Bicara Sekretariar Jenderal DPR RI yang lebih akrif 
dan progresif dalammenanggapi isu dan perkembangan yang 
seharusnya menjadi rugas Sekrerariat Jenderal DPR RI. 

g. Memperkuat kewenangan MKD dalam mengkoordinasikan 
sis tern, mekanisme serta peraturan Kode Etik Pegawai D PR 
RI (Pegawai Tetap clan Tidak Tetap).MKD juga mengusulkan 
amandemen rerhadap UU Kepegawaian agar pegawai dalam 
lingkungan legislatif dan yudikatif terpisah dengan eksekutif. 

h. Mengembalikan Rumah Jabatan Anggora DPR RI (RJA) kepada 
eksekurif. Ditengarai keberadaan RJA yang dikelola oleh BURT 
dan Sekretariatjenderal DPR RI merupakan salah satu sumber 
konrroversi yang sering berulang. Hal ini membuat konsentrasi 
pelaksanaan fungsi DPR RI yang lebih substansif rerabaikan. 
Dengan demikian, Anggota D PR RI memiliki Heksibilitas 



dalam memilih tempat tinggal yang lebih menunjang kinerja 
dan rugasnya. 

1. Membuat modul sosialisasi Erika dari saripati Kode Erik dan 
Tata Beracara yang dilanjutkan dengan mengadakan sosialisasi 
Erika kepada anggota DPR RI atas permintaan Pimpinan 
Fraksi untuk meningkatkan pemahaman terhadap Kode Etik. 
Sosialisasi ini juga diwajibkan kepada Staf yang melekat. 

Sulit mengurai persoalan tersebut tempat memosisikan sejauh 
mana posisi DPR RI saar ini dan kemana arah yang hendak ia tuju, 
tanpa integrasi sistem penindakan dan pencegahan. Karena publik 
hanya akan memandang sensasi dari penindakan yang j uga ridak 

semuanya dipandang posirif oleh publik. Sensasi inilah yang terus­ 
menerus menjadikan lembaga DPR RI tetap menjadi "hiburan" yang 
tak usai mengundang cibiran publik. Publik pun akan larut dalam 
hiburan iru dan menganggap cara pandang mereka adalah sebuah 
kebenarnn, Ujungnya, muara persoalan dan isu-isu besar hanya 
rnenyisnknn rudingen saru snrna lain, mernproduksi sensa i yang 

rnendnwni-dawai hinggn rnengnburkan subsransi persoalan yang 
sesugguhnya, Di sisi lain, sebagian pihnk berdiri sambil bcnepuk 
mcnyakslknn keklsruhnn kelernbagasn dan rnenerirna manfaar besar 
yang justru tidak mernbuat kondisi menjadi lebih baik, 

Mereka tidakmemahami bahwa menyelesaikan sebuah persoalan 
terlebih dahulu memerlukan sebuah grand designcentang bagaimana 
memandang persoalan rersehur, Kekellruan cara pandang bernkibar 
pada kekeliruan cara dalarn rnenyelesaikan pcrscalan.Tanpa :,rah clan 

rujunn l11111ya menghasilkan kesesacan dalam rnclangkah. Kesesatan 
irulah yang ccnderung dmlkmari sehmgg:,. rnenampilkan hingar­ 
bingar dalam upay:i mernberi sol us!. Sernua pihak merasa mcmiliki 
andil dalam menyelesaikan persoalan. Namun tidak semua pihak 
memiliki pemahaman yang mendasar tentang persoalan itu sendiri. 

Di lain pihak, DPR pun hendaknya rnemailiki cara pandang 
yang sama dengan apa yang dipikirkan oleh MKD tentang 
bagaimana sesungguhnya kualitas kedewanan yang diharakan oleh 

---------- 2 1 2  ---------- 



publik dan sesuai dengan hakikar, fungsi, mgas dan kewenangannya. 
Scams sebagai anggoca dewan yang "terhormat" bukanlah scams 
biasa, karena itu ia perlu dilekackan dengan sebuah mekanisme dan 
sistem tersendiri agar kecidak-biasa-annya menjadi conroh dan suri 
cauladan. Ketidak-biasa-annya iru tidak hanya perlu dipahami oleh 
anggota DPR tapi juga oleh publik.Dengan demikian, kcdua kucub 
yang akrab berada dalam sudut yang "berbeda" tersebut mcnyam 
dan saling mcndukung. Keduanya pun berharap pencgakan citra 
dan wibawa DPR menjadi kepentingan bersama, bukan kepentingan 
kelompok rertentu, Jika tidak, kita akan sulit bcrharap pada masa 
depan lembaga DPR yang lebih baik.[] 

----------- 213 ---------- 



EPILOG 

MENJAGA KEHORMATAN 

LEMBAGA PERWAKILAN 

P
enegakan kode erik merupakan salah saru upaya mewujudkan 
kehormaran lembaga perwakilan. Sejumlah peraturan dan 

perundang-undangan direrbirkan sebagai instrurnen dalam 
menjalankan fungsi, cugas dan wewenang yang menernpatkan 
Mahkamah Kehormaran DPR RI dan Badan Kehormaran DPRD 
sebagai Garda Terdepan. Seiring dengan itu, MKD dan BK 
senanriasa mengalami penguatan, mengingar dinamika kelembagaan 
perwakilan menunjukkan inrensiras yang cukup tinggi. 

Besarnya harapan masyarakat pada peran akrif dan progresif 
MKD dan BKmembuat enritas dualembaga tersebur begitu penting. 
Bahkan menjadi salah satu rolak ukur kesuksesan kinerja lembaga 
perwakilan secara umum. Meski MKD dan BK sclalu bcrada dalam 
regangan ranah politik yang memang idenrik dengan pergulatan 
kepenringan, resonansi kerja yang dirunjukkan oleh MKD dan 
BK masih menemparkannya sebagai lembaga yang "kurang lebih" 
dipercaya, ridak hanya oleh masyarakar secara umurn, namun bagi 
Anggora DPR dan DPRD iru sendiri. 

Sulit dipungkiri, dunia polirik relah berada dalam eralase 
pandangan publik. Pelaku polirik relah disanding dalam sebuah 
aquarium besar, dimana masyarakar senanriasa menaruh mara 
dan telinga, menyaksikan dan mendengar sejumlah informasi 
yang muncul mulai dari sekedar buaian gosip hingga realiras 
yang sesungguhnya. Polirik telah menjadi drama dengan lakon 
sinetron yang ridak usai diperbincangkan. Pada gilirannya, berbagai 
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pandangan dan opini pun berdatangan. Sinisme, pesimisme dan 
optimisme melebur menjadi satu. 

Di balik itu, MKD dan BK diperhadapkan pada kenyaraan 
dimana pandangan tidak selalu sama dan seiring. Kesamaan 
persepsi tentang lembaga perwakilan masih berada dalam rentang 
yang cukup signifikan. Akibamya, publik yang disaji oleh informasi 
media massa pun acapkali berbenturan dengan subcansi pemikiran 
tentang lembaga perwakilan yang seringkali tidak menarik untuk 
dikonsumsi. Sensasi media massa berbenturan dengan kepencingan 
DPR dan DPRD yang masih berada dalam kondisi yang masih 
cenderung sulit berkomunkasi dengan baik. 

Pada titik inilah, MKD dan BK menempati posisi yang penting. 
Paling tidak berada di tengah kepencingan yang saling beradu. 
Mekanisme kerja yang tertuang dalam peraturan dan perundang­ 
undangan menjadi landasan yuridis, sehingga publik dapat 
mengecahui seperti apa kinerja MKD dan BK yang sesungguhnya. 

Upaya menjaga kehormacan lembaga perwakilan bukanlah 
cugas sederhana. DPR dan DPRD adalah dua entitas yang tidak 
hanya merepresentasikan institusi tapi juga individu. Membedakan 
antara kinerja kelembagaan dan individu menjadi penting. Institusi 
adalah produk sistem yang memerlukan penguatan, sebagaimana 
individu yang datang silih berganci dengan berbagai asal-usul yang 
melatarbelakanginya. 

Anggoca DPR maupun DPRD adalah pelaku politik yang 
memasuki ruang sistem kelembagaan. Sebagai individu, tentu 
saja mereka hams menyesuaikan diri dengan realicas kelembagaan 
cersebut. Peraturan Kode Erik dan Tata Beracara yang didasarkan 
oleh undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, 
DPD dan DPRD merupakan panduan bersama yang mendasari 
proses penegakan kode etik demi cerwujudnya marcabat dan 
keluhuran lembaga perwakilan. Berharap pada terwujudnya 
keluhuran martabat lembaga perwakilan sama halnya dengan 
berharap individu pemangku jabatan yang menjadikan kode etik 
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sebagai pedoman dalam bertingkah clan berperilaku sebagai Anggota 
DPR maupun DPRD. 

Kehormatan lembaga perwakilan sejalan dengan persepsi 
masyarakat rentang jabatan keanggota dewan sebagai jabatan 
"rerhormat", Kehormatan tersebuc tidak sekedar disematkan sebagai 
pembuktian bahwa jabatan Anggora Dewan bersifat prestisius. 
Namun lebih dari icu, jabatan keanggotan lembaga perwakilan tidak 
muncul dengan sendirinya sebagai benruk penunjukan strukcural, 
melainkan amanah rakyat. Mereka yang menduduki tanggung jawab 
sebagai wakil rakyat adalah mereka yang dipilih secara langsung oleh 
rakyat. Rakyat merupakan sumber suara clan inspirasi. 

Oleh karena itu, kehormatan jabacan tersebut lebih berupa 
kehormatan yang dimiliki oleh rakyat itu sendiri. Anggota DPR 
clan DPRD adalah perpanjangan tangan kepentingan clan aspirasi 
rakyat. Setelah sekian lama suara mereka dijadikan sebagai cap 
(rubber stamp), kehormatan tersebut kembali pada aras clan derajat 
yang sesungguhnya. Suara rakyar merupakan suara T uhan. 

Demokrasi relah menjadikan rakyar sebagai sumber rasionaliras 
dalam pengelolaan kehidupan bangsa clan negara. Karena itu pula, 
kelembagaan perwakilan hams mencerminkan rasionalitas yang 
sesungguhnya. Rasionalitas yang menghimpun suara rakyac sebagai 
sumber lahirnya segala kebijakan dalam bentuk peraturan clan 
perundang-undangan. 

Tidak berlebihan kiranya jika wakil rakyat adalah mereka 
yang mumpuni clan memiliki rasionaliras sebagaimana yang 
berkecamuk clan bergeliat dalam pikiran rakyat. Anggota DPR clan 
DPRD adalah mereka mampu membaca kehendak alam pikiran 
rakyac clan menuangkannya dalam sebenruk argumentasi yang 
disampaikan secara lisan maupun tulisan. Tidak heran jika wakil 
rakyat diidencikkan dengan mereka yang "hanya bekerja'' dengan 
"berbicara'' di berbagai media. 

---------- 2 1 6  ---------- 



Tentu saja berbagai argumenrasi yang disampaikan sesuai 
dengan fungsi, tugas dan wewenang kedewanan itu sendiri. Aras 
dasar argumenrasi itu pula, wakil rakyat diberikan "hak irnunitas" 
dalam menjalankan tugasnya. Mereka tidak bisa dihukum saat 
menyampaikan argumentasi rerkait dengan kebijakan-kebijakan 
yang bersumber dari suara rakyar. 

Paradigma tentang rasionalitas yang terhimpun dalam alam 
pikir wakil rakyat ini memerlukan kesamaan persepsi dari seluruh 
pihak, termasuk publik secara umum. Hal ini penting demi 
menempatkan posisi yang sesungguhnya anrara peran kelembagaan 
perwakilan dengan individu-individu yang memangku jabatan di 
dalamnya. Pada saat yang sama, kita pun akan memahami dengan 
jelas dan tegas, mengapa kelembagaan perwakilan rersebur senantiasa 
membutuhkan penguatan dari publik. Publik sejatinya menjadikan 
DPR dan DPRD sebagai harapan dan tumpuan bersama, terlepas 
dari siapapun yang menduduki jabaran di dalamnya. 

Pada saat yang sama pula, kita mampu memisahkan antara 
kepentingan DPR dan DPRD secara kelembagaan dengan 
kepentingan individu yang menghuninya. Mengkritisi peran 
lembaga perwakilan sama halnya dengan berusaha memperkuat 
lembaga tersebut. Publik tidak boleh distigmarisasi oleh individu­ 
individu yang bisa saja berbuat salah dan melanggar kode etik sebagai 
konsekuensi manusiawi. Penyelesaian persoalan etika memiliki 
kanalisasi tersendiri melalui kelembagaan MKD dan BK. Sementara 
itu, penyelesaian persoalan hukum memiliki ranah rersendiri melalui 
peradilan. 

Dengan demikian, kehormatan lembaga perwakilan menjadi 
kepenringan seluruh komponen kelembagaan DPR maupun 
DPRD, demikian pula seluruh masyarakac yang berkepenringan 
dengan enciras kelembagaan perwakilan sebagai represenrasi suara 
dan aspirasi mereka. Mengadukan oknum Anggota DPR dan 
D PRO adalah sebenruk kecintaan kepada lembaga perwakilan 
sebagai lembaga yang mewakili rakyar. 
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